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PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 64 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI  

KABUPATEN SRAGEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang  

 

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 

pemerintah serta mewujudkan organisasi perangkat 

daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna 

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata 

kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 

diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 

serta tata kerja Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf 

Ahli Bupati Kabupaten Sragen; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
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Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 

  

MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN 

SRAGEN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Sragen. 

2.  Bupati adalah Bupati Sragen. 

3.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sragen. 

4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5.  Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sragen 

6.  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sragen.  

7.  Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sragen. 

8.  Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen. 

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Sragen. 

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten 

Sragen. 

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen. 

12. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Sragen. 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 
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14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

17. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan 

tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansi 

sesuai pengelompokan tugas dan fungsi. 

18. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberikan tugas untuk membantu Pejabat 

Administrator/Koordinator dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pada satu kelompok unsur sesuai pengelompokan 

tugas dan fungsi. 

19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan melaksanakan proses 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

  

BAB II 

PERANGKAT  DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) Perangkat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Inspektorat Daerah; 

d. Dinas Daerah, terdiri atas: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Dinas Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum; 

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, dan Tata Ruang; 
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5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan; 

6. Dinas Sosial; 

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

8. Dinas Peternakan dan Perikanan; 

9. Dinas Perhubungan; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

12. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; 

13. Dinas Tenaga Kerja; 

14. Dinas Lingkungan Hidup; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

18. Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan. 

e. Badan Daerah, terdiri atas: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan; 

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; 

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah; 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan  

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

f. Kecamatan. 

(2) Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

SEKRETARIAT DAERAH 

 

Paragraf 1  

Kedudukan 

 

Pasal 3 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bupati. 
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Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 

1. Sekretaris Daerah. 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 

atas: 

a. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; dan 

c. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:  

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas  

Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

a. Bagian Umum, terdiri atas:  

1) Subbagian Protokol, Rumah Tangga, dan 

Perlengkapan; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 5 

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, 

terdiri atas: 

1. Sekretaris Daerah; 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 

atas: 

a. Bagian Pemerintahan, terdiri atas: 

1) Kelompok Unsur Administrasi Pemerintahan; 
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2) Kelompok Unsur Administrasi Kewilayahan; dan 

3) Kelompok Unsur Kerja Sama dan Otonomi Daerah. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

1) Kelompok Unsur Bina Mental Spiritual;  

2) Kelompok Unsur Kesejahteraan Sosial; dan 

3) Kelompok Unsur Kesejahteraan Masyarakat. 

c. Bagian Hukum, terdiri atas: 

1) Kelompok Unsur Perundang-Undangan; 

2) Kelompok Unsur Bantuan Hukum; dan 

3) Kelompok Unsur Dokumentasi dan Informasi. 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:  

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri 

atas:  

1) Kelompok Unsur Pembinaan BUMD dan BLUD; 

2) Kelompok Unsur Perekonomian; dan 

3) Kelompok Unsur Sumber Daya Alam. 

b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:  

1) Kelompok Unsur Penyusunan Program; 

2) Kelompok Unsur Pengendalian Program; dan 

3) Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 

1) Kelompok Unsur Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa; 

2) Kelompok Unsur Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik; dan 

3) Kelompok Unsur Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

a. Bagian Umum, terdiri atas:  

1) Subbagian Protokol, Rumah Tangga, dan 

Perlengkapan; 

2) Kelompok Unsur Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, 

dan Kepegawaian; dan 

3) Kelompok Unsur Keuangan.  

b. Bagian Organisasi, terdiri atas: 

1) Kelompok Unsur Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan; 

2) Kelompok Unsur Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana; dan 

3) Kelompok Unsur Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercantum dalam Lampiran IIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Kedua 

SEKRETARIAT DPRD 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas 

dan fungsi DPRD kabupaten. 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin Sekretaris DPRD yang dalam 

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD 

kabupaten dan secara administratif bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 7 

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, tediri atas:  

1. Sekretaris DPRD; 

2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha  dan Kepegawaian; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IIIa                                                                                                                                                                                                                                                                     

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

 Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 8 

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten serta 

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan 

hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.  

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Sekretariat DPRD, 

terdiri atas: 
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1. Sekretaris DPRD; 

2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha  dan Kepegawaian; 

b. Kelompok Unsur Program dan Keuangan; dan 

c. Kelompok Unsur Rumah Tangga. 

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, tediri 

atas: 

a. Kelompok Unsur Persidangan dan Risalah;  

b. Kelompok Unsur Kajian Perundang-Undangan; dan 

c. Kelompok Unsur Humas, Protokol, dan Publikasi. 

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, 

terdiri atas:   

a. Kelompok Unsur Fasilitasi Penganggaran;  

b. Kelompok Unsur Fasilitasi Pengawasan; dan 

c. Kelompok Unsur Kerja Sama dan Aspirasi. 

(2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga 

INSPEKTORAT DAERAH 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 9 

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah dan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 10 

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas: 

1. Inspektur Daerah; 

2. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Inspektur Pembantu I, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

4. Inspektur Pembantu II, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

5. Inspektur Pembantu III, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 
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6. Inspektur Pembantu IV, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; dan 

7. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IVa, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 11 

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Inspektorat 

Daerah, terdiri atas: 

1. Inspektur Daerah; 

2. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; 

b. Kelompok Unsur Perencanaan; dan 

c. Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Inspektur Pembantu I; 

4. Inspektur Pembantu II; 

5. Inspektur Pembantu III;  

6. Inspektur Pembantu IV; dan 

7. Inspektur Pembantu Khusus. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keempat 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 12 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 13 

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal, terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal. 

 d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;  

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah 

Dasar; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Sekolah Dasar. 

 e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,  

terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah 

Pertama;  

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah 

Menengah Pertama; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Sekolah Menengah Pertama. 

 f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 g. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, terdiri atas: 

  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal 

dan Tenaga Kebudayaan; 

  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah 

Dasar; dan 

  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah 

Menengah Pertama. 

 h. UPTD. 

 i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 14 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 

  3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal, terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal. 

 d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;  

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah 

Dasar; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Sekolah Dasar. 

 e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,  

terdiri atas: 

  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah 

Pertama;  

  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah 

Menengah Pertama; dan 

  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Sekolah Menengah Pertama. 

 f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri atas : 

  1. Kelompok Unsur Cagar Budaya dan Permuseuman; 
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2. Kelompok Unsur Sejarah dan Tradisi; dan 

  3. Kelompok Unsur Kesenian. 

 g. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, terdiri atas: 

  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal 

dan Tenaga Kebudayaan; 

  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah 

Dasar; dan 

  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah 

Menengah Pertama. 

 h. UPTD. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kelima 

Dinas Kesehatan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 15 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 16 

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

  3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
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 e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 g. UPTD. 

 h. Unit organisasi bersifat khusus. 

 i. Unit organisasi bersifat fungsional. 

 j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIa 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 17 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan, 

terdiri atas: 

 a. Kepala dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

 3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Kesehatan Keluarga dan Gizi;  

  2. Kelompok Unsur Promosi dan Pemberdayaan 

Masyarakat; dan 

  3. Kelompok Unsur Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja, dan Olahraga. 

 d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri 

atas: 

  1. Kelompok Unsur Surveilans dan Imunisasi; 

  2. Kelompok Unsur Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular; dan 

  3. Kelompok Unsur Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

 e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pelayanan Kesehatan Primer; 

  2. Kelompok Unsur Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

dan 

  3. Kelompok Unsur Pelayanan Kesehatan Tradisional 

dan Jaminan Kesehatan. 
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 f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Kefarmasian; 

  2. Kelompok Unsur Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga; dan 

  3. Kelompok Unsur SDM Kesehatan. 

 h. UPTD. 

 i. Unit organisasi bersifat khusus. 

 j. Unit organisasi bersifat fungsional. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran VIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Keenam 

Dinas Pekerjaan Umum  

 

Paragraf 1  

Kedudukan 

 

Pasal 18 

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang sub urusan sumber daya air (SDA), sub 

urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan 

drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan 

penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan 

jalan, dan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 19 

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan; 

 c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

 d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

 e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

 f. UPTD. 
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(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran VIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 20 

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber 

daya air (SDA), sub urusan air minum, sub urusan air 

limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan 

gedung, sub urusan penataan bangunan dan 

lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa 

konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan 

Umum, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Bina Marga, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis Jalan dan 

Jembatan; 

  2. Kelompok Unsur Pembangunan dan Peningkatan 

Jalan dan Jembatan; dan 

  3. Kelompok Unsur Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

Jalan dan Jembatan. 

 d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan dan Bina Teknik; 

  2. Kelompok Unsur Bangunan Gedung; dan 

  3. Kelompok Unsur Penyehatan Lingkungan. 

 e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis dan 

Pembangunan Sumber Daya Air; 

  2. Kelompok Unsur Operasi dan Pemeliharaan 

Sumber Daya Air; dan 

  3. Kelompok Unsur Pembinaan, Penyuluhan, dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Air. 

 f. UPTD. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran VIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Bagian Ketujuh 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, dan Tata Ruang 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 21 

(1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, dan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan 

permukiman dan sub urusan penataan ruang yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 22 

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas: 

  1. Seksi Pertanahan; dan  

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIIIa 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 23 

(1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang 

pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan 

ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata 

Ruang, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Perumahan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah; 

  2. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan; dan 

  3. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum. 

 d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman;  

  2. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan 

Kualitas Kawasan Permukiman; dan 

  3. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kumuh. 

 e. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas: 

  1. Seksi Pertanahan; 

  2. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan 

Tata Ruang; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercantum dalam Lampiran VIIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 



 19 

 
Bagian Kedelapan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  

Perindustrian, dan Perdagangan 

 

Paragraf  1 

Kedudukan 

 

Pasal 24 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha 

kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang 

perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 25 

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 d. Bidang Perindustrian dan Usaha Mikro, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 f. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 g. UPTD.  

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran IXa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 26 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang 

perindustrian, dan bidang perdagangan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan 

Perdagangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas; 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Koperasi, terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Perizinan dan Kelembagaan 

Koperasi; 

2. Kelompok Unsur Pengawasan dan Pemeriksaan 

Koperasi; dan 

3. Kelompok Unsur Pemberdayaan dan 

Pengembangan Koperasi. 

 d. Bidang Perindustrian dan Usaha Mikro, terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Perindustrian;  

2. Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro; dan 

3. Kelompok Unsur Pengembangan Usaha Mikro. 

 e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, 

terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Pembinaan Perdagangan dan 

Jasa; 

2. Kelompok Unsur Promosi Pengembangan 

Perdagangan dan Jasa; dan 

3. Kelompok Unsur Pengawasan Distribusi 

Perdagangan. 

 f. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan; 

2. Kelompok Unsur Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan; dan 

3. Kelompok Unsur Pembinaan dan Pemberdayaan 

Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. 

 g. UPTD. 
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(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran IXb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kesembilan 

Dinas Sosial 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 27 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 28 

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional 

 c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Xa 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 29 

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 
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(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, terdiri 

atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 

  3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perlindungan Sosial Korban   

 Bencana Alam dan Sosial; dan 

  2. Kelompok Unsur Jaminan Sosial Keluarga. 

 d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia 

Lanjut; 

  2. Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas; dan      

  3. Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

dan Korban Perdagangan Orang. 

 e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pemberdayaan Perorangan, 

Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil; 

  2. Kelompok Unsur Pemberdayaan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial; dan 

  3. Kelompok Unsur Kepahlawanan dan Restorasi 

Sosial. 

 f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Identifikasi dan Penguatan 

Kapasitas;  

  2. Kelompok Unsur Pengelolaan dan Penyaluran 

Bantuan Stimulan; dan 

  3. Kelompok Unsur Pemberdayaan, Pendampingan, 

dan Penataan Lingkungan Sosial. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercantum dalam Lampiran Xb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
 

Paragraf 1 

Kedudukan 
 

Pasal 30 

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub 

urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana 

pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan 

bencana  pertanian,  dan  sub  urusan    perizinan   usaha 
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pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

(2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 31 

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional.  

 f. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional.  

 g. UPTD. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XIa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 32 

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub 

urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian 

dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan 

perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 
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  3. Kelompok Unsur Keuangan.  

 c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengelolaan Lahan dan Irigasi; 

  2. Kelompok Unsur Alat Mesin Pertanian; dan 

  3. Kelompok Unsur Usaha Pertanian. 

 d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Tanaman Pangan; 

  2. Kelompok Unsur Hortikultura; dan 

  3. Kelompok Unsur Perkebunan. 

 e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:  

  1. Kelompok Unsur Kerawanan dan Ketersediaan 

Pangan;  

  2. Kelompok Unsur Penganekaragaman dan 

Keamanan Pangan; dan 

  3. Kelompok Unsur Distribusi dan Harga Pangan. 

 f. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:  

  1. Kelompok Unsur Kelembagaan dan Pengembangan 

Sumber Daya Penyuluh; dan  

  2. Kelompok Unsur Metode dan Informasi 

Penyuluhan. 

 g. UPTD. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercantum dalam Lampiran XIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Bagian Kesebelas 

Dinas Peternakan dan Perikanan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 33 

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub 

urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana 

pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan 

penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan 

perizinan usaha pertanian, dan bidang kelautan dan 

perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 34 

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, 
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terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 d. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional 

 e. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 f. UPTD. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan 

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XIIa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 35 

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub 

urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, 

dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan 

dan Perikanan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, 

dan Keuangan. 

 c. Bidang Peternakan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perbibitan Peternakan; 

  2. Kelompok Unsur Budidaya Peternakan; dan 

  3. Kelompok Unsur Usaha, Pengolahan, dan 

Pemasaran Hasil Peternakan. 

 d. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyakit Hewan; 

  2. Kelompok Unsur Observasi Penyakit Hewan dan 

Obat Hewan; dan 

  3. Kelompok Unsur Kesehatan Masyarakat Veteriner. 
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 e. Bidang Perikanan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perikanan Budidaya; 

  2. Kelompok Unsur Pelestarian Sumber Hayati 

Perairan dan Penangkapan Ikan; dan 

  3. Kelompok Unsur Penguatan Daya Saing Produk. 

 f. UPTD. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua belas 

Dinas Perhubungan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 36 

(1) Dinas  Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 37 

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan;  

 c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: 

  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 

  2. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan. 

 d. Bidang Angkutan dan Terminal, terdiri atas: 

  1. Seksi Angkutan; dan 

  2. Seksi Pengelolaan Terminal 

 e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dan Perparkiran, terdiri atas: 

1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; dan 

2. Seksi Pengelolaan Perparkiran. 

f. UPTD. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 



 27 

 
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XIIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 38 

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas 

Perhubungan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: 

  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 

  2. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan. 

 d. Bidang Angkutan dan Terminal, terdiri atas: 

  1. Seksi Angkutan; dan 

  2. Seksi Pengelolaan Terminal 

 e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dan Perparkiran, terdiri atas: 

1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; dan 

2. Seksi Pengelolaan Perparkiran. 

f. UPTD. 
 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XIIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Ketiga belas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 39 

(1) Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
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(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 40 

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

  3. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional.  

 f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XIVa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 41 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

 3. Kelompok Unsur Keuangan;  
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 c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Identitas Penduduk; 

  2. Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk; dan 

  3. Kelompok Unsur Pendataan Penduduk. 

 d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Kelahiran;  

  2. Kelompok Unsur Perkawinan dan Perceraian; dan 

  3. Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan, dan Kematian. 

 e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan, terdiri atas:  

  1. Kelompok Unsur Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

  2. Kelompok Unsur Pengolahan Data dan Penyajian 

Data; dan 

  3. Kelompok Unsur Tata Kelola dan Sumber Daya 

Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Kerja Sama; 

  2. Kelompok Unsur Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan; dan 

  3. Kelompok Unsur Inovasi Pelayanan. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XIVb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Keempat belas 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 42 

(1) Dinas  Komunikasi dan Informatika merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 43 

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, 

terdiri atas: 
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 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Persandian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan 

Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XVa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 44 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan 

bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, 

Pelaporan, dan Keuangan. 

 c. Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pelayanan Informasi Publik; 

  2. Kelompok Unsur Komunikasi Publik; dan 

3. Kelompok Unsur Konten dan Media Komunikasi. 

 d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Persandian, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Jaringan Teknologi Informasi dan 

Telekomunikasi; 

  2. Kelompok Unsur Pengembangan Sistem Informasi; 

dan 

  3. Kelompok Unsur Keamanan Informasi dan 

Persandian. 
 e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan 

Statistik, terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Pemberdayaan Teknologi 

Informasi; 

2. Kelompok Unsur Tata Kelola dan Telekomunikasi; 

dan 

 3. Kelompok Unsur Pusat Data dan Statistik. 
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(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XVb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kelima belas 

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 45 

(1) Dinas  Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 46 

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 

  1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda; 

  2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga; dan  

3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga. 

 d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan 

Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XVIa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
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Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 47 

(1) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan 

bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, 

Pelaporan, dan Keuangan. 

 c. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 

  1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda; 

  2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga; dan  

3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga. 

 d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan 

Ekonomi Kreatif, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pemasaran Pariwisata; dan 

  2. Kelompok Unsur Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri 

atas: 

1. Kelompok Unsur Pengembangan Objek Daya Tarik 

Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata; dan 

2. Kelompok Unsur Usaha Pariwisata. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XVIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Bagian Keenam belas 

Dinas Tenaga Kerja 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 48 

(1) Dinas  Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan 

sumber daya mineral, dan bidang transmigrasi yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 49 

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Produktivitas 

Tenaga Kerja,  terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional 

 d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

ESDM, terdiri atas: 

  1. Seksi Transmigrasi dan ESDM; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

f. UPTD. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XVIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 50 

(1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, 

bidang transmigrasi, dan bidang energi dan sumber daya 

mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga 

Kerja, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, 

dan Keuangan. 

 c. Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Produktivitas 

Tenaga Kerja,  terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan Tenaga Kerja; 

  2. Kelompok Unsur Pelatihan Kerja dan Pemagangan; 

dan 

3. Kelompok Unsur Produktivitas Tenaga Kerja. 

 d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

ESDM, terdiri atas: 
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  1. Seksi Transmigrasi dan ESDM; 

2. Kelompok Unsur Informasi Pasar Kerja; dan 

   

3. Kelompok Unsur Penempatan  Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 

 e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas: 

 1. Kelompok Unsur Peraturan Perusahaan dan 

Perjanjian Kerja; 

2. Kelompok Unsur Pengupahan dan Kesejahteraan 

Tenaga Kerja; dan 

3. Kelompok Unsur Perselisihan Hubungan Industrial. 

 f. UPTD 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XVIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Ketujuh belas 

Dinas Lingkungan Hidup 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 51 

(1) Dinas  Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan 

persampahan, dan bidang kehutanan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 52 

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 e. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XVIIIa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 53 

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang  sub  urusan  persampahan,  dan bidang kehutanan  

 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan 

Hidup, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, 

dan Keuangan. 

 c. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pengendalian 

Lingkungan Hidup; 

  2. Kelompok Unsur Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup; dan 

3. Kelompok Unsur Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup. 

 d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pencegahan dan Penanggulangan 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

  2. Kelompok Unsur Pemulihan Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup; dan 

3. Kelompok Unsur Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati. 

 e. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri atas: 

1. Kelompok Unsur Pengelolaan Sampah; 

2. Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Sampah; dan 

3. Kelompok Unsur Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Persampahan. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XVIIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Bagian Kedelapan belas 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 54 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 

bidang penanaman modal dan menyelenggarakan 

pelayanan terpadu satu pintu  yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 55 

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Kelompok Substansi Penanaman Modal, terdiri atas   

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIXa yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 56 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan 

menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu  yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas: 
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 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 

  3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Kelompok Substansi Penanaman Modal, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal;  

  2. Kelompok Unsur Promosi Penanaman Modal; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

  

d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan;  

  2. Kelompok Unsur Pemantauan, Pengawasan, dan 

Pengelolaan Pengaduan; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XIXb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                        

 

Bagian Kesembilan belas 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 

Paragraf 1 

Kedudukan 
 

Pasal 57 

(1) Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 58 

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa, 

terdiri atas: 

  1. Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa; 

  2. Seksi Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa; 

dan 

  3. Seksi Pembinaan Administrasi Desa. 

 d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan 

Desa/Kelurahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

e. Bidang Bantuan Keuangan Desa, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran XXa yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 59 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas;  

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa, 

terdiri atas: 

 1. Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa; 

 2. Seksi Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa; 

dan 

 3. Seksi Pembinaan Administrasi Desa. 

 d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan 

Desa/Kelurahan, terdiri atas: 

 1. Kelompok Unsur Kerja sama Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; 

 2. Kelompok Unsur Pengembangan Desa/Kelurahan; 

dan 

 3. Kelompok Unsur Pemberdayaan Ekonomi Desa. 
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e. Bidang Bantuan Keuangan Desa, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan Bantuan Keuangan 

Desa;  

  2. Kelompok Unsur Pengelolaan Bantuan Keuangan 

Desa; dan 

  3. Kelompok Unsur Monitoring, Evaluasi, dan 

Pelaporan Bantuan Keuangan Desa. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 60 

(1) Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 

pengendalian penduduk dan  keluarga berencana, dan 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 61 

(1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional Umum. 

 c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan 

Penggerakan, terdiri atas: 

  1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi 

Keluarga; 

  2.  Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan 

  3. Seksi Advokasi dan Penggerakan. 
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 d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas: 

  1. Seksi Jaminan Keluarga Berencana; 

  2. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan 

Keluarga Berencana; dan 

  3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera. 

 e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, terdiri atas: 

  1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan; 

  2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; 

dan 

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

 f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XXIa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 62 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan  

keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, 

dan Keuangan. 

 c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan 

Penggerakan, terdiri atas: 

 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi  

Keluarga; 

 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan 

 3. Seksi Advokasi dan Penggerakan. 

 d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas: 
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 1. Seksi Jaminan Keluarga Berencana; 

 2. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan 

Keluarga Berencana; dan 

 3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera. 

 e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, terdiri atas: 

 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan; 

 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; 

dan 

 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Bagian Kedua puluh satu 

Satuan Polisi Pamong Praja 
 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 63 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan 

kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 64 

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri 

atas: 

 a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

  3. Subbagian Keuangan. 

 c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 

  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; 

dan 

  2. Seksi Penindakan. 
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 d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 

  1. Seksi Operasi dan Pengendalian Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban;  

  2. Seksi Perlindungan Masyarakat,  Bina Potensi, dan 

Kerja Sama. 

 e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas: 

  1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; 

dan 

  2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran. 

 f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XXIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 65 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban 

umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi 

Pamong Praja terdiri atas: 

 a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

 3. Subbagian Keuangan. 

 c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 

 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; 

dan 

 2. Seksi Penindakan. 

 d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 

 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban;  

 2. Seksi Perlindungan Masyarakat,  Bina Potensi, dan 

Kerja Sama. 

 e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas: 

 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; 

dan 

 2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran. 
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(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XXIIb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh dua 

Dinas Arsip dan Perpustakaan 
 

Paragraf 1 

Kedudukan 
 

Pasal 66 

(1) Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan 

bidang perpustakaan dan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

(2) Dinas Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 67 

(1) Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri 

atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XXIIIa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 68 

(1) Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Arsip dan 

Perpustakaan, terdiri atas: 

 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas:  
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1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, 

Pelaporan, dan Keuangan. 

 c. Bidang Kearsipan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengelolaan Arsip; 

  2. Kelompok Unsur Perlindungan dan Penyelamatan 

Arsip; dan 

  3. Kelompok Unsur Akuisisi Arsip. 

 d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengelolaan Perpustakaan; 

  2. Kelompok Unsur Pelestarian Koleksi Nasional dan 

Naskah Kuno; dan 

  3. Kelompok Unsur Pembinaan Perpustakaan dan 

Pembudayaan Gemar Membaca. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXIIIb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh tiga 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  

Penelitian dan Pengembangan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 69 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan, merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian 

dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 70 

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 
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d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan 

Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 e. Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur,  terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XXIVa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 71 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 

pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 

  3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pendanaan; 

  2. Kelompok Unsur Data dan Informasi; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengendalian, Evaluasi, dan 

Pelaporan. 

 d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan 

Kewilayahan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pemerintahan;  

  2. Kelompok Unsur Pembangunan Manusia; dan 

  3. Kelompok Unsur Kewilayahan. 

 e. Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur,  terdiri 

atas: 

  1. Kelompok Unsur Perekonomian;  

  2. Kelompok Unsur SDA dan Lingkungan Hidup; dan 

  3. Kelompok Unsur Prasarana Wilayah. 

 f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Sosial dan Pemerintahan; 
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2. Kelompok Unsur Ekonomi dan Pembangunan; dan 

  3. Kelompok Unsur Inovasi dan Teknologi. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXIVb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh empat 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan  

Sumber Daya Manusia  
 

Paragraf 1 

Kedudukan 
 

Pasal 72 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 73 

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

  3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 e. Bidang Pengembangan Aparatur,  terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVa 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 74 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

dan 

 3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengadaan dan Pemberhentian; 

  2. Kelompok Unsur Data dan Informasi; dan 

  3. Kelompok Unsur Fasilitasi Profesi ASN. 

 d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Mutasi;  

  2. Kelompok Unsur Kepangkatan; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengembangan Karier dan Promosi. 

 e. Bidang Pengembangan Aparatur,  terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Diklat Penjenjangan dan 

Sertifikasi;  

  2. Kelompok Unsur Diklat Teknis Fungsional; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengembangan Kompetensi. 

 f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur; 

  2. Kelompok Unsur Pembinaan Disiplin Aparatur; dan 

  3. Kelompok Unsur Penghargaan dan Kesejahteraan 

Aparatur. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

tercantum dalam Lampiran XXVb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Bagian Kedua puluh lima 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 75 

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 76 

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 d. Bidang Anggaran, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 e. Bidang Akuntansi,  terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 f. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 g. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran XXVIa yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 77 

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi  
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penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan; dan 

  3. Kelompok Unsur Keuangan. 

 c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pendaftaran dan Pendataan 

Pajak; 

  2. Kelompok Unsur Pengembangan dan Penyuluhan 

Pajak; dan 

  3. Kelompok Unsur Penetapan Pajak. 

 d. Bidang Anggaran, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan 

Anggaran I;  

  2. Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan 

Anggaran II; dan 

3. Kelompok Unsur Analisis dan Administrasi 

Anggaran. 

 e. Bidang Akuntansi,  terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pencatatan dan Analisis 

Transaksi Keuangan;  

  2. Kelompok Unsur Pelaporan Keuangan; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Keuangan; 

 f. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Perbendaharaan I; 

  2. Kelompok Unsur Perbendaharaan II; dan 

  3. Kelompok Unsur Pengelolaan Kas Daerah. 

 g. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, 

terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Penagihan Pajak; 

  2. Kelompok Unsur Penyelesaian Keberatan Pajak; 

dan 

  3. Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

 h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas: 

  1. Kelompok Unsur Pengawasan dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah; 

  2. Kelompok Unsur Pengamanan dan Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah; dan 

  3. Kelompok Unsur Inventarisasi dan Pelaporan 

Barang Milik Daerah. 
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(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXVIb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh enam 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 78 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa 

dan politik yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 79 

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, terdiri atas: 

  1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 

  2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

dan Agama. 

 d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan, terdiri atas: 

  1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan 

  2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; 

 e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik,  terdiri atas: 

  1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama 

Intelijen; dan 

  2. Subbidang Penanganan Konflik. 

 f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran XXVIIa  yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 80 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik, terdiri atas: 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, 

Pelaporan, dan Keuangan. 

 c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, terdiri atas: 

 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 

 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

dan Agama. 

 d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan, terdiri atas: 

 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan 

 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan. 

 e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik,  terdiri atas: 

 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama 

Intelijen; dan 

 2. Subbidang Penanganan Konflik. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXVIIb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Bagian Kedua puluh tujuh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 81 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sub urusan bencana yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
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(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh 

Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris 

Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 82 

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Unsur Pengarah; dan 

c. Unsur Pelaksana. 

 

Pasal 83 

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf 

b ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 84 

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan. 

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu 

Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

sehari-hari. 

 

Pasal 85 

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 

terdiri atas:  

 a. Kepala Pelaksana; 

 b. Sekretariat; 

 c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

 d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;  

 e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

 f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran XXVIIIa  yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 86 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai 

tugas: 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan  
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kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta 

rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap 

penanganan bencana; 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana pada wilayahnya; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi 

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana; 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang 

dan barang; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 

diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; 

dan  

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengelompokan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan 

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.  

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran  XXVIIIb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh delapan 

Kecamatan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 87 

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau 

kelurahan.  
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(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

perangkat kecamatan. 

(4) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang 

dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian 

tugas Camat. 

(5) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut 

Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab 

kepada Camat. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 88 

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas: 

 a. Camat; 

 b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas: 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

  2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

 c. Seksi Pemerintahan; 

 d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

 e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan; 

 f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

 g. Seksi Pelayanan Umum. 

 h. Kelurahan, terdiri atas: 

  1. Lurah 

  2. Sekretaris Kelurahan;  

  3. Seksi Pemerintahan; 

  4. Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum; dan 

  5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat. 

 i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran XXIXa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 89 

(1) Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di 

wilayahnya. 
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(2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada kecamatan terdiri 

atas: 

a. Camat; 

b. Sekretaris Kecamatan, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Keuangan. 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan; 

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

g. Seksi Pelayanan Umum; dan 

h. Kelurahan, terdiri atas: 

1. Lurah 

2. Sekretaris Kelurahan;  

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum; dan 

5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat. 

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai 

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   

tercantum dalam Lampiran XXIXb yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bagian Kedua puluh sembilan 

Staf Ahli Bupati 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

 

Pasal 90 

Staf Ahli Bupati merupakan Pembantu Bupati yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 91 

(1) Staf Ahli Bupati, terdiri atas: 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan 

Politik; 

b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan 

Pembangunan; dan 

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia. 
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(2) Bagan susunan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana 

dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXa yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Paragraf 3 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 92 

(1) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai  

keahliannya. 

(2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati 

tercantum dalam Lampiran XXXb yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

BAB IV 

PEMBENTUKAN UPTD, UNIT ORGANISASI BERSIFAT 

KHUSUS, DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL 

 

Pasal 93 

(1) Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPTD. 

(2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1),  

terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan 

pendidikan. 

(3) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), 

terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi 

bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai 

unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan 

layanan secara profesional. 

(4) Pembentukan UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan 

unit organisasi bersifat fungsional diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

BAB V 

TATA KERJA 

 

Pasal 94 

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada 

Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang  masing-masing secara berkala atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. 

 

Pasal 95 

Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, analisis beban 

kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di 

lingkungan Perangkat Daerah. 
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Pasal 96 

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Perangkat 

Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.   

 

Pasal 97 

Setiap unsur di lingkungan Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat 

Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

 

Pasal 98 

Setiap  pimpinan  unit  organisasi  di  lingkungan  Perangkat 

Daerah harus  menerapkan  sistem pengendalian  intern 

pemerintah  di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan 

terlaksananya  mekanisme  akuntabilitas  publik melalui 

penyusunan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan 

kinerja yang terintegrasi. 

 

Pasal 99 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan  Perangkat 

Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

 

Pasal 100 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perangkat 

Daerah  mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-

masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 101 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perangkat 

Daerah  harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 

bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan 

menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 102 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi 

dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan 

untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 
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Pasal 103 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi 

yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

Pasal 104 

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Perangkat Daerah 

melakukan koordinasi dengan Camat. 

 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 
 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan 
 

Pasal 105 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan 

Fungsional pada Perangkat Daerah diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Bagian Kedua 

Penetapan Koordinator dan Subkoordinator 
 

Pasal 106 

(1) Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang 

ditetapkan sebagai Koordinator melaksanakan tugas 

mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

pada satu unit kerja administrator atau kelompok 

substansi. 

(2) Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang 

ditetapkan sebagai Koordinator sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memimpin kelompok substansi Pejabat 

Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan 

tugas. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Administrator dan 

Pejabat Fungsional yang ditetapkan sebagai Koordinator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat 

Pengawas dan/atau Subkoordinator. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan 

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur. 

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berasal dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana. 

(6) Koordinator dan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang 

Berwenang. 
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Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 107 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau 

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban 

kerja. 

(5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

jabatan fungsional masing-masing. 
 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 108 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang 

ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 109 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan 

Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2019 Nomor 63); dan 
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2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan 

Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah 

Kabupaten  Sragen Tahun 2020 Nomor 6) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 110 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 

  

 Ditetapkan di Sragen 

 pada tanggal  14-12-2021 

  

 BUPATI SRAGEN, 

  

 ttd 

  

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

  

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 14-12-2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

ttd 

 

TATAG PRABAWANTO B. 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 64 
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IAMPIRAN IIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 4q raHuN zozr
TENTANG
KEDI,DU{AN, SUSUI\AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FI'NGSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NO TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

I Sekretaris Daerah Membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;
c. Pemartauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara

pada instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

dan fun a
a. Pengoordinasian penyusunan kebljakan daerah di

pemerintahan, kesejahteraan ralgrat, dan hukum;
b. Pengoordinasian peldksanaan kebijakal daerah di bidan!

pemerintahal, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pemerintahan, kesejahteraan ralq/at, darr hukum; dan

e. Pelalsalaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
berkaitan den bi t

2 Asisten Pemerintahan
Kesejahteraal F.alryat

dan Membantu Sekretaris Daerah dalam
pengoordinasian penJrusunan kebijakan
daerah, pengoordinaSan'pelaksanaan
kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, kesej ahteraan rakyat, dan
hukum.

JABATAN/ UNIT ORGANISASI



2.1.1

NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGST/URATAN TUGAS

2.1 Bagran Pemerintahan penyiapan perumus€rn
kebijakan daerah, pengoordinasian

pelalsanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan darr evaluasi pelaksalaan
kebilakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan,
kerja sama dan otonomi daerah.

Melaksana-kan

administr

Penyusunan
pelaksanaal
pengoordinasian

daerah,
daerah,

kebijakan
kebijakan

a. Penyiapan perumusan kebljakan daerah di birlang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan
otonomi daerah;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidalg
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja
sama dan otonomi daerah, pertanahan, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, pemberdayaan masyarakat
dan desa, ketenteramarr, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, perpustakaan, kearsipal, kesatuan bangsa dan
politik;

c. Pelaksanaan kebljakan daerah di bidarrg administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan
otonomi daerah;

d. Pengoordinasian administratif pelaksanaar tugas Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daeralt di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
kerja sama dan otonomi daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan

Kelompok Unsur Administrasi
Pemerinta] an

Melaksanalan penyiapan bahan
penlrusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan . kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasial
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanal administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta pcnyiapan Lrahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

Administrasi Pemerintahan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Administrasi Pemerintahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Administrasi Pemerintahan;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian penJrusunan kebijakan
daerah di bidang Administrasi Pemerintahan;

d. Penyiapan bahaa pengoordinasian administratif di bidang
Administrasi Pemerintahan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaaa kebijakal daerah di
Administrasi Pemerintahan meli tib



NO JABATAN/UMT ORGANISASI FUNGSI/URAIAN TUGAS

penatzran administrasi pemerintahan (meliputi: penyediaan
data dan informasi admirfstrasi pemerintahan; Pembinaan
administrasi pelayanan publik kecamatan dan kelurahan;
perumusan kebijakan dan pemantauan pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Ca:nat) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan ba-han pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Administrasi Pemerintahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Kelompok Unsur Administrasi
Kewilayahan

Melaksanakal penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebiiakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemarrtauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Administrasi Kewilayahan.

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana Program dan anggaran
di bidang Adninistrasi Kewilayahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Administrasi Kewilayahan;

c. Penyiapaa bahaa pengoordinasian penJrusunzrn kebljakan
daerah di bidang Adninistrasi Kewilayaharr;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Administrasi Kewilayahan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Administrasi Kewilayahan, metputi:

TUGAS



NO JABATAN/ UNM ORGANISASI TUGAS FI,NGSI/URAIAN TUGAS

Pengelolaan adminis kewilayahan (meliputi: penyediaan
data dan informasi administrasi kewilayahan; fasilitasi dan
koerdinasi pembentukan, penghapusan, petggabungan da!
pemekaran wilayah kecamatan dar/atau kelurahan; fasilitasi
toponimi dan pemetaan wilayah; penetapa! kode dan data
kewilayahan; penlrusunan bahan kebijakan pengelolaan dana
kelurahan; pengelolaan peta rupa bumi); pelaksanaan
kewilayahan perbatasan (meliputi: koordinasi, integrasi, dart
sinkronisasi pembangunan dan pemanfaatan wilayah
perbatasan; pejagaan ta-nda batas wilayah); monitoring,
evaluasi dan pelaporaa pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Administrasi Kewilayahan; dan 

l

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehl
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. I

2.L.3 Kelompok Unsur Keq'a Sama
dan Otonomi Daerah

Melaksanakan penyrapan bahan
penyusunan program kerja, penyiapan
bahan pemmusan kebljakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan. pengoordinasian administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran
di bidang Kerja Sama dan Otonomi Daerah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerja
Sama dan Otonomi Daerah;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pen1 rsunan kebijakal
daerah di bidang Ke{a Sama dan Otonomi Daerah;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di btdang
Kerja Sama dan Otonomi Daerah;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaar kebij akan daerah di
bidang Kerja Sama dan Otonomi Daerah, meliputi:



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI FT'NGSI/URAIAN TUGAS

2.2 Bagian Kesej ahteraan Ralq/at

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (meliputi: penyediaan
data/informasi otonomi daerah; penJrusunan dan evaluasi
l,aporan Per:yelenggaraan Pemerintahan Daerah; penyusunan
SPM Perangkat Daerah; fasilitasi pengusulan, pengangkatan,
pemberhentian, dan serah terima Bupati dan Wakil Bupati;
fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
pen5rusunan bahan AMJ Bupati; fasilitasi Desk Pemilu/Pilkada;
fasilitasi asosiasi Pemerintah Daerah; fasilitasi pelantikan,
pemberhentian, dan pergantian antar waktu DPRD; sinergi
pembangunan progrErm pemerintah pusat; fasilitasi i?in
perjalanaa dinas ke luar negeri bagi ASN, Bupati, Wakil Bupati
dan Anggota DPRD); Fasilitasi Kerjasama Daerah; Perencaaaan
dan Fasilitasi Kerja Sama (meliputi: Koordinasi, Integrasi, dan
Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyu.sunan
Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan penyiapan perumus.rn
kebijakan daerah, pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah,
pelaksa.naan kebijakan daerah,
pengoordinasian administra

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidalg Kefa Sama dan Otonomi Daerah; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan
a. Penyiapal pemmusan kebijakan daerah di bidang bina mental

spiritual, kesej ahteraan sosial, dan kesej ahteraan masyarakat;

b. Pengoordinasian penlmsunan kebijakarr daerah di bidang bina
mental spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan
masyarakat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi,
pemberdayaan perempuan <ian perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidalg bina menta-l spiritual,
kesej ahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;

f.

c.

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan sosial, dan
kesej ahteraan masyarakat.

TUGAS



JABATAN/ UNTT ORGANISASI TUGAS FIJNGSI/URAIAN TUGAS

d. Pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perar
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, dan
ke sej ahteraarr masyarakat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

gkat

bidarr tuberkaitan
2-2.1 Kelompok Unsur Bina Mental

Spiritual
a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran

di bidang Bina Mental Spiritual;
b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan daerah di bidang Bina

Mental Spiritual;
c. Penyiapan balan pengoordinasian pen5rusunan kebljakan

daerah di bidang Bina Mental Spiritual;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Bina

Mental Spiritual;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijaka-n daerah di

bidang Bina Mental Spiritual, meliputi:
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (meliputi:
penyediaan data dan inforrnasi keagamaan; penyiapan data
dan bahan koordinasi petunjuk pelaksanaan pengembangan
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan; bahan pertimbangan pemberiatr baltuan sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan; pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan
kerukunan umat beragama; pembinaan dan fasilitasi kerja
sama antar lembaga keagamaan; kerukunan umat beragama
dan aliran kepercayaan; fasilitasi peringatan hari besar
keagamaan; penghimpunan data dan pemberdayaan lembaga
keagamaan; fasilitasi kegiatan keagamaan dal kerohanian
tingkat kabupaten; pembinaan keagamaan dan kerohanian
ASN dan masyarakat; fasilitasi administrasi kegiatan
keagamaan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunzrn program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebiiakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
pen5msunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksanaan
kebijalan daerah, serta penyiapan bahan
peman:auan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Bina Mental Spiritual.

NO



NO JABATAN/ I'NTT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Bina Mental Spiritual; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh
berkaitan den n tu

cto Kelompok Unsur Kesej ahteraan
Sosial penyusunan program kerja, penyiapan

bahan pemmusan kebijalan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayarran administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Ke sej ahteraan Sosial.

Melaksana-kan bahanpenyraparr

f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidang Kesejahteraan, Sosial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencErna program dan anggaran
di bidang Kesej ahteraan Sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Kesej ahteraan Sosial;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian Penyusun€rn kebljakan
daerah di bida:rg Kesejahteraan Sosial;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kesej ahteraan Sosial;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebdakan daerah di
bidang Kesej ahteraan Sosial meliputi:
Pelaksanaan Kebijakan, Eva.luasi, dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial (meliputi: penyediaan data dal informasi
kesejahteraan sosial; pemantauan, evaluasi dan pelaporan
program transmigrasi kepada masyarakat; fasilitasi pemberian
hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi
kemasyarakatan, kelompok masyarakat, individu atau
keluarga) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

t
olehyang

berkaitan den
diberikan

a.
!ain

bidan

evaluasi, dan pelaporan di

Kelompok Unsur Kesej ahteraan
Masyarakat

Melaksanakan penlapan bahan
penJrusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusEul kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
pen5rusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasial administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksanaan
ke enakan daerah, serta bahan

2.2.3 a. Penyiapan bahan penyusunzrn rencana program dan anggaran
di bidang Kesej ahteraan Masyarakat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Kesej ahteraan Masyarakat;

c. Penyiapan bahao pengoordinasian penyusunan kebljakan
daerah di bidang Kesejahteraan Masyarakat;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kese ahteraan arakat;



NO JABATAN/ I'NIT ORGANI SASI TUGAS FI'NGSI/URAIAN TUGAS

pemantauar, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kesejahteraan Masyarakat.

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi:
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraarr Masyarakat (meliputi: penyediaan data dan
informasi kesejahteraan masyarakat; penyuluhan kesehatan
terkait masalah sosia.l; pengendalian zoonosis; fasilitasi
GNOTA; data pendidikan lingkup kabupaten; fasilitasi
administrasi beasiswa mahasiswa keluarga miskin; fasilitasi
prograrn UKS; pembinaan GOPTKI) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kesej ahteraan Masyarakat; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugqq4y4,-

2.3 Melaksanakar: penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian
pen5rusun€ur kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan daerah,
pengoordinasian administratif
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum, dokumentasi
dal informasi.

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum, dokumentasi da:r informasi;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perrrndang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan
informasi hukum;

c. Pelalsanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

d. Pengoordinasian administratif pelaksalaan tugas Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perundarrg-undangan, bantuan hukum, dokumentasi
dan informasi; dan

f. Pelaksanar.n fungsi lain yang diberikarr olen pimpinan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.3.r Kelompok Unsur Pemndang-
Undangan

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, penyiapan
bahan peru.musan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian

a. Penyiapan bahan penyusunEln renc€rna prograrm dan anggaran
di bidang Perundang-Undangan;

b. Penyiapari bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Perundang-Undangarr;

Bagian Hukum
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penJrusunan kebijakan daera-h, penyiapan
bahar pengoordinasian administratif,
pelayalal administratif d:rn pelaksanaan
kebijakal daerah, serta penyiaparr bal:an
pemantauai, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perundang-Undangan.

c. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakart
daerah di bidang Perundang-Undangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bid:rg
Perundang-Undangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perundang-Undalgan, meliputi:
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daera-h (meliputi:
penyediaan data darr informasi peraturan perundang-
undangan; penlrusunan rencana kerja rancangan produk
hukum daerah; penyiapan bahan dan fasilitasi Penlrusunan
produk hukum daerah; harmonisasi dan singkronisasi produk
hukum daerah; penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah
dalam penetapan Peraturan Daerah, analisis dan kajian produk
hukum daerah; pembinaan pen5rusun€rn produk hukum
daerah; administrasi pengundangan dal autentifikasi produk
hukum daerah) serta kegiatan lain sesuai bida:rg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan,
bidang Pemndang-Undangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan

evaluasi, dan pelaporan di

lain yang diberikan oleh
berkaitan den

2.3-2 Unsur Bantuan Melaksanakan penyiapan baharr
penJnlsunErn program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayaran adr^rinistratif dan p elaksanaarr
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Bantuan Hukum.

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana prograrn dal anggarart
di bidang Bantuan Hukum;

b. Penyiapan bahan perumusal kebijakan daerah di bida-ng
Bantuan Hukum;

c. Penyiapal bahan pengoordinasian Pen5rusunan kebijakan
daerah di bidang Bantus! Hukum;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Bantuan Hukum;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Baltuan Hukum, meliputi:

Kelompok
Hukum '
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Fasilitasi Bantuan Hukum (meliputi: penyediaan data dan
informasi bantuar hukum; fasilitasi, evaluasi dan pelaporan
permasalahal hukum dalam penyelengg€raan pemerinta5an
daerah; fasilitasi bantuan hukum; laTatan konsultasi hukum
dan pertimbangan hukum; perlindungan hukum bagi unsur
pemerintah daerah dalam sengketa hukum di dalam dan di
luar pengadilarr; kerja sama pen€rnganan perkara hukum;
penegakan dan perlindungan tlAM; pen1rusunan pendapat
hukum (legal opinion); fasilitasi koordinasi bidang Hukum;
RANHAM; penang.rnan perkara litigasi dan non litigasi) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Bantuan Hukum; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpi:,ran yang berkaitan dengan bidang

2.3.3 Kelompok Unsur Dokumentasi
dan Informasi

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5 rsunan program kerja, penyiapan
bahal perumusan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
pen) lsunan kebliakan daerah, penyiaparr
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daera-h, serta penyiapan bahar
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Dokumentasi dan Informasi.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana ProgrErm dan anggaran
di bidang Dokumentasi dan Informasi;

b. Penyiapan baha-n perumusarr kebijakan daerah di bidang
Dokumentasi dan Informasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pen5rusunan kebiiakan
daerah di bidang Dokumentasi dan Informasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Dokumentasi dan Informasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Dokumentasi dan Informasi, meliputi:

NO
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Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi
Hukum (meliputi: penyediaan data dan informasi dokumentasi
hukum, inventarisasi dln dokumentasi produk hukum;
penghimpunan dan pengolahan data dan informasi hukum;
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
pelayanan administrasi informasi produk hukum; sosialisasi,
penyuluhan dan diseminasi produk hukum dan peraturan
perundang-undangan lainya; publikasi peraturan perundang-
undangan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Dokumentasi dan Informasi; dan

dan pelaporan di

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan d bi tu

3 Asisten Perekonomian
Pembangunan

dan Membantu Sekretar-s a.

b.

c.

d.

Pengoordinasian penJrusunan kebijakan daerah di bidang
pengoordinasian penJrusunan kebljakaa
daerah, pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
serta pemantauan dan evaluasi

perekonomial dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, dal pengadaan barang dan jasa;
Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya;
Pemantauan dan evaluasi pelalsalaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa; dan

pelaksanaan kebijakan daerah di
perekonomian dan sumber daya alo'n,
administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa..

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

I yang berkaitan dengan bidarg tugasnya.
3.1 Bagran Perekonomian

Sumber Daya Alam
dan Melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian
penlrusun€rn kebijakan daerah,

a. Penyiapan peru.musan kebijakan daerah di bidang pembinaan
BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
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pelaksanaan kebijakan daerah,
pengoordinasian administratif
pelaksanaan tugas Perangkat Daeral',
pemaltauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bida:rg pembinaan
BUMD dan BLUD, perekonomian dan
sumber daya a1am.

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya
alam, energi dan sumber daya mineral, perdagangan,
perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menenga-h, pangan,
pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, lingkungar
hidup, kehutanan, penanaman modal;

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

d. Pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan
sumber daya alam; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan de bidan a.

3.1.1 Kelompok Unsur Perrbinaan
BUMD dan BLUD

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, penyiapan
bahan pemmus.rn kebiiakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasiarr
penJrusunan kebiiakan dacrah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebljakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan BUMD dan BLUD.

a. Penyiapan balrarr penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Pembinaan BUMD dan BLUD;

c. Penyiapan ba-han pengoordinasian Penyusunan kebijakan
daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administraLf di bidang
Pembinaan BUMD dan BLUD;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, meliputi:

I*

ga
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Koordinasi, Sinlrronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebilakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD (metputi: penyediaarr data dan
informasi BUMD dan BLUD; analisa perkembangan dan
pencapaian kineja BUMD dan BLUD; pembinaan organisasi,
man{emen, dan keuangan, kepengurusan, pendayagunaan
aset, pengembangan bisnis, adrninistrasi, dan SDM BUMD dan
BLUD); Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pembentukan BLUD; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pendirian BUMD serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Pembioaan BUMD darr BLUD; dan

dan pelaporan di

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan d bidan

3.1 .2 Kelompok Unsur Perekonomian Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program keda, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
pen)rusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelaya:lan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan. pelaporan di
bidang Perekonomian.

a. Penyiaoan bahan penyusun{rn renc€rna progrem dan anggaran
di bidang Perekonomian;

b. Penyiapal bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Perekonomian;

c. Penlapan bahan pengoordinasian penyusunau kebljakan
daerah di bidang Perekonomian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrnifi5ftsfff di bidang
Perekonomian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidan Perekonomian, meli ti

DI' III r Yant t tqasn

I
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Kelompck Unsur Sumber Day:.
Alam

pameran/promosi/investasi, fasilitasi dan pembinaarr Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA); fasilitasi Komisi
Pengawasan Pupuk dal Pestisida (Kp3); fasilitasi dan
pembinaan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI); fasilitasi,
pembinaan, dan pengawasan kegiatan bidalg perekonomian;
prasarana perekonomian rakyat, harga kebutuhan pokok
ralryat, ekonomi keuangan, industri, dan perdagangan;
pengembangan lembaga keuangan mikro); Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro kecil serta kegiatar lain sesuai
bidang tugasn5'a.

f. Penyiapan bahan pemantauatr, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perekonomian; dan

g. Pelaksanaarr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program

bidang Sumber Daya Alam, meliputi:

di bidang Sumber Daya Alam;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

Sumber Daya Alam;
c. Penyiapan bahan pengoordindsial pen5rusunan kebijakan

daerah di bidang Sumber Daya Alam;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Sumber Daye Alam;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

melistriDi
ditasifasiliinformasipenyediaan

striRa.liryat
a_ufasilitasi

tasiinllasidalian(TPAKD
InformasiSi

tirekonPe olluan pustbudalian danPengen
tIGeofluanerekontada p

DaerahuIndKesahaU uangan
DaerahKAksesPerceTim anganpatan

fasilirahdaepengen
SProtKreditemS IKP)grampengelolaan

dan anggaran
berkaitan

3.1.3 Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan, kebiiakan daerah,
penyiapan baian pengoordinasial
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahal pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

Sumber Daya Alam.

dan
Ekonomi(KUR);

(EKUINDA};
TPID)
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Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (meliputi: penyediaan
data dan informasi di bidan5 pertanian, perkebunan,
ketahanan parrgan, peternakan, perikanan, dan sumber daya
alam; pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;
pembinaan dan pemantau.rn sarana produksi pertanian,
perkebunarr, kehutanan, peternakan dan perikanaa,
pembinaan dan pemantauan hasil produksi pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
pengelolaan/pengav/asan program bantuan sosial pangan
bentuk natura/non tunai, sosialisasi cukai); Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup (metiputi: penyediaan data dal informasi
pertambangan dan lingkungan hidup; pengembangan energi
baru terbarukan); Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dal Air serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.
Penyiapan baha.n pemarrtauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Sumber Daya Alam; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian
penyusunan , kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan daerah,
pengoordinasian adminis
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidarg penyusunan
program, pengendalian program,
eva.luasi dan pelaporan.

berkaitan tu
Penyiapan perumusan kebijalan daerah di bidang penyu.sunan
progrErm, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan;

f.

e.

a.

b.

Bagran
Pembalgunan

Administrasi

Pengoordinasian penjrusunan kebijakan daerah di bidang
penlrusunan program, pengendalian program, evaluasi dan
pelaporan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, perencanaan,
serta penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksarraan kebijakan daerah di bidang penyusulr€ul program,
pengendalian program, serta evaluasi dal pelaporan;

3.2
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d. Pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Peran
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pern antauan dan evaluasi pelaksanaan kebijat<an daerah di
bidaag penyusunan prograrn, pengendalian prograr.l, serta
evaluasi dan pelaporan; darr

f. Pelaksaaaan fungsi la.tn yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

gkat

3.2.1 Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapaa bahan pengoordinasian
penJrusunan kebiiakal daerah, penyiapaa
ba-han pengoordinasial administratif,
pelayalan admini stratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
lemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penyusunan Program.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
di bidang Penyusunan Program;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Penyusunal Program;

c. Penfapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan
daerah di bidalg Penyusunan Program;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penyusunan Program;

e. Pelayanan administratil dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penyusunan Program, meliputi:
Pen1rusunarr Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; Fasilitasi Penyusunan
Program Pembarrgunan (metiputi: Pen5rusunan indikator

. program dan kegiatan pembangunan daerah; fasilitasi rapat
koordinasi penyusunan program pembangunan daerah;
koordinasi penJmsunan standar biaya; penyiapan rencana
kegiatan pen1rusunan program pembangunan daerah;
pen1rusutlan ballan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pen1rusuncrn program pemotrngunan daerah;
pen5rusunan sinergitas program pembangunan daerah) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Pro am; dan

dan anggaran

bahan
sunan

f. Penyiaparr
bi Pen

pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di

Kelompok Unsur Penyusunan
Program



JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI,,NGSI/URAIAN TUGAS

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan d tu

3.2.2 Kelompok Unsur Pengendalian
Progrorn

Melaksanakan penyiapan ba-han
penlrusunan program ke{a, penyiapan
baha.n perumusan kebijakan daerah,
penJnapan bahan pengoordinasian
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauar, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengendalian Program.

a. Penyiapan bahan penyusunan ren cana program dan anggaran
di bidang Pengendalian Program;

b. Penyiapan baharr perumusan kebijakan daerah di bidang
Pengendalian Program;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian penJ rsunan kebijakan
daerah di bidang Pengendalian Program;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengendalian Program;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengendalian Prtrgram, meliputi:
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (meliputi:
penyiapan rencana kegiatal pengendalia.n program
pembangunan daerah; pen5rusunan bahan pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian prograrn
pembangunan daerah; pengendalian sinergitas Program
pembangunan daerah; pelaksanaan monitoring dalam rangka
pengendalian program pembangunan daerah; penyelenggaraan
rapat pengendalian operasional kegiatan (POK)) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidang Pengendalian Program; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
m lnan tu nberkaitan de

evaluasi, dan pelaporan di

lain yang diberikan oleh

3.2.3 Kelompok Unsur Evaluasi dan
Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, penyiapan
bahan perumus€rn kebijakan <iaera.l.,
penyiapan bahan pengoordinasian
penlrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasial administratif,
pelayalan adminis tratif dan pelaksanaarr
ke akan daerah, serta bahann

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Evaluasi dal Pelaporan;

b. Penlapan balan perumusan keoijakan daerah di bidang
Evaluasi dan Pelaporan;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pen1 rsunan kebijakan
daerah di bidang Dvaluasi dan Pelaporal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Evaluasi dan Pela ran;

F
yErx
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pemantauan, evaluasi
bidang Evaluasi dan pelaporan.

, dan pelaporan di

3.3 Pengadaan Barang dan
asa

Bagran PenJnapan Perumusenkebijakan daerah, pengoordinasiarr

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakarr daerah di bidz.ng pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Melaksanakan

administra

penJrusunan
pelaksanaan
pengoordinasian

daera]
daerah

kebijala-n
kebijakarr

administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Evaluasi dan Pelaporan, meliputi:
Koordinasi dal Penyusunan Laporarr Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (meliputi: penyiapan bahan dan
pen) rsun€rn Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
linglrup Sekretariat Daerah); Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah; Pengelolaal Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
Pembangunaa (meliputi: pengolahan data, evaluasi, dan
pen5rusun€rn laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah; pengumpulaa bahan dan data hasil pelaksanaan
pembangunan; penJrusunzrn laporan kegiatan dan keuangan
yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN
(DAK) lingkup Kabupaten; penJrusutr.ur rekomendasi dan
tindaklanjut hasil temuan pelaksanaan monitoring dalam
rangka pengendalian progr€rm pembangunan daerah) serta
kegiatan lain sesua: bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasa:r lain yang diberikan oleh

perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, layanal pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan baralg
dau jasa;

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaa.n
pengadaan barang dan jasa, layanal pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
asa;

a. Penyiapan

e. Pelayanan

berkaitan

Lryt

rt Dtoa ru
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d. Pengoordinasian administratif pelaksanaal tugas Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pemantauan darr evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan den bidan tu

Kelompok Unsur Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa

3.3.1 Melaksanakan penyiapan bahan
penlrusunan program ke$a, penlapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiaparr bahan pengoordinasian
penJrusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dal pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan t ahan
pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Penyiapan bahan perumusan kebijakal daerah di bidang
Pengelolaan Pengadaan Ba:alg dan Jasa;
Penyiapan bahan pengoordinasian pen5rusunan kebljakan
daerah di bidang Pengelolaan Pengadaal Barang dan Jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaan Pengadaa.n Barang dan Jasa;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

bidang Pengelolaan Pengadaan
dan Jasa.

Pengelolaan Pengadaan Bararrg dan Jasa (mehputi:
inventarisasi paket pengadaan barang dan/atau jasa; riset dan
alalisis pasar barang dan/atau jasa; penyusunan strategi
pengadaan barang dan/atau jasa; penyiapan dan pengelolaan
dokumen dan informasi pemilihan; pelaksanaan pemi'lihan
penyedia barang dal/atau jasa; penyusunzrn dan pengelolaan
katalog elektronik lokal dan/atau sektoral; perencanaan dan
pengelolaan kontra-k pengadaan bararg dan/atau jasa) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidan Pen lolaan Pengadaan B dan Jasa; dan
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g. Pelaksanaan tugas kedinasart lain yang diberikan oleh
berkaitan

3.3.2 Kelompok Unsur l,ayanan
Pengadaal Secara Elektronik

Melaksanakan penyiapan bahan
penJ rsunan program kerja, penwiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penJnr sun€rn kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penlapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

3.3.3 Kelompok Unsur Fembinaan
darl Advokasi Pengadaan Baran
dan Jasa

a. Pcnyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Baran dan Jasa;

Melaksanakan penlapan bahan
penJrusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapan ba-han pengoordinasian

sunan ke akan daerah,bi

a. Penyiapan bal.an penyusunan rencana progr€rm dan anggaran
di bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Layanan Pengadaan Secara Elelrtronik;

c. Penyiapan bahal pengoordinasian pen5rusunan kebijakan
daerah di bidang layanan Pengadaan Secara Elektronik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Iayanan Pengadaan Secara Elektronik;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Layanan Pengadaan Secara Elelctronik, meliputi:

Pengelolaan Layanal Pengadaan secara Elektronik (meliputi:
pengelolaal sistem informasi dan infrastruktur pengadaan
barang dan jasa; pelayanan pengadaan ba;ang dan/atau jasa
pemerintah secara elektronik; fasilitasi registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem pengadaan baran dal jasa;
identifrkasi kebutuhan dan pelaksalaan pengembangan sistem
informasi; pelayanan inlormasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah kepada masyarakat; pengelolaan informasi
kontrak; pengelolaan informasi manajemen barang dan jasa
hasil pengadaan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahaa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bidan a.

IT a E
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bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksaaaan
kebijakan daerah, serta penlapar bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Penyiapan bahan pengoordinasian Penyusunan
daera-h di bidarrg Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Baraag

dan Jasa;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pembinaarr dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,

meliputi:
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
(meliputi: pembinaan pelaku pengadaan barang dan jasa

pemerintah; pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan

Larang dan lasa; pembinaan hubungan dengal pemangku

kepentingan; pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
U*pg.r; analisis beban kerja UKPBJ; pengelolaan personil
UKPBJ; pengembangan sisitem insentif personil UKPBJ;

fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan sccara

elektronik; pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan

barang dan jasa pemerintah; pelaksanaan bimbingan teknis'
pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang
dan jasa dan seluruh sistem informasi pengadaan barang darr
jasa pemerintah; pelayanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi) serta kegiatan la:n sesuai bidang tugasnya'

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bid.ang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

t

kebijakal

lnan a.berkaitan

dan
g. Pelaksanaan lain yang diberikan olehtugas kedinasan

Membantu Sekretaris Daerah dalam
pengoordinasian pen5rusunan kebijakart
daerah, pengoordinasial pelaksanaan
kebi akan daerah ordinasian

a. Pengoordinasian penYusunan
umum dan organisasi;

b. Pengoordinasiaa pelaksanaan

kebijakan daerah

kebijakan daerah

di bidang

di bidang
umum dan or

Asisten Administrasi Umum4
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pelaksaraan tugas Perangkat Daerah,
serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum dan organisasi..

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang umum dan organisasi;

e. Pelayanan arlrninistratif dan pembinaan ASN pada instansi
daerah; dart

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daeralt
berkaitan

4.1 Bag'an Umum Melaksanakan kebijakan daerah serta
pemantauarr dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan dan Staf Ahli,
kepegawaian, keuangan, protokol, ruma-h
tangga, dan perlengkapan.

a. Pelaksanaan kebljakan daerah di bidarrg tata usaha pimpinan
dan Staf Ahli, kepegawaian, keuangan, protokol, rumah
tangga, dan perlengkapan;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata usaha pimpinal dan Staf Ahli, kepegawaian,
keuangan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
berkaitan dengan bidang tu ya.

4.L.7 Subb,gan Protokol, Rumah
Tangga, dan Perlengkapan

Melalsanakan penyiapan bahal
penJrusunan program kerja, penyiaparr
bahan perumus€rn kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penyusunarr kebijakan daerah, penyiapan
ba-han pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif da.n pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidalg Protokol, Rumah Tangga, dan
Perlengkapan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapan;

b. Penyiaparr bahan perumusarr keblialan daerah di bidang
Prctokol, Rumah Tangga, dan Perlenglapan;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian PenJ rsunan kebijakan
. daerah di bidang Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapar;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapan;

e. Pelayanan administratif dalr pelaksanaan kebijakan daerah di
bidarrg Protokol, Rumah Talgga, dan Perlengkapan, meliputi:
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Instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan
Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan, dan Bahan
Material; Fasilitasi Kunjungan Tamu; Penyelenggaran Rapat

Koordinasi dan Konsultasi; Pengadaan BMD; Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanal Umum
Kantor; Pemeliharaan BMD; Penyediaan Pakaian Dinas Bupati
dan Wakil Bupati; Pelaksanaan Medical Chek Up Bupati dan

Wakil Bupati; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati,
Wakil Bupati, dan Sekretariat Daera-h; Fasilitasi Keprotokolan;
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (meliputi:, penyiapan bahan,
fasilitasi acara, dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
informasi jadwal kegiatan Pemerintah Daera.l") serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh

Administrasi Barang Milik Daerah; Penyediaan KomPonen

berkaitan
Melaksanakan penyiapan bahan
pen5 rsunan program ke{a, penyiapan
bahan pemmusan kebijakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
penJrusunzrn kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelal'anan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarr an, Staf Ahli,Tata Usaha Pim

Kelompok Unsur
Pimpinan, Staf
Kepegawaian

dan
UsahTata

Ahli,
4.1.2 a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program dan anggaran

di bidang Tata Usaha Pimpinan; Staf Ahli' dan Kepegawaran;

b. Penyiapan ballan perumusan kebljakal daerah di bidang Tata

Usaha Pimpinarr, Staf Ah[, dan Kepegawaian;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian penJmsunan kebijakan

daerah di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan

Kepegawaian;
d. Penyiapan bahan pengoordinasiar administratif di bidang Tata

Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaran;
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dan Kepegawaian. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidaag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian,
meliputi:
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (meliputi:
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkaparnya;
Pendataarr dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
Koordinasi dan Pela-ksanaan Sistem lnformasi Kepegawaian;
Monitoring, Evaluasi, darr Penilaian Kinerja Pegawai;
Pemulangan Pegawai yang Pensiun dan Meninggal dalam
Melaksanakan Ttrgas; Pemindahan T\rgas ASN; Pendidikan dart
Pelatihan Pegawai; Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturart
Kepegawaian); Penatausahaar Arsip Dinamis; Dukungan
Pelaksanaan SPBE; Penyediaan Jasa Surat Menyurat (meliputi:
pengiriman dan penerimaan surat dan berita dengan Pesawat
telepon dan faximile); Pendokurrrentasian Ttrgas Pimpinan
(notulensi rapat Bupati dan Walil Bupati; pen1rusunan
sambutal dan pidato Bupati dan Wakil Bupati) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bal:an pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Tau Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
tu

di

berkaitan den
lain yang diberikan oleh

4. 1.3 Kelompok Unsur Keuangan Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapan bahal pengoordinasian
penJrusunan kebljakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan admini stratif dan pelaksalaal
ke enakan daerah, sertabi bal.an

a. Penyiapan baharr penyusunan rencana Program dan anggaran
di bidalg Keuangan;

b. Penyiapal bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Keuangan;

c. Penyiaparr bahan pengoordinasian pen5rusunErn kebijakart
daerah di bidalg Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keu
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Keuangan.

e. Pelayanan administratif dan pelaksaaaan
bidang Keuangan, meliputi:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASII; Penyediaa;r Administrasi
Pelaksanaan Tlrgas ASN; Pelalsanaan Penatausa-haan dan
Pengujian/Verilikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapal Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD; Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Progrrosis Realisasi Anggaran);
Pengelolaan Sistem Pengenda-lian Intern Pemerintah (SPIP)

Perangkat Daerah; Penyediaan Gqii dan Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Dana Penunjalg
Ope.asional Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya'

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi,
bidang Keuangan; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang

kebijakan daerah di

berkaitan
diberikan oleh

dan pelaporan di

4.2 Bagian Organisasi Melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakal daerah, ' pengoordinasian
penyusunan kebijalan daerah,
pelaksanaan kebijakan daerah,

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelrantauan dan evaluasi pelaksanaarr
kebijakan daerah di bidang kelembagaarr
dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, kinerja dan reformasi
birokrasi.

pengoordinasian administra

a. Penyiapan perumus.rn kebijakan
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana, kinerja dan reformasi birokrasi, kepegawaian,
pcndidikan dan pelatihan, keuangan, dan pelayanan terpadu
satu pintu;

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja
dal reformasi birokrasi

daerah di bidang
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d. Pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya;

e. Pemartauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaal dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang
bidan tuberkaitan d a.

Kelompok Unsur Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Melaksanakarr penlnapar bahan
pen)rusun€rn program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah,
penyiapal bahan pengoordinasian
pen5rusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian administratit
pelayanarr admini stratif dan pelaksanaan
kebijakar daerah, seria penyiapan bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidaag
Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

c. Penlapal ba-han pengoordinasian penyusunan kebijakart
daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

e. Pelayanan administratif dal pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meliputi:

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (meliputi:
Penyusunan Kajian Akademik Usulan Penataan Organisasi
Perangkat Daerah; Penyusunan Kelembagaan Perangkat
Daerah; Penyusunan Strukhrr Orgalisasi dan Tata Ke{
(SOTK); , Penyu.sunan dan Evaluasi T\rgas , dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah; Pelaksanaan Evaluasi
Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPTD; Pelaksanaan
Penilaian Kematangan Organisasi Daerah; Penyusunan Profrl
Kelembagaan Peralgkat Daerah; PenSmsuna,n Standar
Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di
bi Kelemb dan Analisis Jabatan; dan

pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan.

4.2.t
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g. Pelalsanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh
aberkaitan d

lain
bi

Kelompok Unsur Pelayanarr
Publik dan Tata laksana

4.2.2 Melaksana-kan penyiapan bahan
penJrusunan prograrn kerja, penyiapan
bahan pemmusan kebiiakan daerah,
penyiapan bahan pengoordinasian
pen5rusunan kebijakan daerah, penyiapan
bahan pengoordinasian arl rni ni5fu'atlf,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayanan Publik dan Tata
laksana.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan a rggaran
di bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana;

b. Penyiapan bahan perumusan kebija-kan daerah di bidang
Pelayanan Pubtik dan Tata laksala;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunzrn kebijakan
daerah di bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayalarr Publik dan Tata Laksana;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana, meliputi:

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (meliputi:
Penlrusunan Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas,
MetoCe Kerja, Prosedur Keda, Can Pola Hubungan Kerja;
Penyusunan Peta Proses Bisnis; Sosialisasi, bimbingan Teknis,
dan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Organisasi Perarrgkat Daerah; Fasilitasi Penyusunan Standar
Pelayanan Publik); Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (meliputi:
Pemantauan Standar Operasional Prosedur iSOP), Inovasi
petayanan publik; Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)) serta kegratan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bi a.tu

4.2.3 Kelompok Unsur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Melaksana-kan penyiapan bahan
pen)rusunan program kefa, penyiapan
bahan pemmusan kebijalan daerah,

slannbahanan

a. Penyiapan bahan penyusunan renczrna program dan anggaran
di bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
Kine a dan Reformasi Birokrasi;
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c. Penyiapan bahan pengoordinasial penl rsunan kebijakan
daerah di bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. Penyiapan bahan pergoordinasian administratif di bidang
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi, meliputi:

Peningtcatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (meliputi:
penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati; fasilitasi pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi; fasilitasi dan
peningkatan budaya kerja; Penyusunan Pedoman Jam Kerja;
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusuna.n Peraturan Tambahan
Penghasilan Pegawai); Koordinasi dan Penyusunan laPoran
Kinerja Pemerintah Daerah(LKjIP) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugaqnya'

penJ rsunan kebijakan daerah, penyiapan
bahal pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijaJcan daerah, serta penyiapan bahan
penantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

RAGEN,

G YUNI SUKOWATI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
I,AMPIRAN IIIA
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6.JTAHUN 2O2l
TENTANG I

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

I uP4
EN,

S

Sekretaris DPRD

Bagian Persidanga.o dan
Perunda!g-Undangan

BaBiaI! Fasilita.i
Penganggaian dan

Pengawasarl

Bagian UmuE dan
Keuangan

Suboagian Tata Usaha
dart Kepegawaian

subkoordinator
dan Kclompok

Jabatan
Fuogsione.l

Subkooldinator
dan Kcloapok

Jabatan
Fungsional

Subkoor&nator
dar Kclompok

Jabatan
Fungsional

IIIIII

IIIIII

IIIIII

IIIIIIIIIIII

IIIIII

IIII

IIII
IIII

KU G YUNI SUKOWATI



TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRACEN

FUNGSI/URAIAN TUGASTUGASNO

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

diberikan oleh

a

prnan.

tariatan DPRD KabuPaten;Penyelenggaraan administra si kesekre

oleh DPRD; dan
e. Pelaksanaan fungsi Lain

Menyelenggarakan administrasi
kesekeretariatan dal keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
kabupaten, serta menYediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan
hak dan sesuar kebutuhan.

1 Sekretaris DPRD

b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. Pengelolaan administrasi keangSotaan DPRD;

d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

e. Pengelolaan tenaga'ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

g. Penyelenggaran pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah

tangga DPRD;
h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana DPRD;
i. ienyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi talggung jawab

DPRD;
j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

i. P"l"k"rt ""r, 
evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat

DPRD;

Sekretariat DPRD;a. Penyelenggaraan ketatausahaan2
kesekretariatan DPRD dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.

nagian Umuo dan Keuangan administrasiMemberilcan dukungan

I.AMPIRAN IIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMOR 6q reHuNZozt
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER^'A PERANGKAT DAERAH

DAN STAF AHLI BUPATI

JABATAN/UMT ORGANISASI



FUNGSI/URAIAN TUGASTUGASNO JABATAN/UMT ORGANISASI

DPRD;
m. \'erifrkasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

n. Penyelenggaraan penatausahaan ke'rangan Selcretariat DPRD;

o. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan' Anggota dan

Sekretariat DPRD;
p. Pengoordinasian pengelolaal anggaran Sekretariat DPRD;

q. v"ri;k""i p"rtanggungiawaban keuangan Sekretariat DPRD;

r. Evaluasi laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan

Sekretariat DPRD;
s. Pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat

DPRD;
t. Evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan

Sekretadat DPRD;
u. Penyusunan laporar. kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

dan
v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan de

Sekretariattuhan rumah tangga1. Verifikasi perencanaan kebu

2.1 Subbagian
Kepegawaian

Tata Usaha dan Melaksanaka,: penyiapan bahan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di

program kerja, bahan Perumusatl kebijakan bidang Tata Usaha dan KePegawaial;

tekrris operasional, bahan pelaksanaan b. Penyiapan bahan perumusan kebJakan telmis oPerasional di

kebijakan, bahan pengoordinasian bidaog Tata Usaha dan KePegawaian;

administratif, pelayanan administratif c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Usaha

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan dan Kepegawaian;
d. Penyiafan bahan pengoordinasian administratif di bidang Tata

e.

Usaha dan Kepe
Pelayanan administratif

gawaran
dan pelaksanaan kebijakan daerah di

Tata Usaha dan KePegawaian meli ti:

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Tata Us$a dan Kepegawaian dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan
DPRD.

bidan



FUNGSI/URAIIII{ TUGASTUGASNO JABATAN/UMT ORGANISASI

DPRD); Peningkatar Kapasitas DPRD (meliputi; Orientasi DPRD;

Pendalaman T\lsas FIPRD: Penvediaan Kelomnok Pe,kat den Tim Ahli:

f. i;;ydp-l urrr* p"-."t""an, evaluasi' dan pelaporan di

bidang Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
g. Pelakinaan tugas kedinasan lain yang diberikao oleh pimpinan

bidanberkaitan den

ti:(melipu
tin

tribu gkapartrya;
Koordinasi

Kinerj

wai;
Pemindahan

binganwa1;
Admin

ti

Penyediaantor;Logistik
Penggandaan;

Penyediaan
Penyele

t;enjru

Adminis
Koordinasi

PeningkatanDaerahwalanAdministrasi PerangkatKepega
DinasPakaianlgrt1 PengadaanD siPrasafanada-nSarana Pegap

dan PengolahanPendataant enKelBeserta A
SistemPelaksanaandanAdministasi

PenilaiandanEYaluasion1M onngKepegawaian
Pegawaitun PemulanganPenswalPePem yanggaulangarrPega

PendidikartASNTugasalamd TugasMeninggalyzng
tasiTelcris ImplemenBimdanSosialisasiPeladart tihan Pega

ummU PerangkatistrasiUPeraturan ndanganPerundang-
Instalasi PeneranganListrik/KomPenDaeralr POnenyediaan(metipu

RumahtorKan dan TanggaaJldPeralatan PerlengkapanPenyediaan
danCetakanBarangKanBahanPenyediaan

raJlPeratu Perundang-danacaanBBahanlaanPenyed
uTamiliFas tasi KunjunganrialBahan ateMundalgan

KPDstasiKonsuldarrKoord nasrRapatnggaraan
Pela-ksarraannkuDu gann sAJIIDArsitaPena sa.l.aanu p pada

rarat MSu l,avananasaJPenEPB aS yediaanPad DPRtrasiAdminis Keanggotanmeli uPD DRtrasl p
ltasiKonsudanD DPRtasiFasili RapatFraksi

a. Penfapan bahan penyusunan rencana Program
bidang Program dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasional di

bidang Program dan Keuangan;
c. fenyiipan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Program dan

Keuangan;
d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Program dan Keuangan;
e. Pellanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

dan Keu timeProJ

anggaran didanMelaksanakan penyrapan bahan penyusunan
program ke{a, bahan Perumusan kebiiakan
teknis op€rasional, bahan pelaksanaan
kebijalcan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta
pemantau.rn, evaluasi, dan pelaporan di
Program dan Keuangan dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.

bidan

Kelompok Unsur
Keuangan

Program dan2.2

Kepegawaian;
Informasi

SKPD;

SKPD);

Fasilitasi

f!ale a
_l



FT'NGSI/URATAN TUGASTUGASNO JABATAN/UNIT ORGANISASI

Penatausahaan dan Pengujian/Verifrkasi Keuangan SKPD;

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaal dan

Penyiapan Bahan TangSapan Pemeriksaan; Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; Penyusunan- Peiaporan

dan- Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Penyelenggaraan

Administrasi XeuLgan DPRD; Penyusunan Laporan Kinerja

DPRD; Koordinasi Penyusunan L,aporan SPIP serta kegiatan lain

sesuai bidang tugasnya-

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Program dan Keuangan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan de

Evaluasi KineqadanPenencanaan, Penganggaran,
eli

Ikhti Realisasi KinerjaKine{

nyediaan1\rnjanganti ti
trasiAdminis

ncanaanPereokumenDPe nansum tiDaerah nyupu
KPD danRKA SDokumens1 danKoordina Penyusunan

danPedanrdinasiKoo njmsunan
Cala paransunandan poranPenyubahanperu
KineEvaluasi rjsardana
DaerahPerangkatAdministrasiPe t KeuanganDaerah)rangka

PeI dandiaanme GajPenyepu
PelaksanaartlaksanaanPe Tugas

Melaksanakan penlapan bahan penyusunan
program kerja, bahan perumusan kebijakaa
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelalsanaan kebijakan daerah, serta bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Rumah Tangga dalam rangka mendukung
pelalsanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kelompok Unsur Rumah Tangga2.3 a. Penyiapan bahan penyusunall rencana Program dan anggaran di

bidang Rumah Tangga;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Rumah Tangga;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebdakan di bidang Rumah

Tangga;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Rumah Tangga;
e. Pelayanan aJministratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

b Rumah Tangga meliPuti:

DPA-SKPDperubahan;
Koordinasi

SKPD;

ASN;
ASN;

yan ntoen



FI,JNGSI/T'RAIAN TUGASTUGASJABATAN/UMT ORGANISASI

Pengawasan, dan Pengendalian BMD; Rekonsiliasi dan Penyusunan

Lapora-n, Penatausahaan, dan Pemanfaatan BMD); Pengadaan BMD

eenunjalg (meliputi: Pcngadasn Kendaraan Dinas, Alat Besal, Alat

angkutan Darat tak Bermotor, Mebel, Peralataa dan Mesin Lainnya'

Asel Tetap Lainnya, Aset Tak Ber$ujud, Gedung Kantor atau

Berwujud; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
l,ainnya, Sarana dan Prasara.na Pcndukung Gedung Ksrrtor atau
Banoltnen l.ainnve: Peineliharann /Rehahilifasi Tanahl: Penvediean

f. ij;;G;; -'b;6 p"-.rrt"""t, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Rumah Tangga; dan

g. Pelakianaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan

Administrasi
snilaial,

PerencanaanPentiDaerahMitik JrusunanmelipuBarang
binaanPemPdanKoordinasiPengamanan,

Air Listrik,

meli ti:
Paj

Biaya

l.ainnyaLa.innya,

atautorKanGeduPrasarana ngdanSaranaLainnya,Bangunan
torKanGedPendPrasarana ukung ungtainnya,Bangunan
tiJasa Penu (melipunjangtaua PenyediaanLeinnya)

JdanSumber DayaJ KomunikasiasaPenyediaan
mumUasaJdan PelayanandanPeralatan Perlengkapan

uPen PenyediaanBMD puKan Pemeliharasl njangBarangtor)
DinasKendaraanakdanaPemeliharaanasaJ Biay

Alaan tPerizindanPemeliharaanJasa Pemeliharaan,Penyediaan
ebelMPemeliharaanTakDaratand Alat taIrBesa-r Angku

akTAsetdarrA TetasetMeslntanPerala dan p

Menyelenggaralan fungsi
penyelenggurraan tugas dan
bidang legislasi.

dukungan
tungsi DPRD b. Fasilitasi penJrusunan Program pembentukan peraturan daerah;

Naskah Akademik dan draf RaPerda

inisiatif;
d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis

penl'usunan Peraturan perundang-undangan;
e. Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;

f. Fasilitasi pe nyelengaraan Persidangan;
g. Penyusunan risalah raPat;

h. Pengoordinasian pembahasan Raperda;

a. Penyelenggarakan kajian perundang-undangan;

produk

c. Fasilitasi P€nyusunan

3 Bagian Persidangan
Perundang-Undangart

dan

Kebutuhan,

Sarana dal
Bangunan

Kantor;

Pemeliharaan,

Bermotor;

l*o

fll tsr



FUNGSI/URAIAN TUGASTUGASNO JABATAN/UMT ORGANISASI

(DIM};
j. Verifrkasi, koordinasi, dan evaluasi risalah rapat;

k. Penye lenggaraan hubungan masyarakat;

l. Penye le nggaraan publikasi;
m. Penyelenggaraan keprotokolan; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaital de tu

Inventaris masalahi Verilikasi, koordinasi, dan evaluasi daltar

a. Penyiapan bahan penyusunan nencaJra program

bidang Persidangan dan Risalah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Persidangan dal Risalah;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Persidangan

dan Risalah;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Persidangan dan Risalah;
e. Pelayana-n administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Persidangan dan Risalah meliputi:
Penyusunan Program Kerja DPRD (meliputi: penyiapan bahan

penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; perencanaan

id-- dan jadwal rapat dan sidang) ; Koordinasi dan

konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (meliputi: penyiapan

materi/bahan rapat DPRD; penJrusunan risalah, notulen dan

catatan raPat-rapat; fasilitasi rapat-rapat DPRD)i Fasilitasi
Pelaksanaan ftrias'Badan Musyawarah serta kegiatan lah
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Persidangan dan Risalah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan den tu

dan anggaran diMelaksanakan penyiapan bahan penyusurun
program kerja, bahan perumusan kebljakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di
Persidangan dan Risalah dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.

3.1 Kelompok Unsur Persidangan dan
Risalah

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
bidang Kajian Perundang-Undangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di

dan alggaran di

bidan Kajian Perundang -Undangan;

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, bahan perumusan kebdakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
ke akan,bi rdinasianbahan

3.2 Kelompok Unsur Kajian Perundang
Undangan



FI.'NGSI/URAIAN TUGASTUGASNO JABATAN / UNIT ORGANISASI

c. Penyiapan bahan pelalsanaan ke
Perundang-Undangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kajian Perundang-Undangan;

e. Peiayanat administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kajian Perundang-Undangan meliputi:
Penyusunan dan Pembahasan Ptogram Pembentukan Peraturan

Daerah; Pembahasan Rancangan Perda; Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan; Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik; Penyusunan Tata
Tertib DPRD; Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta

kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f, Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kajian Perundang-Undangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan de

A bidang Kajianbijal€n

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Kajian Perundang-Undangan dalarn
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.

arl'ninistratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan

bidang Humas, Protokol, dan Publikasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Humas, Protokol, dan Publikasi;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Humas,

Protokol, dan Publikasi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Humas, Protokol, dan Publikasi;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Humas, Protokol, dan Publikasi meliputi:
Publikasi dan Dokumentasi DPRD; Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat; Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
Fasilitasi Ttrgas Pimpinan DPRD (meliputi: merencanalan
kegiatan DPRD; merencanakan keprotokolan pimpinaa DPRD;
menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; administrasi
kunjungan kerja DPRD serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di

bidang Humas, Protokol, dan Publikasi; dan

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, bahan perumusan kebijakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebljakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebljakan daerah, serta bahan
pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di
Humas, Protokol, darr Publikasi dalam rangka
mendukung pelalsanaan tugas dan fungsi
DPRD.

3.3 Kelompok Unsur Humas, Protokol,
dan Publikasi



NO JABATAN/UMT ORGANISASI TUGAS FIJNGSI/URAIAN TUGAS

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberilen oleh pimpinan
berkaitan b tu

4 Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan

Menyelenggarakan fungsi dukungan
penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
bidang penganggaran dan pengawasarn.

a. Pelaksanaan fasilitasi, verifil:asi, dan koordinasi pembahasan
KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;

b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan

APBD/APBDP;
c. Pelaksanaan fasilitasi, verifrkasi, dan koordinasi pembahasan

Raperda pertangunglawaban pelaksanaan APBD;

d. Pelaksanaan fasilitasi, verifrkasi, dan koordinasi pembahasan
laporan semester pertama dan progrrosis enam bulan
berikutnya;

e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
laporan keterangan pertangungiawaban kepala daerah;

f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemenksaan BPK RI;

g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi
masyarakat;

h. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan raPat
dalam rangka pengawasan;

i. Pelaksa-raan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

j. Pel.lsanaan fasi.litasi, verifikasi, dan koordinasi dukungaa
pengawasan penggunaan anggzrran;

k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan
pelaksanaan kebljakan;

l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan
pokok-pokok pikiran DPRD;

m. Pelaksanaan fasilitasi, verifrkasi, dan koordinasi persetujuan
kerjasama daerah; dan

rr. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan d
4.1 Kelompok Unsur

Penganggaran
Fasilitasi Me laksanakan penyiapan bahan penyusunan

program kerja, bahan perumusan kebijakan
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program

bidang Fasilitasi Pengangga-.'an;
dan anggaran di



FI,'NGSI/URAIAN TUGASTUGASNO JABATAN/UNIT ORGANISASI

bidang Fasilitasi Penganggaran;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi

Penganggaran;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di

Fasilitasi Penganggaran;
e. Pelayanan ad-inistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Fasilitasi Penganggaran meliputi:
Penyiapan Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran
(meliputi:Pembahasan KUA dan PPAS; Pembahasan Perubahan
KUA dan Peruba.Lan PPAS; Pembahasan APBD; Pembahasan
APBD Perubahan; Pembahasan laporan Semester; Pembahasan
Pertanggungiawaban APBD); Peuyiapan Bahan Pengawasar
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan l.aporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; Penyiapan Bahan Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah serta kegiatan
lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Fasilitasi Penganggaran; dart

g. Pel.aksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan

sional dib. Penyiapan bahan perumusan kebijaf<an teknis oPerateknis operasional, bahan pelaksanaan
kebdakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanatr administratif dan
pelaksanaan kebiiakan daerah, serta bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Fasilitasi Penganggaran dalam rangka
mendukung pelaksanaal tugas dan fungsi
DPRD.



Melaksanakan penyiapan bahan penyu
program kerja, bahan perumusan kebiiakan
teknis oper:sional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Fasilitasi Pengawasan dalam rangka
meodukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.

FUNGSI/URAIAN TUGASNO JABATAN/UNIT ORGANISASI

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program
bidang Fasilitasi Pengawasan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Fasi.litasi Pengawasan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi
Pengawasan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Fasilitasi Pengawasan;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiakan daerah di

bidang Fasilitasi Pengawasan meliputi:
Penyiapan Bahan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
(meiiputi: Penyiapan Bahan Pengawasan Urusan Pemerintahan
6idang Pemerintahan dan Hukum, Infrastruktur, Kesejallteraan
Rakyal, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam; Penyiapan

Bahan Pengawasan Penggunaan Anggaran); Pelaksanaan dan
Pengawasan Kode Etik DPRD (meliputi: PenJrusunan Kode Etik
OpRO dan Pengawasar^ Kode Etik DPRD) serta kegiataa lain
sesuai bidang tugasnya.

dan anggaran di
4.2 Unsur FasilitasiKelompok

Penga.wasan

TUGAS



F{'NGSI/URAIAN TUGASTUGASJABATAN/UNIT ORGANISASINO

f. Penyiapan bahan Pemantauan,
bidang Fasilitasi Pengawasan; dan

g. Pehk;naan tugas k-dinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan

uasi, dal PelaPoraneval di

2. Penyiapan bahan penyusunan rencala
bidang Kerja Sama dan AsPirasi;

b. Penyiipan 
- 
bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Kerja Sama dan AsPirasi; - - -

c. Penyiipan-bahan pelalsanaan kebliakan di bidang Kerja Sama

dan Aspirasi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Kerja

Sama dan AsPirasi;
e. Pelayanan aiministratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Kerja Sama dan Aspirasi meliputi:
p"rryJr.p* dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (meliputi:

Xrrrrjrr.rg"t Kerja dalam Daerah; PenJrusunan Pokok-Pokok

AUtn -opno; 
Pelaksanaan Reses); Pembahasan Kerja Sama

Daerah (meliputi: Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi

Persetujuan X"4"".-. Daerah) serta kegiatan lain sesuai

dan anggaran diprogram

b tu

Kelompok Unsur Kerja Sama dan
Aspirasi

4.3 Melaksanakan penyiapan bahan penyu
program kerja, bahan perumusan kebijakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan Pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kerja Sama dan Aspirasi dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.



FI,,NGSI/URATAN TUGASTUGASNO JABA"AN/UMT ORGANISASI

bidang Kerja Sa"'a dan AsPirasi; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain Tang diberikan oleh pimpinan

berkaitan

dievaluasi, dan pelaporanbahanf. pemantauan,Penyiapan

SRAGEN,

KUSDINAR UI{TUNG YUNI SUKOWATI
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TUGAS DAN FUNGSI
INSPEI(TORAT DAERAH KAE}UPATEN SRAGEN

FUNGSI/URAIAN TUGASTUGASJABATAN/ UNIT ORGANISASINO

a. Perumusan kebijaka-n teknis bidang pengawasan

Pengawas€rn;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kine{a dan

keuangan melalui audlt, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnYa;

c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari bupati darr/atau gubernur sebagai wakil
pernerintah pusat;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksarraan administrasi inspektorat daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah

dan funterkait tu

dan fasilitasiMembantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaal Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan T\rgas Pembantuan oleh
Peralgkat Daerah.

Inspektur Daerah1

a. Pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur
lingkungan Inspektorat;

b. Pengkoordinasian perumusan renclna program ke{a dan
anggaran pengawasan, penyiapan Pen3rusunan rancang€rn
peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja
salna

di2 Melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif ke dalam semua unsur di
lingkunga-n Inspektorat.

Sekretariat

I,AMPIRAN TVb

PERATT'RAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 61 reHuN zozt
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI



NO TUGAS

c. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, Pengumpu lan, pengelolaan,
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta
monitoring darr evaluasi pencapaian kine{a;

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangal;
e. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan

rumah tangga; dal
f. Pelaksanaan fungsi lain diberikan plnarr

2.L Subbagian Administrasi Umum
dan Keuangan

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata
usaha, perlengkapan dan rumah tangga,
pengelolaan keua:rgan, penatausahaan,
akuntansi, verifrkasi, pembukuan dan
pelaporan keuangan.

dan anggaran
di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Administrasi Umum dan Keuanga:l;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Administrasi Umum dan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Administrasi Umum dan Keuangatr;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang Administrasi Umum dan Keuangan meliputi:

Administrasi Keuangan; Administrasi Bara:g Milik Daerah;
Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Umsan Pemerintahan Daerah;
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah; laporan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta kegiatan iain sesuai bidang tugasnya-

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Administrasi Umum dan Keualgan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bidan tu

,c Kelompok Unsur Perencanaan Menyiapkan
pengendalian

bahan pen5 lsunan
rencana/program

dan
kerja

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
di bida;r Perencaltaan

dan anggaran

JABATAN/I'NIT ORGANISASI FUNGSI/URAIANTUGAS

a. Penyiapan bahal penyusunan rencana program



NO JABATAN/UMT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/I'RAIAN TUGAS

pengawasan, menghiEpun dan
menyiapkan ranc€rngan peraturan
perundang-undangan, kerjasama
pengawasan, dan dokumenta si.

b. Penviapan bahan perumusan kebijakan
bidang Perencanaan;

telrrris operasional di

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaan;

d. Penyiapan ba]:aIr pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan meliputi:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(meliputi: Pengoordinasian, Penyusunan, dan Pengendalian
rencana kerja dan Rencana Pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan ranc.rngan peraturan perundang-undangan);
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan
Peryusunan Peruba-han DPA-SKPD; koordirasi dan ke{a sama
pengawasan dengan APIP lainnya dan penegak hukum serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan PelaPoran di
bidang Perencanaan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan €u1 berkaitan den bidan tu

2.3 Kelompok Unsur Evaluasi dan
Pelaporan

Melaksanakan administrasi,
inventarisasi, analisis, evaluasi,
gendokumentasian dan menyajikan hasil
pengawasa.n serta pendokumentasian
pemutaktriran tindak lanjut hasil
pengawasan.

dan anggaran
di bidang Evaluasi dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Evaluasi dan Pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Evaluasi
Jan Pelaporan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Evaluasi dan Pelaporan;

e. Pelayanal administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi Evaluasi dan Pela meli ti

a. Penyiapan bahan penyusunan renc€ula Program



TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGASNO JABATAN/ UNTT ORGANISASI

Koordinasi dan Penyusunan Iaporan Cap
Ikhtisar Realisasi Kinerja (meliputi: Inventarisasi Hasil
Pengawasan, Koordinasi Evalu asi [aporan Hasil Pengawasan;

PenJrusunan laporan dan Pendokumentasian Hasil Analisis
dan- Evaluasi Pengawasan; Pendokumentasian Hasil
Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Evaluasi

Kegiatan dan Penyu.sunan Isporan Kinerja Inspektorat
Daerah; Gelar Pengawasan Daerah (Evaluasi Berkala Hasil
Pengawasan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya'

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh

aian Kinerja dan

lnan an tuberkaitan
a. Penyiapan pen3rusunan kebijakan terkait

pengawas€rn terhadap peralgkat daerah
kerjalya;

b. Penyiapan perumusElrt kebljakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraal urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjanya;

c. Perencanaan prrogram pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah
ke{anya;

d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjanya;

e. Pengawasan keuangan dan kine{a Perangkat Daerah dan
instansi Pemerintah Daerah lainnya serta penyelenggaraan
urusan pemurinta-han daerah pada perangkat daerah sesuai

meli rianwil

pembinaal dan
sesuai wilayah

Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsionai terhadap
pengelolaan keuangan, kine{a dan
urusan pemerintahan daerah pada
perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya.

3 Inspektur Pembantu I



FT,]NGSI/IJRAIAN TUGASTUGASNO JABATAN/ UNIT ORGANISASI

Asistensi Urusaa Pemerintahan Daerah; dan p:ngawasan
lainnya sesuai lingkup tugasnya

f. Kerja sama pelaksanaan Pengawasan dengan aParat pengawas

intemal pemerintah lainnYa;
g. Pemantaual dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan; dan
h. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan

penugasan inspektur jenderal;
i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

PengawasanPemerinKinerjgawasan
ReviPemerintah

sa;Pengawasan

tahaPen
ulauRevian poranKeu gan

danPendamDe ganprnKeuarganLaporan

andiberikan olehj. Pelaksanaan fungsi lain

tertentu atas

4 Melaksana-kan pembinaal dan
pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keualgan, kine{a dan
urusan pemerintahan daerah pada
perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya.

Inspektur Pembantu II a. Penyiapan penlrusurlEln kebijakan
pengawasan terhadap perangkat

terkait pembinaan dan
daerah sesuai wilaYah

kerjanya;
b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerj anya;

c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya;

d. Pengoordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjanya;

e. Pengawasan keuangar, dan kinerja Perangkat Daerah dan
instansi Pemerintah Daerah lainnya serta penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai
wilayah kerjanya, meliputi:
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan
Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kineda; Reviu

Laporan Keuangan; Pengawasal Desa; Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan pengawasan

lainn sesuai lin tu

Daerah;
Daera-h; Kinerja;



FUNGSI/URAIANTUGASTUGASNO JABATAN/UNIT ORGANISASI

internal pemerintah lainnYa;
g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

f. Keda sama pelaksana€rn pengav/asan

pengawasan; dan
h. Pelaksalaan Pengawasan untuk tujuan

penugasan inspektur j enderal ;

i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

dengan aparat Pengawas

lain yan diberikan olehj . Pelaksanaan

atastertentu

a. Penyiapan penyusunan kebijakan
pengawasan terhadaP Perangkat
kerjanya;

b. Penyiapal perumusan kebij akan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraart urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjanya;

c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai q'ilayah

ke{anya;
d. Pengoordinasian Pelaksanaan Pengawas€rn fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjanya;

e. Pengawasan keuangan dal kinerja Perangkat Daerah dan
instansi Pemerintah Daerah lainnya serta penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai
wilayah kerjanya, meliPuti :

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan

KeuLgan Pemerintah Daerah; Reviu laporan Kinerja; Reviu
Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan pengawasan

lainnya sesuai lingkuP tugasnya
f. Ke{a sama Pelaksanaan Pengawasan dengan aparat pengawas

internal pemerintah lainnYa;
g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

terkait pembinaan dan
daerah sesuai wilayah

wasan; dan

Melaksanakan pembinaan dal
pengawasan fungsional terhadaP
pengelolaan keuangan, kinerja dan
uruszlrl pemerintahan daerah pada
perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya.

lnspektur Pembantu III5



FT.TNGSI/URALANTUGASTUGASNO JABATAN/ UMT ORGANISASI

Pelaksanaan pengawasan untuk
penugasan inspektur jenderal;
Penyusunal laporan hasil pengawasan; dani

J

h.

Pelaksanaan fu diberikan oleh PimPinan.lain

tujuan tertentu atas

kerj anya;
b. Penyiapan perumusan kebdalan dan fasilitasi Pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah

kerjanya;
c. Perencanaan prograln pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah
kerjartya;

e. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan
instansi Pemerintah Daerah lainnya serta Penyelenggaraan
untsan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai

wilayah kerjalya, meliFuti:
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan
Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu I.aporan Kinerja; Reviu

laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan pengawasan
lainnya sesuai lingkup tugasnya

f. Kerja sama pelaksanaan pengawasnn dengan aparat pengawas

internal pemerintah lainnYa;
g. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan; dan
h. Pelaksalaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penu gasan inspektur jenderal;
i. Penyusunan lapora-n hasil pengawasan; dan

pembinaankaibijPenyiapan dantterakansunan kea. enyup
sse arudaerah wilayahterhadap perangkatpengawasan

j. Pelaksanaan fungsi lain yarlg diberikan oleh pimPinan.

Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kine{a dan
urusan pemerintahan daerah
perangkat daerah sesuai wilayah
kerjanya.

6 Inspektur Pembantu IV



FUNGSI/URAIAN TUGASTUGASJABATAN / I,JNIT ORGANISASINO

instansi daerah;
b. Perumrr san kebijakan teknis di bidang pengawasan khusus

dan fasilitasi Pengawasan khusus;
c. Perencanaan Program pembinaan dan pengawasan khusus

terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

d. Penerimaan, penilaian dan tindaklanjut pengaduan

masyarakat;
e. Penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta

,eriiitasi pe.rcegahaa dan pemberantasan korupsi;

f. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

g. Pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan

aparat pengawas internal pemerintah lainnya maupun aParat

penegak hukum;
h. iemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pembinaan

dan pengawasan khusus;
i. Pelaksanaan tugas klarifikasi dan investigasi;
j. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan- 

t^aporan Harta Kekayaan Penyeienggara Negara (LHKPN);

k. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan

khusus;
I. Pendampingan, asistensi, verifrkasi, dan penilaian Reforraasi

diberikan oleh PimPinan.

kaibliPenyiapan
terhadaP

aanbintterakan pemkesunzrnbahana. Penyu anddaerahus S perangkatukhwas€uldan penga

m. Pelaksanaan
Birokrasi; dan

Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan secara khusus terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja, dan
unlsan pemerintahan pada peranglat
daerah dan instansi daerah dala. rangka
pencegahan dan pemberantasan korupsi
serta pengawasan pelaksanaan progra:!
reformasi birorkrasi.

7 Inspektur Pembantu Ktrusus
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I"AMPIRAN Vb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR hlreuuuzozt
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TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAI,AN TUGAS
I Kepala Dinas Membantu Bupati da.lam melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang
pendidikan dan bidang kebudayaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan T\rgas
Pembantuan yalrg diberikan kepada
Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidartg
kebudayaan;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

c. Pelaksanaal pemantauan, evaluasi dan pelaporan bida-ng
pendidikan dan bidang kebudayaal;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
tu

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Pengoordinasian dan pen1rusunEln program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dioas Pendidikan dan
Kebudayaan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolal di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, mmah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksala di lingkungan
Dinas Pendidikan dal Kebu

dan



NO JABATAN/t'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
f. Pengelolaan urus.rn Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan

den tu a.

2.1 Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksarrakan penyiapan bahart
PenJrusunan program kerja, bahan
perumuszrn kebiiakan teknis
operasional, bahal pelaksanaan
kebiiakan, ba-han pengoordinasiart
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

a. Penyiapan bahan penyusur,an rencana program dan anggaran di
bidang Umum dan KePegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebdakal di bidang Umum dan

Kepegawaian;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Umum dan Kepegawaian;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
l,aporan Pelaksanaal Reformasi Birokrasi; Pelayalan Publik dan
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perargkat
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapaa bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d tu

2.2 Kelompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanakan penyiapar bahart
penyusun€rn program kerja, bahan
perunrusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebij akan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan

a. Penyiapan bahan penyusunan renc€rna progrzrm dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pel r€rn;



Ft,NGSI URAIANTUGASTUGASJABATAN UNIT ORGANISASI
e. Pelayartan administratif dan pelaksanaan

bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaar;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyu.sunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan

Pelaksalaan Standar Pelayanan MinimBl serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan tu

kebljakan daerah dipelaporan di bidang Perencanaam,
Evaluasi, dan Pelaporan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
bidang Keuangal;

b. Penyiapan bal.an perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuargan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

d. Penyiaparr bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di

dan anggaran di

bidang Keuangan meli ti

Melaksanakan penyiapan bahart
pen)rusunan progrElm kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administr
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Keuangan.

2.3 Kelompok Unsur Keuangan

NO



NO JABATAN/ T'MT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/IJRAIAN TUGAS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan
Gaji dan Tfrnjangan ASN; Penyediaan Ad:ninistrasi Pelaksanaan
Ttrgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verilikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/ Tfiwulanan/ Semesteran SKPD/
l,aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyu.sunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Koordinasi
Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya,

f. Penyiapan baharr pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keualgan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan SN

3 Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal

Melaksanakan penyiapan
program keda, penyiap:n
perumusan kebijakan

bahan
bahan
teknis

operasional, pelaksalaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksalaal tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kurikulum dan Penilaian
Penddikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta
Didik dan Pembangunan Karal<ter
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal.

a. Penyusunan bahan program ke{a di bidang Kurikulum dart
Penilaian Pendidikal Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembalgunan
Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

b. Pgnyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kurikulum dan Penilaian Pendioikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikal Nonformal' Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
Kele^-nbagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Drni
dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI.'NGSI/URAIAN TUGAS
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum dan

Penilaian Pendidikan Anak U$a Dini dan Pendidikan Nonformal,

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforrnal, Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d

3.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

Melaksanakal penyiapan bahan
pen3rusunan program ke{a, bahan
pemmusan kebijaka-n teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakal, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif]
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kurikulum dan
Penilaian Pendidikan Ana-k Usia Dini da.n
Pendidikan Nonformal.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program da,n anggaral di
bidalg Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum
dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebij akan daerah di
bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal meli ri

Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
darr Pendidikar Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;



TUGAS FUNGSI URAIANTUGASJABATAN UNITORGANISASI

Penetapan Kurikulum Muatan Loka1 (meliputi: Penyusunan
Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF; Penyusunan
Silabus Muatan lrkal PAUD dan PNF; Penyediaal Buku Teks

Pelajaran Muatan lpkal PAUD dan PNF); Penyusunan Bahan

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal dan Kriteria Penilaian,

Bahan Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian;
Pengesahan Kurikulum; Penyusunan Soal Evaluasi; Penyusunal
Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL); Fasilitasi
Penulisan Blangko Ijazah; Pengesahan Rencana Kegiatan
Sekolah; Pembelajaran Kontektual; Pengembalgan Kurikulum;
Bahan Rekomendasi Bantuan Kurikulum PNF serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Per.yiapan bahan pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di bidang
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
bidanberkaitan den tu

PAI^anjPenyrapan
Diriti:

siali Penj

PNFdanUDSatuantu aluEv aslTindak
SekolahuaslEvalPen unzlnsdanbPem lnaanelim yupu

ternalInutuMarrunanStemSiSASlSoSD(E

Usia Dini dal Pendidikan Nonformd;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan
dan Sarala Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidalg
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonforma-l

di
Pendidikanbidan

dananaunans renca. Pen ban anggaranahan programylap Penyu
Anaka PrasaranaSarandanemKelc bagaan

Melaksanakan penyiapan bahart
penlrusunzrn prograrrr kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelalsanaan
kebijakan, bahan pengoordinasiart
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal.

3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal

nEr
dan

(SPMI));



FUNGSI URAIANTUGASTUGASJABATAN UNITORGANISASI

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meliPuti:
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan PNF;

Penerbitan Izin PAUD dan PNF 5rang diselenggarakan oleh

Masyarakat (meliputi: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan'

Pentendatian dan Pengawasan Perizinan , dan Pembinaan PAUD

dan PNF yang diselenggarakan oleh Masyarakat); Akreditasi
PAUD dal PNF; Fasilitasi Pengelolaan sarana dan prasarana

PAUD dan PNF (meliputi:Pembangunan Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru, Pembangunan Sarala, Prasarana dan

Utilitas, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembalgunan Sarana'
Prasarana dan Utilitas, Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru, Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

Ut-ilitas, Pengadaan Mebel, Pengadaar Alat Rumah Tangga'

Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta

Pengadaan AIat Pra-ktik dan Peraga Siswa

PAUb / PNF/ Kesetaraan); Pengelolaan aplikasi data pokok PAUD

dan PPNF, Fasilitasi lomba Gugus PAUD dan Bunda PAUD'

Pengembangan Pendidikan Non Formal serta kegiatsn lain sesuai

bidang tugasnya.

f. Penyiaparr bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kel.mh"gaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan llonformal; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasa-n lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d ban

ditratif kebdadminis
Pendidikanbidang

daerahakandananan pelakssnaanPelay
AnakPrasaiaItaSaranadanemKel bagaan

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan

bidang Peserta Didil: dan Pembangunan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

penyu
ikanI(arakt

didana anggaranrencansunanbahan programa. Pen5aapan
didPener

Melaksanakan penyiapan bahan
pen]rusunan plogram kerja, baharr
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahal pengoordinasiar
administratif, pelayanan adminis

anaan keb akan daerah, sertadan

Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonforrnal

3.3

ET
e.



NO TUGAS Ft,NGSI TUGAS
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Peserta Didik dan
Pembangunan Kara-kter Pendidika:r
Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal.

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di bidarg Peserta
dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Peserta Didik dan Per.bangunan l(arakter Pendidika:r Anak U
Dini dan Pendidikan Nonformal;

e. Pelayarrarr administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meliputi:

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/PNF/Kesetaraan;
Pengelolaan Dana BOP PAUD/PNF/Kesetaraan; Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Darra BOP PAUD/PNF/Kesetaraan;
Penerimaan Peserta Didik Barr' (PPDB), Konvensi Hak Anak
(KHA), Fasilitasi Serenade Pelajar, Baharl Pembinaan Minat,
Bakat, Prestasi, dan Pembangunan Karakter Peserta Didik,
Penyelenggaraan Gebyar PAUD serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiaparr bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Peserta Didik dan Pembangu.nan Karakter Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikal Nonformal; dan

g. Pelaksanaarr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
bidan tuberkaitan

4 Pembinaarr Sekola-hBidang
Dasar

Melaksanakan penyiapan bahan
program kerja, penyiapan bahan
pemmusan kebijakan tekrris
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Dasar KeI dan Sarana

a. Penyu.sunarr bahan program kerja di bidang Kurikulum dan
Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaa.n dan Sarana Prasarana
Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan
dal Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan

Karakter Sekolah DasarPem

I JABATAN/UNIT oRGANISASI



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FI,NGSI/URAIAN TUGAS
Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik
dal Pembangunan Karakter Sekolah
Dasar.

c. Pelaksanaan kcbiiakan di bidang Kurikulum dan Peailaian
Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah
Dasar, Peserta Didik dan Pembargunan Karakter Sekolah Dasar;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum dan
Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasararra
Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den

4.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Dasar

administratif, pelayanan admirds

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, bahan
pem:nusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian

dan pela-ksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kurikulum dan
Penilaian Sekolah Dasar.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasioaal di
bidang Kurikulum dan Penilaiaa Sekolah Dasar;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Kurikulum
dan Penilaian Sekolah Dasar;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kurikulum dan iienilaian Sekolah Dasar;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijalan daerah di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar meliputi:



NO JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

4.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Dasar

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, bahan
perumus€rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, ba.\an pengoordinasian

a.

b.

c.

d.

Pen;napan bahan penyusunan rencErna program dan anggaran di
bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kerembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Daser;

administratif, pelayanan administrati
dan pelaksanaan kebij akan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Penyiapan bahan pelaksanaar kebijakan di bidalg Kelembagaan
dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kelernbagaan dan Sarara Prasarana Sekolah Dasar;

Penyrapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sekolah Dasar (meliputi:
Pembinaan dan Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Intemal (SPMI)); PenetaPan
Kurikulum Muatao Loka-l Sekolah Dasar (meliputi: Penyusunan
Kompetensi Dasar Muatan Lokal; Penyusuuan Silabus Muatan
Lokal; Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal; Pelatihaa
Penyusunan Kurikulum Muatan Lakal); Penyusunan Bahan
Penetapan Kurikulum Muatan tokal dan Kriteria Penilaian,
Bahan Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian;
Pengesahan Kurikulum; Pembinaan, Pengembangan dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra (meliputi: Penyusunan Kamus
Bahasa Daerah; Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi,
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah; Penghargaan Tokoh
Kebahasaandan Kesastraan Daerah; Penyediaan dan
Pendistribusian Buku Cerita Ralsyat Daerah Penunjang Literasi;
Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra
Daerah; Pen5rusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Da:ra-h);
Penyusunan Soa-l Evaluasi; Penyusunan Dokumen Standar
Kompetensi Lulusan (SKL); Fasilitasi Penulisan Blangko Uazah;
Pengesahan Rencana Kegiatan Sekolah; Pembelajaran
Kontektual; pengembangan Kurikulum; Fasi[tasi Lomba Sekolah

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di bidang
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bi tu



NO JABATAN / I'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI /URAIANTUGAS
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljal<an daerah di

bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
meliputi:
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar;
Penerbitan Izin Sekotah Dasar yang diselenggarakan oleh
Masyarakat (meliputi: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan,
Pengendalian, dan Pengawasan Perizinan Sekolah Dasar yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat); Akreditasi Sekola-h Dasar
(SD); Fasilitasi Pengelolaan sarana dan praszrara Sekolah Dasar
(meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Penambahan/
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; Pembangu.nan/
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekola-h/TU;
Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
Kesehatan Sekolah; Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah; Pembangunan/ Rehabilitasi
Seda.ng/Berat / Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekola-h; Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat/
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru / Penjaga Sekolah; Pemeliharaan Rutin Bangunan
Gedung dan Ruangan; Pengadaan Mebel Sekolah, Alat Rumah
Tangga Sekolah, Perlengkaparr Sekolah, Perlengkapan Siswa,
Alat Praktik, dan Peraga Siswa); Pengelolaan Aplikasi Data Pokok
Peirdidikan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kelembagaarr dar Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaital den bidarr tu

4.2 Seksi Peserta Didik da:r
Pembangunan Karakter Sekolah
Dasar

Melaksana-kan penyiapan ba-hal
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasiooal, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

b. Penyiapan baha-n perumusan kebijakal teknis operasional di
bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
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dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Peserta Didik dan
Pembangunan Kara-kter Sekolah Dasar.

c. Pen5napaa bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Peserta Didik

d.
dan Pembanguoan Karakter Sekolah Dasar;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
Pelayalal administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Peserta Didik darr Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
meliputi:
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar; Pelaksanaan Iomba Sekolah Tingkat SD;

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN); Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Konvensi Hak Anak
(KHA); Work shop Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

e.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu SN

Melaksanakan penyiapan bahan
program kerja, penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, pelalsanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
petnErntauEm, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Menengah Pertama, Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Sekolah Menerrgah
Pertama, Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama.

a.

b.

c.

Penyusunan bahan program ke{a di bidang Kurikulum dan
Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sararra
Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama,
Kelembagaan darr Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama,
Peserta Didik dan Pembangunan Karaktcr Sekolah Menengah
Pertama;
Pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Menengah Pertarna, Kelembagaan dan Sarana Prasarala
Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan
Karalcter Sekolah Men Pertama

Bidang Pembinaan
M:nengah Pertama

Sekolah5



TUGASJABATAN UNIT ORGANISASINO
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas

Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana

Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dart

Pembangunan Karakter SekoleJ: Menengah Pertama;

e. Pelalsanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama,
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama,
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama; darr

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

di bidang Kurikulum dsn

e. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;

b. Penyiapan ba-han perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;

c. Penyiapal bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum
dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;

e. Pelayanan administratir' dan pelaksaaaan kebijakarr daerah di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
meli uti:

dan anggaran diMelaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaarr
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelaya.nan adnrinis
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kurikulum dan
Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Menengah Pertarna

5.1
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Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Menengah
Pertana

Melaksanakan penyiapan baitan
pen5rusunan program kerja, bahan
perumus.rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, cvaluasi, dan
pelaporan di bidang Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama.

Penyiapan dan Tindak tanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
Sekola-h Menenga-h Pertama (meliputi: Pembinaan dart

Penyusunan Evaluasi Diri Sekola-h (EDS); Sosialisasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI)); Penetapan Kurikulum
Muatan Lokal (meliputi: Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Lokal; Penyusunan Silabus Muatan Lokal; Penyediaan Buku
Teks Pelajaran Muatan Lnkal; Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Muatan lokal); Penyusunan Bahan Penetapan Kurikulum
Muatan L,okal dan Kriteria Penilaian, Bahan Pembinaan
Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian; Pengesahan Kurikulum;
Penyusunan Soal Evaluasi; Penyusunan Dokumen Standar
Kompetensi Lulusan (SKL); Fasilitasi Penulisan Blangko ljazah;
Pengesahan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS, RKT' RKAS);

Pembelajaran Kontektual; pengembangan Kurikulum dan Mata
Pelajaran; Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan
Perpustakaan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahar pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bidan tu

5.2 a. PenJnapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarala Sekolah Menengah
Pertama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan
dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kelembagaarr dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertarna;

NO
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e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di

bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama meliputi:
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Penerbitan
Izin Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh
Masyarakat (meliputi: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan,
Pengendalian, dan Pengawasan Perizinan Sekolah Dasar yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat); Akreditasi Sekolah Menengah
Pertama (SMP); Fasilitasi Pengelolaan sarana dan prasarana
Sekolah Dasar (meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB); Penambahan/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU; Pembargunan/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Unit Kesehatan Sekolah; Pembangunan/ Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaar Sekolah; Pembangunan/
Rehabilitasi Sedang/Berat / Pemeliharaan Rutin Sararra,
Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pembangunan/Rehabilitasi
Sedang/Berat/ Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru / Penjaga Sekolah; Pemeliharaan Rutin Bangunart
Gedung dan Ruangan; Pengadaan Mebel Sekolah, Alat Rumah
Tangga Sekolah, Perlengkapan Sekolah, Perlengkapan Siswa,
Alat Praktik, dan Peraga Siswa); Pengelolaan Aplikasi Data Pokok
Pendidikaa serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan

5.3 Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah
Men Pertama

penyiapan
progr€rm ke{a,

kebij akan

Melaksalakan
penl rsunan
perumus€rn

bahan
bahan
teknis

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Peserta Didik dalr Pembangunan Karakter Sekolah
Menen Pertama;
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bahan pelaksanaan

kebdiakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaal kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Peserta Didik dan
Pembangunarr Karakter Sekolah

operasional, b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Peserta Didik dan Pembangr.rnan KaralGer Sekolah
Menengah Pertama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Peserta Didik
dan Penbangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama;

e. Pelayanal administratif dan pelaksanaan kebijaka:r daerah di
bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama meliputi:
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama; Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
Pelaksanaan l,omba Sekolah Menengah Pertama; Pelatihan
Kompetensi Siswa Berprestasi; Pembinaan Olimpiade Sains
Nasional (OSN) dan OSN Kelas 7 Berkelanjutan; Fasilitasi
Bantuan Siswa Keluarga Miskin ; Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB); Konvensi Hak Anak (KFIA) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bal al pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
bidan tuberkaitaa d

6 Bidang Pembinaa.n Kebudayaan
program kerja, pergriapaa bahan
penrmusan kebijalan teknis
operasional, pelalsanaan kebijakan,
pengoordinasian pela-ksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

Melaksalakan bahanpenJnapErn

bi Buda dan

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman, Sejarah da:r Tradisi, Kesenian;

b. Penyiapan baha:r perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi,
Kesenian;

c. Pelaksanaal kebijakan di bidang Cagar Budaya dan
arah dan Tradisi, Kesenian;Permuseuman,

Menengah Pertama.
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Permuseuman, Sejarah dan Tradisi,
Kesenian.

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman, Sejarah dan Tladisi, IGsenian;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, Kesenian;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

Kelompok Unsur Cagar Budaya
dan Permuseuman

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program ke{a, bahal
pemmusan kebiiakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebljakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pela-ksanaan kebijakan daera.l., serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Cagar Budaya
dan Permuseuman;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Cagal
Budaya dan Permuseumal;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Cagar Budaya dan Permuseu:nan meliPuti :

dengan bidans tu gasnya.

6-l
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Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten (meliputi: Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; Pembinaan SDM,
l,embaga, dan Pranata Kebudayaan); Penetapan Cagar Budaya
(meliputi: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya; Penetapan
Cagar Budaya); Pengelolaan Cagar Budaya (meliputi:
Pelindungan,Pengembarrgan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya);
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
(meliputi: Penerbitan tzin, Evaluasi, dan Pengawasal Cagar
Budaya ke Luar Daerah); Pengelolaan Museum (metputi:
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara
Terpadu; Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM
Permuseuman; Peningkatan Pelayanan dal Akses Masyarakat
terhadap Museum; Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum; Revitalisasi Sarala dan Prasarana Museum);
Fasilitasi Kemah Budaya; Sosialisasi Perlindungan Cagar
Budaya; Program Museum Masuk Sekolah; Peningkatan Potensi
Nilai Informasi dan Promosi Cagar Budaya; Pengelolaan Sistem
Informasi Sejarah Purbakala; Penyediaan Rumah Peradaban
(Museum Daerah dan Bentara Budaya); Konservasi Fosil;
Pemindahan Koleksi Cagar Budaya; Penelusuran Literasi;

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Cagar Budaya dal Permuseumarr; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
an bidan tu

6.2 Kelompok Unsur Sejarah dan
Tradisi

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, baharr
perrr.musan kebijakar teknis
operasional, bahan pelaksarraan
kebijakar., bahan pengoo:-dinasiarr
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahal pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan aaggaran di
bidalg Sejarah dart Tradisi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Sejarah dan Tradisi;

c. Penyiapar: bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Sejarah dan
Tradisi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Sej arah dan Tradisi;

e. Pelayalan administratif dan pelaksaaaarr kebijakan daerah di
bidang Sejarah dan Tradisi meliputi:

berkaitan
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Pembinaan kmbaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah

Kabupaten (meliputi: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek lemajuan Lembaga Adat; Pembinaan SDM, kmbaga, dan

Prarata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
lembaga Adat); Pembinaan Sejarah L,okal (meliputi:
Pembeidayaan SDM dan Lembaga Sejarah lokal; Penyediaan

Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah; Peningkatan Akses

Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah); Penyusunart
Bahan Pelestarian Tradisi, Bahan Pembinaan Sejarah dan

Tradisi, Pendaftaran Budaya Tak Benda, Work Shop Kawruh
Bahasa Jawa, Fasilitasi Sarasehan Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan YME, Dialog Kebudayaarr, Upacara Adat Istiadat
Warisan Budaya Tak Benda, Penyusuoan Pokok-Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah, Pengembangan Nilai dan Geografr Sejarah,

Pengembangan Jejaring Informan dan Pembinaan Komunitas
Sejarah, Pengembangan Kolaborasi Komunitas Budaya;
Penyusunan Konsep Inovasi Gerbang Si Bulok, Penyusunar:
Konsep Inovasi Jagad Jawa, Perekaman dan Digitalisasi Bahan
Pustaka, Kajian dan Publikasi Ilmiah Sejarah dan Tradisi,
Manajemen Informasi Sejarah dan Tradisi, dan Kegiatan
Perlindungan, Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan, dan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Sejarah dan Tradisi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bidan tu

6.3 Kelompok Unsur Kesenian Melaksana-kan penyiapan bahan
penJrusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksalaart
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayarran administratif
dan pelaksanaan kebija-kal daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kesenian.

a. Penlapan bahan penyusunan rencana Prograrm dan anggaran di
bidang Kesenian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Kesenian;

c. Penyiapan oahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesenian;

d. Penyiapan
Kesenian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

ba-han pengoordinasian administratif di bidang

bidang Kesenian meliputi:



f. Penlapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kesenian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikaa oleh pimpinan

Pelestarian Kesenial Tbadisional (meliputi: Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan Obiek Pemajual Tradisi Budaya;
Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional;
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau
Berkontribuei Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan); Pembinaan
Kesenian (Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian
Tradisional; Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian
Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola kmbaga Kesenian
Tradisional); Fasiltasi Kirab Budaya, Pentas Seni, Festival Seni
Budaya, Apresiasi Seni Budaya, Upacara Adat, dan Iamba Cipta
Lagu Daerah; Kajian dan Publikasi Ilmiah Kesenian; Pengelolaan
Manajemen Informasi Kesenian; Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kesenian serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

berkaitan <i tu

NO TUGAS FUNGSI TUGAS

7 Bidang Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Melaksanakan penyiapan bahan
prograrn kega, penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional; pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasiarr pelaksanaan tugas,
pemartauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Nonf<-,rmal dan Tenaga
Kebudayaan, Pendidik dar
Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikarr Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

b. Penyiapan bahan perumusan kebi-iakan teknis operasional di
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Sekrlah Dasar, Pendidik Can Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

JABATAN/UNIT ORGANISASI
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Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Nonformal
dan Tenaga Kebudayaan

dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Melaksanakan penyiapan bahan
penJmsun€rn program ke{a, bahan
perumusan kebijakal teknis
operasional, ba-han pelaksanaal
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayaran adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
bahan pemantauar, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan
Tenaga Kebudayaan.

c. Pelaksanaan kebliakan di bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal
dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pendidik dart
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dal Tenaga
Kependidikaa Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dart
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den tu
Penyiapan baha:r penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pendidik darr Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Ariak Usia
Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan;

Penyiapan ba-han pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal dan Tenaga Kebudayaan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pendidik dan Tenaga I'ependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikal Anak Usia
Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan meliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

7.t

ruGAS



NO JABATAN/UNTT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URATAN TUGAS
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan brgi Satuan
PAUD/PNF/Kesetaraan; Pengembangarr Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikart
PAUD/PNF/Kesetaraan; Perhitu'rgan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF/Kesetaraan; Penataan
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagt
PAUD/PNF/Kesetaraan; Penyu.sunan Rencana Kebutuhan,
Penyediaan, Pengembangan Karir, Pembinaan dan Penilaian
Kinerja Tenaga Kebudayaan; Penyapan Bahan Penilaian Kine{a
Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Fasilitasi Penugasan Dik1at
Teknis/Fungsional; Penyelenggaran Diklat Teknis/Fungsional;
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit; Pemrosesan T\rnjangan
Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru; Fasilitasi Pendidikan
Keprofesian Pendidik (PKP); Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada
Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (Pfi);
Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Berprestasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaatauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh pimpinan
n herkaitan den n hidan tu sn

I\,Ielaksalakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakau, bahan pengoordinasiar
administratit pelayanal administratifl
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
bahan pemantauan, evaluasi, dan

danpelaporan di bidang Pendidik
Tqnaga Kependidikan Sekolah Dasar.

a. Penyiapan bahan penyusun.rn rencana program dan aaggaran di
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pendidik Can Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

c. Penyiapan bahar pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

d. Penyiapaa bahan pengoordinasial administratif di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

7.2 Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar



TUGASJABATAN UNIT ORGANISASINO

meliputi:
Denyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah
Dasar; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Sekolah Dasar; Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
i".r"g" Kependidikan Sekolah Dasar; Penataan Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Dasar;

Penyiapan Bahan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga

Kependidikan; Fasilitasi Penugasan Diklat Te}rris/Fungsional;
Penyelenggaran Diklat Teknis/Fungsional; Pelaksanaan
Penilaian Angka Kredit; Pemrosesan T\'rnjangan Profesi dan

Tambahan Penghasilan Guru; Fasilitasi Pendidikan Keprofesian
Pendidik (PKP); Fasilitasi Bantuarr Sosial Kepada Guru Tidak
Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT); Pemilihan Pendidik'
Tenaga Kependidikan dan Pengawas Berprestasi serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidika-n Sekolah Dasar; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan tuan

diadministratif
bi Pendidik

daerahakandan kebije pelaksanaanPelayarran
lah DasarekoSdidikanTdan Kepenenagadang

a. Penyiapar bahan penSrsunan rencana program
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Se

Pertama;
b. Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis oPerasionai di

bidarg Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

dan anggaran di
kolah Menenga-h

Melaksarrakan penyiapan bahan
penyusun€rn program kerja, ba}ran
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemartauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama.

Seksi Pendidik dan
Kependidikar:
Menengah Pertama

Sekolah
7.3

FI,'NGSI/URAIAN TUGAS



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI,NGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama meliputi:
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah
Menengah Pertama; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama; Perhitungan
dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama; Penataan Pendistribusian Pendidik dart
Tenaga Kependidikan bagr Sekolah Menengah Pertama;
Pen5napan Ba-han Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; Fasilitasi Penugasan Diklat Teknis/Fungsional;
Penyelenggaran Diklat Teknis/Fungsional; Pelaksanaart
Penilaian Angka Kredit; Pemrosesan T\rnjangan Profesi dan
Tambahaa Penghasilal Guru; Fasilitasi Pendidikan Keprofesian
Pendidik (PKP); Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Guru Tidak
Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT); Pemilihan Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Pengawas Berprestasi serta kegiatan
lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekola-h Menengah Pertama;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinart
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

8 UPTD Satuan Pendidikan SMP lMengelola pendidikan umum melalui
sejumlah tingkatan kelas yang sesuai
jenjang dan bentuk satuan pendidikar.

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RI(AS) Satuan Pendidikan SMP;

b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Orang TIra Peserta
Didik, Komite Sekolah, dan Masyarakat; Pelaksanaart
Adminisrrasi Satuan Pendidikan, serta kegiatan lainnya sesuai
bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikao, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh pimpinan
an berkaitan den



NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
9 UPTD Satuan Pendidikan SD Mengelola pendidikan umum melalui

sejumlatr tingkatan kelas yang sesuai
jenjang dan bentuk satuan pendidikan.

Penyrapan bahan penJrusunan Rencana
Sekolah (RKASI Satuan Pendidikan SD;

b. Penyelenggaraan Proses Belqiar dan Ujian bag'' Peserta Didik;
Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Orang TIra Peserta
Didik, Komite Sekolah, dan Masyarakat; Pelaksanaan
Administrasi Satuan Pendidikan, serta kegiatan lainnya sesuai
bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan, dart

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

a. dan Anggaran

yang berkaitan dengan tugasnya
lo IUPID Satuan Pendidikan TK

Sekolah (RI(AS) Satuan Pendidikan TK;
b. Penyelenggaraan Proses Belqiar PAUD; Pelaksanaan Hubungan

Kerja Sama dengan Orang TIra Peserta Didik, Komite Sekolah,
dan Masyarakat; Pelaksanaan Administrasi Satuan Pendidikan,
serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
pendidikan, dan

a. Penyiapan bahan penJ rsunan Rencana Kerja dan

ang dan bentuk satuan pendidikan

lain yang diberikan olehd. Pelaksanaan tugas
berkaitan

Mengelola pendidikan umum
sejumlah tingkatan kelas yang

*

YUNI SUKOWATI
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I,AMPIRANVIb
PERATI,'RAN BI'PATI SRAGEN
NoMoR &1 rerunzozr
TENTANG
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TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
yang menjadi kewenangan Daerah dan
T\rgas Pembantuan yang diberikarr
kepada Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.
2 Sekretariat Memberikan pelayalan teknis dan

administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas Ci lingkungan Dinas
Kesehatan.

a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaral, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungal Dinas Kesehatan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Kesehatan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Kesehatarr;

e. Pengelolaan urusan organisasi dar tata laksarra di lingkungan
Dinas Kesehatan;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Kesehatal; darr

g. Pelaksanaan fungsi lain yalg diberikan pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
2.t Melaksanakan penyiapan bahan

penyusun€rn program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pela-ksanaan
kebijakan, bahan p:ngoo;dinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daera_h,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

Subbagan
Kepegawaian

Umum dan a- Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran di
bidang Umum darr Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidang Umum dal Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan ba-han pengoordinasian administratif di bidang Umum
dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidaag Umum dan Kepegawaial meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penuqjang Urusarr Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat
Daerah; serta kegiatal lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, da:r pelaporan di bidang
Umum dan Kepegarvaiarr; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bi

2.2 Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
perumuszrn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasiarr
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksalaan kebijaka-n daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, dan Pe oran.

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaar,
Evaluasi, dan Pelaporan;

a. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan meli ti

n a rfIASN



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine{a Peraagkat
Daerah (meliputi: Penyrsunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SIGD dan
perubahan; Koordinasi dan !'enyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, eva-luasi, dal pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelapora-n; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinart
berkaitan d bi tu

2.3 Kelompok Unsur Keuangan Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunErn program ke{a, bahan
perumusan kebijakar teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksa:raan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Keuangan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Prograln dan anggaran di
bidang Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusal kebijakan teknis operasional di
bidang Keuar:gan;

c. Penyiaparr bahan pelaksanaan kebij akan di bidang Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi meli uti:



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan
Gaji dan Tlrnjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN; Pelalsanaan Penatausahaan dart

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dal Penyiapan Ba-han

Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan PelaPoran dart
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi Penyusunan
l.aporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
tu

3 Bidalg Kesehatan Masyarakat Melaksanakan penyiapan bahan
proBram kerja, penyiapan bal:arr
perumulran kebijakan teknis
ogerasional, pelaksanaan kebljakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ji
bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi,
Prooosi dan Pemberdayaal Masyarakat,
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja, dan Olahraga.

a. Pen5rusunan bahan program ke{a di bidang Kesehatan Keluarga
dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan
Lingkungal, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis oper asional di
bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan
Olahraga;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi,
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungal,
Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

d. Pengoordinasian pelaksa-naan tugas di bidang Kesehatan
Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Kesehatan Lingktrngan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di bidang
Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan
o1 ; dan

vans berkaitan deuan bidang



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAIAN TUGAS

3 I Kelompok Unsur
Keluarga Jan Gizi

Kesehatan Melaksanakal penyiapan ballan
penJrusunan program ke{a, bahan
pemmusan kebijakan tekrris
operasional, bahan pelaksanaan
kebiiakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga
dan Gizi.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebUakan teknis operasional di
bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan
Keluarga dan Gizi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kesehatan Keluarga dan Gizi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi:
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (metiputi: Kesehatan
Ibu Hamil; Penyuluhan Ibu Hamil Resiko Tinggi; Penguatan 5
NG); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (meliputi:
Pelayanan dan Sosialisasi Jaminan Persalinan; Audit Maternal
Perinatal; Evaluasi KNKF); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir (meliputi: Pelayana.n Kesehatan Bayi Baru Lahir ;

Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan); Pengelolaan Pelayanart
Kesehatan Balita (meliputi: Kelas Ibu Balita; Pencegahan dan
Sosialisasi Stunting; Pelatihan SDIDTK dan MTBS; Sosialisasi
dan Pelatihan PMBA); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Usia Pendidikan Dasar (meliputi: Pelatihan Konvensi Hak Anak;
Refreshing Sekola-h Sehatf; Pengelolaan Pelayanar Kesehatan
pada Usia Produktif (meliputi: Pemeriksaan Hb Remaja Putri dan
Nakerwan; Pelatihan Kader Pembangunan Manusia); Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (metputi: Peninglatart
Kapasitas Kader Lansia; Pencatatan dan Pelaporan I:lsia;
Pengadaan Buku L,ansia); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyaral:at (meliputi: Pelayanan Kesehatan Gizi; Pelatihart
EPPGBM); Fasi.[tasi Tim Kota t ayak anak, Tim Pengarusutanaan
Gender, Tim Gerakan Sayang Ibu (GSI), dan Tim Mutu KB serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kesehatan Kelu dan Gizi; dan



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI.JNGSI/t'RAIAN TUGAS
g. Pelaksanaatr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program dan anggaran di
bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan
Pemberdayaan Masyaral<at;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (meliputi:
Pengembalgan Media Promosi dan InJormasi Sadar Hidup Sehat;
penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat); Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat (meliputi: Fasilitasi Kegiatan Kabupaten Sehat;
Fasilitasi Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kabupaten); Peningkatan Upaya komosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (meliputi: Fasilitasi
operasional POSYANDU; Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pemberatasan Sarang Nyamuk; Pembinaan Desa Siaga dan UKS);
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih darr Sehat (meliputi: Fasilitasi Lomba Desa Sehat CerCas
dan Sejahtera); Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembarrgan
dan Pelaksanaal Upaya Kesehatal Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pron,osi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu

Kelompok Unsur Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Unsur Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Ke{a,
dart Olahraga

Melaksanakan penyiapan bahal
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan telcris
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta baharr pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat.

3.3 Melaksanakan
pen] lsun€rn
perumusan

penyiapan
program ke{a,

kebijakan

bahan
bahan
teknis

a. Penyiapan bal.an penyusunan renc€rna program dan anggaran
bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ke{a, dan Olahraga;

di

vale berkaitan densan bidang
3.2



NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FI,,INGSI TUGAS

operasional, bahan pelaksanaan
kebilakan, bahal pengoordinasian
administratif, pelayalan administratif
dan pelaksanaan kebijakal daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan
Olahraga.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan
Lingkungal, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehata.n Kerja, dan Olahraga
meliputi:
Pengelolaan Pelayalaa Kesehatan Kerja dan Olahraga;
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pengendalian dan

Penlawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertilikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan MinumanTertentu yang daPat

Diproduksi oleh tndustri Rumah Tangga; Pengendaliarr dan

Pengawasan serta Tindak Iznjut Pengawasan Penerbitan
Sertilikat Laik; Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanart
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
AA Minum (DAM); Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajarran dan
Sentra Makanan Jajanan; Pemeriksaa:r Post Market pada Produk
Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan; Penyediaan dart

Pengelolaan Data Tindak Lamjut Pengawasan Perizinan Industri
Rumah Tangga; Pengawasan Infeksi Kesehatan L.ingkungan (IKL);

Pembinaan Rumah Sehat, Fasilitasi Pos Usaha Kesehatan Ke{a,
Fasilitasi Tes Kebugaran Untuk Calon Jamaah Haji dan ASN

serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapal bahar pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga; dan



NO JABATAN/UMT ORGANISASI TUGAS FT'NGSI URAIANTUGAS

Melaksanakan penyiapan bahan
program kerja, penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan d.i
bidang Surveilans dan Imunisasi,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimPinan
berkaitan den bi

4 Bidang Pencegahan
Pengenda.lian Penyakit

dan a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Peryakit Menular,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Suweilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Surveilans dan Imunisasi,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
Pencegahan dan PengenJalian Penyakit Tidak Menular da;t
Kesehatan Jiwa;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendatian
Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bid

4.1 Kelonpok Unsur Surveilans dan
Imunisasi

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program keq'a, bahan
perumuszrn kebijakan teknis
operasional, bahaa pelaksanaan
kebijakan, bahar pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Surveilans dan
Imunisasi.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaral di
bidang Surveilars dan Imunisasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis oPerasional di
bidalg Surveilans dan Imunisasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakarr di bidang Surveilans
dan Imunisasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidang
Surveilans dan Imunisasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi Surveilans dan Imunisasi meli ri:



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI FUNGSI/URAIANTUGAS
Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pengelolaan Upaya
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan; Pengambilan darr Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional; InvestiSasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal); Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Surveilans dan Imunisasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d

4.2 Kelompok Unsur Pencegahan
darr Pengendalian Penyakit
Menular

Melaksanakan penyiapan bahan
penlrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasim
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pencega-han dan
Pengendalian Penyakit Menular.

a. Penyiapan bahan penl'usunzrn rencana program dan anggaran di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan darr Pengendalian Penyakit Menular;

c. Penyiapan bahan pelaksalaan kebijakan di bidang Pencegaharr
dan Pengendalian Penyakit Menular;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya-kit Menular' meliputi:

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Ttrberkulosis;
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi
HIV; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana danr'atau Berpotensi Bencana; Pencegahan Penyakit
Menular lamgsung dan Penyakit Menular yang Bersumber dari
Binatang serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

TUGAS



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI I'RAIANTUGAS
f. Fenyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Pencegahan dan Pengeadalial Penyakit Menular; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan tu

4.3 Kelompok Unsur Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, darr
pelaporan di bidang Pencegahan dal
Pengendalian Penyakit Tidak Menul
dan Kesehatan Jiwa.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya-kit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit fidak Menular
dan Kesehatan Jiwa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebilakan di bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidarg
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pencegahan dal Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa meliputi:
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguarr Jiwa
Berat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masala-h
Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA; Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes
dan Sekola-h; Fasittasi Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu),
Penyakit Tidak Menular (PTM), Kawasar Tanpa Rokok (KTR),
Usaha Berhenti Merokok (UBM), Deteksi Dini Kanker Servik
Dengan Ifa Test, Deteksi Dini Penyakit Pendengaran dan
Penglihatan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatal Jiwa; dan
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Melaksanakan penyiapan
progrErm kerja, penyiapan
perumusan kebijakan

bahan
bahan
teknis

operasional, pelaksanaan kebdakan,
pengoordinasian pelaksanaaa tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayanan Kesehatan Primer,
Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Pelayanan Kesehatarr Tradisional dan
Jaminal Kesehatan-

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimPinan
berkaitan tu

Bidang Pelayanan Kesehatan a. Penyusunan bahan progr€rm kerja di bidang Pelayanan
Keschatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan
Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan
Rujukal, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan
Kesehatan;

c. Pelalcsanaan kebljakan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer,
Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Tradisional
dan Jaminan Kesehatan;

d. Pengoordinasian pelaksanaalt tugas di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan
Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan;

e. Pelaksalaan pemantauan, eva-luasi, dan pelaporal di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan; dal

f. Pelaksanaarr fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den

5.1 Kelompok Unsur Pelayanan
Kesehatan Primer

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan prograrn ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasiond, bahan pelaksanaan
kebijakan, ba-han pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidalg Pelayanan
Kesehatan Prirner.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program da;r anggaran di
bidang Pelayanan Kesehatan P,imer;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Kesehatan Primer;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayalan
Kesehata-n Primer;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijaka-r, dae:ah di
bi Pelayanan Kesehatan Primer meli uti:

I'

yan en



TUGAS
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Ke
Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaarr
Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas
Kesehetan lainnya; Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana,
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
Pengadaan, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan); Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer; Pengendalian dart

Pengawasarr serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Fasilitas
Kesehatan Primer; Kredensialing dan Re Kredensialing Fasilitas
Kesehatan Primer; Peningkatan Tata Kelola Fasilitas Pelayanart
Kesehatan Primer; Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Primer; Fasilitasi Program PISPK, Program Perawatan
Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergency Dasar (PONED); Pelayanan PPPK dan Pemeriksaan
Faktor Resiko serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan de bid

Primer (meliPuti:sehatan

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kehijakan, hahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan
Kesehatan ukan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan;

b. Penyiapan bahan penrmusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan ;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayalan
Kesehatan Rujukal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayanan Kesehatan Rujukan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

di

an Kesehatan Ru riukan melibi

Kelompok Unsur PelaYanan
Kesehatan Rujukan

5.2

EEI@ FUNGSI/URAIAN TUGAS



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS tiFasili Pelayanan Kesehatan Rujukan (metpuPenyediaan tas
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemelihataan

Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pend rrkungrrYa,

Fasiiitas Kesehatan Lainnya, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;

Pengadaan dan Pemeliharaa-r Rutin Sarana Fasilitas Pelayanan

KesJhatan Rujukan, Prasarana dan Pendukung, Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan; Pengadaan Bahan Habis Pakai); Pelaksanaan

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan; Penerbitan Izin Rumah

Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(meliputi: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

i".rg"*""ut pirizinan; Peningkatal Tata Kelola; Peningkatart

Mutlu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; Penyrapan Perumusan dan

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatal Rujukan); Pengelolaan Publik
Savety Centre (PSC), Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT), dart Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);

Kredensialing dan Rekredensialing Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya'

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanar Kesehatan Rujukan; dan

g. Pelalsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaital bidan

5.3 Kelompok Unsur PelaYanan
Kesehatan Tladisional dan
Jaminan Kesehatart

Melaksana-kan penyiapan bahan
penlrusunan progr.rm kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administrarif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanal
Kesehatan Tradisional dan Jaminan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program
bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional

dan anggaran di
dan Jaminart

operasional di
dan Jaminan

Kesehatan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

bidalg Pelayanarr Kesehatan Tradisional
Kesehatan;

c. Penyiapal bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan

Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan;
pan bahan pengoordinasian administratif di bidangd. Pe

Pe
nyra

Kesehata-n Tradisional dan Jaminan Kesehatan;

FUNGSI/uR.{l4l

Pengembangan,



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS TUGAS
Kesehatan. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan teUilatan daerah di

bidang Pelayanan Kesehatan Ttadisional dan Jaminan Kesehatan
meliputi:
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (meliputi:
Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Tradisional dan Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan; Pengadaan Barang Habis Pakai); Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ttadisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya; Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat; Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Ttadisional; Penerbitan Fasilitas Pelayanan Kesehatart
Tfadisional (meliputi: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan, Peningkatan Tata Kelola, dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tfadisional);
Pembinaan Program Kesehatan Tradisional Puskesmas;
Pembinaan Penyehat Tradisonal (HATRA) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasaa lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den

Bidang Sumber Daya Kesehatan Melaksanakan penyiapar ba-han
program kerja, penlapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasiona.l, pelaksarraan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kefarmasian, Alat Kesehatal dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
dan SDM Kesehatan.

a. Penlmsunan bahan program kerja di bidang Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan SDM
Kesehatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga, dan SDM Kesehatal;

c. Pelaksalaan kebijakan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Talgga, dan SDM Kesehatal;

d. Pengoordinasian pelaksalaan tugas di bidang Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan SDM
Kesehatan

FLJNGSIT
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JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Talgga, dan SDM Kesehatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olet' pirnoinan sesuai
tu

pelaporan di bidang

6.1 Kelompok Unsur Kefarmasian Melaksanakan penyiapan baharr
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebdakan daerah,
serta bahaa pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kefarmasian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencarna program dan alggaran
bidang Kefa:,'masian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kefarmasian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kefarmasial;

bahan pengoordinasian administratif di bidang

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kefarmasian meliputi:
Pengadaan Obat dan Vaksin; Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko AIat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinarr dan Tindak Lanjut
Pengawasan lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT; Fasilitasi
Pemenuhan Komitrnen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Pengawasan dan Pembinaan Pengadaan Obat, Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP), dan Bahan l-aboratorium; Pengawasan dan
Pembinaan Pemusnahan dan Penghapusan Obat
Rusak/Kadaluwarsa, Bahan Medis Habis Pakai dan Bahart
laboratorium serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kefarmasiarr; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinart
berkaitan den bidarr tu

di

d. Penyiapan
Kefarmasian

NO



NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
pelaporan di bidang SDM Kesehatan. daerah di

bidarg SDM Kesehatan meliputi:
Pengendalian Perizinan Pralcik Tenaga Kesehatan; Pembinaan
dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tinda.k t anjut Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan; Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan SDM Kesehatan; Pemenuhan Kebutuhan SDM
Kesehatan sesuai Standar; Pembinaan dan Pengawasan SDM
Kesehatan (meliputi: Fasilitasi Daftar Usulan Penilaian Angka
Ikedit (DUPAK), Penilaian Tenaga Kesehatan); Pengembangan
Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan;
Fasilitasi Rekomendasi/ izin Penelitian Khusus Bidang Kesehatan
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
SDM Kesehatan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan

7 UPTD t aboratorium Kesehatarr Melaksalakan kegiatan
laboratorium klinis,
makanan, dan minumarr.

pemeriksaa-rr
lingkungan,

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD l,aboratorium
Kesehatan;

b. Penyelengaraan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan,
makanan, dan minuman serta kegiatan lainnya sesuai bidang
tugasnya;

c. Pelaksanu.an pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD
l-aboratorium Kesehatan, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu SN a

8 UPTD Instalasi Farmasi Melaksanakan kegiatan pengelolaan
obat mulai dari perenc€rnazrn,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian, pemusnahan,
pencatatan, pelapora:r, monitoring, dajr
evaluasi.

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Instalasi Farmasi;

b.Penyelengaraan pengelolaan obat meliputi perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyirr:panan, pendistribusian,
pemusnahan serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi darr pelaporan tugas UPTD
Insta.lasi Farmasi, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya



FUNGSI URAIANTUGASTUGAS
an ba-han penyusunan rencana Program
Alat Kesehatan dan Perbekalan Ke

Taltgga;
b. Perryiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebdakan di bidang Alat
Kesehatan darr Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

e. Pelayarran administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Aiat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

meliputi:
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kesehatan;
Pengendaiian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi AIat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT

Kclas 1 T3rtentu Perusaltaal Rumah Tangga; Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauaa, evaluasi, dan pelaporal di bidang
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
bidanberkaitar den tuan

a. Penyiap tlan anggaran di
sehatan Rumahbidang

Melaksanakan penyiapan bahart
pen1rusunan program kerja, bahart
perumus€rn kebijakan tekrris
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakarr, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administr
dan pelaksanaal kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Kelompok Unsur Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga

6.2

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progrlrm
bidang SDM Kesehatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrris operasional di
bidang SDM Kesehatal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakal di bidang SDM

Kesehatan;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang SDM

dan alggaran di

Kesehatan;

Melaksanakan penyiapan bahart
pen5rusun€m program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksa;raan
kebijakan, bahal pengoordinasian
administratif, pelavanan administra
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan emantauan evaluasi, dan

6.3 Unsur SDMKelompok
Kesehatan

-ffiET



FUNGSI TUGASTUGASNO JABATAN UMT ORGANISASI
a. Pengoordinasian dan penyusunan Program

lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
b. Pelaksanaal hubungan masyarakat dan keprotokolan di

lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;

". P"irk".i.rr, pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Instalasi

Farmasi;
d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumall tangga dan

barang milik daerah di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
UPTD lnstalasi Farmasi;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD

Instalasi Farmasi; dan

dan anggaran di

. Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan

Memberikan pelayalan teknis dan
ad:rrinistratif serta koordinasi
pelaksalraan tugas di lingkungan UPTD
Instalasi Farmasi.

Subbagian Tata Usaha UPTD
lnstalasi Farmasi

8.1

pelayanan kesehatal yang paripurna tingkat kedua dan ketiga

sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan

pelayanarr kesehatan; dan
d. ienyetenggaraan penelitian darr pengembalgan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan

pemulihan
pelayanan

Pemeliharaan

ande ngobatanpeenIPea. layananpnye ggaraatl
rumahstandardsehatan a-lsuseke engan

u1melalln ketan sehatan anganperordanb Pen gka

bidan kesehatan.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatarr
perorangan secara paripurna Yang
menyediakan pelayanan rawat inaP,
rawat jalan, darl gawat da.rurat.

Rumah Sakit Umum Daerah

a. Penyiapan Rencala Kerja dan Anggaran

b. Penyelengaraal Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama

di wilayah kerjanya serta kegiatan lainnya sesuai bidang

tugasnya;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas

Puskesmas;

Puskesmas, dan

Melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehata-n di wilayah ke{artYa.

lo Puskesmas

sakit;9
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d. Pelaksanaan ttrgas kedinasan lain yang

yang berkaitan dengan tugasnya
oleh

A ct YUM SUKOWATI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKER.IAAAN UMUM
I,r{MPIRAN VIIa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6U re}IUN ZOZI
TENTANG I

KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAFAHLI BUPATI

I UP 4
SRAGEN,
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Selaetariat

Subbagian Pereucanaan,
Eva.luasi, Pelaporarr, dar

Keuangan

Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya Bidang Sumber Daya Ait

Subkoordinator
dan Kelompok

Jabatan
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dan Kelompok

Jabatan
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Id,MPIRAN VIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6q reruu zozr
TEIiITANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUO\S DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHUBUPATI

TUGAS DAN FI'NGSI
DINAS PEKER.'AAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Membantu Bupati dalarn melaksanakal
Urusan Pemerintahan bidang peke{aan
umum dan penataan ruang sub urusan
sumber daya air (sdaf, sub urusan air.
minum, sub urusan air limbah, sub
urusan drainase, sub urusan bangunan
gedung, sub urusan penataan bangu.nan
dan lingkungannya, sub urusan jalan,
dan sub urusan jasa konstmksi yang
menjadi
Pemban
Daerah.

kewenangan Daerah dan Tlgas
tuan yang diberikan

JABATAN RGANIoUNIT SISA TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS1 Kepala Dinas

sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub
bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan
lingkungarrnya, sub urusan jalan, dan sub urusan
konstruksi;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum,
sub urusan air' limbah, sub urusan drainase, sub urusan

Perumu bidanbij
daya

a. san ke akan umum dan taarlpena
bsu sanuru umS berruang alr su urub alrsansda)

konstruksi;

b bSU sanuruangrrnan b dananpenataaIl €rngun
bSUlingkun urusan dangamya, bsu sanuru J

pekerj

drainase
lingkungannya

truksi

c aanPelaksart emantauan e aIuasl danP bidanPelaporan
umaan danum taan anfl,r S bu nlu ssanpena mberu daya

bsu urusan alrsda) bsu s€rnunl arr bsu
sanuru uS b ruu san an und bsubangun ruu sange c

danpenataan bangunan sub dan
su urub san asa konsJ

minum,
urusan

dan
jasa

NEI
peke4'aan

gedung,
jalan,

a1r minum, limbah,

urusan jalan,



NO JABATAN RGANISAt,MT o SI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS

penataan ruatrg sub urusan sur.'ber daya air (sda), sub urusan
aA minum, sub urusan aa fimbah, sub urusan drainase, sub
urusan bangunan gelung, sub urusan penataan bangunan dan
lingkungannTa, sub urusan jalarr, dan sub urusan jasa
konstruksi; dan

dinas bidang pekerjaan umum dand. Pelaksanaan administrasi

lain di erikanfungsi terkaite Pelaksanaan b leho buyang pati
d dan2 Sekretariat

pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pekerjaaan Umum,

pelayanan
serta

Memberikan
administratif

teknis dan
koordinasi

penJrusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas pekerjaaan Umum;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas pekerjaaan Umum;

c. Pelaksanaarr pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Pekerjaaan Umum;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas pekerjaaan
Umum;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Peke{aaan Umum;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pekerjaaan Umum; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
tu

yang berkaitan

a. Pengoordinasian dan

2.L Umum danSubbagian
I(epegawaian pen1rusunan program kerja, bahan

perumus€rn kebijaka:r teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

penyiapan bahan

pen goordinasian administratif,
administratif dan pelaksanaan

, serta bahan pernantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

pelayanan
kebijakan

Melaksanakan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebij akan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Pe^ryiapan bahan pengoordinasian administratif
Umum dan Kepegawaian;

di
bidan
Pena. bahan sunanyrapan rencanaPenyu dangralnpro zrnggaran

mU mu danc Kepegawaian

stratifadminiay
U

bi Um tili
e Pe anan dan aksanaan bke akanpel

dan mu a.lld walan ume

di bidang

daerah di



NO JABATAN ORGANISASI
TUGAS

Administrasi Barang Milik Daeratr;
Administrasi umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang lililik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintatr Daeratr; penyediaan
Penur{ang urusan Pemerintahan Daeratr; pengelolaan protor.ol;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birolcrasi; pelayanan Rrblik dan
Hubungan Masyarakat; organisasi dan Tata l-aksana perangkat
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepegawaian;

berkaitan2.2 Perencanaan Melaksanakan

kePerumusan teknisakanbu operasional
bahan pelaksanaan akan,kebli

administratif,pengoordinasian pelayanan
danadministratif kepelaksanaan b{iakan

batransertadaeratr, pemantauan,
danevaluasi, dipelaporan

Perencanaan , Evaluasi, Pelaporan, dan

Pelaporan,

Keuangan.

Subbng|an
Evaluasi,
Keuangan

penyiapan bahan
program kerja, bahan

a. Penyrapan bahan penJrusunan rencana program dan Elnggaran
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b- Penyiapan bahan perumusErn kebirjakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelalroran, dan Keuangan;

c. Pen5napan batran pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administra-tjf di
Perencanaam, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelalcsanaan kebilialcan daeratr di
bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan



NO JABATAN oUMT RGANISASI TUGAS TUGAS
, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencarraan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD darr
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SI(ID dan
perubahan; Kocrdinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan peralgkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan T\rnjangan ASN; penyediaan
Administrasi Pelaksanaan T\rgas ASN; pelaksanaal
Penatausahaan dan Pengujian/Verifrkasi Keuangan SKpD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKpD; pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKpD/ l,aporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi,
Laporal Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; Koord.inasi
Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bidanan tu

Perencanaan

3 Bidang Bina Marga Melaksanakan penyiapan b
ke{a, penyiapan bahan
kebijakan teknis operasional,
pelaksanaa-r kebijakan, per^goordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dal pelaporan di bidang
Perencanaan Tekrris Jalan dan

ahan prograrn
Perumusan

PemJembatan, dan

program ke{a di bidang Perencanaal
Teknis Jalan dan Jembatan, pembarrgunan dan peningkatan
Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan pemanfaatan Jalan dan
Jembatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Teknis Jatan dan Jembatan, pembangunan
da;r Peningkatan Jalan dan Jembatan, pemeliharaan dan

a. Penyusunan bdran

Pemanfaatan Jalan dan Jembatan



NO JABATAN UNITORGANISASI ruGAS TUGASFI.'NGSI
Peningkatan Jalan dan Jembatan,

Pemanliaatan JalanPemeliharaan dan
dan Jembatal.

akan di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan
Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan,
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jeabatan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan peningkatan
Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dal Pemadaatan Jalan dan
Jembatan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Teloris Jalan dan Jembatarr, pembangunan dan
Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dal
Pemanfaatan Jalan dan Jembatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

c. Pelakeanaan kebij

3.1 Kelompok Unsur Perencanaan
Tekrris Jalan dan Jembatan

penyiapan bahan

evaluasi, dan pelaporan di
Teknis Jalan dan

penyusun€rn program keg'a, bahan
Femmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, baian
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemanta.uan,

Melaksanakaa

Perencanaan
Jembatan.

a. Penyiapan ba-han penyusunan renczrna program dan anggaran di
bidang Perencarraan Teknis Jalan dan Jembatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;

c. Penyiapan bahal pelaksanaarr kebijakan di bidang perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencaaaan Tekr,is Jalan dan Jembatan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan ifeknis Jalan dan Jembatan meliputi:

rten

r at s
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Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Penunjangnya; Topologi dan Gambar Geometri Jalan dan
Jembatan; Analisa Harga Satuan peke{aan; penyusunan
Perhitungan Kekuatan Konstruksi, Gambar Desain Kegiatan,Spesifikasi Teknis, dan Rencana Biaya
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DED);
Pengkajian Dokumen perubahan Kegiatan; VerifikasiPerencanan Kegiatan pembangunan/
Peningkatar / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dari pihak
Ketiga; Pengelolaan Data Base Jalan dan Jembatal; Survei
Harga dan Jenis Bahan); pembebasan la_han/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan; pengelolaaa leger Jalan; Survei Kondisi
Jalan/Jembatan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiaparr bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; dan

g. Pelalisanaan tugas kedinasan lain yang

Strategi
Jaringan knis

bagran menJ
Termas

emisa.l. ti

sunan RencanPenyu a, Pen bangem gan
Jalan ertaS canaanPeren Te Penyelenggaraan

Jalan dan emJ tarrba sem aupada adiyang
Daerah ukkewena-ngen Perangkat Jalan

edianM onPoh batas rupada anal medranang J
taua uaI r meliJ ansunp Pe nrepu penyu

diberikan oleh pimpinan
tuberkaitan bidan

canaan
serta

3.2 ompok Unsur Pembangunan
dan Peningkatan Jalarr dan
Jembatan

Kel penyiapan bahan
penJrusun€rn program keq'a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pela-ksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaa^r kebijakan
daerah, serta ba_han pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembangunan dan peningkatan Jalan

Melaksanakan

dan Jembatan.

pen;rusunan rencana program dan anggaral di
nan dan Peningkatan Jalaa dan Jembatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakal teknis operasional di
bidang Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan
Pembalgunan dan peningkatan Jalar: dan Jembatal

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif

di

di

a. Penyiapan bahan
bidang Pembangu

nan dan Peningkatan Jalan dan JembatanPem

bidang

bidang

Kebljakan,

j alan
lulauTrotoar,

Jalan, manfaat
di
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e. Pelayanan adminishtif dan pelaksanaan kebijalan daerah di

bidarrg Pembangunan darr Peningkatan Jalan dan Jembatan
meliputi:
Penyelenggaraan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada
semua beqian jalan yang menjadi kewenangan perangkat
Daera-h Terrnasuk Tfotoar, Pulau Jalan, Median Jalal, pohon
pada batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah
serta penunjangrya (meliputi: Pembangunan jalan; pelebaran
Jalan Menuju Standar; Pelebaran Jalan Menambah I^qlur;
Rekonstruksi Jalan; Rehabilitasi Jalan; pembangunan
Jembatan; Pembangunan Flyover; Pembangunan Underpass;
Pembangunan Terowongan/Tlrnnel; penggantian Jembatan;
Pelebaran Jembatarr; Rehabilitasi Jembatan) ; Sosialisasi Tentan g
Fungsi dan Pemanfaatan Keberadaan Jalan dan Jembatan serta
Penunjangnya; Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pembangunan Jalan/Jembatan; pengawasal Teknis
Penyelengga:'aan Pembangunan Jalan/Jembatan serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantanan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalal dan Jembatan;
da-n

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
tu .diberikan 

oleh pimpinan
berkaitan3.3 ompok Unsur Pemeliharaan

dal Pemanfaatan Jala-n dan
Jembatan

Kel
penJrusunan progrEun keg'a, bahan
penrmus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanal
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta baian pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemeliharaan dan pemanfaatan Jalan
dan Jembatan.

Melaksanakan bahanpenytaPan
Jrusunan rencana program dan anggaran di
dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional d.i
bidalg Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;

c. Penyiapan bahan pelalsanaan kebijakan di bidang pemeliharaan
dan Pemanfaatal Jalan dan Jembatan;

a. Penlapan bahan pen
bidang Pemeliharaan

Penyiap tif bidipengoordinas
eliharaan Pemanfaatan

d an anbah an admin trS a dang
Pem dan alJ an dan Jembatan;
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4 Bidang Cipta Karya

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian

dan Bina Teknik,
Bangunan Gedung, dan per^yehatan
Lingkungan.

kerj
Melaksanakan bahanpenyrapan Proglam

a,

di
pelaksanaan tauantugas pellran

ueval asl dan orzrn danbipelap
Perencanaan

tekniskebijakan
Perumusan

operasional,

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
meliputi:
Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembata.n pada
semua bagran jalan yang menjadi kewenangan peralgkat
Daerah Termasuk Trotoar, Pulau Jalan, Median Jalan, pohon
pada batas ruang manfaat jalan, median, atau di jatur pemisah
(meliputi: Pemeliharaan Berkala Jalan; pemeliharaan Rutin
Jalan; Pemeliharaan Rutin Jembatan; pemeliharaan Berkala
Jembatarr; Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat;
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan pemeliharaan
Jalan/Jembatan) ; Fasilitasi dan Pengawasan pemanfaatan Jalan
dan Jembatan oleh Instansi/Swasta /Masyarakat; pemeliharaan
Turus Jalan serta kegiatal lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jlmbatarr;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaital tu

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan dal
Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan penyehatan Lingkungan;

b. Penyiaparr bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan
Penyehatan Lingkun gan ;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan Bina Teknik,
Bangunan Gedung, dan penyeiratan Lingkungan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaal dan
Bina Telmik, Bangunan Gedung, dan penyehatan Lingkungan;

penyiapan bahan
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan

canaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan
Penyehatan Lingkungan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang

e. Pelalsanaan
Peren

f. di plmpmberikan oleh an sualse
den tu4.1 PerencanaanKelompok Unsur

dan Bina Telqdk penyusunan program keq'a, bahan
perumusan keb{jakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

adminispengoordinasian atif,
administratif bij

tauaIr
evaluasi di bi

Bina

tr pelayanan
dan laksanaaJl kepe akan

daerah serta anbah emanp
dan an danpelapor c

Peren canaan dan Teknik.

Melal<sana-kan ba-hanpenlnaPan

b. Penyiapan bahan perumusarr kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan dan Bina Teloik;

c. Penyiapan bahal pelaksanaan kebijakarr di bidang perencanaan
dan Bina Teknik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencalaan dan Bina Teknik;

e. Pelayanan administratif darr pelaksanaan kebiiakan daerah di
bidang Perencanaal dan Bina Teknik meliputi:
Perencanaan Banguna;r Gedung Daerah (meliputi: penJrusunan
dokumcn perencanaan (Detail Engineering Design/DED);
penyusunan ana_lisa harga satuan pekerjaan dan harga satuan
bangunan gedung negara; verifikasi dokumen perencan.ran
(Detail Engineering Design/DED)); pengembaogan
Konstruksi (meliputi: Penyelenggaraan pelatihan

Konstruksi; Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi; Penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
(Non Kecil dan Kecil); pengawasan Tertib Us$a,Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi); serta
kegiatan iain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan dan Bina ?ekrrik; darr

Penyu
bidang

nPea. bahal rensunaJlyrapan czrna dan diprogram angg€rran
Perencanaan dan

Terampil

kedin lain
rkai bidan

Pe AIa]'s aan asanc dl erikanbtugas eholyang plmprnan
be dentan tu

Jasa

4.2 Kelompok Unsur
Gedung

Bangunarr
pen1rusunan program kerja, bahan

knisbijsanu ke akan teperum a-loperaslon
bahal laksanaal Ikeb akan bahan

Melaksanakan ba]:anpen]naPErrr a. Penyiapan baharr
bidang Balgunan

pen5rusunan rencana program dan anggaran di
Gedung;
perumusan kebijakan teknis operasional di

Gedung;
b. Penyiapan bahan

bidang

I1l.I

Bina Teknik;

IIN

:*

'Ll



NO JABATAN oUNIT RGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
Pengootdinasian adEinistratif,

tif bii

di

Pelayanan
adminisua- ke akar

serta bdaerah, ahan eruantauanp
uasleval dan pelaporan

Bangunan Gedung.

Gedung;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrninistratif di bidang

Bangunan Gedung;
e. Pelayanan adrninisL-atif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Balgunan Gedung meliputi:
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian IMB dan
Sertifftat Laik F\rngsi Bangunan Gedung (meliputi:
Penyelenggaraan Penerbitan IMB, Sertifrkat Laik Fungsi (SLF),

pelaksanaan kebijakan di bidang Bangunan

peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; pembangunan,
Pengawasan dan Pemanfaatan Balgunan Gedung Daerah;
Pen5msunan Regulasi, Bantuan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara; Identifikasi,
Penetapan, Penyelenggaraan, dan Bantuan Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Milik
Pemerintah Kabupaten; Pemberian Kompensasi, Insentif dan
Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau pengelola
Bangunan Gedung Cagar Budaya; penilikal terhadap
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh penilik Bangunan;
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo); Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Rumah dalam rangka Penerbitaa Sertifikat la.ik Fungsi;
Rehabilitasi, Renovasi dar^ Ubahsuai Bangunan Gedung untuk
Kepentingarr Strategis; Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
Gedung Daerah); Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya (meliputi: Penyusunan Rencana,
Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Penataan Balgunan dan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Bangunan Gedung; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Penyiapan bahan

berkaitan d bi tu
4.3 Kelompok Unsur Penyehatal

Lingkungan penJ rsunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan akan bahanaan ke

Melaksarrakan baharrpenyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Penyehatan Lingkungan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

a. Penyiapan

nyehatan Lingkungal;bidan Pe

dan pelaksanaan

af!

T)
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pengoordinasian administratif, pelayanan Pen5napan bahan pelaksanaaa kebiiakan di bidang Penyehitanc.
administratif dan pelaksanaan kebljakan Lingkungan;
daerah serta bahan pemantauan, d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidangevaluasi, dan pelaporan di Penyehatan Lingkungan ;Penyehatan Lingkungan. e. Pelayanan administratif dan pelaksarraan keb{iakar. daerah di

bidartg Penyehatan Lingkungan meliputi:
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaarr Air Minum
(SPAM) (meliputi: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM; Supervisi pembangunan/peningkatan/
Perluasan/Perbaikan SpAM; pembangunan/
Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SpAM Jaringan dan Bukan
Jaringan Perpipaan Perkotaan dan perdesaan; pembinaan dan
Pengawasan terhadap Tarif Air Minum; pembinaan dan
Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SpAM oleh Badan Usaha
Untuk Kebutuhan Sendiri, pemerintah Desa dan Kelompok
Masyarakat; Fasilitasi, Pembinaan, dan pengawasan, Kerja Sama
SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan pengelolaan
SPAM; Operasi dan Pemeliharaan SpAM Kawasan perkotaan dan
Perdesaan); Pengelolaan dan pengembangal Sistem Drainase
yang Terhubung' Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten (meliputi: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Drainase perkotaan dan Lingkungan;
PenJrusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan; Supervisi
dan Pela-ksanaan Pembangu.nan/peningkata-n/ Rehabilitasi
Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan; pembinaan Teknik,
Penyediaan Sar-ana, Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase
Perkotaan dan Lingkungan); penyusunan Kebijakan Teknis dan
Supervisi Pengelolaan Air Limba_h Domestik; serta kegiatan lain

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penyehatan Lingkungan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan tu

prmPtn€rn
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pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas,
evaluasi, dal pelaporan

Pemeliharaan Sumber

Pemanfaatan Sumber Daya Air.

pen]na
tetrmibij

Melaksanakan ba}lanpenl rapar proSram
a,kerj bahanpan perumusan

ke akan S onaloperasl

Teknis
Airay Operasi

Perencanaan dan Pembangunan
Sumber D a dan

danPenyuluhan,

pemantauan,
di bidang

Daya Air
Pembinaan,

Teknis dan Pembangunan Sumber lraya Air, Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air, pembinaaa, penyuluhan, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Air;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan telcris operasional di
bidang Perencanaan Teknis dan pembangunan Sumber Daya
Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, pembinaan,
Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;

program kerja di bidang Perencanaan

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencarraan Teknis dan
Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan pemeliharaan
Sumber Daya Air, Pembinaan, penyuluhan, dan pemanfaatan
Sumber Daya Air;

d. Pengoordinasian pelaksanaai tugas di bidang perencanaan
?eknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air, pembinaan, penyuluhan, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Air;

e. Pelaksanaal pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di bidang
Perencarraan Teknis dan pembangunan Sumber Daya Air,
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, pembinaan,
Penyuluhan, dan Pemanfaatarr Sumber Daya Air; dar

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den tu a.

a. Penyusunan bahan

5.1 Kelompok Unsur Perencanaan
Teknis darr Pembangunan
Sumber Daya Air

pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasjonal,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahal
pengoordinasian administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Tekrris dan pembangunan
Sumber D Air

Melaksanakan bahanpenytapan

b. Penlapan bahan perumusan kebijakaa teknis operasional di
bidang Perencanaan Teknis dan pembangunan Sumber Daya
Air;

c. Penyiapan bahan pelaksanaaa kebijakan di bidang perencanaan
Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air;

Penyi di
Teknis

a bahan sunanapan rencana am danpenyu anprogr anggar
b d Perencanaan Pemband an S muang eb r Dgunarl ya

admini diengoordina
Air

Pend an bahan slYap s atr Ib drif anp
nPere anaarlc ITekn s dan banPem n Suman Dber a

Air;

tr
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Penyusunal Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Bangunan penampung
Air Lainnya, Konstruksi Air Tanah, Air Baku; Konstruksi
Pengendali Banjir, Lahar, Dratrase Utama perkotaan. dan
Pengaman Pantai; Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan
Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya, Sumur AA
Tanah untuk Air Baku, Unit Air Baku, Tanggul Sungai,
Bangunan, Perkuatan Tebing, pintu Air/Bendung pengendali
Banjir, Kanal Banjir, Stasiun pompa Banjir, polder/Kolam
Retensi, Bangunan Sabo Check Dam, Breakwater, Seawall dan
Bangunan Pengaman Pantai ta.innya, Flood Forecasting And
Warning System (FFWS); Revitalisasi Danau;
Normalisasi/Restorasi Sungai; pembangunan Infrastruktur
untuk Melindungi Mata Air; peny.usunal Rencana Telois dan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstmksi Irigasi dan
Rawa; Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pepukaan, Bendung Irigasi, Jaringan Irigasi Rawa, Jaringan
Irigasi Tambak, Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah, Jarinlan
Irigasi Air Tanah; Koordinasi, Sinkronisasi dal pelal<sanaan
Konservasi Kawasan Rawa serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan Teknis dan pembangunan Sumber Daya
Air; dan

kedinas lain diberikan
rkai id

Pelaksanaan ang olehtugas yanc pln€rnplm
be tan d b an tu

administratif dibii
Teknisbidang

ti:melipu

e. danPelayanan ke dakan aerahpelaksanaan
cana:urPeren dan Pem Sumber Airbangunan Daya

5.2 Kelompok Unsur Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air penJrusunan progran kerja, bahan

pemmus€rn kebijakan teknis operasiooal,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

adminis

Melaksanakan bahanpenylapan

n
b. Penyiapan baha.rr perumusan kebijakan teknis operasional di

ylapan di
eliha:.aan Aibidang aya f;

Pena. bahan S rcunan canan danpenyu angrampro anggar
dSI Pean m s mOpera u ber D

Air;liharaanaslo dan mePe S mu rbe Dbi
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evaluasi, dan pelaporan di bidaog
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya
Air.

administratif dan kepelaksanaan akanbij
daerah serta bal an tauanpemErn

pelaksanaan keb$akan di bidang Operasi dan
Pemeliharaal Sumber Daya Air;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Day:l Air;

e. Pelayanan a.lrniqistratiir: dan pelaks:naan kebijakan daerah di
bidang Operasi darr Pemeliharaan Sumber Daya Air meliputi:

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaarr SDA WS; Operasi
dan Pemeliharaan Bendungan, Embung dan penampung Air
l,ainnya, Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Embung Air Baku,
Unit Air Baku, Tanggul dan Tebing Sungai, Kanal Banjir, Stasiun
Pompa Banjir, Polder/Kolam Retensi, Bangunan Sabo, Check
Dam, Breakwater/ Seawall, Bangunarr Pen gaman pantai Lainnya,
Danau, Sungai, Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air,
Jaringan Irigasi Permukaan, Bendung Irigasi, Jaringan Irigasi
Rawa, Jaringan Irigasi Tambak, Sumur Jaringan Irigasi Air
Tanah, Jaringan Irigasi Air Tanah; Pengelolaan Hidrologi dan
Kualitas Air WS; Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan
Pemeliharaarr Kawasal Rawa; Penyusunan Laporan Debit
Daerah lrigasi, Laporan Curah Hujal, pola Tata Tanam, dan
Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNpI); Sosialisasi
Kekeringan dan Banjir; Fasilitasi l,omba partisipatif Op-SDA
serta kegiatan lain sesuai bidang ugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaua-n, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan

g. Peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitarr d bidan tu a

c. Penyiapan bahan

5.3 Kelompok Unsur Pembinaan,
Penyuluharr, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Air

penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan

kebi akarl

Melaksanakan bahanpenjnapan

administratif dan

b. Penyiapan bahan perumusarr kebijakan teknis operasional di
bidang Pembinaan, Penyuluhal, dan pemanfaatan Sumber Daya
Air;

AA;

Per.yia di
bid Pemanfaa

a. an bahan unanS cren anaP andanpenyu program ggarar-r
an dan tan ums berPembinaan, Penyuluhan,
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Pemanfaatan Sumber Daya Air.

daerah, serta
evaluasi, dan
Pembinaan,

bahan
pelaporan
Penyuluh

pemantauan,
di bidang

an, dal
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Pembinaan, Penlrrluhan, dan pemanfaatan Sumber Daya Ai,-;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan, Penyuluhan, dan pemanfaatan Sumber Daya
Air meliputi:
Pembinaal dan Pemberdayaan Kelembaqaan pengelolaan SDA
(meliputi: Petani Pemakai Air (p3A) dal Gabungan petani

pelaksanaan kebiiakan di bidang Pembinaan,
Pemanfaatan Sumber Daya Air;

Pemakai Air (cP3A); Evaluasi dan Rekomendasi Teknis
(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS; Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan SDA;
Fasilitasi Operasional Unit Pengelola Irigasi; pengelolaan dan
Pengawasan Alokasi Air Irigasi; Penyuluhan, pembinaan, dan
Pengamanan Aset Irigasi, Penarikan Retribusi Tanah Lambiran
dan Saluran Yang Digunakan Oleh Masyarakat, pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Air, penyuluhan Bidang Sumber
Daya Air serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, darr pelaporan di
bidang Pembinaan, Penyuluhan, dan pemanfaatan Sumber Daya
Air; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan tuan a.

c. Penlapan bahan
Penyuluhaa, dan

6 Perbengkelan,UPTD Peralatan,
dan I^aboratorium

Melaksanakal Pelayanan Pemeriksaan,
waan Alat BeratPemeliharaan dan

Rencana Keg'a dan Anggaran UPTD peralatan,
, dan Laboratorium;Perbe

a. Penlapar

NO

tr
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Pengendalian Mutu.

b. Pelayanan Pemeriksaan, Pemeliharaan, dan Penyewaan
Berat serta Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Mutu,
meliputi: Pengadaan Alat Besar; penyediaan Jasa pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar; pengoperasian
Alat Berat; Pengujian Sample Agregat (Material Batu, Aspal); Uji
Coba Mutu Kualitas Beton dan Aspal di Lapangan; Uji Coba Core
Dritt {Tes Ketebalan Beton dan AspaI) ;Pengujian Sandcone
(Kepadatan Tanah) serta kegiatan lainnya sesual
tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas uprD
Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan

7 UPTD Pemeliharaan Jalan dan
Irigasi Wilayah

7 UPTD Pengelolaan Air
Domestik

Melaksanakan
Pemeriksaan

Kegiatan
Konstruksi

Pelayanan
Jalan,

F['N

Jalan dan lrigasi Wilayatr;
b. Pelayanan Pemeriksaan Konstruksi Jalan, Jembatan, dan

di wilayah kerjanya. serta kegiatan lainnya sesuai
tugasnya;

dan

berkaitan

Rencana Kerja dan Anggaran UPTD

c. Pelaksanaan evaluasi danpemantauan, pelaporan tugas
JalanPemeliharaan dan danIrigasi Wilayah,

d. Pelaksanaan kedinasan lain diberikantugas olehyang

a.Kegiatan
Konstruksi
Irigasi di

dan Anggaran UPTD
Limbah Domestik;

a. Rencana
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Irigasi di wila}'ahJembatan, dan

kerjanya
dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domeetik,

meliputi: Penvusunan Rencana, Strategi, dan Teknis;
Pembangunal /Rehabititasi/Peningl€tan/ Perluasan/Operasi
dan Pemeliharaan Sis.em Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Kota/Sarana darr Prasarana IPLT serta Supervisi;
Pembalgunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
dan Terpusat Skala Permukiman; Pembinaan Teknik/Sosialisasi
dan Pemberdayaan Masyarakat/Pengembangan
Kelembagaal terkait Penyediaan Pengelolaan Air Limbah
Domestik; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja serta kegiatan
lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi darr pelaporan tugas UPTD
Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan

d. Pelalcsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Pengelolaan

an berkaitan a.

SDM darr
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I,,AMPIRAN VIIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR klraHuu zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUCAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.'A PEPd,NGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS

Urusan Pemerintahan bidang perumahan
ralgrat dan kawasan permukiman, bidang
pertanahan, dan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sub urusan
permukiman dan sub urusan penataan
ruang yang menjadi kewenangar:. Daerah
darr Tugas Pembantuan yalg diberikan
kepada Daerah.

dala '. melaksarrakanMembantu Bupati a. Perumusan kebijakan bidang per.rmahan ral(yat dan kawasan
permukimal, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sub urusan permukimal dan sub urusan
penataan ruang;

b. Pelaksauaa;r kebiiakan bidang perumahan rakyat dan kawasan
perrrrukiman, bidang pertanahan, dan bidaag pekeg'aan umum
dan penataan ruang sub urusan pertnukiman dan sub urusan
penataan ruang;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perumahan ralryat dan kawasan permukiman,
pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahaa rakyat dan
kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang sub urus:rn
permukiman dan sub urusa! penataan rualg; dan

e. Pelak-anaan fungsi lain yaug diberikan oleh bupati terkait
den tu dar

2 Sekretariat pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan

Dinas Perumahal

Memberikan

tu di

a. Pengoordinasian dan pen;usun€rn program, anggaral, dan
evaluasi kineq'a di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertana-han, dan Tata Rumg;

1 Kepala Dinas
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Ra$at, Kawasan Permukiman, Pertanahan,
dan Tata Ruang .

b. Pelaksanaan hubungan masyaralat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan, dan Tata Ruang ;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuaagan di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertana-han, dan
Tata Ruang ;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Perumahal
Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang ;

e. Pengelolaan urus.ur organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan,
dan Tata Ruang ;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Perumahan Ratryat, Kawasan Permukiman, Pertanahal, dan
Tata Ruang ; dan

g. Pelaksanaa-n fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan d tu

2.1 Subbtgran Umum dan
Kepegawaian

Melaksanakan bahanPenJnap€rn
pen1rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijaka-n telcris operasional,
bahan pelaksanaan kebiiakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaal kebljakan
daerah, serta bahan pem€rntauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

a. Penyiapan ba.l.an penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bal,an perumusan keb{iakan teknis operasiona-l di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bioalg Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapa-n bahan pengoordinasian . administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum darr Kepegawaian meliputi:
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Melaksalakal penyiapal bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksarraan kebijakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.

Administrasi Barang Milik Daerah; Adsinistrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Bara.ng
Milik Daerah Penunjang Urusan Peaerintah Daerah;
Penyediaal Jasa ?enunjalg Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan kotokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata laksarra Perangkat Daerah; serta
kegiatan laio sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauen, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh]
pimpinan yang berkaitan dengan hidang q84qql4- l

2.2 a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporal, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, da:r Keuangan;

meliputi:

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencana.rn, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

Subbagian
Evaluasi,
Keuangal

Perencanaan,
Pelaporan, dan

TUGAS
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyrrsunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dal
perubahan; Koordinasi dan Penyusunal DPA-SKPD dan
?erubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerj
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan Trrnjangan ASN; Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifrkasi Keuangal SKPD;
Koordinasi darr Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengclolaan Data dan
Informasi, Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
Koordinasi Pen5msunan Laporan SPIP serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, darr pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
tuberkaitan

lain
bidan

yang diberikan oleh

3 anakan penyiapan ba-han program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teloris operasional, pelaksanaan
kebilakan, peagoordinasiaa pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Fasilitasi penyediaan

Melaks

PerumahanRumah Perizinan

a. Pen5msunan bahan program kerja di bidang Fasilitasi
Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan
Prasa-rana, Satana, dan Utilitas Umum;

b. Penyiapan ba-han perumusan kebijakan te!-,nis operasional di
bidang Fasilitasi Penyediaal Rumah, Perizinan Perumahan,
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dalt Utilitas Umum;

Bidalg Perumahan
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Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum.
c. Pelahsanaan keb{iakan di bidang Fasilitasi Penyediaan

Rumatr, Perizinan Perumatran, Penyelenggaraan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidarg Fasilitasi
Penyediaan Rumah, Perizinan Pemmatran, Penyelenggaraan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Fasilitasi Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan,
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Unsur
Penyediaan Rumah

Fasilitasi Melaksanakan penyiapan bahan
penJnrsunan program kerja, batran
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebliakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratjf dan pelaksanaan kebijakan
daeratr, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Fasilitasi]
Penyediaan Rumah. 

I

a. Penyiapan batran pen5 rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah;

b. Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasionaf di
bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan keb[jakan di bidang Fasilitasi
Penyediaan Rumah;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Fasilitasi Penyediaan Rumatr;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah mgliputi:
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Pendataen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Sosialisasi dan
Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korbal
Bencana atau Reloka:i Program Kabupaten; Pembalgunan dan
Rehabittasi Rurnah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten; Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum daa/atau
Rumah Ktrusus; Fasilitasi Bantuafl Pembangunan Rumah
Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah B,gr M
Prasejahtera dan Berpenghasilan Rendah yang
Bersumber dari APBD Provinsi/APBN serta kegiatar lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan de bidan tu

3.2 Kelompok
Perumahan

Unsur Perizinan Melaksanakan penjnapan baha:r
penJrusuna.n program kerja, bahan
penrmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
arlmiqi56a16 dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang perizinan
Perumahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perizinarr Perumahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perizinan Perumahan;

c. Penyiapa.n bat-an pelaksanaan kebijakan di bidang Perizinan
Perumahan;

d. Penyiapan. bahan pengoordinasial administratif. di bidang
Perizinal Perumahan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebija-kan daerah di
bidang Perizinan Perumahan meliputi:

NO
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f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidang Perizinan Perumahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan

Penerbitan lzin Pembangunarx datr Fengembangan Perumahan
(meliputi: Fasilitasi Pemenuhan I(omitmen Penerbitan Izin
Pembangunan dan Peagembangan Perumahan Terintegrasi
secara Elektronik; Penguatan dan Pembinaan kepada
BLU/BUMD untuk Penyelenggaraar^ Rumah Sederhana;
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengeodalian Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan; Koordinasi dan Sinkronisasi
Ke4'asama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum); Penerbitan
Sertifftat Kepemilikan Bangunar Gedung (SKGB) (meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan
Bangunan Gedung (SKGB)); Sertifrkasi dan Registrasi bagi
Oralg atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan
dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
(meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertilikasi
dal R;gistrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi
Kecil) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

evaluasi, dan pelaporan di

lain yang diberikan olch
berkaitan tu

3.3 Kelompok Unsur
Penyelenggaraan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum

Melaksanakan penyiapar bahan
pen1rusunErn program kerja, bahan
penrmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijalarr, bahan
pengoordinasian administratit pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Penyelenggaraal
Prasa-rana, Sarana, dan Utilitas Umum.

a. Penyiapan baian penyusunarn rencana program dan anggaran
di bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umr'.m;

c. Penyiapan bahal pela1<sanaarr kebijakan di bidang
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

d. Penyiapan baharl pengoordinasian administratif di bidang
Penyelenggaraan Prasarana, Sarala, dan Utilitas Umum
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e. Pelayanan adroiaistratif dan pelaksanaan kebijalan daerah di

bidalg Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum meliputi:
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dalr Utilitas Umum
Perumaharr yang terdiri dari Jalan, Air Minum, Drainase,
Sanitasi, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Sosial dan/atau
Sarana Pendidikan, Jaringan Listrik dan Telepon {meliputi:
Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, darr
Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemmahan; Verilikasi
darr Penyerahan Prasarana, Saraaa, dan Utilitas Umum
Perrrukirrran dari Pengembang; Ke{a Sama
Penyediaan/ Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Permukiman) serta kegiatan lain sesuai
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den tu

4 Bidang Kawasan Permukiman Melaksanakal penyiapan ba-hal program
kerja, penyiapan bahan perumusan

I

kebijakan telanis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana,
Sarana, dan Utit;1a" Umum, Pencegahan
Perumahal dan Kawasan Permukiman

a. Penyu.sunan bahan program kerja di bidalg Pengembangan
dal Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman,
Penyelenggaraa-n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum,
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangal dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sar:ana, dan
Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasal
Permukiman Kumuh;
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Kumuh.

4.L Kelompok Unsur Pengembangan
Permukirnan

Melaksanakan PenJrrapan bahan
Iren5rusunan progr€rm kerja, bahan
p€rumusan keb{iakan telrnis operasional,
batran pelaksanaan kebijakan, bahen
peagoordinasian administratif,
administratif dan pelaksanaan kebUakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
darr pelaporan di bidang Pengembangan
Permukiman.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembarrgan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
dan Peningkatal Kualitas Kawasan Perrnukiman,
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum,
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perrnukiman Kumuh;

e. Pelaksarraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman, Penyelenggataan Prasarana, Sarana, dan
U'ilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den tu '4.

a. Penyiapan bahal penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengembangan Permukiman;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Permukiman;

c. Penyiapar bahan pelaksanaan kebiakarr di bidan
Pengembangal Permukiman ;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif
Pengembangarr Permukiman; .

di bidang

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakarr daerah di
bidan Pen bangan Permukimal meli ti:
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Penyelenggaraan InAastruktur (Jaringan Jalan Lingkungan;
Sistem Penyediaa.n Air Minum; Jaringan Drainase; Sistem
Pengelolaan Air Limbah; Pemakaman Umum, Taman Kota,
Alun-Alun) pada Permulr.man di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten (meliputi: Pembangunan dan Pengembangarr
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis;
Pemaafaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan

Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
Strategis; Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruldur Kawasal
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah) serta kegiatan lain
sesuai bidang tu gasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, da:r pelaporan di
bidang Pengembangan Permukiman; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
tuberkaitan

4.2 Kelompok Unsur Pengembangan
dan Peningkatal Kualitas
Kawasan Permukiman

PenJrusunan prog.Frn keqia, bahan
pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian adarinistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahaa pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pengembangan
dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman.

Melaksanakan baha:rPenyraPan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograJn dan anggaran
di bidang Pengembalgan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijalran di bidang
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian
Pengembangan
Permukiman;

dal Peningkatan Kualitas Kawasan

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

administratif di bi

Permukirnan meliputi:

Permukiman di Kawasan Strategis; Pengawasan
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Pemenuhan Komitmen Roerbitan Izin Pembangunan

dan Pengembangan Kawasan Permukiman; penyusunan
dan/atau Review serta Legalisasi Reo.cana Pembalgunan dan
Pengembangarr Kawasan Permukiman dan Permukiman
Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembanqan Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh; Survei dan Penetapan Lokasi;
Penyusunan Rencana Pencegahaa dan Peningkatan Kualitas;
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di
Permukimal Kumuh; Penyadaran Publik Pencegahan
Permukiman Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataar. Pemugaran/Perem4jaan Permukiman
Kumuh; Pelaksanaan Pembagian Rumah serta Penatausahaan
Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program
Pemugarar/ Peremqjaan Permukiman Kumuh;
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang pKp;
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DED
Peremajaan/Pemuga-ran Permukiman Kumuh; perbaikan /
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta pSU;
Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian
Pemugaral/Perem4jaan Permukiman Kumuh; Pemberian
BaJrtuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara; pembangunaa
Pemugaran/ Peremqiaan Permukiman Kumuh; Pendataan dan

f. Penyiapan ba-han pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukirnan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

F asilitasi

berkaitan den tu
4.3 Kelompok Unsur Pencegahan

Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh

penJ rsunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan

akanadmini tif bistr dan anaanaks ke

bahanPenlrapan penyusunan rencana program dan anggaran
di bi.lang oL Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang ok Unsur Pencegahan Perumaha-n dan Kawasan

a. Penyiapan bahan

Permukiman Kumuh

Melaksalakan



NO JABATAN UMT ORGANISASI TUGAS FI.'NGSI URAIAN TUGAS
daerah bahan Pemantauan evaluasl, c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebliakan di bidang ok Unsur

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

d. Penyiapan bahan pengoordinasiarr administratif di bidang ok
Unsur Pencegahal Perumahan dan Kawasan Permukimal
Kumuh;

e. Pelayanan administratif dal pelaksa:raan kebijakan daerah di
bidalg ok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh meliputi:
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
lO (sepuluh) Ha; Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah lO (sepuluh) Ha; Pemberian Baltuan

dan Pelaporan di bidang ok
Pencega.han Perumahal dan Kawasan
Permukiman Kumuh.

Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyaralat
Terkena Program Peremqiaan Permukimal Kumuh dilua.-
Kawasan Permukirnan Kumuh dengan Luas di Bawah 1O
(sepuluh) Ha serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f.

8.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasal
Permukiman Kumuh; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan bidan tu
Bidang Pertanahan
Ruang

dan Tata penyiapan bahan program a.

b.

c.

Penyusunan bahaa program kerja di bidang Pertanahan,
Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian
Tata Ruang;
Penyiapal bahan perumusan kebijakan telrris operasional di
bidaag Pertanahan, Percncanaan dan Pemanfaatan Tata
Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang;
Pelaksanaan kebijakal di bidang Pertanahan, Perencanaan
dan Pemanfaatan Tata Rualg, dan Pengenda-lian Tata Ruang;

ke{a, penyiapan bahan Perumusan
kebijakan telirris operasiona.l, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasial pelaksarraan
tugas, pemantauan, evaluasi, darr
pelaporan di bidarrg Pertanahan,
Perencanaan dan Pemanfaatdt Tata Ruang,
dan Pengendalian Tata Ruang.

5

I

serta

Melaksanakan



NO JABATAN /UNITORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan,

Perencanaan dan Pemanfaatai Tata Ruang, dan Pengendalian
Tata Ruang;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan
Pengendalian Tata Ruang; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

5.1 Seksi Pertanahan Melaksanakan penytapan baha:r
penJrusunan progran kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakal, bahan
pengoordinasian administratif. pelayanan
adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan p€mantauan, evaluasi,
dal pelaporan di bidang Pertanahan.

bahan penyusunan rencana program dan
di bidang Pertanahan;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona.l
bidarg Pertanahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakao di
Pertanahan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pertanahan;

e. Pelayanan administratif dan gelaksanaan kebijakan daerah
bidang Pertanahan meliputi:
Pemberian Izin Lokasi Dalam I (satu) Daerah
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam
Kabupaten; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
Santunan Talah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Kabupaten; Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi
serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan
Absentee dalam I (satu) Daerah Kabupaten; Penetapan
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Lintas Daerah Kabupaten dalam I (satu) Daerah
Penetapan Tanah Ulayat yang lrkasinya dalam
Kabupaten; Penyelesaiar Masalah Tanah Kosong;
dan Pemanfaatan Tanah Kosong; Penerbitan lzin
Tanah; Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam
Daerah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

a. Penyiapan



JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Pertanahan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan tu
5.2 a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran

di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

b. Penyiapan bahal perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan dan Pemanfaatal Tata Ruang;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidan
Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

e. Pelayanan administratif dal pelaksarlaan kebijakan daera-h di
bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang meliputi:

Denetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencan
Rinci Tata Ruang (RRTR) (meliputi: Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RTRW; Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR; Penetapan
Kebijakan dalam rangka Pelaksanaal Penataan Rualg;
Sosialisasi Kebijakan da: Peraturan Penrndang-undangan
Bidang Penataar Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyusunan RTRW; Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RRTR; Peningkatan Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Rua-ng Daerah (meliputi: Koordinasi dal Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi d:n Pembangu.nan
Daerah; Sistem Informasi Penataan Ruang) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruanbidan ; darr

EIil

Kelompok Unsur Perencanaan
dan Pemanfaatan Tata Ruang

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebljakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebiiakan, bahan
pengoordinasian adrrfuristratif, pelayanan
adrninistratif dan pelaksalaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporal di bidang Perencalaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang.



JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FI,,,NGSI/ URAIANTUGAS

Kelompok Unsur Pengendalian
Tata Rualg

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den tu

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progrzrm dan alggaran
di b:darrg Pengendalian Tata Ruan6

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengendalian Tata Ruang;

c. Penyiapan ba-han pelaksanaan kebija-kan di bidang
Pengendalian Tata Ruang;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengendalial Tata Ruang;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengendalian Tata Ruang meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Peagendalian Pemanfaatar, Ruang
Daerah (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian
Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; Koordinasi
dan Sinkronisasi Penertiban da.n Penegakan Hukum Bidang
Penataan Ruang; Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan RuanS;
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang); Monitoring
Pemanfaatan Ruang serta kegiatan lain sesuai bidarg
tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengendalian Tata Ruang; oan

g. Pelalsanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan tu

5.3 Melaksanakan penyiaparr baJran
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebiiakal telmis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
arlrninistlatif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata
Ruang.

I UP 4 r'
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LAMPIRAN IXa
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NOMOR Cg TAHUN 2021
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TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGANKABUPATEN SRACEN

IAMPIRAND(b
PERATURAN BT'PATI SRAGEN
NoMoR &1 reuux zozt
TET{TANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

a. Penrmusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang
perdagangan;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang
perdagangar;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah,
bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian,
clan bidang perdagangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
den tu dan

NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Membantu Bupati dalam melaksanakan

Urusan Pemerintaha-rr nrusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil, dan menengah, bidang
perindustrian, dan bidang perdagangarr
yang menjadi kewenangan Daerah dan
Ttrgas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

r) Sekretariat Memberikal pelayanan teknis dan
administratif serta koordiaasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan.

a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungal Dinas Koperasi, Usaha Kecil da:n Menengah,
Perindustrian, dan Perdagalgan ;

Kepala Dinas



JABATAN UNITORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
c. Pelaksanaan pengelolaarr keuangan di lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangarr;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, ruma.h tartgga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrial, dan Perdagangan;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian,
dan Perdagangan;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan; dan

g. Pelaksalaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan d tu a.Umum dalrSubbag1an

Kepegawaian pen5rus'rnan program ke{a, baharr
perumusan kebljakan teknis operasional,
baharr pelaksarraan kebijakan, bahal
pengoordinasian administratif, pelayanarr
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

Melaksanakan bahanPenylapan a. Penyiapar bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penlapan bahal pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahal pengoordinasian administratif di bidan
Umum dan Kupegawaian;

e. Pelayanan administratif dal pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian ;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporal Pelaksaraan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

xEt

2.1



JABATAN UNIT ORGANISASI

Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

TUGAS

Melaksanakan penyiapan bahal
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pela-ksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantaua!,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

FUNGSI I.'RAIAN TUGAS
Penyrapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum darr Kepegawaian; darr
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

t.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

berkaitan bidan tu SN a.
Penyiapan bahan penyu.sunan rencara program dan anggaran
di bidang Perencarraan, Evaluasi, dan Pelaporan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaa:r, Evaluasi, dan Pelaporan;
Pen;napal bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:

Perenr-anaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine{a Perangkai
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Iaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kine{a SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan berkaitan bidan tu

2.2

Melaksanakan penlapan bahan
penJrusunan program ke{a, bahan
perumus€rn kebijakan tekrris operasional,
bahan pelaksalaan kebijakal, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanar
administratif dan lal<sanaan kebi akan

a. Pen;'iapan bahan penyusu:lan renelna program <lan anggaran
di bidang Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangal;

2.3 Kelompok Unsur Keuangan

Lro



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI I.'RAIAN TUGAS

Bidang Koperasi

daerah, serta
evaluasi, dan
Keuangan.

bahan
pelaporan

pemantauan,
di bidang

Melaksanakan penyiapan bahal program
ke{a, penyiapan bahan pemnusan
kebijakan teloris operasional,

d. Penyiapan bal:an pengoordinasian administratif di b
Keuangan;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidalg Keuangal meliputi:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan T\.rnjangan ASN; Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan T\rgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujiar/Verifrkasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
l,aporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD/
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusuna-n Pelaporan
dar Analisis Progrrosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daera-h Kewenangan Perangkat Daerah;
Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarg Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den b tu a.

a. Pen5rusunan bahan program ke{a di bidang Perizinan dan
Kelembagaan Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi, Pemberdayaal dan Pengembalgan
Koperasi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perizinat dal Kelembagaan
Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

d. Pengoordinasial pelaksanaan tugas di bidang Perizinan dan
Kelembagaan Koperasi, Pengawasan dal Pemeriksaan
Koperasi, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

3

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, darr pelaporan di bidang
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi,
Pengawasan da-n Pemeriksaan Koperasi,
Pemberdayean dal Pengembangan
Koperasi.



NO JABATAN/ T'NIT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
e, Pelaksanaan peunntauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi, Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidarrg tu gasnya.

3.1 Kelompok Unsur Perizinan dan
Kelembagaan Koperasi

Melaksanakal penyiapan bahan
penJ rsunan program ke{a, bahan
perumus€rn kebijalan teknis operasional,
bahal pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif darr pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi.

a. Penyiapal bahan pen;msun€Ln rencana program da.rr anggaran
di bidang Perizinal dan Kelembagaan Koperasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perizinan
dan Kelembagaan Koperasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi meliputi:

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten; Penerbitan
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daera-h KabuPaten; Fasittasi
Pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
dan Pembubaran Koperasi; Perencanaan dan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Pembuatan Laporan
Tahunan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
Pemutakhiran dan Analisis Data dan Jumlah Koperasi serta
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Akurat;
Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarrg Perizinan dan Kelembagaan Koperasi; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lna_n an berkaitan den bid tu



3.2
NO JABATAN/I'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/T'RAIAN TUGAS

Kelompok Unsur Pengawasan
dan Pemeriksaan l(operasi

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijaka,r teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijaJ<an, ba-l.a,r
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebilakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengawasan dan Pemeriksaa;r Koperasi. 

l

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengawasan dan Pemeriksaarr Koperasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengawasan dar Pemeriksaan Koperasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi:

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten; Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten;
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten; Penghargaan Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan Kabupaten; Analisis Penerapan
Peraturan Perundarrg-Undangan Koperasi; Penerapan Sanksi
Bagi Koperasi; Pelaksanaan Pembinaan dan Birnbingan Teknis
Kepada Anggota Koperasi; Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari
Koperasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f..Penfiapan bahal pemantauar, evaluasi. dan pelaporan di
bidang Pengawasan dart Pemeriksaan Koperasi; dan

g. Pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh]
pimpinan vang berkaitan dengan bidang tugasnya. ]

3.3 Kelompok Unsur Pemberdayaan
dan Pengembangan Kogerasi

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusuncrn program kerja, bahan
perumusan kebij akan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pcmberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bida;rg Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

c. Penyiapan bahan pelaksalaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan dan Pengembangal Koperasi;
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NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI TUGAS

dan Pengeabangan
evaluasi, dan
Pemberdayaan
Koperasi.

pelaporan di . Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijala:r daerah di
bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi:

Pemberdayaan Peningkatan Produlrtivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatal Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi; Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;
Penyusunan Konsep dan Fasilitasi Kemitraan antara Koperasi
dan Badan Usaha l,ainnya; Peningkatan dan Pengembarrgan
Jaringan Usaha Koperasi; Pembinaan Produk IJnggulan
Daerah Kepada Anggota Koperasi, Perencanaan Pelaksanaan
Perlindungan Koperasi, Advokasi dan Fasilitasi Penanganan
Sengketa Koperasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

d

berkaitanan
Bidang Perin dustrian dan Usaha
Mikro

pen1napan bahan program
kerja, penJaapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasiarr
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perindustrian, Pemberdayaan Usaha
Mikro, dan Pengembangan Usaha Mikro.

Melal<sanakan a. Penyusunan baharr progr""r kerja di bidang Perindustrial,
Pemberdayaal Usaha Mikro, dan Pengembangan Usaha Mikro;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perindustrian, Pemberdayaan Usaha Mikro, dan
Pengembalgan Usaha Mikro;

c. Pelaksarraan kebijakan di bidang Perindustrian,
Pcmberdayaan Usa-h a Mikro, dan Pengembangan Usaha Mikro;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian,
Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Pengembangarr Usaha Mikro;

,I'

olautn

laa ii|fl I I$a E



NO JABATAN/UNTT ORGANISASI TUGAS FI,,NGSI/I'RAIAN TUGAS
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

Perindustrian, Pemberdayaan Usaha Mikro, dan
Pengembangal Usaha Mikro; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

a. Penyiapan bahan penyusu[an rencana program dan anggaran
di bidang Perindustrian;

b. Penyiapal bal:an perumusan kebijalan teknis operasional di
bidang Perindu strian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijalan di bidang
Perindustriaa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perindustrian;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaa;r kebijakan daerah di
Perindu strian meli ti

4.1 Kelompok Unsur Perindu strian Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perindustrian.

denean bidans tusasnva.



NO JABATAN/ UNM ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Penyu.sunan Rencana Pembangunan Industri; Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahal Industri;
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri dal Sarana dan Prasarana lndusEi;
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksalaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Rencana Pembangunan l:rdustri; Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri [PUD, Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) dalam Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS); Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalaer
Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Berbasis SIINAS; Fasilitasi
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten mela.lui
SIINAS; Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten melalui SIINAS; Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan Perusahaal lndustri darr Perusahaan Kawasan
Industri dalam Penyampaian Data ke SIINAS serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan di
bidang Perindustrian; darr

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
an an berkaitan bidan tu SN

4.2 Kelompok Unsur Pemberdayaan
Usaha Mikro

Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahal pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasial administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro.

a. Penyiapan bahan penlusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:



Kelompok Unsur Pengembangan
Usaha Mikro

zuNGSI URAIANTUGASTUGASJABATAN UNIT ORGANISASINO
Potensi dan Pengembangan U

melalui Kemitraan Usaha Mikro; Fasilitasi
Perizinan Usaha Mikro (meliPuti:

Usaha Mikro; Koordinasi dan Sinkronisasi dengan P

Izin/Rekomendasi Usaha Mikro Kecil [UMK), Industri Rumah

Tangga, Izin Usaha, dan Izin Halal Bagi Usaha Mikro);
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan

Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelel'rhral serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemberdayaan Usaha- Mikro; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

saha Mikro;

berkaitan den bidan

Pendataan
Pernberdayaan
Kemudahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
di bidang Pengembangan Usaha Mikro;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Usaha Mikro;

c. Penyiapan bahan pelaksaraan kebij akan di bidang
Pengembangan Usaha Mikro;

d. Penyiapan b"ho, p"t goordinasian administratif di bidang
Pengembangan Usaha Mikro;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengembangan Usaha Mikro meliputi:
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran' SDM,

serta Desain dan Teknologi (meliputi: Pengembangan Produksi
dan Pengolahan; Fasilitasi Desain dan Teknologi; Penyaluran
Bantuan Peralatan Usaha Milro; Pelatihan Manajemen
Berbasis Ivlakanan Produk Lokal, dan Fasilitasi Pemasaran

mela-lui Pameran UMKM); Penyiapan Rancangan Akses Pasar

Bagi Produk Usaha Mikro; Analisis Data Pengelolaan Kegiatan
Festival Kuliner serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya'

dan anggaranMelaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebij akan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pen gembangan Usaha Mikro.

4.3



NO JABATAN/UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

an berkaitan den tu

bidang Pengembangan Usaha Mikro; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

5 Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan Perdagangan dan Jasa,
Promosi Pen gembangan Perdagangan dan
Jasa, dan Pengawasan Distribusi
Perdagangan.

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pembinaan
Perdagangan dan Jasa, Promosi Pengembangan Perdagangan
dan Jasa, dan Pengawasan Distribusi Perdagarrgan;

b. Penyiaparr bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Pembinaan Perdagangan dan Jasa, Promosi
Pengembangan Perdagangan dan Jasa, dan Pengawasa-n

Distribusi Perdagangan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidarrg Pembinaan Perdagangan dan

Jasa, Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa, dan
Pengawasan Distribusi Perdagangaa;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan
Perdagangan dan Jasa, Promosi Pengembangan Perdagangan
dan Jasa, dan Pengawasan Distribusi Perdagangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan Perdagangan dan Jasa, Promosi Pengembangan
Perdagangan dan Jasa, dan Pengawasan Distribusi
Perdagangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain ya-ng diberikan oleh pimpinan sesuai
de bid tu n

5.1 Kelompok Unsur Pembinaan
Perdagangan dan Jasa

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusun€ur program keq'a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijaka-r, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang

a. Penyiapan bahal penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan Perdagangan dal Jasa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang P:mbinaan Perdagangan dan Jasa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakal di bidang Pembinaan
Perdagangan dan Jasa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan an dan Jasa;



NO JABATAN/UNM ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/ URAIANTUGAS
Pembinaan Perdagangan dan Jasa. e. Pelayanan administratif darr pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pembinasn Perdagargan dan Jasa meliputi:

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang; Fasilitasi Perizinal
Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW)

Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik; Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri; Sistem
Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara
Elektronik Luar Negeri; Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat
Tanda Penda-ftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar
Negeri; Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol Golonga;r B dan C; Pemeriksaan
Penyimpanan Bahan Berbahaya; Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2
dan PA-B2; Pengawasan Distribusi, Pengemasan dalr Pelabelan
Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya
(PA-B2} maupun Produsen 82 (P-B2l; Koordinasi dan
Sirrkronisasi Layanan Penerbitan SKA; Penerbitan lztn
Pengelolaan Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha
Toko Swalayan; Pembinaan dan Pengawasan Pasar Online
serta kegiatar lain sesuai bidang tugasnTa.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan Perdagangan dan Jasa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan berkaitan de tuan

Kelompok Unsur Promosi
Pengembangan Perdagangan
dan Jasa

5.2 llelaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebij akan tekrris operasional,
ba-han pelaksanaan kebijakan, bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prcgram dan alggaran
di bidang Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;

b. Penyiaparr bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
ordinasial administratif, a,n bidan Promosi Pengem Pe dan Jasa;

hidano
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NO JABATAN UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
adninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi
Pengembaagal Perdagangaa dan Jasa.

c. Penyiapan bahan pelaksalaan kebijakan
Pengembangan Perdagangan dan Jasa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakaa daerah di
bidang Promosi Pengembaagan Perdagangan dan Jasa
meliputi:
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang

dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Daeralt

Pameran Dagang lakal; Misi Dagang bagi Produk Ekspor
Unggulan; Peningkatan Citra Produk Ekspor; Pembinaan
Pelaku Usaha Ekspor); Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (meliputi:
Pelaksarraan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten; Pemasaran dan Peningkatal Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten; Peningkatan
Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidalg Proinosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
nan

di Uidang Promosi

eli ti
sionalUn

Prodm pu
NKabu tena PameranEks 1an Daganggu ppor

sn aberkaitan den
yang
tu

lain
bidan

diberikan oleh

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan tekrris operasional,
baharr pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasiarr administratif, pelayalan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan an di bidang

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program
di bidang Pengawasan Distribusi Perdagangan;

b. Penyiapal bahal perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Pengawasan Distribusi PerJagangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengawasan Distribusi Perdagangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

dan anggaran

Pengawasan

Kelompok Unsur Pengawasan
Distribusi Perdaganga,n

Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Distribusi



FUNGSI TJRAIANTUGASTUGASNO JABATAN UNITORGANISASI

Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting d'i Tingkat Daerah (neliputi: Koordinasi dan
Sinkronisasi Ketersediaan, Peningkatan Aksesibilitas, dan
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Ralryat);

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar (meliputi: Pematrtauan Harga
dan Stok Bararg Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada

Pelaku Usaha Distribusi Barang dan Pasar Rakyat yang

Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
Pela-ksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus);
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah
(meliputi: Pemeriksaan Kelengkapan Lrgalitas Dokumen
Perizirran; Pengawasan Pengadaan, Penyaluran dan
Penggunaal Pupuk dan Pestisida Bersubsidi); Penyediaart

Data dan Informasi Harga serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengawasan Distribusi Perdagangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
bidan tu

ditratifadminis kebij
utriDisbid gawas

daerahakandane pelaksanaalPelayanan
melian S1buan nPe puPerdaganganc

berkaitan d a.lnan

Pengawasan Distribusi Perdagangan.

a. Penyusunan bahan Program
Sarana Distribusi Perdagangan,
Perdagangan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan;
b. Per,yiapan bahan per:musan kebijakan tekris <,perasional di

bidang Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangal,
Pengelolaal Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan
Pemberdayaa-n Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

kerja di bidang PenYediaan
Pengelolaan Sarana Distribusi

Melaksanakan penyiapan bahan prograrn
kerja, penyiapan bahan pemmusan
kebijakan teknis oPerasional,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, Pemantauan,
evaluasi, dar pelaporan di bidang
Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan, Pengelolaan Sarana
Distribusi Perd , Pembinaal dan

6 Bidang Sarana
Perdagangan

Distribusi
pl4 II rsr
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Pemberdayaan Pengelola
Distribusi Perdagangan.

Sarana c. Pelalsanaan kebijalan di bidang Penyediaan
Distribusi Perdagangan, Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penyediaan
Sarana Distribusi Perdagangan, Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Saran
Distribusi Perdagangan;

e. Pelaksanaan pemartauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan Pemberdayaan
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
de bidan tu

6.1 Kelompok Unsur Penyediaan
Sarana Distribusi Perdagangan

Melaksa,nakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebij akan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanarr
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

b. Penyiapan bahan perumusan keb[jakan teknis operasional di
bidang Penyediaaa Sarana Distribusi Perdagangan;

c. PenS'iapan bahan pelalsanaan kebijakan di bidang Penyediaan
Sarana Distribusi Perdagangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasiar^ administratif di bidang
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi:

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (meliputi:
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar; Pemeliharan Sarana dan
Prasarana Pasar; Pengelolaan Sewa Tanah Untuk Sarana dan
Prasarana Pasar) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidan Pen Sarana Distribusi dalt



FUNGSI T'RAIAN TUGASTUGASNO JABATAN I,'NIT ORGANISASI
g. Pelaksanaar tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program

di bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaga:rgan;

b. Penyiapan bahan perumusaa kebiiakan teknis operasional di

bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan;
d. Penyiapan ba-han pengoordinasian administratif di bidang

Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangaa meliputi:

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
(meliputi: Pengaturan Penggunaan Area Pasar; Pengelolaan

Kebeisihan Pasar; Pengelolaan Kios, Los, Adegan, Penitipan
Kendaraan, dan Fasilitas Umum Pasar; Pengadaan Sarana dan

Prasarana Administrasi Pengelolaan Pasar; Pengelolaan

Pemungutar, Penyetoran, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi
Pasar; Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi/Izin
Penggunausahaal Dagang); Penyediaan Data dan Informasi
poten-si Pasar, dan Pendataan Potensi Pasar serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangal; dan
Pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh

f

c

dan anggaran

tuberkaitan

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaal kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaan kebijakart
daerah, serta bahal pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan.

Kelompok Unsur Pengelolaan
Sa.ana Distribusi Perdagangan

6.2

a. Penyiapan bahan penYusun
di bidang Pembinaan dart

an rencana program dan anggaran
Pemberdayaan Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona-l di

bidang Pembinaan dal Pemberdayaal Pengelola Sarana

Distribusi

Kelompok Unsur Pembinaan
dan Pemberdayaan Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

6.3 Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan latsanaan kebi akan

oer rsr
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daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan.

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan
dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

d. Penyiapan ba]:an pengnordinasian administratif di bidang
Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan meliputi:
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan (metiputi: Penertiban Pedagang di Dalam Pasar;
Penertiban, Penataan, Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang
Kaki Lima di Dalam dan Luar Area Pasar); Pemberdayaan
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Pasar serta kegiatan lain sesuaj
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bidan tu a.

7 UPTD Unit Metrologi le gal Melaksanakan Pelayanan Tera, Tera
Ulang, Pengawasan Kemetrologian, dan
Pembinaal Sumber Daya Marrusia
Kcrrretrologian

Subbagian Tata Usaha UPTD
Unit Metrologi l*gal

Memberikan
administratif

pelayanan
serta

teknis dan
koordinasi

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaral UPTD Unit Metrologi
l*gal;

b. Pelaksanaan Metrologi tcgal berupa Tera dan Tera Ulang;
Pengawasan / Pcnyuluharr Mctrologi l,e gal ; Penyidikan Metrologi
l,egal; Pembinaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian serta
kegiatan lainnya sesuai bidalg tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauErn, evaluasi dan peiaporan tugas UPID
Unit Metrologi le gal, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh
berkaitan de tu

a. Pengoordinasian dan pen1rusunan program dan anggaran di
lin n UPTD Unit Metrolo lE

7.1
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pelaksanaan tugas di lingkungan LJPTD
Unit Metrologi legal.

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan UPTD Unit Metrologi Legal;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Unit
Metrologi l*gal;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan barang milik daerah di lingkungan UPTD Unit Metrologi
kgal;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungarl
UPTD Unit Metrologi legal;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD
Unit Metrologi legal; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

EN,

YUNI SUKOWATI
\\
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LAMPIRANXb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 61 taHuN zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

FUNGSI URAIANTUGASTUGASNO JABATAN UNIT ORGANISASI

b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

d. Pelaksanaan afministrasi dinas bidang sosial; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikarr oleh bupati terkait
tu dan

a. Pemmusan kebijakan bidang sosial;Membantu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang sosial yalg
menjadi kewenangan Daerah dan T\rgas
Pembantuan yang diberikan kePada
Daerah.

Kepala Dinas1

a. Pengoordinasial dan Pen5rusunan program, anggaran,
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Sosial;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan
lingkungan Dinas Sosial;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;

d. Pengeloiaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,

aset, dan jasa penunjang di lingkungal Dinas Sosial;

e. Pengelolaan urusan organisasi dar tata laksala di lingkungan
Dinas Sosiai;

f. Pengelolaan urusan AParatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Sosial; dan

g. Pelaksaaaal fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan

dan

di

tude

Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Sosial.

Sekretariat2
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2.1 Subbagian

Kepegawaian
Umum dan Melaksanakan penyiapan bahan

pen5 rsunan program ke{a, bahan
perumusErn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adrninistratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

a- Penyiapan bahan penyusunzrn rencana Program dan anggaran di
bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan keoijakan teknis operasional di
brdang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasiar administratif di bidalg
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunja:rg Urusan Pemerintaha.n Daerah; Pengelolaan Protokol;
laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanaa Publik dan
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksaaa Perangkat
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bidan tu

2.2 Kelompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adrninistratif
dan pelaksanaa-rr kebijakan daerah, serta
bahar pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program dan anggaran di
bidang Perencanaar, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencalaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:

NO

yzrn *
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangtcat
Daerah (meliputi: Penyrsunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan PenSnrsunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Pen5nrsunan DPA-SKPD dan
perubatran; Koordinasi dan Pen5msunan l.aporan Capaiart
Kineda dan Ikhtisar Realisasi Kineda SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daeratr); Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimat serta kegiatan tain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

g. Pelalcsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidane tugasnya.

2.3 Kelompok Unsur Keuangan Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijalcan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebiiakan daeratr, serta
bahan pemantauan, evaluasi, d*]
pelaporan di bidang Keuangan. 

I

a. Penyiapan bahan penJrusunan rencana program dan anggaran di
bidang Keuangan;

b. Penyiapan batran perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaks€rnaan kebijakan daeratr di
bidang Keuangan meliputi:

TUGAS
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3 Bidang Perlindungan
Jrrninan Sosial

dan Melaksanakan bahanpenFaP.rn
program ke{a, penyiapan baha-n
perumusan kebijakan teknis
operasional, pelaksarraaa kebijakal,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
Demantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perlindungan Sosial Korban
Bencana Ala"' dan Sosial, dal Jaminan
Sosial Keluarga.

Administrasi Keuarrgan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan
Gqii dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi pelaksanaan
Ttrgas ASN; Pelaksarraan penatausahaan dan
Pengu-iian/Verifikasi Keuangan SKpD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan penyu.sunan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKpD/
[,aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyu.sunan pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaral); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi
Peny'usunan l,aporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keuangan; dan

g. Pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan tu SN

a. Penyusunan bahan prograrn kerja di bidang Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial,
dan Jaminan Sosial Keluarga;

c. Pelaksanaan kebijalan di bidang Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial
Keluarga;

e. Pelaksanaan pemartauar, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perlindungan Sosial Korban Bencana AIam darr Sosial, dan
Jaminan Sosial Keluarga; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
de bidan tu n

va
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Sosial Korbal Bencana AIam
dan Sosial

Kelompok
penyusunan program kerja, bahan
perurnusan kebijakan telmis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauar, evaluasi, dan
pelapora:r di bidang Perlindungan Sosial
Korban Bencana AIam dal Sosial.

Melaksanakan bahanpenylapan penyusunan rencana pmgram dan anggaran di
bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana AJam dan Sosial;

b. Penyiapan bahan perumusarr kebijakan teknis operasional di
bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana AIam dan Sosial;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
meliputi:
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
(meliputi: Penyediaan Makanan; Penyediaarr Sandang;
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi; penanganan
Ktrusus bag Kelompok Rentan; Pelayanan Dukungal
Psikososial); Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Sosial;
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten (meliputi: Koordinasi,
Sosialisasi da.rr pelaksanaan Kernpung Siaga Bencana;
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tamna Siaga Bencana)
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaita:r d bid tu a

a. Penyiaparr bahan

3.2 Kelo"'pok Unsur Jaminan Sosial
Keluarga penJrusun€rn program kerja, balan

perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
adminiS e a anan sadmini tra

Melaksanakan bahanpenlnapan pen5rusunan rencana program dan anggaran di
bidang Jaminal Sosial Keluarga;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Jaminan Sosial Keluarga;

c. Penyiapal bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan

a. Peayiapan bahan

Sosial
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dan pelaksanaan kibij
bahan pemantauan,
pelaporan di bidang
Keluarga.

akan daerah d. Pen5napan ba-l.an pengoordinasian bidarg
evaluasl dan J Sosial Keluarga;aflullan

J SosiaI Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Jaminan Sosial Keluarga meliputi:
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar; Rujukan Anak-Anak
Terlantar (rekomendasi KIS bagi bayi baru lahir); Pemantauan
terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar; Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (meliputi: Seleksi,
Verifikasi, Validasi, Terminasi dan Kemitraaan Jaminan Sosial,
Penyaluran Bantuan Program dan Pendampingan Jaminan Sosial
Keluarga, Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Miskin, Bantuan
Orarg Terlantar dan Kehabisan Bekal) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

arnuran e

f.

e.

Penyiapan baha-n pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Jaminan Sosial Keluarga; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaital bid tu
Bidang Rehabilitasi Sosial Melaksanakan penyiapan bahan a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial

Anak dan Usia l-anjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial T[na Sosia.l dan Korban
Perdagangan Orang;
Penyrapan bahan per umusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosia.l T\rna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
Pelaksanaan kebiiakan di bidang Rehabilitasi Sosial Ana_k dan
Usia lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan
Rehabilitasi Sosial T\rna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

program keg'a, penyiapan bahan
perumus€rn kebijakan teknis
operasional, pelaksarraan kebijakan,
pengoordinasia.n pelaksanaal tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia
Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

b.

c-

d. Pengoordinasian pelaksalaan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial
Anak dan Usia L^anjut, Rehabilitasi Sosial penyairdang
Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosia-l dar Korban
Perdagangal Oran

4

administratif dise tTt

er g2 trrf
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e. Pelaksanaan peurantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Ttrna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

4.t Kelompok Unsur Rehabilitasi
Sosial Anak dan Usia Lanjut

penyiapan bahan

administratit pelayanan ad:ninis

pen1rusun€in progrrrn kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelalsanaan
kebijakan, ba-han pengoordinasian

dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial
Anak dan Usia l,anjut.

Melaksanakan a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran di
bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Ianjut;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Rehabilitasi
Sosial Anak dan Usia Ianjut;

d. Penyiapal bahan pengoordinasian administratif di bidang
Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia l^anjut;

e. Pelayanan administratif darr pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia lanjut meliputi:
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardan Lanjut Usia
Terlantar (meliputi: Penyediaan Permakanan, Sarrdang, dan Alat
Bantu; Pemberian Pelayalan Reunifikasi Keluarga; Pemberiarr
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual. dan Sosial; Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Anak Terlantardan Lanjut Usia
Terlantar; Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan
Dokumen Kependudukan; Pemberian Akses ke Layanarr
Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan; Pemberial l,ayanan Kedaruratan; Pemberian
Pelayanan Penelusuran Keluarga; Pemberian layanan Rujukan);
Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Memerlukarr
Perlindungan Khusus; Fasilitasi Penyelenggaraan Hari L,anjut
Usia Nasiona.l scrta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Laljut; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh pimpinan
berkairan den bi tu

JABATAN/ UNIT ORGANISASI

9
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4.2 IGlompok Unsur Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas
Melaksanakan penyiapan bahan

administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daera-h, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial
Penyandarrg Disabilitas.

a- Penyiaparr bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran di
bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;penJ.usunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, ba-han pengoordinasian

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasi:nal di
bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebilakan di bidang Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas;
Penyiapaa bahan pengoordinasian administratif di bidang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas meliputi:

Rehabilitasi Sosia-l Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
(meliputi: Penyediaan Permakaaan, Sandang, darr AIat Bantu;
Pemberian Pelayanan Reunilikasi Keluarga; Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial; Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas . Terlantar;
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Dokumen
Kependudukan; Pemberian Akses ke [ayanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar; Pemberian Layanan Data da.n Pengaduan;
Pemberian Layanan Kedaruratan; Pemberian Pelayanart
Penelusuran Keluarga; Pemberial l.ayanan Rujukan); Fasilitasi
Penyelenggaraan Peringatan Hari Disabilitas serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bidan tu

4.3 Kelompok Unsur Rehabilitasi
Sosial Ttrna Sosial dan Korbarr
Perdagangan Orang

Melaksanalian penyiaparr bahan
penlrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, anan administra o

a. Penyiapan bahan penyusundrl r-€[c6r1€l program dan anggaran di
bidang Rehabilitasi Sosial T\rna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Rehabilitasi Sosial T\rna Sosial dan Korban Perdagangan

I' tt Ii
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bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial

Korban Perdagangan

dan pelaksanaan kebuakan daerah, serta

T\rna Sosial dan
Orang.

c. Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi
Sosial T\rna Sosial dan Korban perdagangan Orang;

d. Penyiapan bahan pengoorclinasian administratif di bidang
Rehabilitasi Sosial T\.rna Sosial dan l(orban perdagangarr Orang;

e. Pelayalan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidarrg Rehabilitasi Sosial Ttrna Sosial dan Korban perdagangan
Orang meliputi:
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan; Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan pengemis di
Luar Panti Sosial (meliputi: penyediaan permakanan, Saldang,
dan Alat Bantu; Pemberian Pelay.anan Reunifikasi Keluarga;
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Gelandangan pengemis d.i
Luar Panti Sosial; Fasilitasi pembuatan NIK dan Dokumen
Kependudukan; Pemberian Akses ke Layanan pendidikan darr
Kesehatan Dasar; Pemberian l,ayanan Data dan pengaduan;
Pemberian Layanan Kedaruratan; pemberian pelayanan
Penelusuran Keluarga; Pemberian Layanan Rujukan);
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NApZA di Luar

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bidan tu

Panti Sosial (meliputi: Pemberian layanan Data dan pengaduun
dan l,ayana:r Kedaruratan; penyediaan permakanan, Sandang,
Alat Bantu, dan Perbekalan Kesehatan di Luar panti; pemberian
Bimbingan Fisik, Mentat, Spiritual, dan Sosial; pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Fasilitasi pembuatan NIK
dal Dokumen Kependudukan; pemberian Akses ke Layanan
Pcndidikan dan Kesehata-n Dasar; pemberian pelayanan

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Rehabi-litasi Sosial Thna Sosial dan Korban perdagangan Orang;
dan

II
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prograrrr kerja, penyiapan bahanperumusatl kebijakan tekrris
operasional, pelalsanaan kebljakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemberdayaan perorangan,
Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil,
Pemberdayaan Sosial Kelembagaal
Masyarakat dan Bantuan Sosial,
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Melaksanakan a- Penyusunan bahan program kerja di bidang Pemberdayaan
Perora:rgan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil,
Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan
Scsial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis opurasional di
bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas
Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaaa Perorangan,
Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial
Kelembagaal Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan
dan Restorasi Sosial;

d. Pengoordinasian pelaksaraan tugas di bidang Pemberdayaan
Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil,
Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan
Sosial, Kepahlawanarr dan Restorasi Sosial;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat
Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan
Bartuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidan tu

5. 1 Kelompok Unsur Pemberdayaao
Peroralgan, Keluarga, dan
Komunitas Adat Terpencil

pen5rusunan program kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dan pelaksanaal kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan

di bidan aanPem

Melaksanakan bahanpenyiapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran di
bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas
Adat Terpencil;

b. Penyiapan baharr perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Peroralgan, Keluarga, dan Komunitas
Adat Terpencil;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat
Te ncil;
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Perorangan, Keluarga, dan Komunitas
Adat Terpencil

pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat
Terpencil;

e. Pelayanan administratif dan pelal<sanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas
Adat Terpencil meliputi:
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) (meliputi:
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT; peningkatan Kapasitas dan
Pendampingan I(AT); Pengembangan potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (meliputi: peningkatal
Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat; peningkatan
Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
Peningkatan Kemarnpuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga); Evaluasi Peke{a Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat,
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial serta Relawan Sosial Lainnya serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat
Terpencil; dan

g. Pelaksa-naan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bid

d. Penyiapan bahan

5.2 Unsur Pemberdayaan
Sosial Kelembagaan Masyarakat
dan Bantuan Sosial

Kelompok

administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daetah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemberdayaan
Sosial Kelembagaan Masyarakat dan
Bantuan Sosial.

penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijal<an, bahan pengoordinasian

Melaksanakan bahanPenylaparr pen3rusunan rencana program dan anggaran di
ayaan Sosial Kelembega2n Masyarakat dan

Bantuan Sosial;
b. Penyiapan bahar perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan
Bantuan Sosial;

c. Penyiapaa bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaal Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan
Sosia-l;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratjf di bidang
Pemberdayaan Sosial Kelembagaarr Masyarakat dan Bantuan
Sosial;

a. Penyiapan bahan
bidang Pemberd



NO JABATAN/UNTT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelayana! administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pemberdayaan Sosial Keleobagaan Masyarakat dan
Bantuan Sosial meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang; Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten (meliputi: Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/Pusat Kesejahteraan
Sosial, Karang Taruna, dan lcmbaga Kesejahteraan Sosial);
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan
Sosial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan tu

5.3 Kelompok Unsur Kepahlawanan
dan Restorasi Sosial

Melaksanakan penyiapan bahal
pen5rusunan program ke{a, bahar
pemmus€rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kepahlawa-nan dan
Restorasi Sosial.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijalan teknis operasional di
bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

e. Pelayanan administratif dal pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial meli ri:
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Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten
(meliputi: Rehabilitasi Sarana da-n Prasararra Taman Makam
Pahlawan Nasronal Kabupaten; Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawal Nasional Kabupaten; Per-gamanan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten); Penggalian Potensi Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi
Sosial; Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Tanggungjawab
Badan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Keseja-hteraan Sosial,
Pendampingan Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
yang Melaksanakan Kegiatan Pengembalgan Kearifal lokal dan
Keserasial Sosial serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kepahlawanal dan Restorasi Sosial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinal
berkaitan den bi a.t

6 Bideng
Miskin

Penanganan Fakir Melaksanakan penyiapan bahan
progr€rm ke{a, penyiapan bahan
pemmus€rn kebijakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pela_ksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Identi[ikasi dan Penguatan
Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran
Bantuan Stimulan, Pemberdayaan,
Pendampingan, dan Penataan
Lingkungal Sosial.

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Identifikasi dan
Penguatar Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan
Lingkungan Sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasiona-l di
bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan,
dan Penataan Lingkungan Sosial;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Identilikasi dan Penguatan
Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan,
Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ldentifikasi. dan
Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penya-luran Bantuan
Stimulal, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan

Sosial;

lNo



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Stimularr, Pemberdayaan, Pendampingan,
dan ?en".taan Lingkungan Sosial; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

6.i Kelompok Unsur Identifikasi
dan Penguatan Kapasitas

Melaksanakan penyiapan bahan
pen)rusunan program kerja, bahan
perumus.rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksarraan
kebljakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebljakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelapora:r di bidang ldentilikasi darr
Penguata! Kapasitas.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Identifrkasi dan Penguatan Kapasitas;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijalan teknis operasional di
bidang Identilikasi dan Penguatan Kapasitas;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Identilikasi
dan Penguatan Kapasitas;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di
bidang Identifrkasi dan Penguatan Kapasitas meliputi:
Pendataan Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten (melipu ti:
Verifikasi Dan Validasi Fakir Miskin, Identifrkasi Dan Pemetaan);
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
Penguatan Kapasitas dan Fasilitasi Data Unit Pelayanan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Identilikasi dan Penguatan Kapasitas; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bi tu sn

6.2 Kelompok Unsur
dan Penyaluran
Stirnulan

Pengelolaa-n
Bantuan

Melaksanal<an penyiapan bahan
pen)rusun€rn progran kerja, bahan
perumus.ur kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaal
kebijalal, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanal administra

Penyiapan bahan penyusunarn rencana program dan anggaran di
bidang Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;

Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
Penyiapan bahan pelaksalaan kebijakan di bidang Pengelolaan
dan Penyaluran Bantuarr Stimulan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

a.

b.

c.

d.
dan pelaksanaan kebijakal daerah, serta
bahal pemantauan, evaluasi, dan

I di bi Pe olaan dan Pengelolaan dan Penyaluran Bantuarl Stimulan ;
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Penyaluran Bantuan Stimulan. e. Pelayarran administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pengelolaan dan Penyaluran Bantuarr Stimulan meliputi:

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi
Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (meliputi:
Verifrkasi, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Penyaluran Bantuan Sosial Keseiahteraan Keluarga dan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat); Fasilitasi Unit Pelayanarr
Terpadu Penanggulangan Kemiskinan serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpioart
berkaitan d bidan tu a.

6.3 Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan progrErm kerja, bahan
pemmus€rn kebijakan teknis
operasional, ba-han pelaksanaal
kebijalan, baharr pengoordinasian
administratif, pelayanan administr
dal pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pema,-rtauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pemberdayaan,
Pendampingan, dan Penataan
Lingkungan Sosial.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pemberdayaan, Pendarnpingan, dan Penataan
Lingkungal Sosial;
Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan, Pendampingal, dal Penataan
Lingkungan Sosial;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakar di bidang
PemberCayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;

a.

b.

c.

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkun gan Sosial ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan
Lin Sosietl meliputi:

Kelompok Unsur Pemberdayaan,
Pendampingan, dan Penataan
Lingkungan Sosial
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Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyatakat
(meliputi: Pemberdayaan, Pendampingan dan Evaluasi Penerima
Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat); Pelaksanaan
Penataan Lingkungan Sosial; Fasilitasi Unit Pelayanan Terpadu
Penaggulangan Kemiskinal serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
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LAMPIRAN xlb
PERATI'RAN BI,.,PATI SRAGEN
NoMoR (xl resux zozr
TENTANG .

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,,I.UGAS DAN FUNGSI
SERTATATA KER.JA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN

JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
1 Kepala Dinas Membantu Bupati dalam me laksanal<an Urusan a Perumu s:rn kebijakan bidang pertanian SUb urusarl sarana

Pemenntahan bidan E pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian sub urusan
pertanian sub urusan prasarurna pertanian, sub pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan sub
urus:rn pengendalian dan penanggulangan bencana urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang parrgan;
pertanian, dan sub uru sa-n perizinan usaha
pertanian, dan bidang pangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan T\rgas Pembantuan Jrang
diberikan kepada Daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana
pertanian, sub urusan prasar€rna pertanian, sub urusan
pengendalian dan penaaggulangan bencana pertanian, dan sub
urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan;

c. Pelalsanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pertanian sub urusan sarana pertanien, sub urusan pras€rrana
pertanian, sub untsan pengendalian dan penanggulangan
benca:ra pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian,
dan bidang pangan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian sub urusan
sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub
umsan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,
dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang
pangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
den tu s dan fu

Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan admin
serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Par

a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan;

2

NO



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
b. Pelal<sanaan hubungan masya.rakat dan keprotokolan di

Iingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan;
d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,

aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

f. Pengelolaan urusan Apa-ratur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan2.t Umum danSubbagian

Kepegawaian
pan bahan penJrusun:rn

program keda, bahan perumusan kebljakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan d,aerah,
serta bahan p€mantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Umum dan Kepegawaian.

Melaksarrakan penyla a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan Ji bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata l,aksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Umum dan Kepega.waian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
berkaitan den bidan tulnan

diberikan oleh

dan pelaporan di



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS2.2 nsur Ferencataan,
Evaluasi, dan pelaporan
Kelompok U penlrusunan

kerja, teknikebljakan
operasional, bij
pengoordinasian Cminis til
admini bii

di

Melaksanakan bahanpenyiapan
progrErm sanperumu S

bahan ke akan bahan
a tra pelayanan

stra dantif kepelaksanaan akan daerah,
serta bahan pemantauan, dan pelaporErn

2.3 Kelompok Unsur Keuangarr
ke.j bij

bij
adminis tit pelay

admini tif bij
evaluasi

di bidan

Melaksanakan bahanpenJnaPan sunanyupen
bahanprogram a, rumusan ke aPe teknkan ls

onal bahanoperas pelaksanaan ke akan hanba
rd nas lanpengoo tra anzrn
stra dan ke dakan aerah

serta bahan peman dantauan, pelaporan
c Keuangan.

arn penJrusun:rn rencana program dan anggaran
ngan;

b. Penlapan bahan perumusan kebdakan teknis operasional di
bidang Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrninistratif di bidang
Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

a. Penlapan bah
di bidang Keua

tibi Keuangan meli

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di

Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;

Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan PenJrusunan Dokumen RKA-SKpD dan
perubal.an; Koordinasi dar penlr:sunan DpA-SKpD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD; Evaluasi Kineda
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

berkaitan bidan

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebdakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan meliputi:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Ferangkat

f. Penyiapan bahan pemantauan, er-aluasi, dan petaporan di
bidalg Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

bahan
pelaksanaan

evaluasi,
bidang Perencanaan, danEvaluasi, Pelaporan.

pelaksanaan



JABATAN oUNIT RGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan T\rgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulalan/Triwulanan/Semesteran SKPD/
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penjrusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi
Penyusunan l.a.poran SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den3 Bidang hasarana dan Sarana

Pertanian
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
Lahan dan lrigasi, Alat Mesin pertanian, dan Usaha
Pertanian.

Melaksanakan penyiapan
penyiapan bahan perum

bahan program kerja,
usan kebijakan teknis

a. Penyusur:an bahan program kerja di bidang Pengelolaan
Lahan dan Irigasi, Alat Mesin Pertanian, dan Usaha Pertanian;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan lahan dan lrigasi, Alat Mesin Pertanian, dan
Usaha Pertanian; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

b. Penyiapan bahan perumusan kebil'akan teknis operasional di
bidang Pengelolaan [.ahan dan lrigasi, Alat Mesin Pertanian,
dan Usaha Pertanian;

c. Pelaksanaan kebljakan di bidang Pengelolaan Lahan dan
Irigasi, Alat Mesin Pertanian, dan Usaha Pertanian;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan
l,ahan dan Irigasi, Alat Mesin Pertanian, dan Usaha Pertanian;

den n
3.1 Kelompok Unsur Pengelolaan

Lahan dan Irigasi

IEI

Melaksanakan penyiapan bahan penyusun€rn a. Penlapan bahan penyrsunan rencarna prograrm dan anggaran
program kerja, bahan perumus.rn kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahal b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

rdinasian administrati an bidan olaan Lahal dan

ptm ')l na r



NO JABATAN UNTT oRGANISASI TUGAS FUNGSI I,'RAIAN TUGAStifadministra

di bidang rigasi.

dan kepelaksanaan akanbii daerah,
serta bahan dan pelaporan

laan Lahan danPengelo

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
Lalan dan Irigasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengelolaan L^ahan dan Irigasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Lahan dan Irigasi meliputi:
Pengembangan Prasarana Pertanian (meliputi: pengelolaan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan BerkelanjutanlLcnBi Penyusunan peta
lahan Pertanian Pangan Berkelanj \tan lLP2Bi Koordinasi dan
Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya);
Pembangunan Prasarana Pertanian (meliputi: Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani,
Embung Pertanian, Jalan Usaha Tani, DAM parit, Storage,
Pintu Air, Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana
pendukungnya, Prasarana Pertanian Lainnya); Pengelolaan
Data Prasarana Pertanian; Laporan Statistik Lahan; Informasi
Perubahan Iklim s€rta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan tahan dan Irigasi; dan

g. Peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan3.2 Kelompok Unsur Alat Mesin

Pertanian
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahanpengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Alat Mesin pertanian.

Melaksanakan
program kerja,

penJnaPan
bahan peru

bahan penyusunan
musan kebijakan teknis

pan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Alat Mesin Pertanian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang AIat Mesin Pertanian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Alat Mesin
Pertanian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Alat
Mesin Pertanian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

a. Penyia

bidan Alat Mesin Pertanian meli ti

pemantauan, evaluasi,



NO luNrT oRGANTSAST
URAIAN TUGAS

Pengawasan Pengunaan Sarana Pertanian (meliputi:
Pengawasan knggunaan Sarana Pendukung Pertanian
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian);
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Pembinaan
Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian,
Kelompok Tani dan Gabugan Kelompok Tani,
Brigade Pinjam Pakai Alat Mesin Pertanian serta kegiatan
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Alat Mesin Pertanian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Melaksanakan penyiapan bahan Penyiapan bahana. penJrusunan rencana program dan €rnggaran
program kerja, bahan perumusan kebifakan di bidang Usaha Pertanian;
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan b. Penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
pengoordinasian administratif, pelayanan bidang Usaha Pertanian;
administratif dan pelaksanaan kebij akan daerah, c. Penyiapan bahan

Pertanian;
Penyrapan bahan
Usaha Pertanian;

pelaksanaan kebija.kan di bidang
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
di bidang Usaha Pertanian. d. pengoordinasian administratif di

e. Pelayanan administratif dan petaksanaan kebijakan daerah di
Usaha Pertanian

3.3 Kelompok
Pertanian

Unsur Usaha



JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI T,IRAIANTUGAS
tan lzin Usaha Fertanian (meliputi: Penyusunan

Standar Pelayanan Publik Pemberian lzin Usaha pertanian;
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Fertimbangan Teknis Izin
Usaha Pertanian; Pembinaan dan Penga.wasan penerapan Izin
Usaha Pertanian); Penerbitan lzin Usaha produksi Benih/Bibit
Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah
Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (meliputi:
Penatausahaan Penerbitan lzin Usaha Produksi Benih/Bibi
Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah
Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; penga.wasan
Pelaksanaan lzin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan
Pakan); Fasilitasi Asuransi Peningkatan Usaha Tani padi
(AUTP), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaaan, promosi
Hasil Pertanian, Pembinaan Fasilitator Pembiayaan petani
Sadaya (FPPS), dan Fasilitasi Pupuk Bersubsidi serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Usaha Pertanian; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Penerbi

berkaitan4 Tanaman Pangan
Hortikultura, dan Perkebu nan
Bidang keda,

penyla teknisbijakan
operasional kebijakan
pengoordinas

di bid

Melaksanakan bahanpenyiapan Program
bahan umpan san keperu

pelaksanaan
lan tapeman uan,

evaluas dan la ran anpe po Tanaman Panc 8an
Hortikul ratu Perdan bunanke

program kerja di bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebliakan teknis operasional di
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan;

c. Pelal<sanaan kebijakan di bidang Tanaman pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan perkebunan;

e. Pelalsanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d

a. Penyusunan bahan

pelaksanaan tugas,

INo



Melaksanakan Penlnaparn bahan penyusunan
program kerja, bahan perumusan kebijakan telcris
operasional, bahan pelaksanaan kej[iakan, bahanpengoordinasian administratit pela5ranan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pcmantauan, eva.luasi, dan pelaporan
di bidang Taaaman Pangan.

JABA]TAN UNIT oRGANISASI TUGAS FT,INGSI URAIAN TUGAS4.t UnsurKelompok
Pangan

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran
di bidang Tanaman Pangan;

b. Penyiapan ba.han perumusan kebilakan teb:is operasional di
bidang Tanaman Pangan;

c. Penyiaoan bahan pelaksanaan kebiiakan dr bidang Tanaman
Pangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Tanaman Pangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Tanaman Pangan meliputi:
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Pangan
(meliputi: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG,
Peningkatan Kualitas SDG, dan Pemanfaatan SDG);
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih Tanaman Pangan (meliputi: Penjaminan Peredaran
Benih, Pengujian Mutu Benih, Pengawasan Peredaran dan
Sertifikasi Benih, Pengendalian Penyediaan Benih, dan
Pengawasan Produksi Benih); Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan
(meliputi: Pengendalian Organisme Pengga-nggu T\rmbuhan
(OPT); Penanganarl Dampak Perubahan Iklim (DPI);
Pencegahan, Penanganan Kebakaran [a.han, dan Gangguan
Usaha; Penanggulangan Pasca Bencana Alam); Penyusunan
Peramalan Sasaran Luas Tanam, Luas Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan, Penyaluran Bantuan Benih
Tanaman Panga.n, Pelaksanaan Ubinan Komoditas Pertanian
Tanaman Pangan, dan l,a.poran Statistik Tanaman Pangan,
Informasi Harga Pasar Komoditas Tanaman Pangan dan
Analisa Ekonomi Usaha (AEU), Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman Pangan, Analisa Kehilangan Hasil Tanaman
Pangan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Tanaman Pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasa-n lain yang diberikan oleh
tulnan berkaitan de b

EEI



4.2
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Kelompok Unsur Hortikultura
program ke{a, bahan perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta baha-rr pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang H ortikultura-

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Hortikultura;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Hortikultura;

c, Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Hortikultura;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Hortikultura;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Hortikultura meliputi:
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGI Hortikultura
(meliputi: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG,
Peningkatan Kualitas SDG, dan Pemanfaatan SDG);
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih Hortikultura (meliputi: Penjaminan Peredaran Benih,
Pengnjian Mutu Benih, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi
Benih, Pengendalian Penyediaan Benih, dan Pengawasan
Produksi Benih); Pengendalian dan Penanggulangan Bencar.a
Pertanian Hortikultura (meliputi: Pengendalian Organisme
Pengganggu T[mbuhan (OPT]; Penanganan Dampak Perubahan
Iklim (DPII; Pencegahan, Penanganan Kebakaran [a]ran, dan
Gangguan Usaha; Penanggulangan Pasca Bencana Alam);
Pengembangan Kawasan Sentra Hortikultura; Pelaksanaan
Budidaya Ilortikultura Berbasis Good Agriculturepractices
(GAfl; Fasilitasi Pasca dan Pengolahan Holtikultura; Program
Obor Pangan trstari (OPALI; Peramalan Sasaran Luas Tanam,
Luas Panen, Proldivitas Komoditas Hortikultura; Laporan Data
Statistik Pertanian Hortikultura dan Penerapan Teknologi
Pertanian Modern Bercocok Tanam; lnformasi Harga Pasar
Komoditas Hortikultura; Ana.lisa Ekonomi Usaha (AEU) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Hortikultura; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
tberkaitan de

diberikan oleh

dan pelaporan di

pur



NO JABATAN UNTT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS4.3 Unsur PerkebunanKelompok

operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta baha! pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Perkebunan.

Melaksanakan
program kerja,

penlnapan bahan
bahan perumusan ke

penyusunan
bijakan teknis

a. Penyiapan bahan penyrsunan rencana program dan anggaran
di bidang Perkebunan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perkebunan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perkebunan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perkebunan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perkebunan meliputi:
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman
Perkebunan (meliputi: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian
SDG, Peningkatan Kualitas SDG, dan Pemanfaatan SDG);
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih Tanaman Perkebunan (meliputi: Penjaminan Peredaran
Benih, Pengujian Mutu Benih, Pengawasan Peredaran dan
Sertifrrkasi Benih, Pengendalian Penyediaan Benih, dan
Pengawasan Produksi Benih); Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Perkebunan
(meliputi: Pengendalian Organisme Pengganggu T\rmbuhan
(OPD; Penanganan DampaJ< Perubahan Iklim (DPII;
Pencegahan, Penanganan Kebakaran tahan, dan Gangguan
Usaha; Penanggulangan Pasca Bencana Alam); Penyusunan
Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan
Komoditas Perkebunan; Pemanfaatan tahan Bawah Tegakan
Hutan Untuk Budidaya Tanaman dan Pemupukan Berimbang;
Data Statistik Perkebunan dan Informasi Harga
Komoditas Perkebunan; Analisa Ekonomi Usaha (AEUI
Tanaman Perkebunan serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidang Perkebunan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
tuberkaitan dennan

lain
bidan

yang diberikan oleh

eva.luasi, dan pelaporan dr
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5 Bidang Ketahanan Pangan Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kerawanan

penyiapan
operasional,

bahan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan kebiial<an,

Ketersediaan Pangan, Pengarrekaragaman dan Keamanan
Pangan, Distribusi dan Harga Pangan;

b. Penyiapan bahan perumusa-r kebljakan teknis operasional di
bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan,
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Distribusi dan
Harga Panga.n;

c. Pelalsanaan kebijakan di bidang Kerawanan dan Ketersediaan
Pangan, Penganekaragamar dan Keamanan Panga.n, Distribusi
dan Harga Pangan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kerawanan dan
Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan
Pangan, Distribusi dan Harga Pangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kerawanan darr Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman dan

pengoorJinasian pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerawanan dan
Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman dan
Keamanan Pangan, Distribusi dan Harga Fangan.

Keamanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan; dan

f. Pelaksanaan iungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den

5.1 Kelompok Unsur Kerawanan dan
Ketersediaan Pangan

Melaksanakan penylapan bahan penJrusunan
program kerja, bahan perumuszrn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
aCministratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, waluasi, dan pelaporan
di bidang Kerawanan dan Ketersediaan pangan.

a. Penfapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan;

c. Penyiapan ba-han pelak:anaan kebijakan di bidang Kerawanan
dan Ketersediaan Pangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kerawanan dan Ketersediaan Pangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan meliputi:

.l9r

tsr
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Fengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Fangan Kabupaten
(meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan
Pangan; Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
Pengadaan Cadangan Pangan; Pemeliharaan Caoanga.n
Pangan); PenJrusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
Kecamatan (meliputi: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan); Penanganan
Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten (meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan;
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawalan Pangan yang Mencakup
dalam I (satu) Daerah Kabupaten); Pengelolaan Program
Lumbung Pangan Masyarakat; Fasilitasi Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG) serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemartauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitans.2 Kelompok

Penganekaragaman
Kearoanan Pangan

Unsur
dan

pan bahan penyusunan
pl.ogram ke{a, bahan p€rumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, perayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Penganekaragaman dan Keamanan
Pangal.

Melaksanakan penyla

xEt

a. Fenyiapan bahan penyusunan rencana progrem darr anggaran
di bidang Pengar:ekaragaman dan Kcamanan Pangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Penganekaragama:r dan Keamanan Pangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;

e. Pelayanar administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penganekaragaman dan Keamanan Paagan meliputi:



NO JABATAN UNMORGANISASI TUGAS FI.INGSI URAIAN TUGAS
Pelaksanaan Pencapa.ian Target Konsuosi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
(meliputi: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan
per Kapita per Tahun; Pemberdayaan Masyarakat da.lam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Ioka-l; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi
Konsumsi per Kapita p€r Tahun); Pelaksanaan Pengawasan
Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (meliputi:
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah;
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah;
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal T\rmbuhan Daerah;
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Ttrmbuhan
Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
dan Keamanan Pangan Segar Asal Ttrmbuhan Daerah);
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari; Pola Pangan
Harapan; Fasilitasi Lomba Cipta Menu; Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan; Promosi Pangan takal; Sosialisasi pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

5.3 Kelompok Unsur Distribusi dan
Harga Pangan

Melaksanakan penyiapan
program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengocrdinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Distribusi dan tiarga pangan.

bahan penyusunan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Distribusi dan Harga Pangan;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Distribusi dan Harga Pangan;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi
dan Harga Panga.n;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Distribusi dan Harga Pangan;

e. Pelayanal administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

a. Penyiapan

bidan Distribusi dan H Pan n meli uti:



JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
Penyediaan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
(meliputi: Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan,
Infrastruktr:r l^antai Jemur, Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan tainnya; Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Infrastruktur logistik; Penyusunan Rencana dan
Peta Jalan Kebutuhan Infrastrulrtur Pendukung Kemandirian
Paagan); Penyediaan dan Penyaluran Panga.n Pokok atau
Pangan [:.innya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan (meliputi: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan dan Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi
Palgan Pokok dan Pangan Lainnya; Pemantauan Stok,
Pasokan dan Harga Pangan; Pengembangan Kelembagaan dan
Jaringan Distribusi Par.gan dan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia); Penentuan Harga
Minimum Daerah untuk Pangan tokal yang Tidak Ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum
Pangan Pokok tokal); Informasi Harga; Pengembangan
Jaringan Pasar; Desa Mandiri Pangan; Pengembangan Model
Distribudsi Pangan Yang Efisien; Pendataan Rantai Pasok dan
Jaringan Distribusi Pangan Daerah serta kegiatan lain sesuai

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Distribusi dan Harga Pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sberkaitan

6 Bidang Penyuluhan penyiapan bahan program
penyiapan bahan perumusan kebijakan telrris
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Metode dan
Informasi Penyuluhan.

Melaksanakan a, nan bahan program kerja di bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Sumber Daya Peny'uluh, Metode dan Informasi
Penyuluhan;

b. Penlapan bahan perumusan kebdakan teknis operasional di
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Day
Penluluh, Metode dan Informasi Penyuluhan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Srtmber Daya Penyuluh, Metode dan Informasi

a. Penpsu

Pen luhan

EEI



JABATAN UNITORGANISASI TUGAS FUNGSI URALAN TUGAS
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan

dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Metode dan
Informasi Perryuluhan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh,
Metode dan Informasi Penyuluhan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d

6.1 Kelompok Unsur Kelembagaan
dan Pengembangan Sumber
Daya Penyuluh

penyiapan bahan penJrusunan
program kerja, bahan perumusan kebijakan telirris
operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian administrati( pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Kelembagaan dan pengembangan Sumber
Daya Penyuluh.

Melaksanakan

EEI

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya
Penyrluh;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasiona.l di
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya
Penyuluh;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidan
Kelembagaan dan Pcngembangan Sumber Daya Penyuluh;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya
Penyuluh meliputi:
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa (meliputi: Pembentukan Dan Pembinaan
Kelembagaan Penyuluhan IPOSLUDESI, Pembentukan Dan
Pembinaan Penyr.lluh Pertanian Swadaya); Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan
(meliputi: Sosialisasi Kelembagaan Petani dan Kerjasama Mitra
Tani/Pelaku Usaha, Pembinaan Sub Poktan, Poktan, Gapoktan
dan KTNA, Pembentukan Kelembagaan Sub Poktan, Poktan;
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani; Identifikasi Lahan,
Petani, dan Penyuluh; Penyampaian Aspirasi Petani dan
Program Pemerinrah; Panduan Pembuatan RUK, RKK, RDK dan
RDKK; Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran KTNA Ekspo/Agro
Ekspo serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

lenp
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6.2 Kelompok Unsur Metode dan
Informasi Penyuluhan

7 UPTD Benih Pertanian Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Pengelolaan
Perbibitan Benih Padi dan Hortikultura Serta
Sarana dan Prasarana Pertanian

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program ke{a, bahan perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan kebdakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Metode dan Informasi Penyuluhan.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya
Penyuluh; dan

g. Pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Metode dan Informasi Penyuluhan;
Penyapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Metode dan Informasi Penyu.luhan;
Penyrapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Metode dan
Informasi Penyuluhan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bid
Metode dan Informasi Penyuluhan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Metode dan Informasi Penyuluhan meliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian (meliputi: PenJrusunan Program
Penyuluhan Pertalian; Penyelenggaraan Siaran Pedesan
Bidang Pertanian; Fasilitasi Penggunaan Teknologi Informasi
Bidang Pertanian; Pelayanan Informasi Bidan
Pertanian);Pembentukan Can Penyelenggaraan Sekolah Lapan
Kelompok Tani Tingkat Kabupaten serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Metode dan Informasi Penyuluhan; dan

g. Pelaksanaan tujas kedinasan lain yang diberikan oleh
nan berkaitan sn

a. Penyiapan Rencana Keda dan
Pertanian;

Anggaran UPID Benih

b. Pengujian Mutu Benih, Penga.daan Benih, dan Pemasaran
Benih Padi dan Hortikultura Serta Sarana dan Prasara,ra
Pertanian serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPID
Benih Pertanian, dan

d. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lm tnan berkaitan den sn
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7.L Subbqgian Teta Usaha UPTD

Bcnih Pertanian
Memberikan pel,a5ra.nan telcris
iserta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan
UPTD Benih Pertenien-

dan adainistratif Pengoordinasian dan penyusunan
lingkungan t PTD Benih Pertanian;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan UPTD Benih Pertanian;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD B€nih
Pertanian;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan barang milik daerah di lingkungan UPTD Benih Pertanian;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
UPID Benih Pertanian;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD
Benih Pertanian; dan

g. Pelaksanaan frJlg3HriQ..Yang diberil€n pimpinan.

a. program dan angaran di

SRAGEN,

NG YI'NI SUKOWATI
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I,AMPTRAN XIIb
PERATI.'RAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 61 raHun zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIIGAS DAN FUNGSI
SERTATATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN

JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Dinas Memba.r tu Bupati dalam melaksalakan

Urusan Pemerintahan bidang pertanian
sub urusan sarana pertanian, sub
urusan prasarana pertanian, bidan
pertanian sub urusan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner, sub
urusan pengendalian dan

a. Perumusan kebija-kan bidang pertanian sub urusan salana
pertanian, sub urusan prasar€rna pertanian, bidang pertanian
sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian, dal sub urus€rn perizinan usaha
pertanian, bidang kelautan dan perikanan;

penanggulangan bencana pertanian, dan
sub urusan perizinan usa-ha pertanian,
bidang kelautan dan perikanan yang
menjadi kewenalgan Daerah dan Ttrgas
Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah-

b. Pelalsanaan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana
pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanial
sub urusar kesehatan hewan dan kesehatal masyarakat
veteriner, sub urusan pengendarian dan penanggulangan
bencana pertarrian, dan sub urusan perizinan usaha
pertanian, bidang kelautan dan perikanan;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana
pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan her*'an dan
kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan
usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan;

NO

f



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
Pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian sub urusan
sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang
perta,nian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizina:r
usaha pertanial, bidang kelautan dan perikanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

d.

t dan
2 Sekretariat

administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungal Dinas
Petemakan dal Perikanan.

pelayaaan teknis danMemberikarr a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Peternakan dan
Perikanan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Peternakan dan Perikanan;

d. Pengelolaan perlengkapan, adrninistrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas peternakan dan
Perikanan;

e, Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Pctemakan dan Perikanan;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pete.nakan dan Perikanarr; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain ya-ng diberikan pimpinan yang
tuberkaitarr d

2.1 Umum danSubbagian
Kepegawaian

Melaksanakan penyiipan bahan a. Penyiapiur bahan penyusunan rencana program dan anggaranpen]rusunan progr€rm keria, bahan di bidang Umum dan Kepegawaiarr;
perumusan kebijakan teknis operasional, b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibaharr pelaksanaal kebijakal, bahan bidang Umum dan Kepegawaian;
pengoordinasiar administratif, pelayanan Penyiapan bahal pelaksanaan kebija-kan di bidang Umum dan
admini stratif dan pelai<sa"naan kebijakan Kepegawaian;
daera.l. serta bahan pemantauar,, d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum Umum dal Kepegawaian;

e. Pelayanaa administratif dan pelaksanaan kebijakarr daerah didan Kepegawaian.

bidang Umum dan Kepegawaian meli ti:

gas gsll

gasn
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Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi IGpegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah;
Pengelolaan Protokol; laporalr Pelaksenaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan2.2 Kelompok

Evaluasi,
Keuangan

Unsur Perencanaan,
Pelaporan, dan

Melaksanakan penyraPan
pen1 rsunan program kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pela-ksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasial administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

ba}lan

evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan
Keuangan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaaa, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. lenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaarr, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporal, dan Keuaagarr;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuarrgan;

e. Pelayalan administratif dan pelaksanaal kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

uti:



NO JABATAN UNTT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI URAIANTUGAS
Perencanaarr, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
p:rubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ilchtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Adrninistrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan T\rnjangan ASN; Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Ttrgas ASN; Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan
Penytapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Pen5rusunal Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangar
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan taporan SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

an
g. Pelaksanaan

berkaitan den
lain

bid tu
tugas kedinasan yang diberikan oleh

Bidang Petemakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perbibitan Peternakan, Budidaya
Peternakan, dan Usaha, pengolahal dan
Pemasaran Hasil Peternakan.

Melaksanakan a. Penyu.sunan bahan program kerja di bidang Perbibitan
Peternakan, Budidaya Peternakan, dan Usaha, Pengolahan dan
Pemasarar Hasil Petemakan ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perbibitan Peternakan, BuJidaya Peternakan, dan
Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternaka-n;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbibitan Peternakan,
Budidaya Peternakan, dan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Petemakan;

3
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d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perbibitan

Peternakan, Budidaya Peternakan, dan Usatra, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapora:r di
Perbibitan Peternakan, Budidaya Pete'nakan, dan
Pengolatran dan Pemasaran Hasil Petemakan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Usatra,

3.1 Kelompok Unsur Perbibitan
Peternd<an

Melaksanakan penyiapan
sunan program kerja,

kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan keb[iakan, bahan
pengoordinasia.n administratif,
administratif dan pelaksanaan ke
daeratr, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Perbibitan Peternakan.

a. Penyiapan bahan pen)msunan rencana program dan anggaran
di bidang Perbibitan Peternakan;

b. Penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perbibitan Peternakan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbibitan
Peternakan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perbibitan Peternakan ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
Perbibitan Peternakan meliputi:
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Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (meliputi:
Penjaminan Kemumian dan Kelestarian SDG Hewan;
Peningkatan Kualitas SDG Hewan; Pemanfaatan SDG Hewan);
Peningkatan Mut'r dan Peredaral Bibit Ternak (meliputi:
Pengawasan Mutu Bibit Ternak); Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit Ternak (meliputi:
Penjaminan Peredaran Bibit Ternak; Pengujian Mutu Bibit
Temak; Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Bibit Temak;
Pengendalian Penyediaan Bibit Temak; Pengawasan Produksi
Bibit Ternak); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Temak dan
Rumpun/Galur Ternak (meliputi: Pelestarian dan Pemanfaatan
Wilayah Sumber Bibit Tema-k dan Rumpun/Galur Temak;
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/
Ternak); Pendataan Populasi Ternak, Temak Bibit, Produksi
Ternak Bibit, dan Perkembangan Populasi Ternak; Registrasi
Ternak; Penyaluran Mani Beku; Bimbingan Peningkatan
Produksi Ternak; Pemberdayaan Kelc,mpok Peternak; Penilaian
Kinerja lnseminator serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perbibitan Petemakan; dalr

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bianUnsur BudidayaKelompok

Peternakan

daerah, serta ba-han pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Budidaya Peternakan.

pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
ballan pelaksanaan kebija-kan, bahan
pengoordinasial adrn: ni stratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan

Melaksanakan bahanpenlnapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Budidaya Peternakan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Budidaya Peternakan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan ke bijakan di bidang Budidaya
Petemakan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Budidaya Peternakan;

e. Pelayanaa administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bid Budidaya Peternakan neli uti:

EET

3.2
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Peningkatan Mutu dan Peredaran Tanrrnan Pakan Temak
serta Pakal dalam Daerah (meliputi: Pengawasan Mutu Bahan
Pakan/Pakal/Tanaman Skala Kecil; Pengawasan Peredaran
Bahan Pakan/Paxan, Bibit Hijauan Pakan Temak);
Pengendalian dan Pengawasan Penycdiaan dan Peredaraa
Hljauan Pakan Ternak dalam Daerah (Penjaminan Peredaran
HPT, Ba-han Pakan/Pakan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan Ternak yarrg Sumbernya dalam I (satu)
Daerai L,ain (meliputi: Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbemya dari Daerah Lain); Pengembangan l,ahan
Penggembalaan Umum (mel-iputi: Identifrkasi dan Penetapan
Lahan Penggembalaan Umum; Pengelolaan L,ahan
Penggembalaan Umum; Pembinaan dan Pengawasan Lahan
Penggembalaan Umum); Fasilitasi Bantuan Ternak dan Moda-l
Ternak; Peta Potensi Kawasan Budidaya Petemakan;
Penyuluhan Peternakan; Sertilikasi Mutu Pakan Ternak serta
kegiatal lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual,
bidang Budidaya Petemakan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
berkaitantnan tu

evaluasi, dan pelaporan di

lain yang diberikan oleh

3.3 Kelompok Unsur Usaha,
Pengolahan, dan Pemasaran
Hasil Peternakan

pen5rusun€rn program kerja, bahan
pemmuszrn kebija_kan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelal<sanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemant3.uan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Usaha,
Pengolatran, dan Pemasaral Hasil
Peternakan.

Melaksanakan ba-hanPenylapan a. Penyiapan bahan penyusun.rn rencana program dan anggaran
di bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil
Petemakan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Usaha, Pengolahan, dar: Pemasaran Hasil Peternakan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebija-kan di biciang Usaha,
Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Petemakan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
lahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan;Usa-ha, Pen
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e. Pelayanan administmtif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Usaha, Pengolahan. dal Pemasaran Hasil Peternakan
meliputi:
Penatausahaan Penerbitan lzin Usaha Produksi Bibit Ternak
dan Pskan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan;
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasiiitas Pemeliharaan
Hewan; Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit
Hewal/Pasar Hewan; Pengawasan Pelaksanaal lzin Usaha
Rumah Potong Hewan; Asuransi Usaha Ternak Subsidi;
Fasilitasi Lomba Ternak dan Kelompok Peternak; Pengelolaarr
Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan; Pengelolaan Data
Informasi Harga Pasar; Promosi Atas Hasil Produksi
Peternakan Unggulan Daerah; Pengelolaan Pasar Hewan dan
Pasar Produksi Hasil Peternakan serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
bidan tuberkaita:r de

4 Bidang Kesehata.n Hewan akan penlapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan lemberantasan penyakil
Hewan, Observasi Penyakit Hewal da:r
Obat Hewan, dan Kesehatan Masya-rakat
Veteriner.

Melaksan a. Penyusunan ba-han program ke{a di bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan, Observasi Penyakit Hewan
dan Obat Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Pemberantasaa Penyakit Hewan,
Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan, dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan, Observasi Penyakit Hewan
dan Obat Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Iwo

prm
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d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegatran dart

Pemberantasan Penyakit Hewan, Observasi Penyakit Hewan
dan Obat Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

e. Pelaksanaan pemantauam, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegatran dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Observasi
Penyakit Hewan dan Obat Hewan, dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
denean bidane tugasnva.

4.1 Kelompok Unsur Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
Hewan

Melaksanakan penyiapan bahan
program kerja,

perumusan kebijakan teknis operasional,
batran pelaksanaan kebijakan,
pen goordinasian administratif,
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daeratr, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan.

a. Penyiapan batran penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

b. Penyiapan bahan perumus€rn kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

c.

d.

e.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan Caerah di
bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

ti:
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Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular;
Penanggulalgan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan
Menular; Penilaian Risike Penyakit Hewan dal Keamanan
Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan
Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan
Produk Hewan; Pemeriksaan Kesehatan Hevran dan Prod
Hewal di Perbatasan Lintas Daerah; Penanggulangan Ben
Non Alam yang Bersifat Zoonosis; Penarrggulangan
Bencana AIam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewdn;
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Untuk Hewan Besar PKB dan
ATR; Penyeliaan Paramedis Kesehatan Hewan; Bimbingan
Pelayanan Kesehatan Hewan; Penerbitan Surat Keteraagan
Kesehatan Hewan dan Sertifikat Kesehatan; Pelaksaaaan
Pengelolaan Penyakit Ikan dan Pengawasan La-lu Lintas
Tata Niaga Perikanan; Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
bid tuberkaitan den

yang diberikan oleh

4.2
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
adrr.inistratif dan pelaksarraa'r kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Observasi Penyakit Hewan dan Obat

Observasi Melaksanakan
dan Obat

bahalPenyrapanUnsur
Hewan

Kelompok
Penyakit
Hewan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan;

c. Penyiapan bahan pelaksarraa:r kebijakan <ii bidang Observasi
Penyakit Hewan dan Obat Hewan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan;

EEI
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Hewan e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiakan daerah di

bidang Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan meliputi:

Pemeriksaan Mutu, Ktrasiac dan Keamanan Peredaran Obat
Hewan; Penindakan atas Penyimpangan Pcnyediaan dan
Peredaran Obat Hewal; Penyediaan Pelayanan Jasa
Laboratorium; Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha
Pengecer Obat Hewan; Pengawasan Pelaksanaan lzin Usaha
Pengecer Obat Hewan; Surveylens, Penyidikan Epidimiologi,
dan Pemantaual Penyakit Zoonosis Hewan dan Ikan serta
Penetapan Status Wilayah Terkait Penyakit Hewan dan Ikan;
Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dari
Penyakit Hewan/Ikan Menular; Surveylens dan Pemetaan
Penyakit Hewal dan Penyakit Parasit Hewan (Non Penyakit
Hewan Menular Strategis/PHMS) serta Penyakit Ikan;
Pembuatan Peta Penyakit Hewan/Ikan; Penanggulangan
Gangguan Reproduksi, Pelaksanaan Survelens Rabies dan
Anthrax serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bal:an pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnar. berkaitan bid tu

4.3 Kelompok Unsur Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Melaksanakan
pen]nrsunan

daerah, serta
evaluasi, dan

PenJ apan
program kerja,

bahan
peiaporan

perumusan kebliakan telmis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan

bahan
bahan

pemantauan,
di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

a. Penyiapan bahan penyrsunan rencana program dan anggaraa
di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kesetratan Masyarakat Veteriner;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidarg
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Pendampingan Unit Usaha Hewan dan produk Hewan;
Pengawasan Peredaran Hewan dan produk Hewa,n; penetapan
Pemenuhan Persyaratan Teknis; Pengujian l.aboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner; pendampingan penerapan
Unit Kesejahteraan Hewan; Penanganan atas pelanggaran
Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya; pembinaan
Hegiene Sanitasi Kepada Pelaku Usaha, Optimalisasi
Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengawasan
Pemotongan Hewan Ruminarsia Betina produktif, penerbitan
Surat Keterangal Kesehatan Asat Daging, Rekomendasi Halal
Pemotongan Hewan serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelapr,ral di
bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

tratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kesehatan Masyarakat Veterir'.er meliputi:

e. Pelayanan adminis

bidan tuberkaitan5 Bidarrg Perikanan

kebijakan teknis operasioual,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaal tugas, pemantauan,
eval.uasi, dan pelaporan di bidang
Perikanan Budidaya, pelestarian Sumbei
Hayati Perairan dan penangkapan Ikan
dan Penguatan Daya Saing produk.

ke.j penJn
Melaksanakan en an bahanp pyla proEram

ana, anbahap um sanPeru
suna-n bahan program kerja di bidang

Budidaya, Pelestarian Sumber Hayati perairarr

Budidaya, Pelestarian Sumber Hayati

Penangkaparr Ikan dan Penguatan Daya Saing produk;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrris operasional di

bidang Perikanan Budidaya, pelestarian Sumber Hayati
Peraira-n dan Penangkapan Ikan dan penguatarr Daya Saing
Produk;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan Budidaya,
Pelestarian Sumber Hayati Perairan dan penangkapan Ikan
dal Fenguatan Daya Saing F,roduk;

d. Pengoordinasia-n pelaksanaan fugas di bidang perikanan

a. Penyu

Ikan dan Pen tan Dava Sain

Perikanan
dan

dan
Penarr

Perairan
Produk;

lna ygnt
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Penangkapan Ikan dan Penguatan Daya Saing produk; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

e Pelaksanaan dan dipemantauan evaluasi, pelaporan
Perikanan SumberPelestarianBudidaya, PerairanHayati

pimpinan sesuai
5.1 Kelompok Unsur

Budidaya
Perikanan penyiapan bahan

pen5rusunan program kerja,

administratif dan pelaksanaan
daeratr, serta bahan
evaluasi, dan pelaporan
Perikanan Budidaya.

perumusan kebijalcan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, batran

tauanpeman ',
di

Melaksanakan

administratif,

b- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang Perikanan Budidaya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan
Budidaya;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perikanan Budidaya;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

a. Penyiapan batran penyusunan
di bidang Perikanan Budidaya;

rencana program dan anggaran

Perikanan ti:

FI'NGSI/URAU
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tan Izin Usaha Perikanan di Bidarrg Pembudidayaan

dan/atau Tenaga Kerja Asing); Pemberdayaan pembudi

Ikan (meliputi: Penetapan Persyaratan dan prosedur, serta
Pelayanan Penerbitan lztr: Usaha perikanarr Bidang
Pembudidayaan Ikan yang t'sahanya, l,okasi, dan/atau
Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam I (satu) Daerah
Kabupaten yarrg Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi
Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing

Ikan Kecil (metputi: Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya
Ikan Kecil; Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan darr
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha; Pemberian pendampingan,

Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan darr pelatihan);
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDpIK)
(meiiputi: Penetapan Persya-ratan, Prosedur, dan penerbitan
Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK));
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (meliputi: penyediaan Data
dan Informasi Pembudidayaan Ikan; Penyediaan prasarana dal
; Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan;
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;

f. Penyiapan bahan pemancauan, evaluasi, darr pelaporan di
bidang Perikanan Budidaya; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan

Penerbi

[n an bid tu
oleh

berkaitan sn

Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan

5.2 Kelompok Unsur Pelestarian
Sumber Hayati Perairan dan
Penangkapan Ikan

Mela-ksanakan penyiapal bahan a. Penyiapan bahan penyusunan rencuula program dan anggaranpen)rusunan Prografi kerja, bahan di bidang Pelestarian Sumber Hayati perairan danperumusan kebijakan teknis operasional, Penangkapan Ikan ;bahan p:laksanaan kebijakan, bahan b. Penyiapan bahan perumusan kebi, akan teknis operasional dipengoordinasian administratif, pelayanan bidang Pelestarian Sumber Hayati Perairarr dan penalgkapan
administratif dan pelaksanaan kebijakan Ikan
daerah serta bahan pemantauan, c. Penyiapan bahan pelaksanaar kebljakan di bidang pelestarian
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelestarian Sumber H ti Perairan dan

Sumber Hayati Perairan dan Penangkapan lkan ;
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Penangkapan Ikan .

Pelestarian Sumber Hayati Perairan dal penangkapan Ikal ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pelestarian Sumber Hayati Perairan dan penaogkapan
Ikan meliputi:
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yarrg dapat
Diusahakan (meliputi: Penyediaan Data dan Informasi Sumber
Daya lkan; Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap;

pengoordinasian administratif di bidan

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha perikanan Tangkap);
Pemberdayaan Nelayan Kecil (meliputi: pengembangan
Kapasitas Nelayaa Kecil; Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan
dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; pelaksanaan
Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan,
Kemitraan Usaha); Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan; Penerbitan Tanda DaItar, penerb t-tan lan
Pengadaan, dan Penda-ftaran Kapa.l perikanan Berukuran
sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan;
Pembinaan dan Pengembangan perikanarr Tangkap;
Pelestariarr Sumber Hayati di Perairan Umum; Fasilitasi
Bantuan Premi Asuralsi Nelayan (BPAN) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelestarian Sumber Hayati Perairan dan penangkapan

u.an

d. Penyiapan bahan

berkaitan tu

Ikan ; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

5.3 Kelompok tlnsur Penguatan
Daya Saing Produk

a. Penyiapan bahan penyusu
di bidang Penguatan Daya

nan rencana progr€rm dan anggaran
Saing Produk;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penguatan Daya Saing Produk;

Melaksana-kan
pen]rusun€rn

penyiapan bahan
baha-nprogram kerja,

perumus€rn kebijakan tekrris operasional,
bahan elaksanaan kebijakan, bahan
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evaluasi, dan nelaporarr di
Penguatai Daya Saing produk.

pengoordinasi
adrnini tratif bij

bi

an administratif, pelayanal
s dan laksan keaanpe akan

daera-h sert bahan uantaPeman
d

bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Penguatan
Daya Saing Produk;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penguatan Daya Saing Produk;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidaag Penguatan Daya Saing produk meliputi:
Penyediaan Data dan Informasi Usaha pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan; Pelaksanaan Bimbingan dan

Pengawasan Alat Pengolahan Hasil perikanan serta kegiatan
lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarrg Penguatan Daya Saing produk; darr

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha pengolahan
dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; peningkatan
Ketersediaan Ikarr untuk Konsumsi dan Usaha pengolahan;
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha perikanan Skala Mikro
dan Kecil; Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi
Perikanan; Fasilitasi Bantuan Sarana dan prasarana pengolah
dan Pemasaran Hasil Perikanal, Pengawasar pemasaran Hasil
Produksi Perikanan, Informasi Harga Ikan di pasar,

c. Penyiapan

lnan berkaitan bid6 UPTD Aneka Usaha Temak dan
Rumah Potong Hewan

Kegiatan Pelayanan
an, Inseminasi Buatan,

Penyediaan Bibit Ternak, pengembangan
Budi Daya Ternak, serta pengelol;an
Rumah Potong Hewan dan Unggas

Melaksanakan
Kesehatan Hew

Rencana Kerja darr Anggaran UPTD Aneka Usaha
Ternak dan Rumah Potong Hewan;

b. Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan, peuyediaan
dan Pengadaan Bibit Temak, pengembangan Bud.i Daya
Temak, Pengelolaan Rumah potong Hewan dan Unggas,
Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah potong
Hewan serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas UpTD
Aneka Usaha Ternak dan Rumah potong Hewan, darr

a. Penyiapan



JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
tugas kedinasan lain yang diberikan olehd. Pelaksanaan
berkaitalrUPTD Aneka Usaha Itian Kegiatan Pelayanarr

Peraasaran Benih Ikan
Melaksarrakan
Penyediaan dan

Rencarra Kerja dan Anggaran UPTD Aneka Usaha
Ikan;

b. Pelayanan Penyediaan dan Pemasaran Benih Ikan sert
kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

c. Pelaksanaa-n pemantauan, evaluasi darl pelaporan tugas UpTD
Aneka Usaha Ikan, dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yan! diberikan oleh

a. Penyiapan

berkaitan den tu

UPI '4

SRAGEN,

G YUNI SUKOWATI

7

NO



LAMPIRAN XIIIa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6{ TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

SRAGEN,

Kepala Dinas

Sekretar-iat

Subbagian Umum dan
Kepegawaiarl

Subbagian Pcrencanaan,
Evaluasi, Pclaporan, dan

Keuantan

Bidang t alu Lintas
Bidang Angkutar dan

Termioal

Seksi Angkutan

Bid:,ng Keselamatan L3lu
Lintas dan Angkutan Jalan

dan Perperkiran

Seksi Keselamata.n l"alu
Lintas dan A.ngkutan Jalan

Seksi Prasamrla dan
Pcrleogkapan Jalan

Seksi Pengelolaan Terminal

UPTD

Seksi Pengelolaan
Perparkiran

Kelompok
Jabatan

Fungsional

IIIIII IrIIIIIIII
GYUNI SUKOWATI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Seksi Manajemen dan
Rekayasa l,alu Lintas



I"AMPIRAN )Orrb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6tlreuuN 2o2t
TEI.ITANG
KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER^IA PERANGIGT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI TUGASI Kepala Dinas

diberikan kepada Daeratr.

tu Bupati dalam melaksanakan

uperh bungan kewenangan
danDaeratr PembantuanTtrgas

Memban
Urrsan Pemerintahan

yang menjadi c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidan
perhubungan;

d. Felaksanaan admirristrasi dinas bidang perhubungan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

dan

bungan;
perhubun'gan;

a. Perumusan akan ukeb!j bidang perh
b. Pelaksanaan akankebij bidang

bupati terkait
2 Sekretariat

pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perhubungan.

teknis danMemberikan
administratif

pelayanan
serta

penJrusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas perhubungan;

b- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kiprotokolan di
lingkungan Dinas perhubungan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Perhubungan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunja'g di lingkungan Dinas perhubungan;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata 1aksana di lingkungan
Dinas Perhubungan;

f. Pengelolaan urusan Aparatur sipil Negara di lingkungan Dinas
Perhubungan; dan

a. Pengoordinasian dan

Pelaksanaang. lain diberikanfungsi yang pimpinan
tanberkai



JABATAN UMT oRGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS2.L Umum danSubbagian
Kepegawaian pen5rusunan Program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan petaksanaan kebijakar, bahan

penyiapan bahan

pengoordinasian admioistratif, pelayalan
administratif dan pelaksarraan kebllakan
daerah, serta ballan pemartauan,
evaluasi, dan pelaporal di bidang Umum
dan Kepegawaian.

Melaksanakan

di bidang Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Urrum dan Kepegawaian;
c. Penyiapan bahan peiaksanaan kebijakan di bidar:g Umum dan

Kepegawaian;

Pan bahan pen5.usunan rencana program da11 anggaras

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidan
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan pemetharaan Barang
Milik Daerah Penunjalg Urusan pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Pubiik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata La_ksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

a. Penyia

berkaitan den bidan tulnan
2.2 Perencanaam,

Pelaporan, dan
Subbagian
Evaluasi,
Keuangal

penJrusunan program keda, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan peiaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dal pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan

Melaksanakan bahanpenyrapan

Keuan

penJrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporal, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaxsanaan kebijakan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan ballan pengoordinasian administratif di bidang

a. Penyiapan bahan

orar, dan KeuanPerencanaan , Evaluasi, Pel

tEr



JABATAN IJN]T ORGANISA SI TUGAS TUGASFUNCSI

3 penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan
kebijakan teknis
pelaksanaan kebijakan, pengoord.inasian
pelaksanaan tugas, pemantauan,

Melaksanakan
pemmusan

operasional,

evaluasi, dan an di bidan

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggara:r, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunaa Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyu.sunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerahl; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan G4ii dan Tunjanlan ASN; penyediaan
Administrasi Pelaksanaan T\rgas ASN; Pelaksanaan
Penatausa.haan dan Pengujian/Verifrkasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaal dan
Penyiaparr Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informas; Koordinasi Penyusunan Iaporan SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauaa, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh
an berkaitan de bid tu

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Manajemen dan Rekayasa LaIu Lintas, prasarana dan
Perlen an Jalan;

Bidang I-alu Lintas

NO

prm
F

g,



NO JABATAN /UMT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/ T,'RAIAN TUGAS
Man4emen dan Rekayasa Lalu Lintas,
Prasarana dan Perlengkapan Jalan

c. Pelaksanaan kebiiakan di Manqiemen dan Rekayasa
Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Manqiemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

e. Pelahsanaan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Manqiemen dan Rekayasa Ialu Lintas, Prasarana dan
Perlengkapan Jalan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bid4frg ttrgasnya.

3.1 Seksi Manajemen dan
Lalu Lintas

a. Pen5napan batran penyusun€rn rencana prograrrr dan
di bidang Manqiemen dan Rekayasa Ialu Lintas;

b. Penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Manqiemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

c. PenSnapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Man4iemen
dan Rekayasa Lalu Lintas;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di
Manqiemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Manajemen dan Rekayasa l^alu Lintas meliputi:

perumus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, batran
pen goordinasian administratif,

Melaksanakan
penJrusunan

administratif
daerah, sel

penyiapan
program kerja, bahan

dan pelaksanaan kebijakan
ta batran pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang
Manqiemen dan Rekayasa Lalu Lintas.



NO ABATANJ oUMT SIRGANISA TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
Penetapan Rencana Induk Jaringal LLAJ (meliputi:
Pelaksanaan Penyusunan, Penetapan Kebijakan, Sosialisasi,
darr Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LL,A.I);
Pelaksanaan Manqlemen dan Rekavasa lalu Li:-rtas (meliputi:
Penataan Manajemen dan Rekayasa Ialu Lintas Untuk
Jaringan Jalan; Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
Pemeliharaan Perlengkapan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas; Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Ialu Lintas untuk Jaringan Jalan; Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan (termasuk
Pengaturan Petugas dalam Pengamanan Kunjungan Pejabat
dan Kegiatan lainnya yang Memerlukan Manqiemen dan
Rekayasa lalu Lintas) untuk Jalan Kabupaten; Forum [,alu
Lintas dan Angkutan Jalan); Persetujuan Hasil Analisis
Dampak lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten (meliputi:
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin; Peningkatan
Kapasitas Penilai Andala.lin; Koordinasi darr Sinkronisasi
Penilaian Hasil Andalalin; Pengawasan Pelaksanaan
Rekomendasi Andalalin); Fasilitasi L,omba Wahana Tata
Nugraha serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasr, dan peiaporan di
bidang Manajemen darr Rekayasa t alu Lintas; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bid tu SN a3.2 Seksi Prasarana

Perlengkapan Jalan
darr

penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebiiakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, ba-han
pengoordinasian administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaal kebijakan

bahan

Melaksanakan

pemantauan,

bahan

daerah,
evaluasi

serta
dan di bi

penylaPan a. Penyiapan ba-han penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Prasarala dan Perlengkapan JaJan;

b. Penlapan baharr perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Prasarana dan Perlengkapal Jala,n;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana
dan Perlengkapan Jalarr:

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Prasararra dan Perle an Jalan;



NO JABATAN RGANISASIoUNIT TUGAS PUNGSI URAIANTUGAS
Prasarana dan Perlengkapan Jalan. administratif dan pelaksanaan keb{ia}arr daerah di

bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan meliputi:

Penyediaan Per'engkapan Jalan di Jalan Kabupaten (meliputi:
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten;
Penyediaan Perlengkapar Jalan di Jalan Kabupaten;
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalarr; Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

e, Pelayanan

tuberkaitan de4 ang Angkutan dan TerminalBid

pelaksanaan tugas, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Angkutan dan Pengelolaan Termina-I.

kerj
knisbu asional

bij ordinasian

Melaksana-kan bahan program
a bahanpenjna erumpan us,ulp

ke akan te rope
ke akanpelaksanaan goPen

sunal bal-an program kerja di bidarrg Angkutan dan
Pengelolaar Terminal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Angkutan dan Pengelolaan ferminal;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Angkutan dan pengelolaan
Terminal;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Angkutan dan
Pengelolaan Terminal;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Angkutal dan Pengelolaan Terminal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidan tuden a

a. Penyu

4.1 Seksi Angkutan
penyusunan program kerja, bahan
perumus:rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauai,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Angkutal.

Melaksanakal bahanpenyiaparr an bahan pen1rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Angkutan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Angkutan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dr bidang Angkutal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Angkutan;

e. Pelayaral administratif dan pelaksalaaa kebijakan daerah di

a. Penyiap

uti:bidarg Angkutan meli

penyiapan



NO JABATAN I'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI T'RAIANTUGAS
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
dan/ atau Barang; Penetapan Kawasan Perkotaan un
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1

(satu) Daerah Kabupaten dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten;
Penetapan Rencana Umum Jaringal Trayek Perkotaan dan
Pedesaan dalam 1 (satu| Daerah; Penetapan Wilaya-h Operasi
Angkrrtan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten; Penerbitan lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang
Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan;
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan
Dalau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga
Negara Indonesia atau Badan Usaha; Pembangunan dan
Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau; Penerbitan Izin
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai
dengan Domisili Badan Usaha; Penetapan Tarif Angkutatl
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan
beserta Muatarnya; Penetapan Rencana Induk dan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporai di
bidang Angkutan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberika.n oleh
an tuan berkaitan den bidan

4.2 Seksi Pengelolaan Terminal
pen)rusunan program kerl'a, bahan
perumusan kebijakat teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratit pelayanan
administratif dan pelaksalaan kebijakan
daerah, serta bal"an pem€rntauan,

a-rlgevaluasi, dan pelaporan di bid

Melaksanakarr bahanpen)napan a. Penyiapan bahan penyrsunzul rencana program dan anggaran
di bidang Pengelolaan Terminal;

b. Penyiapar bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
biciang Pengelolaan Termirral;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaaa
TerminaJ;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaal Terminal;



JABATAN oUMT RGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
Pengelolaan Terminal. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebliakan daerah di

bidang Pengelolaan Termin_al meliputi:
Penyusunarr Rencana Pembangunan Terminal penumpang
Tipe C; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan
Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dal Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung); peningkatan
IGpasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C; Pengelolaan
Terminal serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Terminal; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
tuberkaitan den5 g Keselamatan [^alu Lintas

dan Angkutan Jalan dan
Perparkiran

Bidan penyiapan bahal program
pan bahal perumusan

kebijakan teknis operasional,
pelaksanaan kebijal:an, pengoordinasiarr
pelaksanaan tugas, pemantauan,
eva.luasi, dan pelaporan di bidang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Pengelolaan perparkiran.

Melaksanakan
kerja, penyla

e. Pelaksaaaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan
Perparkiran; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

sunan bahan program kerja di bidang Kesele'natal L,alu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Pengelolaan Perparkiran ;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan Lalu Lintas da-o
Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalal dan Pengelolaan Perparkiran;

bidan tu

a. Peny,u

5.1 Seksi Keselamatan [-alu Lintas
dan Angkutal Jalan

penyiapan baha;r
penJrusun.rn program kerja, bahan
perumus€rn kebijakan telmis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, ba_han

n goordinasian administrati

Melaksanakan

f, pelayanan

penyusunan rencana program dan arrggaral
di bidang Keselamatan I-aIu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di

a. Penyiapan bahan

Keselamatan LaIu Lintas dan An tan Jalan;bi

NO



Seksi Pengelolaan Perparkiran

NO JABATAN UMTORGANISASI TUGAS FT'NGSI TUGAS

evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keselamatan IaIu Lintas dan Angkutaa
Jalan.

administratif kebijakanpelaksanaan
daer sertaah, bahan tauaII,peman

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e. Pelayanaa administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ;
Pelaksanaan krspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Pelaksanaaa Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Terminal; Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor; Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; Pengawasan
Keselamataa lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sesuai
Kewenangan; Penegakan Hukum oleh PPNS bidang LaIu Lintas
dan Angkutan Jalan; Pembinaan Komunitas Masyarakat Sadar
Keselamatan (KMSK), Penyuluhan Keselamatal Berlalu Lintas
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Kesela'natan LaIu Lintas dan -{ngkutan Jalan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
bidan tuberkaitan a-

5.2
pen]rusunan program kerja, bahan
perumus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijalan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Perparkiran.

Melaksanakan bahanPenJnaParr a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran
di bidang Pengelolaan Perparkiran;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Perparkiral;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelol.ran
Perparkiran;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaan Perparkiran;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaarr kebijakan daerah di
Pen rilolaan Pe kiran melibi

dan



JABATAN RGANISASIoI.TNTT TUGAS Ft,NGSI URAIANTUGAS
tasi Pemenuhal Persyaratan Perolehan lztr,.

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir
Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunarr Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten;
Penyusunan Studi K4iiaa Perpakirar:, Pengelolaal dan
Penyelenggaraan Perpakiran; Pengadaan Fasilitas Perpakiran;
Pengawasan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Perparkiran
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Perparkiran; dan

g. Pelaksanaarr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Fasili

berkaitan den snbidan tu6 UPTD Pengujian
Bermotor

Kendaraan Melaksanakan Kegiatan
Kendaraan Bermotor

Pengujian

Retribusi Pengujian Berka.la Kendaraaa Bermotor; Monitoring
dal Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor; Penyelenggaraa-t Pelayanan Pengujia-,t Kendaraan
Bermotor serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggara;n UPTD pengujian
Kendaraan Bermotor;

b. Penyediaal Sarana dan Prasarana Pengujiarr Berkala
Kendaraan Bermotor; Peningkatal Kapasitas SDM pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor; Registrasi Kendaraan Wajib Uji
Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Stand
Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Identilikasi dan Analisis Potensi Jumiah Kendaraan Bermotor
Weiib Uji; Pemeliharaan Saraaa dan Prasarana Pengujial
Berkala Kendaraan Bermotor; Koordinasi Penyelenggaraan
Pengujiaa Berkala Kendaraan Bermotor; Penetapan Tari

c. Pelaksanaan pemantauan, eva_luasi dan pelaporal tugas UpTD
Pengujiaa Kendaraan Rermotor , dan

EEI

plm



NO JABATAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
tugas kedinasan lain yarrg diberikan olehd. Pelaksanaan

an berkaitarr
6.1 Subbagian lata Usaha UPm

Pengujian Kendaraan Bermotor
pelayanan teloris dan

ado.inistratif serta koord.inasi
pelaksanaan tugas di lingkungan UpTD
Pengujian Kendaraan Bennotor.

Memberikan a. Pengoordinasian dan penJrusunan program darr anggaran di
lingkungan UPID Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
iingkungan UPTD Pengujian Kendaraarr Bermotor;

c. Pelaksanaan pengelolaan keualgan di lingkungan UPTD
Pengujian Kendaraarr Bermotor;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
dan barang milik daerah di lingku_4gan UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD
Pengujial Kendaraan Bermotor ; dan

g. Pelaksalaan diberikan pimpinan.
/

I +
RAGEN,

GYUNI SUKOWATI
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

LAMPIRANKVa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6q TRSUNZOZT
TENTANG '
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KEzuA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

SRAGEN,

Kepala Dinas

Sekretariat

Subbagian Umum dan
Kepegawaiarr

Subbagian Perencalaan,
Evaluasi, dan Pelaporan Subkoordinator

dan Kelompok
Jabata,

F!ngsional

Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

Bidang Pengclolaan
Informasi Administrasi

Kependudukan

Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Subkoordinator
dan Kelompok

Jabatan
Fungsional

Subkoordinatoi
dan Kelompok

Jabatan
Fungsional

Subkoordinator
dan Kelompok

Jabatan
Fungsiorlal

Subkoordinator
dan Kelompok

Jebatan
Fungsional
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IAMPIRAN)gvb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR Gqrauurzozr
TEI{TANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FT,JNGSI
SERTATATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

TUGAS DAN Ft'NGSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN UMTORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
Kepala Dinas Membantu Bupati da-lam melaksanakan a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan

Urusan Pemerin tah€rn bidang sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan

sipil;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi oan pelaporan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan

pencatatan sipil; dan
e. Pelaksanaal fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

kependudukan dan pencatatan sipil
yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yarg diberikan
kepada Daerah.

dan fun
Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran dan

admini Stratif serta koordin eval kinerj di lingku Dinas Ke dudukan danasl uasl a ng€rn Pen
Pelaksanaan D Pen S piItnas catatan t
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Pengelolaan p:rlengkapan, administrasi umum, rurnah tangga,

aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pcncatatan Sipil;

e. Pengelolaan urusan orgalisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas endudukan dan Pencatatan Si

I

2

tugas di lingkungar



JABATAN /UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/I'RAIAN TUGAS
f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungal Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan .

g. Pelaksanaan fungsi lain yarrg dib€rikan pimpinan yang berkaitan
d

Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksana-kan ba]lanpenjnapan a. Penyiapan bahan penTusunan rencana program dan anggaran di
bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaar kebijakan di bidalg Umum dal
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
l,aporan Pelaksalaan Reforrnasi Birokrasi; Pelayanar Publik dan
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata laksana Perangkat
Daerah; serta kegiatarr lam sesuai bidang tugasnya.

pen1 rsunan program kerja, bahan
perumusan kebijal<an teknis
operasional, ba-han pelaksanaan
kebliakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daera_h,
serta bahal pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

f.

g.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan d bi tuSubbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanakan Penjnapan bahan a.

b.

c.

A

Peoyiapan baharr penyusunan rencana progr€rm dan anggaran di
bidang Perencalaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Penyiaparr bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencaaaan,
Evaluasi, dan Pelaporan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

pen5rusunan progra-rn kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksa.naan
kebijakan, bahan pengoordinasiarr
administratif, pelayanar adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan emantauan, evaluasi, dan Perencanaan, Evaluasi, dan Pela

2.t

2.2

NO



NO JABATAN/UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
di bidang

Evaluasi, dan Pelaporan.
Perencanaan e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:
Perencanaan, Pengarrggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan l.aporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kine{a
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan lnformasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dal

g. Pelaksarraan tugas kedinasan lain yarrg diberikan oleh pimpinan
berkaitan den

2.3 Melaksanakan penyiapan bahan a.

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Keuangan;
Pen5aapan bahan perumusan kebijal:an teknis operasional di
bidang Keuangan;
PenSnapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

pen3rusun€rn program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakal, bahan pengoordinasial
administratif, pelayanan
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta ba-han pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Keuangan.

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;
Pelayanan art:ninistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah oi

Ke meli uti:

Kelompok Unsur Keuangan



NO TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Ar{ministrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan
Gaji dan Ttrnjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaart
T\rgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD; Koordinasi dart
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyrapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/
laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangal Perangkat Daerah; Koordinasi
Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bi

3 Bidang Pelayanal Pendaftaran
Penduduk

Melaksanakan penyiapan bahan
program kerja, penyiapan bahan
pemmus€rn kebijakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dar pelaporan di
bidang Identitas Penduduk, Pindah
Datang Penduduk, dan Pendataan
Penduduk.

a. Penyusunan bahan progra"' kerja di bidang Identitas Penduduk,
Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan
Pendataan Penduduk;

c. Pelaksanaan kebljakarr di bidang Identitas Penduduk, Pindah
Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Identitas
Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, darr Pendataan
Penduduk; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bid tu a.

3.1 Kelompok
Penduduk

Unsur Identitas Melaksanakarr penyiapan
en sunan keq'a,

bahan
bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Identitas Penduduk;

JABATAN/ UNTT ORGANISASI



NO JABATAN UNITORGANISASI TUGAS FI.INGSI URAIAN TUGAS
b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di

bidang ldentitas Penduduk;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ldentitas

Penduduk;
d. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidang

Identitas Penduduk;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Identitas Penduduk meliputi:
Pelayanan Pendaftaran Penduduk (meliputi: Pencatatan,
Penatausahaarr dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk; Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk;
Pencatatan, Penatausahaan dalr Penerbitai Dokumen atas
Pelaporal Peristiwa Kependudukan; Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukarr; Penerbitan Dokumen atas Hasil
Pelaporan Peristiwa Kependudukan), Penataan PendaJtaran
Penduduk (meliputi: Pengadaan Dokumen Kependudukan selain
Blangko tmP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran
Penduduk sesuai dengan Kebutuhan), Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ( meliputi:
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaarr Blangko Dokumen
Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk; Pembinaan dan Pengawasan terkait
Pendaftaran Penduduk) terkait Dokumen Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Kartu Keluarga (KK), Karhr Identitas Anak (KLA), Surat
Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang memiliki Izin tinggal
terbatas, Surat Keterangan Keabsahan Identitas Penduduk serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporarr di bidang
Identitas Penduduk; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bi

3.2

perusrusan kebijakan telmis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dal pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, darr
pelaporan di bidang Identitas Penduduk.

Kelompok Unsur Pindah Datang
Penduduk

Melaksanakan bahan
a, bahan

Penl[aPan
n sunan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidar Pindah Penduduk;

ln

I) rI ll



NO JABATAN UNTT ORGANISASI TUGAS
Perumusan
operasional,
kebijakan,
administratif, pelayanan adminis
dal pelaksanaan kebljakan daerah,
serta ba-han pemantauan, evaluasi, dan
pelaporal di bidang Pindah Datang
Penduduk.

I,.IRAIAN TUGAS
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Pindah Datang Penduduk;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di bidang Pindah

Datang Pen Cuduk;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bide.ng

Pindah Datang Penduduk;
e. Pelayanan administratif Qan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pindah Datang Penduduk meliputi:
Pelayanan Pendaftaran Penduduk (mefiputi: Pencatatarr,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Penda-ftaran
Penduduk; Penyelesaian Masalah Pendaftaral Penduduk;
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan; Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan; Penerbitan Dokumen atas Hasil
Pelaporan Peristiwa Kependudukan), Penataan Pendaftaran
Penduduk (metputi: Pengadaan Dokumen Kependudukan selain
Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran
Penduduk sesuai dengan Kebutuhan), Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ( metputi:
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen
Kependudukal, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk; Pembinaan dan Pengawasan terkait
Penciaftaran Penduduk) terkait Dokumen Surat Keterangan

kebljaf<an tekrris
bahan pelaksanaan

bahan pengoordinasian

Pindah Warga Negara Indonesia/Asing (SKPWNI/A), Surat
Keterangan Datang Warga Negara Indonesia/Asing (SKDWNI/A),
Surat Keterangan Pindah Luar Negeri bagi WNI (SKPLN), dan
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) serta
kegiatan lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pindah Datang Penduduk; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan n

3.3 Kelompok Unsur Pendataan
Penduduk

Melaksanakan penylapan
sunan

bahan
bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pendataan Penduduk;



JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
kebijakan teknis

bahan pelaksanaan
bahan pengoordinasian

Perumusan
operasional,
kebljakan,
administratif, pelayanan admlri

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pendataan Penduduk;

c. Penyiapa:r bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendataan
Penduduk;

d. Penyiapan ba-han pengoordinasian administratif di bidang
Pendataan Penduduk;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pendataan Penduduk meliputi:
Pendataan Penduduk Non Permalen dan Rentan Administrasi
Kependudukan; Koordinasi Antar tcmbaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertibart
Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan secara
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa
Penting Terkait PendaJtaral Penduduk; Fasilitasi PendaJtaran
Penduduk; Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko
Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk; Pembinaan da;r Pengawasan terkait
Pendaftaran Penduduk; Pendataan Warga Negara Asing;
Penyusunan Laporan Pelayanan Kependudukan, Pengelolaan
Arsip Kependudukan; Pemusnahan Dokumen Kependudukan
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pendataan Penduduk; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirnpinan
berkaitan d bidan tu asn

dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta batran pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pendataan
Penduduk.

4 Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil program

Peruruusan
operasional

kerja, penyiapan
kebijakan

Melaksanakan penyiapan bahan
bahan
teknis

, pelaksanaan kebljakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencatata-n Kelahira-n,

a. Penyusunan bahan program ke{a di bidang Pencatatan
Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan, da;r Kematian ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij al<al t:knis operasional di
bidang Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian,
Perubahan Status Anak, Pewargaregaraan, dan Kematian;

Iwo



NO JABATAN ORGANISASI TUGAS URAIAN TUGAS
Perkawinan dan Perceraian, Peru
Status Anak, Pewarganegaraan, dan
Kematian.

Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan, dan Kematian;

d. Pengoord;nasian pelaksanaan tugas di bidang
Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Pembatran Status f-nak,
Pewarganegaraan, dan Kematian;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Pembahan
Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

Pencatatan Kelatriran,c. Pelaksanaan kebifakan di

4.1 Kelompck Unsur Kelahiran a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Program dan anggaran
bidang Kelahiran;

b. Penyiapan bahan pemmuszrn kebijakan teknis operasional di
bidang Kelahiran;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelahiran;

bahan pengoordinasian administratif di bidang

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah oi

di

Kelal.iran ti:

d. Penyiapan
Kelahiran;

Melaksanakan

Perumusan
operasional,
kebijakan,

penyiapan
program kerja,

kebi$akan teknis
bahan pelaksanaan

bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan
dan pelaksanaan kebijakan daeratr,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kelahiran.



NO JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Pelayanan, Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terkait Kelahiran (meliputi:
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitarr Dokumen atas
Pelaporan Kelahiran; Pengadaan Blangko Dckumen
Kependudukan terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan
Kebutuhan; Koordinasi Antar lembaga Pemerintah/Non-
Pemerintah dala'n Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil;
Pelayalan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil;
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil; Pengelolaan dal Pelaporan
Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan
Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan
Pengawasan terkait Pencatatan Sipil) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Kelahiran; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yarrg diberikan oleh pimpinan
berkaitarr tu

4.2 Kelompok Unsur Perkawinal
dan Perceraian

Melaksanakan penyiapan bahan
penl rsunan program kerja, bahan
perumus€rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksalaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanar administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta baharl pemantauan, evaluasi, dan]
pelaporan di bidang Perkawinan danl
Perceraian. I

a. Penyiapan bahan penyusun,rn rencana program dan anggaran di
bidang Perkawinan dan Perceraian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perkawinan dan Perceraian;

c. Penyiapal bahal pelaksanaan kebijakan di bidang Perkawinan
dan Perceraian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perkawinan dan Perceraian ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaal kebijalan daerah di
bidang Perkawinan dan Perceraian meliputi:



JABATAN /UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/I'RAIAN TUGAS
Pelayanan, Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terkait Perkawinan dan
Percer aian (meliputi: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pelaporan Ferkawinan dan Perceraian; Pengadaan
Blangko Dokunen Kependudukan terkait Pencatatan Sipil sesuai
dengan Kebutuhan; Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, darr Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam; Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik;
Koordinasi Antar kmbaga Pemerintah/Non-Pemerintah dalam
Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil; Pelayanan Secara
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa
Penting terkait Pencatatan Sipil; Fasilitasi terkait Pencatatan
Sipil; Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen
Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan
Sipil; Supervisi Bersa:rra dengan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang

f. Penyiapan bahan pemantauarr, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perkawinan dan Perccraian; darr

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d tu

4.3 Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

Melaksanakan penyiapan bahal
pen5rusun€rn program keqa, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bal:an pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perubahan Status
Anak,

a.

b.

c.

d.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perubahan Status Anak, Pewarganega.raan, dan Kematian

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembahan
Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian ;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
egaraan, dan Kematian . Perubahal Status Anak, Pewargane dan Kematian ;

Kelompok Unsur Perubahan
Status Anak, Pewarganegaraan,
dan Kematia-n

NO
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NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI TUGAS
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraurn, dan Kematian
meliputi:
Pelayanan, Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terkait Perubahan Status
Anak, PewarganegarEran, dan Kematian (meliputi: Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
Pengadaan Blaagko Dokumen Kependudukarr terkait Pencatatan
Sipil sesuai dengan Kebutuhan; Koordinasi Antar kmbaga
Pemerintah/Non-Pemerintah dalam Penertiban Pelayanan
Pencatatan Sipil; Pelayanan Secara Aktif Pendaftaral Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait
Pencatatan Sipil; Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil; Pengelolaan
dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,
Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil;
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu

a. Penyusunan bahan program ke{a di bidang Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian
Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
lnformasi dan Komunikasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
Pengolahan Data dan Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber
Daya Manusia Telo:ologi Informasi dan Komunikasi;

5 Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Melaksalakan penyiapan bahan
program kerja, penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, pelaksanaal kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarrg Sistem lnformasi Administrasi

dudukan, Pengolahan Data dan



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber
Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

c. Pelaksarxaan kebilakan di bidang Sistem lnforrnasi Administrasi
Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian Data, Tata
Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Sistem Informasi
Ad.ministrasi Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian
Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
lnformasi dan Komunikasi;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan Data
dan Penyqlian Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi dan Komunikasi; dart

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bidar t

5.1 Kelompok Unsur Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukar^

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusun€rn program ke{a, bahan

adninistratif, pelayanan adminis

perumusan
operasional,
kebiiakan,

kebijakan teknis
ba-hal pelaksanaan

bahan pengoordinasian

dan pelaksanaal kebijakan daerah,
serta ba-han pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Sistem InJormasi
Arlrninlstra5l Kependudukan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakal teknis operasiona-l di
bidang Sistem trformasi Administrasi Kependudukan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaal kebijakan di bidalg Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

d. Penyiaparr bahan pengoordinasian administratif di bidang
Sistem Informasi Administrasi Kependudui<an;

e. Pelayanar administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan meliputi:



NO JABATAN,/t'MT ORGANISASI TUGAS FT'NGSI/I,JRAIAN TUGAS
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil; Koordinasi Antar lrcmbaga Pemerintah/ Non-Pemerintah di
Kabupaten dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan' Fasilitasi (Pembangunan dan Pengembangan)
terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Sosialisasi, Pembinaan, darr Pengawasan terkait Pengelolaan
lnformasi Administrasi Kependudukan; Supervisi Bersama
dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan
Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka
Pembangunan Basis Data Kependudukan; Bimbingan Teknis
terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pendayagunaan Data Kependudukan; Penyusunan Konten Media
Informasi; Update Konten Website serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bid a.

5.2 Kerompok Unsur Pengolahan
Data Jan Penyajian Data

Melaksalakan penyiapan bahan

administratif, pelayanan administra

pen).usunan program kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaar
kebijakan, bahan pengoordinasian

dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengolahen Data
dan Pen ian Data.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progrzrm dan anggaran di
bidang Pengolahan Data dan Penyajian Data;

b. Penyiapan bahan pemmusan kebija-kan teknis operasional di
bidang Pengolahan Data dan Penyajian Data;

c. Penyiapan ba.han pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan
Data dan Penyajian Data;

d. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidang
Pengola.han Data dan Penyajian Data;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengolahan Data dan Penyajian Data meliputi:



NO JA.E}ATAN /I'NIT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaltaran
dan Perkembangan Penduduk; Penyajian Data Kependudukan
yarg Akurat dan dapat Dipertanggungiawabkan Terkait
Pendaftaran Penduduk; Pengur.rpulan, Analisis, dan Diseminasi
Data Pencatatan Sipil; Penerimaan darr Permintaan Data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Perwakilan Republik
Indonesia Melalui Menteri; Penyajian Data Kependudukan yang
Akurat dan dapat Dipertanggungiawabkan terkait Pencatatan
Sipil; Pengolahan da:r Penyajian Data Kependudukan;
lnventarisasi Data untuk Kepentingan Pembarrgunan Daerah;
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat
Dipertanggungiawabkan; Penyediaan Data Kependudukan
Kabupaten; Penyusunan Profrl Data Perkembalgan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, darr pelaporan di bidang
Pengola-han Data dan Penyqlian Data; dan

g. Pelaksaraal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu

5.3 Kelompok Unsur Tata Kelola Melaksanakan penyiaparr bahan a.

b.

c.

d.

Penyiapan bahan penyusunan nencana program dan anggaran di
bidang Tata Kelola dalr Sumber Daya Manusia Teknologr
lnformasi dan Komunikasi;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manuaia Teknologi
Inforrnasi dan Komunikasi;
Penyiapan bahan pela-ksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola
dan Sumber Daya Manusia Teknologi lnformasi dan Komunikasi;

dan Sumber Daya Manusia penyusunan prograrL ke{a, ba}ran
perumus.rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksalaan
kebijakan, bahan pengoordinasian

Teknologi lnformasi dan
Komunikasi

administratif, pelayanal administrati
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Tata Kelola dan
Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi darr Komunikasi.

Penyrapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Tata
Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi

r rf gasr



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

6 Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan

Melaksanakan penyiapan
program kerja, penyiapan
penrmusan kebijalan

bahan
bahan
teknis

operasional, pelaksanaan kebljakan,
pengoordinasial pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kerjasama, Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan, dan
Inovasi Pelayanan.

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
lnformasi dan Komunikasi meliputi:
Pcnyusunan Tata Cara Perencanaarr, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evalu asi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan
Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; Sosialisasi
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Komunikasi,
Infonnasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan
lnformasi Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
(Termasuk peningkatan SDM Administrator Kependudukan dan
Pencatatan Sipil) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiaparr bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirnpinan
berkaitan bid tu

a. Penyusunan bahaa program kerja di bidang Kerjasama,
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi
Pelayanan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebilakan teknis operasional di
bidang Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukal, dan Inovasi Pelayanan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama, Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Ke{asama,
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi
Pelayalan;

e. Pelaksanaal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan,
dan inovasi an; dan



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan a.lministratil'
dan pelaksanaan kebiiakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kerja Sama.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinal sesuai
dengan bidang tugasnya.

6.1 Kelornpok Unsur Kerja Sarna

6.2 Kelompok Unsur
Data dan
Kependudukan

Pemanfaatan
Dokumen

Melaksanakan penyiapan bahan
pen;rusunan program ke{a, bahal
penrmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian

a. Penyiapan bahan penyrrsunan rencana program dan anggaran di
bidang Pema;rfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

adninistratif, pelayanan administra

b.

c.

d.

Penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatal
Data dan Dokumen Kependudukan;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

an di bi Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data dan Dokumen endudukan;

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan arrggara"n di
bidang Kerja Sama;

b. Penyiapal bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Kerja Sama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerja Sama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Ke{
Sama;

e. Pelayalan administratif dan pelaksanaal kebijakan daerah di
bidang Kerja Sama meliputi:
Kerja Sama dengal Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan
Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(termasuk Kerja Sama Pelayanan Pendaftaran Penduduk dart
Pencatatan Sipil dengan Instansi); Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan; Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan
dan Pergurual Tinggr (Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan); Sosialisasi Terkait Kerja Sama
Administrasi Kependudukan serta kegiatal lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kerja Sama; dan

g. Pelaksarraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bi tuI



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI,,NGSI/URAIAN TUGAS
dan Dokumen Kependudukan. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
meliputi:
Penyelenggaraan Pema'rfaatan Data Kependudukan Terkait
Penda.ftaran Penduduk; Penyelenggaraan Pemanfaatan Da
Kepeadudukan terkait Pencatatan Sipil; Penyelenggaraart
Pemanfaatan Data Kependudukan; Pelayanan Dokumen Kutipan
Kedua Akta Kela-hiran, Validasi/Kebena.ran Data Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Kutipan Kedua Akta Kela-hiran Terbitan
Luar Daerah; Pengelolaan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil,
Pengelolaal Dokumen Hasil Pencatatan Sipil serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dil-,erikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan tu

6.3 Kelompok
Pelayanan

Unsur lnovasi Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian

a.

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Inovasi Pelayanal ;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Inovasi Pelayanan ;
Penyiapan bahal pelaksanaan kebijakan di bidang Inovasi
Pelayanan ;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Inovasi Pelayanan ;

Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

administratif, pelayanan admirdstra
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, eva.luasi, dan
pelaporan di bidang Inovasi Pelayanan .

bidan Inovasi Pela meli uti:



NO JABATAN / I.'MT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/I'RAIAN TUGAS
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (meliputi:
Penyediaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Pelayanan
Pendaftaran Penouduk); Peningkatan Dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil (meliputi: Penyedieran, Pengelolaan, dan
Pengembangan Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil); Fasilitasi
dan Pemenuhan Data [omba lnovasi Pelayanan Rrblik,
Penyediaan Data dan Informasi Inovasi Pelayanan serta kegiatart
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Inovasi Pelayanan ; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinart
yang berkaitan dengan bidane tugasnya.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SRAGEN,

Kepala Dinas

Subbagian Umuta dan
Kep.gawaian Subkoordinator

dan Kclompok
Jabatan

Fugsional

Bidang Pcngelolaan Bidang Infrastruktur
Telmologi Informasi dan

Persandian

Bidang Pendayaguna€n
Tcknologi Informasi dan

Statistik

Subkoordinator
dan Kelodpok

Fungsional
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GYUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR AJ TAHUN 2O2I
TENTANG I

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

Sekretariat

Subkoordinator
dan KeloEpok

Jabatan
Fungsional

Subkoordinator
dan Kelompok

Jabatsn
Fungsion6.l



LAMPIRAN'ffb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6qreHun zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PUNGSI
SERTA TATA KEPJA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

a. Pengoordinasian dan pen5rusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Infonnatika;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika;

d. Pengelolaan perlengkapan, adrninistrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan

NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksanakan

Un:san Pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik, dan
bidang persaldian yang menjadi
kewenangan Daerah dar^ Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik, dan bidang persaldian;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik, dan bidang persandian;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
komunikasi dal informatika, bidang statistik, dan bidang
persandian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
denRarr tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika;



JABATAN/UNITORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS

Melaksanakan penyiapan ba_han
pen)'usunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan tekrris operasional,
baian pelaksanaan kebljakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebiiakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan d
Penyrapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;
Penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dart Kepegawaian;
Penyrapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian ;

Administrasi Umum; Pengadaan darr Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; [aporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

t.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedina-san lain yang diberikan oleh
m nan berkaitan den bid tu

2.1 Subbagian
Kepegawaian

IJmum dal

2.2 Kelompok
Evaluasi,
Keuangan

Unsur Perencanaan,
Pelaporan, dan

Melaksanakan penyiapa;r bahan
pen)rusunan program kerja, bahan
peru.musan kebijalan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakal, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanal
administratif dan pelaksanaan kebij akan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan di bidang

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pela-ksanaan kebijakaa di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pela ran, dan Keuangan;

TNo I



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan,
Keuangan.

dan d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaal kebijakan dacrah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Delaporan, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine{a Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi darr Penyu.sunan DPA-SKPD dan
perubahaa; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineda SKPD; Evaluasi Kinerj
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan T\rgas ASN; Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akunta;rsi SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordiuasi dan
PenJrusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Progrrosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan l.aporan SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitar d tu n a.

Bidang Pengelolaan Informasi a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pelayanan
Informasi Publik, Komunikasi Publik, Konten dan Media
Komunikasi;

Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
ke akan teknis operasional, aksanaan

3



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
kebijakan , pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan Informasi
Publik, Komunikasi Publik, Konten dan
Media Komunikasi.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Informasi Publik, Komunikasi Publik, Konten
dan Media Komunikasi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Informasi Publik,
Komunikasi Publik, Konten dan Media Komunikasi;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidalg Pelayanan
Informasi Publik, Komunikasi Publik, Konten dan Media
Komunikasi;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Informasi Publik, Komunikasi Publik, Konten dan
Media Komunikasi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinair sesuai
d bid tu

3.1 Kelompok Unsur Pelayanan
Informasi Publik

Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan progr€rm kerja, bahan
perumusan kebijalran teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebiiakan, bahan
pengoordinasian administratit pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Pelayanan Informasi Publik.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan alggaran
di bidang Pelayanan Informasi Publik;

b. Penyiapan bahan pen musaa kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Informasi Publik;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijaka:r di bidang Pelayanan
Informasi Publik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayanan lnformasi Publik;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaa.n kebijalan daerah di
bi Pe Informasi Publik meli ti

E

r ar
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3.2 Kelompok Unsur Komunikasi
Publik

Melaksanakan penyiapan bahan
pen)rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian adrn:nistratit pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Komunikasi Publik.

Ot.maj

Fasilitasi Pemmusgn Kebiiakan Teknis Pelayarran Informasi
Publik; Monitoring Opini dan Aspirasi Prrblik (Termasuk Isu
Publik di Media (Media Massa dan Sosial); Pelayanan Informasi
Pub[k (Mcliputi: Pelayanal, Pendokumentasian dan
Penyebarluasan Informasi Publik) ; Manajemen Komunikasi
IGisis; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
Penyediaan/Pengadaan Sarana darr Prasarana Pendukung
Pelayanan t:formasi Publik; Pengumpulan Pendapat Umum
(Survei, Jqiak Pendapat) dan Pengolahan Aduan Masyarakat
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan ba-han pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di
bidang Pelayarran Informasi Publik; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
an berkaitan den tu a.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Komunikasi Publik;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijaka:r teknis operasional di
bidang Komunikasi Publik;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi
Publik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adminictratif di bidang
Komunikasi Publik;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidarg Komunikasi Publik meli uti:

nIa ts'



JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Komunikasi Publik;
Monitoring Informasi darr Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah; Layanan Hubungan Media;
Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Komunikasi Publik; l,ayanan Pemantauan Tema Komunikasi
Publik Lintas Sektora-l Lingkup Nasional dan Pemerintah
Daerah, Pengolahan dan Analisis Data Informasi Untuk
Mendukung Komunikasi Publik Lintas Lingkup Nasional dan
Daerah, Pengelolaarr Hubungan Dengan Media (Media
Relations), Penyampaian Informasi Tertentu Kepada Pirnpinan
Daerah, Penyediaan Bahan Komunikasi Bagi Pimpinan Daerah
(Briefing Notes, Press Release, Backgrounders) di Kabupaten,
Fasilitasi Peliputan Media dan Dokumentasi Kegiatan Bupati
dan Wakil Bupati serta kegiatan lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidang Komunikasi Publik; dan

g, Pelaksanaan tugas kedinasan

evaluas;, dan pelaporan di

lain yang diberikan oleh
berkaitan tu a

3.3 Kelompok Unsur Konten dan
Media Komunikasi

Melaksana-kan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, bahan
penrmus€rn kebijakan teirrris operasional,
bahal pelaksanaal kebijakan, bahan
pengoordinasiarr administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Konten
dan Media Komunikasi.

Penyiapal bahan penyusunan rencana progr€rm dan anggaran
di bidang Konten dan Media Komunikasi;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Konten dan Media Komunikasi;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Konten dan
Media Komunikasi;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Konten dan Media Komunikasi;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi Konten dan Media Komunikasi neliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

lNo

prm rtl t oer la gasn
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4 Bidang Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Persandian

lMelaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penlapan bahan pemmusErn
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakal, pengoordinasial pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Jaringan Teknologi
Informasi dan Telekomunikasi,
Pengembangan Sistem Informasi,
Keamanan Informasi dan Persandian.

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Jaringan
Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Pengembangan
Sistem Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi,
Pengembangan Sistem Informasi, Keamanan Informasi dan
Persandi an;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Jaringan Teknologi Informasi
dan Telekomunikasi, Pengembangan Sistem Informasi,
Keamalan Informasi dan Persandiarr;

Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Konten dan Media
Komunikasi; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik (Layanan Perencarraan Komunikasi Publik
dan Citra Positif Pemerintah Daerah, Pengemasan Ulang
Konten Nasional Menjadi Konten L,okal, Pembuatan Konten
Iakai, , Pengelolaan Website Pemerintah Daerah); Pengelolaan
Media Komunikasi Publk (meliputi: Pengelolaarr Saluran
Komunikasi Mitik Pemda/Media Internal; Diseminasi Informasi
Kebijakan Melalui Media Pemerintah Daerah dan Non
Pemerintah Daerah); Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media
dan Kemitraan Komunitas (Penyebarluasan Informasi Program
Pemerintah; Pengelolaan Papan Baca Masyarakat;
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
Pengawasan Siaran Media Elektronik) ; Penyediaan/ Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung Konten dan Media
Komunikasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Konten dan Media Komunikasi; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan d bi<ian tu



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAIAN TUGAS
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Jaringan

Teknologi krformasi dan Telekomunikasi, Pengembangan
Sistem Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Jaringan Teknologi Informasi dan ?elekomunikasl,
Pengembangal Sistem Informasi, Keamanan lnformasi dan
Persandian; da-n

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

4.1 Kelompok Unsur Jaringan
Teknologi Informasi dan
Telekomunikasi

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;

b. Penyiapan ba.l.an perumusal kebijakan teknis operasional di
bidang Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;

c. Penyiapan bahal pelaksanaan kebijakan di bidang Jaringan
Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
meli ti

Melaksanakan penyiapan bal.arr
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakal tekrris operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantaua.n,
evaluasi, dan pelaporart di bidang
Jaringan Teknologi Informasi dan
Telekomunikasi.

dengan bidang tugasnva.



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI TUGAS

4-2

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi lntra Pemerintah Daerah;
Fengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas
Terkait Jaringaa Teinologi Informasi dan Telekomunikasi;
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Terkait
Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; Layanan
Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center (DC);
Iayanal Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan
Infrastrukhrr dan Teknologi Inforrratika; Layanan Bimbingan
Tel<nis Dalam Pemarrfaatan Sistem Komunikasi Oleh Aparatur
Pemerintahan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dal

bidberkaitan de a.

g. Pelaksanaan tugas kedinasa.n lain yang diberikan oleh

penJrusun€rn progr€rm kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
ba-han pelaksanaa.r kebljakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pem€rntauan,

Penlapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengembangan Sistem Informasi;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Sistem Informasi;
Penytapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengembangan Sistem Informasi;
Pen5napan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengembangan Sistem Informasi;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengembangan Sistem Informasi meliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

Melaksanakan ba]ranpenJnapan

evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengemban gan Sistem Informasi.

Kelompok Unsur Pengembangan
Sistem Informasi



NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elel:tronik (meliputi: Layanan Pengembangan Aplikasi
Pemerintahan dan Pelayarran Publik Yang Terintegrasi;
Layanan Pemeliharaan Aplikasi Kepemerintahal dart Publik);
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanal Pemerintah;
Penetapan Standar Format Data Base, Informasi, Aplikasi, dan
Kebijakan, layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerinta.han
dan Sistem Informasi Publik, l,ayanan Interoperabilitas,
Layanan Pusat Application Program lnterface (API) Daerah
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan bidan tu

4.3 Kelompok Unsur Keamanan
Informasi dan Persandian

Melaksanak.m penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, bahan
pemmusan kebijakal teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan petnantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keamanan Informasi dan Persandian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakal di bidang Keamanan
lnformasi dan Persandian;

d. Penyiapan bahan per-goordinasian administratif di bidang
Keamarran Informasi dan Persandia.n;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Keamalan Informasi dan Persandian meliputi:
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Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan
Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah; Pelaksanaan
Analisis Kebutuhal dal Pengelolaan Sumber Daya Keamalan
Informasi; Pelaksanaan Keamalan lnformasi Pemerintaharr
Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; Penyediaan
Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
Layanan Monitoring Eiectronic Tralfic; Layanan Disaster
Recovery Center (DRC); l,ayanan Filtering Konten Negatif;
Iayanan Govemment Cloud Computing; Layanan Pengelolaal
Akses Internet Pemerintah dan Publik; Peningkatan Kapasitas
SDM Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; Layanan
Pemeiiharaan, Penyimparal, dan Pengamanan Dokumen Alat
Persandian serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Keamalan Informasi dal Persandian; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan bidanm tu n

5 Bidang
Teknologi
Statistik

Pendayagunaan
lnformasi dan

a. Penyusunan bahan program ke{a di bidang Pemberdayaan
Teknologi lnformasi, Tata Kelola dal Teiekomunikasi, Pusat
Data dan Statistik;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi, Tata Kelola dan
Telekomunikasi, Pusat Data dan Statistik;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Teknologi
Informasi, Tata Kelola dan Telekomunikasi, Pusat Data dan
Statistik;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaal
Teknologi Informasi, Tata Kelola dan Telekomunikasi, Pusat
Data darl Statistik

Melaksanakan penlapan bahan program
ke{a, penyiapan bahan perurnuszrn
kebijakal teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasial pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pemberdayaan
Teknologi Informasi, Tata Kelola dan
Telekomunikasi, Pusat Data dan Statistik.



NO JABATAN/I,'MT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelaksanaan pemzrntauan, evaluasi, dan pelaporarr di bidang

Pemberdayaan Teknologi lnformasi, Tata Kelola dan
Telekomunikasi, Pusat Data dan Statrstik; dan

f. Pelaksanaa:r furgsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bidan tugasnya.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progrzlm dan anggaran
di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan Teknologi Informasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif -di bidang
Pemberdayaan Teknologi Informasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi meliputi:

5.1 Kelompok Unsur Pemberdayaan
Teknologi Informasi

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunzrn program ke{a, bahan
pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratit pelayanan
administratif dan pela-ksanaan kebij a-kan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Pemberdayaan Teknologi Informasi.



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI'NGSI/URAIAN TUGAS
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten;
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub
Doma.rn dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(meliputi: Penyediaan Sa.'ana dal Sarana; Penetaparr dan
Perubahan Nama Pejabat Domain, Nama Domain, dan Sub
Domain); Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintaharr Berbasis Elektronik; Koordinasi dan
Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik; Pengembangaa
dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas (meliputi:
l,ayanan Pengembangan Business Process Re-Engineering
Stakeholder Smart City; Layanarr Sistem Informasi mart City;
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Implementasi E-
Government dan Smart City; l^ayanan Implementasi e-

Government/SPBE dan Smart City, Promosi Pemanfaatan
Layanan Smart City; Penyediaan Sarana Dan Sarana
Pengenda-lian Smart City; Penguatan KaPasitas Sumber Daya
Kon,.unikasi Publik dan Penyediaan Akses informasi);
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi; Pengelolaan Government Chief Information Oflicer
(GCIO); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan
Ekosistem SPBE; Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah
dal Masyarakat; Peningkatal Kapasitas Aparatur Pengelola

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di
bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi; dart

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan an berkaitan den bidan tu SN

5.2 Kelompok Unsur Tata Kelola
dan Telekomunikasi

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dal anggaran
di bidang Tata Kelola dan Telekomunikasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebija-kan tel,mis operasional di
brdang Tata Kelola dan lelekomunikasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola
dan Telekomunikasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Tata
Kelola dan Telekomunikasi;

Melaksalakan penyiapan bahan
pen5rusun€rn progran ke{a, baharr
pemmus€ur kebijakan teknis operasiona.l,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, darr di bidan Tata



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
Kelola dan Telekomunikasi. e. Pel,ayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Tata Kelola dan Telekomunikasi meliputi:

Penatalaksanaan dan Pengawasal Tata Kelola Penetapaa dan
Perubehan Nama Domain dal Sub Domain; Penatalaksanaan
dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Penetapan Regulasi dan Kebijakan
Terpadu Implementasi e-Government Kabupaten);
Pengembangarr dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas
(Penyelenggaraan Internet Sehat, Ifteatif, Inovatif dan
Produktif); Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
(meliputi: Monitoring Menara Telekomunikasi; Pemantauan
Penggunaan Frekwensi Telekomunikasi; Monitoring Aplikasi
dan Konten); Pengelolaan Government Chief Information
Oltrcer (GCIO) (Pelaksanaan Audit TIK); Koordinasi Kerja Sama
Lintas Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Pernerintah
Daerah dan Lintas Pemerintah Pusat serta Non Pemerintah
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Tata Kelola dan Telekomunikasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh
lnan berkaitan d bidan tu n

5.3 Kelompok Unsur Pusat Data dan
Statistik

a. Penyiapan bahan peny:sunan rencana program dan anggaran
di bidang Pusat Data dan Statistik;

b. Penyiapan bahan perumusarr kebijakan tekrris operasional di
bidang Pusat Data dan Statistik;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebij akan di bidang Pusat Data
dan Statistik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pusat Data dan Statistik;

e. Pelayana-n administratif dan pelaksanaan kebij akan daerah di
bidalg Pusat Data dan Statistik meliputi:

Melaksa-nakan penyiapan bahan
penyusunan progran kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Pusat
Data dan Statistik.

TUGAS



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
Pengelolaarr Pusat Data Pemerintahal Daerah (Pemerintahan
dan Non Pemerintahan); Koordinasi dan Sinlronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diserninasi Data
Statistik Sektoral; Peoingkatan kapasitas SDM Pe'nerintah
Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral;
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
Pengembangan Infrastruktur; Penyelenggaraan Otorisasi
Statistik Sektora-l di Daerah; Pengawasan dan Pengendalian
Penyelenggaraarr Urusan Statistik; Koordinasi dan
Perencanaan Statistik Daerah Pada Pusat Data yang
Terintegrasi dengan Data Provinsi/ Nasional; Penetapan
Standar Format Data dan Walidata serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan baharr pemantauan, evaluasi,
bidarrg Pusat Data dan Statistik; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
sn abidan tulm lnan berkaitan de

dan pelaporan di

diberikan oleh
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TUGAS
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PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR A.TTAHUN 2o2l
TENTANG .

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.'A
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
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TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA, OII,HRAGA, DAN PARTWISATA KABUPATEN SRAGEN

I/q,MPIRAN XVIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6.1raHUn ZoZt
TENIANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMSASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.JA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

a. Pengoo-dinasian dan penyusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungarr Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata;

b. Pelaksanaan hubunga-n masyarakat dan keprotokolan di
lingkungal Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;

c. Pelaksanaan pengelolaa,n keualgan di lingkungan Dinas Pemuda,
Olahraga, dan Pariwisata;

d. Pengelolaan perlengkapan, aCministrasi rrmum, ru:nah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pemuda, Olairaga,
dan Pariwi sata;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan

1

NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksanakan

Umsan Pemerintahal bidang
kepemudaan dan olahraga dan bidang
pariwisata yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga dan
bidang pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakarr bidang kepemudaan dan olaliraga dalr
bidang pariwisata;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidarrg kepemudaan dan
olahraga dan bidang pariwisata; darr

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

Dinas Pemuda, Olahr , dan Pariwisata;



NO JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FI,JNGSI/I'RAIAN TUGAS

Melaksanakan penyiapan bahan
penlrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan peiaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnva.

2.1 Subbagian
Kepegawaian

Umum dal a. Penyiapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran di
bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum
dan Kepegawaian;

e. Peiayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Bararg Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjz.ng Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
l,aporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dart
Hubungal Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2 Kelompok
Evaluasi,
Keuar.gan

Unsur Perencanaan,
Pelaporan, da:r

Melaksanakan
pen]rusuI1an
perumusarl

a. Penyiapan bahan penyusunzLn renc€ula program dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencalaan,

penylaPan bahan
program kerja, bahan

kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dal elaksanaan kebi akan daerah

vals berkaitan densan bidang tugasnya.

Evaluasi. Pelaporan, dan Keuangan:



NO JABATAN UMTORGANISASI TUGAS FI'NGSI I.JRAIAN TUGAS
serta ba]:an pem€rntau€rn, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dal Keuangan.

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayanal administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di
bidalg Perencanaan, Evaluasi, Pelaporarr, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyu.sunan laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kine{a SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan Thnjanga,r ASN; Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dal Penyusunan laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanal/Semesteran SKPD/ laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangarr Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dart
Informasi; Koordinasi Pen]rusunan l,aporan SPIP serta kegiatart
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencalaan, Evaluasi, Pelapora-n, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

bidang

berkaitan den
3 Bidang Pemuda dan Olahraga Melaksanakan

program kerja,
penylaPan

penyiapal
bahan
bahan
tekniske akanmusan

a. Penyusunan bahan program kerja di bidarrg Pemberdayaan dart
Pembinaan Pemuda, Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga,
Sarana Prasarana Pemuda dan O



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAIANTUGAS
operasional, pelaksanaan kebijafcan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemberd ayaan dan Pembinaan
Pemuda, Pemberdayaan dan Pembinaan
Olahraga, Sarana Prasarana Pemuda.
dan Olahraga

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan dan Pembinaaa Pemuda, Pemberdayaan
dan Pembinaarr Olahraga, Sarana Prasarana Pemuda dan
Olahraga;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pembinaan
Pemuda, Pemberdayaaa dan Pembinaan Olahraga, Sarana
Prasarana Pemuda dan Olahraga;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan
Pembinaan Pemuda, Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga,
Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda, Pemberdayaan dan
Pembinaan Olahraga, Sarana Prasararra Pemuda darr Olahraga;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den bid tu

3.1 Seksi Pemberdayaan
Pembinaan Pemuda

dan Melaksana-ka:r penyiapan bahan
penJrusunan program keq'a, bahan
perumusan kebilakan teknis
operasional, bahan pelaksanaal
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakal daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pemberdayaan dan
Pembinaan Pemuda-

a. Penyiapan bahan penyusun€rn rencana program dal anggaran di
bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis oPerasional di
bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan darr Pembinaal Pemuda;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaar kebijakan daerah di
Pem dan Pembinaan Pemuda meli uti:



NO JABATAN/ UNIT ORGAMSASI TUGAS FI'NGSI/URAIAN TUGAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatart
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Wira Usaha Pemula, dan
Pemuda Kader; Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembarrgan Diri, Penggunaan Prasarana dan S arana Ta-npa
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan; Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraart
Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi RAD; Pemberian
Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda; Peningkatan
Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
Penyelenggaraa:r Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar
Bendera; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksalaart
Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui
Kemitraan Dunia Usaha; Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik;
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaart
dan Organisasi Kepramukaan; Penyediaan Pusat Diklat
Kepramukaan; Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaar;
Penyediaaa Prasarana darr Sarana Kepramukaan; Perencanaan,
Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dalr Pengawasan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bidan tu

3.2 Seksi Pemberdayaan
Pembinaan Olahraga

dan

dan pelaksalaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pemberdayaan dan
Pembinaan Olahraga.

Melaksanakan penyiapan ba-han
pen1rusunan program keq'a, bahan
perumuszrn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif

a. Penyiapan bahal penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Pemberdayaan darr Pembinaan Olahraga;

b. Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebij akan di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaari kebij akan daerah di
bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Ola-hraga meliputi:



JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan
Pengembangal Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga s
Sekolah Olahraga yang diselenggarakal oleh Masyarakat dan
Dunia Usaha; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksalaan
Pemberdayaal Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggararul
Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar; Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga Multi Event/Single Event, Kejuaraal, dan
Pekan Olahraga Kabupaten; Partisipasi darr Keikutsertaan dalam
Kejuaraar; Seleksi Atlet Daerah; Pemusatan Latihan Daerah,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi; Pemberian
Penghargaa.n Olahraga; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Data dan Informasi Sektoral Olahraga; Standardisasi Organisasi
Keolahragaan; Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan dengan
Lembaga Terkait; Pemberian Penghargaan bagi Orgalisasi
Keolahragaan Berprestasi; Penyelenggaraan, Penge'nbangan dan
Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi; Pemberdayaan
Perkumpulan Olahraga Rekreasi; Pengembangan Olahraga
Wisata, Tantangan dan Petualangan; Pemanfaatan Olahraga
Tradisional dalam Masyarakat; Pelatihan Kompetensi Pelatih

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den b tu

dan

n a
3.3 Seksi Sarana Prasarana Pemuda

da-n Olahraga
Melaksanakan penyiapan bahan
pen;rusunan progr€rm kerja, bahan
perumus€rn kebijalan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakar, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administra
dart pelaksanaan kebijalan daerah,
serta bahal pemantauan, evaluasi, dan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan alggaran di
bidang Sarana Prasarana Pemuda dan Ola-hraga;

b.

c.

d.

Penyapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana
Prasarana Pemuda dan Olahraga;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

oran di bidang Sarana Prasarana Sarana Prasarala Pemuda dan Oiahr

NO

Pera



NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAIAN TUGAS
Pemuda da.n Olahraga. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga meliputi:
Perencanaan, Pengadaarr, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan
Pengav/asan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediacrr Sarana dan Prasarana
Olahraga; Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Olahraga Rekreasi; Penyediaan Data dan
Informasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh pimpinan
an berkaitan den tu a.

4 Bidang Pemasaran
dan Pengembargan
Kreatif

Pariwisata
Ekonomi

Melaksanakan penyiapan bahan
program ke{a, penyiapar bahan
penrmuszrn kebijakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporar di
bidang Pemasaran Pariwisata,
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.

a. Peny'usunan bahan program kerja di bidang Pemasaran
Pariurisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata darr Ekonomi lkeatif;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata,
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekono'ni Kreatif;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidalg Pemasaran
Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif; dart

f. Pelaksanaan fungsi lain yar.g diberika;r oleh pimpinan sesuai
d bi tu a.

4.t Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan prograrn kerja, bal.alr
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaar

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan alggaran di
bidang Pemasaran Pariwisata;

b. Penyiapan bahal perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidan Pemasaran Pariwisata;

Kelompok Unsur
Pariwisata

Pemasaran



NO JABATAN/IJNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/IJRAIAN TUGAS
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayarran adminis
dan pelaksanaan keoijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pemasaral
Pariwisata.

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaral
Pariwisata;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidarg
Pemasaran Pariwisata;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebij akan daerah di
bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dart Media
Lainnya Baik Datam dan Luar Negeri (Termasuk Penyediaan
Bahan Pendukung Promosi dan Souvenir Pariwisata, Fasitasi
Festival Desa Wisata, Pentas Seni, dan Lomba Fotografi
Pariwisata, Iago, dan Tag Line Pariwisata); Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten; Penyediaan Data dan Penyebararr Informasi
Pariwisata Baik Dalam dal Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama
dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; Monitoring
dan Evaluasi Pengembalgan Pemasaran Pariwisata; Fasilitasi
Kegiatan Pemilihan Duta Wisata, Fasilitasi Travel Dialog
Pariwisata serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemasaran Pariwisata; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitarr bi tu

4.2 Kelompok Unsur Pengembangan
Sumber' Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program darr anggaral di
bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
Penyiapan bahal perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembanga-n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

i
b.

c.

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidalrg
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
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e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebliakaa daerah di

bidaag Pengembangarr Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
I&eatif meliputi:
Penyediaan Prasarana Ruarrg Berekspresi, Berpromos; dan
Berinteraksi Insan Ikeatif (meliputi: Pengembangan dan
Revitalisasi Prasarala Kota Kreatif); Pengembangan Ekosistem
Ekonomi Kreatif (meliputi: Pengembangan Riset, Pendidikan, dan
Sistem Pemasaran; Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan;
Penyediaan Infrastruktur; Pemberian Insentif; Fasilitasi Kekayaan
l:rtelektual; Perlindungan Hasil Kreativitas; Rencana Aksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif; Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Ekosistem Ekonomi lfteatif); Peningkatan
Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
(meliputi: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi IGeatif Tingkat Dasar; Peningkatal Peran Serta
Masyarakat datam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan
Mahasiswa/Pelajar; Sertifrkasi Kompetensi Tenaga Ke{a
Pariwisata; Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi
Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif; Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif; Monitoring
dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi IGeatif); Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi
Kreatif (Pelatihan, Bimtek, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaital den bi tu asn

5 Bidang Pengembangar^ Destinasi
Pariwisata

Melaksanakan per:yiapan bahan
prograrn kerja, penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, pelaksanaal kebijakal,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

a. Pen1rusunan bahan p;ogram kerja di bida:rg Pengembangan
Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata, dan
Usa-ha Pariwisata;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana
Prasarana Pariwisata, dan Usa-ha Pariwisata



JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
bidang Pengembangan Objek Daya Tarik
Wisata ddn Sarana Prasar:ana
Pariwisata, dan Usaha Panwisata.

c. Pelaksanaan keb[iakan di bidang Pengembangan Objek Daya
Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata, dan Usaha
Pariwisata;

d. Pengoordinasian pelaksanaen tugas di bidang Pengembangart
Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata, dan
Usaha Pariwisata;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana
Pariwisata, dan Usaha Pariwisata; dan

f. Pelaksanaal fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

5.1 Kelompok Unsur Pengembangan
Objek Daya Tarik Wisata dan
Sarana Prasarana Pariwisata

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta ba-han pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengembangan
Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana
Prasarana Pariwisata.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan alggaran di
bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dal Sarana
Prasarana Pariwisata;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata da;t Sarana
Prasarana Pariwisata;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana
Pariwisata;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana
Pariwisata;

e. Pelayarran administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana
Prasarana Pariwisata meliputi :

tNo

oanE
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Pengelolaan Day Tarik (meliputi Penetapar Daya Tarik
wisata Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata;
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata);
Pengeloiaan Kawasan Strategis Pariwisata (meliputi: Penetapan
Kawasan Strategis Pariwisata; Perencanaan Can Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata;
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran
serta Pemberdayaan Masyarakat datam Pengelolaan Kawasan
Wisata Strategis Pariwisata; Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata; Penerapan Destinasi Pariwisata
Berkelaljutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata);
Pengelolaan Destinasi Pariwisata (meliputi: Penetapan Destinasi
Pariwisata; Perencanaan dan Pengembalgan Destinasi
Pariwisata; Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata; Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Destinasi Fariwisata; Penerapan Destinasi Pariwisata
Berkelanjutan da-lam pengelolaan Destinasi Pariwisata);
Penyediaan Data dan Dokumen Potensi Pariwisata serta kegiatan
lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengembangal Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasaran
Pariwisata; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den bidan tu a.

Kelompok
Pariwisata

Unsur Usaha Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakal teknis
operasional, bal'an pelaksanaan
kebijalan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan administratif
dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan

a. Penyiapan bahan penyusunal rencana program dan anggaral di
bidang Usaha Pariwisata;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Usaira Pariwisata;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha
Pariwisata;

d. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidang Usaha
Pariwisata;

5.2

Wisata
dan
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e. Pelayanan adninistratif dan pelaksanaan kebilakan daerah di

bidang Usa-ha Pariwisata meliputi:
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata; Penerbitan
Taada Daftar Usaha Pariwisata; Pengelolaan lnvestasi Pariwisata;
Pembinaan dar Pengawasan Usaha Pariwisata; Fasilitasi
Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata; Penyediaan Data dan
Informasi Usaha Pariwisata serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Usaha Pariwisata; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den tu

pelaporan di bidang Usaha Pariwisata.
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I,AMPIRANXVIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6q raHuN zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KER.IA KABI,'PATEN SRAGEN

I
NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FIJNGSI/URAIAN TUGAS

Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang tenaga
keda, bidalg transmigrasi, dan bidang
energi sumber daya mineral yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan
Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja, bidarg
lr6nsrnigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang
transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
tenaga kerja, bidang transmigrasi, darr bidang energi sumber
daya mineral;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja, bidang
transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Tenaga Ke{a.

a. Pengoordinasian dan penyusunzrn program, anggaran, dan
evaluasi kineq'a di lingkungal Dinas Tenaga Kerj a;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Tenaga Ke{a;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangal di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tanga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Tcnaga Kerja;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja;



JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

2.1 Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program ke{a, bahan
pemmusErn kebijakan telcris operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebdakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

berkaitan d bi tu a

t.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yalg
berkaitan
Penyiapan ba-han penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;
Penyapan bahal perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;
Penyrapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meiiputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian:
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanar Publik dan Hubunga-n Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatal lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh

Umum danSubbagian
Kepegawaian

cc Unsur Perencanaan,
Pelaporal, dan

Kelompok
Evaluasi,
Keualgan

Melaksanakan penyiapan bahal
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan te}<rris operasional,
bahan pelaksanaal kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayarran
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauar,
evaluasi, dan pelaporan di bidang

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporaa, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, da;r Keuangan;

c. Penyiapan bahal pelaksanaan kebijakan di bidalg
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

L rso

c ga
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Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan
Keuangan

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayalan a.tministratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang PerencanaEul, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Peny,usunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaart
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksalaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaal Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwula:nan/ Semesteran SKPD/ laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporarr dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan laporarr SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, eva.luasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaar, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan de an bid tu

3 Bidang Perencanaam, Pelatihan,
dan Produktivitas Tenaga Kerja

Melaksanakan penyiapan bahal program
kerja, penyiapan bahan perumusErn
keb a-kan teknis onal, aan

a. Penyusunan bahan program keda di
Tenaga Ke{a, Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja:

bidang Perencanaan
Pemagangan, dan

lNo
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kebilakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perencanaan Tenaga
Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan,
dan Produl,rtivitas Tenaga Kerja.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrris operasional di
bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan
Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja,
Pelatihan Kerja da-: Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga
Kerja;

d. Pengoordinasian pelaksalaan tugas di bidang Perencanaan
Tenaga Ke{a, Pelatihan Ke{a dan Pemagarrgan, dan
Produ lctivitas Tenaga Kerja;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihal Kerja dan Pemagangan,
dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Unsur Perencanaan
Tenaga Kerja

Melaksanakan penyiapan ballan
pen5rusunan program kerja, bahan
pemmusan kebijakan teknis opeiasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, baha-n
pengoordinasia-n administratif, pelayalan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporal di bida-ng
Perencar^aan Tenaga lrerja.

Melaksanakan penyiapan
en sunan rarn a,

baharr
bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan alggaran
di bidang Perencanaan Tenaga Kerja;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Tenaga Ke4'a;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaan Tenaga Ke{a;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan Tenaga Kerja;

e. Pelayanan administratif dan pelal<sanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan Tenaga Ke{a meliputi:
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (meliputi:
Penyusunaa Rencana Tenaga Ke{a Makro; Penyusunan
Rencana Tenaga Kerja Mikro) serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, eva.luasi, dan pelaporan di
bida:rg Perencanaan Tenaga Kerja; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikaa oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Kelompok Unsur Pelatihan Keda
dan Pemagangan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidan Pelatihan Kerja dan Pemagangan;

3.2
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perumusan kebijakan teloris operasional,
bahal pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasial adrninistraLif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pema:1tauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebliakan teknis operasional di
bidang Pelatihan Kerja dan Pemagangan;

c. Penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan di bidang Pelatihan
Kerja dan Pemagangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelatihan Ke{a dan Pemagangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang Pelatiharr Ke{a dan Pemagangarr meliputi:

Pembinaan Iembaga Pelatihan Kerja Swasta; Penyediaan
Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara
Terintegrasi; Pembinaan Penyelenggaran Pelatihan Kerja;
Rekomendasi/lzin Lembaga Pelatihan Ke{a (LPK); Program
Pemagangan Dalam Negeri; Program Pemagangan Luar Negeri;
Pengelolaan Data Pelatihan Ke{a; Rekomendasi Paspor
Magang Di Luar Negeri; Sertifikasi Uji Kompetensi Bagt
Instruktur dan Peserta Pelatihan; Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja; Verilikasi dalr Pengelolaan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelatihan Ke{a dan Pemagangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
an berkaitan bidan tu

3.3 Kelompok Unsur Produktivitas
Tenaga Kerja

Melaksanakan penyiapan bahan
pen)rusunan program kerja, bahan
pemrnusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanarr
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Produktivitas Tenaga Kerja.

a. Penyiapal bahan penyusunan rencana program dal anggaran
di bidalg Produktivitas Tenaga Kerja;

b. Penyiapan bahan perumusal kebijakan teknis operasional di
bidang Produktivitas Tenaga Kerja;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidalg
Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Penyiapan ba-han pengoordinasian administratif di bidang
Produktivitas Tenaga Ke{a;

e. Pelayanar administratif dan pelaksanaan kebijala-n daerah di
bidang Produktivitas Tenaga Kerja meliputi:
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Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan
Kecil; Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Fasilitasi Pelatihan Produktivitas Alumni Magang di Luar
Negeri serta liegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Produktivitas Tenaga Ke{a; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bida:rg tugasnya.

4 Bidang Penempatan Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan ESDM

Melaksanakan penyiapan bahan progra:n
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Informasi Pasar Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan
ESDM.

a. Penyusunarr bahan program ke{a di bidang Informasi Pasar
Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja, Transmigrasi dan ESDM;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dal ESDM;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi Pasar Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Keda,
Transmigrasi dan ESDM;

d. Pengoordinasial pelaksanaan tugas di bidang Informasi Pasar
Ke{a, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja, Transmigrasi dan ESDM;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
lnforrnasi Pasar Kerja, Penelopatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den tu a.

4.1 Seksi Transmigrasi dan ESDM Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program ke{a, baharr
perumu san kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaar kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang

a. Penyiapal bahan penyusunzrn rencana progr€rm dan anggaran
di bidang Transmigrasi dan ESDM;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Transmigrasi dan ESDM;

c. Penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan di bidang
Transmigrasi dan ESDM;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Trarr smigrasi dan ESDM;
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Transmigrasi dan ESDM. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebdakan daerah di

bidang Tfansmigrasi dan ESDM meliputi:
Identifikasi Potensi Kawasa;r Transmigrasi; Advokasi dan
Musyawarah Penetapan Kawasan; Penyediaan Talah untuk
Pembangunan Kawasan Transmigrasi; Penatausahaan
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi; Koordinasi
dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi ;
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi
Penduduk Setempat dan Transmigran; Pelaksanaan Penataan
Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi;
Pemindahan dan Penempatan Ttansmigran; Penyuluhan
Transmigrasi; Pelatihan Transmigrasi; Penyesuaian
Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi;
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan
Pemukimal; Penguatal Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman;
Pemantaun Penempatan ?ransmigran Penetapan Prosedur
dan Persyaratan, Pen1rusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

lm nan berkaitan den an bid tu

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Transmigrasi dan ESDM; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

4-2 Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebilakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasia,n administratif, pelayalan
admini stratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantaua!,
evaluasi dan ran di bidang

Kelompok
Pasar Kerja

Unsur Informasi a. Penyiapan bahan penyusunan renc€rna program dan anggaran
di bidang Informasi Pasar Keda;

b. Penyiapan bal al perumosan kebijakan teknis operasional di
bidang Informasi Pasar Kerja;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi
Pasar Kerja;

d. Penyiapan bal:an pengoordinasian administratif di bidang
Informasi Pasar Kerja;



NO JABATAN/I,JNIT ORGANISASI TUGAS FT'NGSI/URAIAN TUGAS
Informasi Pasar Kerja. e. Pelayanarr a.lniaistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Informasi Pasar Kerja meliputi:
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerj
Online; Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Online; Job Fair/Bursa Kerja; Job Canvasing; Pengelolaal
Aplikasi Ketenagakerjaan serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan ba-han pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Informasi Pasar Kerja; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan dan snbidan

4.3 Kelompok Unsur Penempatan
Tenaga Ke{a dan Perluasan
Kesempatan Kerja

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunzrn progr€rm kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaal kebijakan, ba1.an
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja.

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran
di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penempatan Tenaga Kerj a dan Perluasan Kesempatan
Keq'a;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Penempatan Tenaga Ke{a dal Perluasaa Kesempatan Kerja;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penempatan Tenaga Ke{a dan Perluasan Kesempatan Kerja;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
K ria meli

r
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Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja; Pelayanan
antar Kerja; Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakefaan; Perluasal r(esempatan Kerja; Penyediaan
Sumber Daya Perizinan lembaga Penempatan Tcnaga Kerj
Swasta (LPTKS) secara Terintegrasi; Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS; Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMl)/Pekerja
Migran Indonesia (PMI); Penyediaan l,ayanarr Terpadu pada
Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Purna Penempatan; Penempatan Tenaga Kerja; Fasilitasi
Penyelesaian Kasus TKI dan TKI Meninggal Dunia; Koordinasi
dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA; Pengembangan
Wirausa-ha Baru; Desa Migran Produktif; Padat Karya;
Fasilitasi Akses Tenaga Kerja Khusus serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Ke{a; darr

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
a.tubiberkaitanan

5 Bidarg Hubungan Industrial

EEI

ke{a, penyiapan ba}ran penrmusan
l<ebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan

Melaksanakan penyiapan bahan Program

tugas,
pelaporan

pemantauan, evaluasi, dan
bidang Peraturan

Perusahaan Pe{anj ian Kerja,
TenagaPengupahan dan Kesejahteraal

Ke{a, dan Perselisihan Hubungan
Industriar.

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Ke{a, Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan Hubungan
Industrial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja,
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan
Hubungan Industrial;

c. Pelaksanaan kebija-kan di bidang Peraturan Pemsahaan dan
Pe{anjian Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja,
dar Perselisihan Hubungan Industrial;

d. Pengoordinasia-n pelaksanaan tugas di bidang Peraturarr
Perusahaal dan Pe{anjian Kerja, Pengupa_han dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihaa Hubungan
Industrial;

di
dan
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e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Peraturan Perusahaan dan Perjaajian Kerja, Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihal Hubungan
Industrial; darr

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bi tu

5.1 Kelompok Unsur Peraturan
Perusahaan dan Pe{anjian Kerja

Melaksanakan penyiapan bahan
pen5rusunan program kerja, baharr
perumuszrn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelalsanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Peraturan Perusa-haan dal Perjanjian
Kerja.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;

b. Penyiaparr bahan perumusan kebliakan teknis operasional di
bidang Peraturan Perusahaan darr Perjanjian Kerja;

c. Penyiapal bahan pelaksanaan kebljakan di bidang Peraturan
Perusahaan darr Pe{anjian Kerja;

d. Penyiapan baharr pengoordinasian administratif di bidang
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Peraturan Perusahaan dan Pe{anjian Keq'a meliputi:
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagr Perusahaan;
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusa-haan (meliputi:
Pengesahan Perjanjian Ke{a dan Pef anjian Kerja Waktu
Tertentu; Pencatatan Pemborongan Pekerjaan, Pelaporan Jenis
Pekerjaan Penunjalg, dan Perjanjian Pemborongaa Pekerj aan;
Pencatatan Perjaljian Kerja Bersa.r.ra); Penyelenggaraan
Verifrkasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi
Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Aliliasi; Pelaksanaan Operasional t embaga
Ke4'asama Tripartit Daerah; Pembinaan Perusahaan;
Pembinaan Organisasi Pengusaha; Rekomendasi/Izin
Perusahaal Outsorcsing, Pemutakhiran Data Hubungan
Industrial; Pencatatar Pembentukan Serikat Pekerja serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi. dan pelaporan di
bidang Peraturan Perusahaal darr Pe4'anjiar Kerja; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasar lain yalg diberikar oleh
lm tnan berkaital d bidan tu n a
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5.2 Kelompok Unsur Pengupahan

dan Kesej ahteraan Tenaga Kerja
Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja bahan
pemmusan klbijakan tekrris operasional,
bahan pelaksanaal kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengupahal dan Kesej ahteraan Tenaga
Ke{a.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencrna program dan anggaran
di bidang Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;

b. Penyiapan bahan perumusar kebij akan teknis operasional di
bidang Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Keq'a;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Ke4'a;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja meliputi:

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
Pengembalgan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja; Pembinaan Fasilitas
Kesejahteraan Tenaga Kerja, Peml-rinaan Struktur Skala Upah,
Pembinaar darl Monitoring Implementasi Upah Minimum
Kabupaten (UMK), Fasiltasi Proses Penetapan Upah Minimum
Kabupaten (UMK), Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten
(UMK|, Pembinaan dan Monitoring Pemberian Tunj angan Hari
Raya (THR) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan

g, Pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh
lm lnan berkaitan den bidan tu asn

5.3 Kelompok Unsur Perselisihan
Hubungan Industrial

Melaksanakal penyiapan bahan
pen)rusunan program kerja, bahal
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaal kebijalan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahal pemantauan,
evaluasi , dan pelaporarr di bidang Perselisihan Hubungan Industrial;

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggarart
di bidang Perselisihan Hubungan Industrial;

b. Penyiapan bahan perumusan l:ebijakan teknis operacional di
bidang Perselisihan Hubungan Industria-l;

c. Penyiapan bahaa pelaksanaan kebijakan di bidang
Perselisihal Hubungan Industrial;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

NO
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Perselisihan Hubungan Industriat. e. Pelayanan administratif dan pelalsanaan kebljakan daerah di

bidang Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

Pencegaian Perselisihan Hubungan l:dustrial, Mogok Kerja,
dan Penutupan Perusahaarr; Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan (meliputi: Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industria,l, Mediasi Perselisihan Pekerja dan
Pengusaha, Mediasi Persetsihan Serikat Pekerja dan Serikat
Pekerja, Mediasi Perselisihan Serikat Pekerja darr Pengusa-ha,
Fasilitasi Penyelisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja); Pembinaaa
Perlindungan dal Kesehatan Kerji serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapa-n bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perselisihan Hubungan Industrial; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6 UPTD Technopark "Ganesha
Sukowati"

Melaksanakan Kegiatan Pelatihan
Berbasis Kompetensi Khusus Untuk
Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Unit
Bisnis (fenant) Industri

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Technopark
"Ganesha Sukowati";

b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (meliputi:
Perencanaan Kebutuhan Pelatihan; Sosialisasi Pelatihart
Berbasis Kompetensi (PBK); Pelaksanaan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Khusus Untuk Memenuhi Kebutuhan Tenaga
Ke{a Unit Bisnis (Tenant); Fasilitasi Pelaksanaan Praktek
Kerja Industri; Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Pelatihan); Koordinasi Lintas kmbaga dan Kerja Sama dengan
Sektor Swasta untuk Penyediaan lnstruktur serta Sarara darr
Prasarana trmbaga Pelatihan Kerja; Pengadaan Sarana
Pelatihan Keq'a; Pelaksanaan Konsultasi Produlctivitas kepada
Perusahaan Kecil; Pelayanal dan Penunjang Pelayanan BLUD
serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;



NO JABATAN/ UMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

Subbagian Tata Usaha UPTD
Technopark "Ganesha Sukowati"

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD
Technopark "Ganesha Sukowati", dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain ya:rg diberikal oleh
pimpinan yans berkaita! denqan tuqasnya

6.1 Memberikan pelayanan tekrris dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD
Technopark "Ganesha Sukowati",

Technopark "Ganesha Sukowati"; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pirnpinan.

a. Pengoordinasian dal penyusunan program dan anggaral di
lingkungan UPTD Technopark "Ganesha Sukowati";

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan UPTD Technopark "Ganesha Sukowati";

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD
Technopark "Ganesha Sukowati";

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah targga
dal barang milik daerah di lingkungan UPTD Technopark
"Gsnesha Sukowati";

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksala di lingkungan
UPTD Technopark "Ganesha Sukowati";

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD

7 Melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan
Keterampilan Berbasis Kompetensi

a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Balai t atihart
Kerl'a;

b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
bagr Pencari Ke{a berdasarkan Klaster Kompetensi (meliputi:
Perencanaan Kebutuhan Pelatihan; Sosialisasi Pelatihan
Berbasis Kompetensi (PBK); Pelayanaa Konsultasi;
Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi; Pelaksanaan
Kerjasama Pelatihan Berbasis Kompetensi; Fasilitasi
Pelaksanaan Praktek Ke{a Industri; Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja); Koordinasi Lintas kmbaga
dan Keg'a Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan
Instrul.tur serta Sarana darr Prasarana [embaga Pelatihan
Kerja; Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja serta kegiatan
lainnya sesuai bidang tugasnya;

UPTD Balai Latihan Keq'a
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c. Pelaksanaan pemantauarr, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD

Balai Latihan Kerja, dan
d. Pelaksaoaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan vang berkaitan tugasnya

UPI
N

GYUNI SUKOWATI
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NO JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksarrakan

Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan
umum dal penataan ruang sub urusan
persampa-han, bidang lingkungan hidup,
dan bidang kehutanan yang menjadi
kewenangan Daerah dan TUgas
Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang peke{aan umum dan penataan
ru€rng sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup,
dan bidang kehutanan;

b. Pelaksanaan kebij akan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup,
dal bidang kehutalan;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan
persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang
kehutanan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekeq'aan umum dan
penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan
hidup, dan bidang kehuta-nan; dalt

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungarr Dinas
Lingkungan Hidup.

a. Pengoordinasian darr pen1rusunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan. Dinas
Lingkungan Hidup;
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2.1 Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksanakan penyiapan bahan
pen)rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
baha:r pelaksalaan kebijakan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksarraan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiaparr bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapar ba-halt pengoordinasian administratif di bidang
Umum darr Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera-h;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksalaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata L^aksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan larn sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kelregawaian; dal

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan d bidan tu

,c Kelompok
Evaluasi,
Keuangan

Unsur Perencanaan,
Pelaporan, dan

a. Penyiapa;r bahan penyusun€rn rencana progr€rm dan anggaran
di bidarg Perencanaan, Eva.luasi, Pelaporal, dan Keuangan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah talgga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan den tu SN

Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan program ke{a, ba_han

musan kebi akan teknis o erasional,
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bahan pela-ksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian ad:rrinistratif, pelayanan
adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan
Keuangan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrris operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi. Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapar bahan pelaksanaan kebilakan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporal, dan Keuangan;

e. Pelayalan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine{a Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD da;t
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Capaiart
Kirrerja dan Ikhtisar Realisasi Kine{a SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gaji dan Tlrnjangan ASN; Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Ttrgas ASN; Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapal Pemeriksaan; Koordinasr dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Iaporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Pealisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan laporan SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan Iain
tnan berkaitan d bi

yang diberikan oleh
I
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Pengaduan, dan Peningkata:r
Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan,

kebijakal tekrris operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Unsur perencanaan,
Kajian Dampak Ungkungan, dan
Pengendalian Limbal E}3, pengelolaan
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkunga-n, dal Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup.

ked
Melaksanakan bahanpenyiapan program

a, bahanpenylaPan penunusan
a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Unsur

Perencarraan, Ihjian Dampak Lingkungan, dan pengendalian
Limbah El3, Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkurgan
Hidup;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teloris operasional di
bidang Unsur Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungal, dan
Pengendalian Limbah E}3, Pengelolaan Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Unsur Perencanaan, K4iian
Dampak Lingkungal, dan Pengendalian Limbah E}3,
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Unsur
Perencanaan, K4iian Dampak Lingkungan, dan pengendalian
Limbah E}3, Pengelolaan Pengaduan dan penyelesaian
Sengketa Lingkungan, darr Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup;

e. Pelaksalaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Unsur Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan, dan
Pengendaliarr Limbal E}3, Pengelolaan Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan peningkatan
Kapasitas Lingkunga:r Hidup; darr

f. Pela-ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d tu

3.1 Kelompok Unsur
dal Pengendalian
Hidup

Perencanaan
Lingkungan pen)rusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan tekrris operasional,
bahan pelaksanaal kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi dan

Melaksanakan bahanpen]napan

oran di

a. Penlapan balan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

b. Penyiapan bahal perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
ngan HiduPerencanaan dan Pengendalian Lin

3
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Lingkungan Hidup.

Pengendalian Penyiapan bahaa pengoordinasial administratif di bidang
Perencanaan dan Pengendalian Lingkungaa Hidup;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidalg Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
meliputi:
Penyusunan, Penetapan, dan Pengendaliaa pelaksanaan
RPPLH; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata
Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD, KLHS untuk KRp yang
Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup;
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara
Limbah El3 ; Verilikasi L^apangan Pemenuhan persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah E}3;
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpularr Limbal E}3

; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah E}3 dengan
Pemerintah Provinsi dalam ralgka pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan; Fasilitasi
Pememrhan Ketentuan dan Kewajiban l..in Lingkungan
dan/ atau lzirr PPLH; Pengembangan Kapasitas pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup; Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yartg Iztn Lingkungan Hidup, Izin ppLH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan dal Penerapan Sanksi Upaya
dan Rencana PPLH Rekomendasi UKLUPL, SPPL, Penyusunan
NSDA dan LH, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah,
Penyu.sunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkunga:n Hidup; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan
t
yartg diberikan oleh

d.

berkaitan d
lain

bidan.74 Kelompok Unsur Penanganal
Pengaduan Lingkungan Hidup penyusunan program ke{a, bahan

erumusan keb erasionalakan teknis o

Melaksanakan bahanpenJnaPan a. Penyiapan bahan penltrsunan rencana program dan anggaran
di bidang Penanganar Pengaduan Lingkungan Hidup;

NO TUGAS

) r
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pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daeran, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penanganan Pengaduan Lingkungan

kebijakan, bahan

Hidup.

bahan pelaksanaan perumusan kebilakan teknis operasional di
bidang Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijalan di bidang
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidalg Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup meliputi:

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap ppLH (meliputi:
Fasilitasi Penerimaan, Pengkqjian, Verifikasi, dal Rekomendasi
Pengaduan Atas Usaha atau Kegiatan yang Tidak Sesuai
Dengarr lzin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup); Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui pengadilan
(Meliputi: Pene;apan Sanl:si Administrasi; penyelesaian
Sengketa Lingkungan; Pengawasan, Rekomendasi dan
Penegakan Hukum Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan
Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan penyidikan
Perkara Pelanggaran Lingkungan Hidup dan penanganan
Barang Bukti) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penarrganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh

b. Penyiapan bahan

lm lnan berkaitan den bi tu3.3 Kelompok Unsur Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup penJrusunan program kerja, ba]:an

perumusa.n kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratfl pelayanal
administratif dan pelaksanaan kebijakan

tauandaerah serta bahan

Melaksanakan bahanpenyapan

ET

a. Penyiapan bal.an penJrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Peni.rgkatan Kaprsitas Lingi<ungan Hidup;

b. Penyiapan bahal pemmusan kebijakan teknis operasional di
bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Penin tan Ka sitas Hidu
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evaluasi, dan pelaporarr di d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pelayanan a.lminiskalif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi:

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi
Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan Lakal atau Pengetahuarr
Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH;
Pemberdayaan, Kemitraarr, Pendampingal dan Penguatan
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional
dan Hak MFIA terkait dengan PPLH; Peningkatan Kapasitas
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; Pendampingan
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan
Penlrrluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup; Penilaian
Kine{a Masyarakat/Lrmbaga Masyarakat/ Dunia
Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; Fasilitasi Kegiatan Sekolah
Adiwiyata; Pemanfaatan Energi Terbarukan; Pengembangan
Sarana Dan Prasarana Lingkungan Hidup serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh
lm lnan an berkaitan den tu

Bidalg Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Melaksanakan penytapan ba}r Prograln a. Penyu sunan bahan progrzrm keda di bidang Pencegahan dan
kerj ba]:ana, penylapan perumu san Penanggu Iar1gali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
kebijakan teknis operasional pelaksalaan Hidu t, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakarr Lingkungan
keb akan ordinasiU pengo an pe1aksanaan H idup KonservaSI aumber Daya Alam dan KEEINekaragaman
tu peman tauan ev^1 uas1 dan H

4
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Penanggulangan pencemaran dan
Kerusakan Lingkungarr Hidup, pemulihal
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Konservasi Sumber Daye Alam darr
Keanekaragaman Hayati.

pelaporan di bidang Pencegahan dan

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam dan Kealekaragaman
Hayati;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan

perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran da;r
Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan pencemaran darr
Kerusakan Lingkungan Hidup, Konsewasi Sumber Daya Alam
dan Keanekaragaman Hayati;

Penanggularrgan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman
Hayati;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungal Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam dan
Keanekaragaman Hayati; dan

f. Pelaksanaaa fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bi

b. Penyiapan bahan

Kelompok Unsur Pencegahan
dan Penanggulangan
Pencema-r:an dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

4.1 penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumus:rn kebij akan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administralif, pelayarran
admini stratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantau€rn,
eva-luasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan penanggulangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Melaksanakan penJrusunarn rencana program dan anggaran

Pencegahan dal Penanggulangan pencemaran dan Kerusakan

di bidang Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakal teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran darr
Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakal di bidang pencegahan
dan Penanggulalgan Pencemaran dan Kemsakan Lingkungal
Hidup;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

a. Penyiapan bahan

HiduLi

5il
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dan pelaksanaan kebijakarr daerah di

bidang Pencegahan dan Penalggulangan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan la.ut (meliputi: pembinaan dan
Tindaklanjut Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi;
Penanggulangarr dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan; Penanganan Jenis Usaha yang Menimbulkan
Pencemaran dan Kerusa-kan); Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaarr Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup; Pemberian Informasi peringatan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat; Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup; Penghentian pencemaral dan/atau
Kerusakan L-ingkungan Hidup; Penentuan Bal<.r Mutu
Lingkungan, Pencemar dan Kerusakan Lingkungan;
Pengelolaaa Kegiatan Sipil Teknis, Fasilitasi program Kampung
Iklim (Program Kampung lklim) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Pen;iapan bahan pemarrta.lan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

e. Pelayanan administratif

berkaitan den asnbidan tuan
4.2 Kelompok Unsur

Pencemaral dan
Lingkungan Hidup

Pemulihan
Kerusakan pen1rusun€rn progrzrm keg'a, bahan

pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan

akanadmini tifS atr dan aanelaksan bke I

Melaksanakal bahanpen]naPar pen5rusunan rencana progr€rm dan alggaran
di bidang Pemulihal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

a. Penyiapan bahan

Hidu

EU
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Lingkungan i{idup.

serta bahan
dan pelaporan

peEantauaII,
di bi

Pencemaran dan Kerusckan

daerah,
evaluasi,
Pemulihan

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemulihan Pencemaran darr Kerusakan Lingkungan Hidup;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup meliputi:
Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian Sumber pencemaran;
Koordinasi dan Sinkronisasi pembersihan Unsur pencemar;
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Remediasi;
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi;
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Restorasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

an

Pen5nap di bibijakanc. an bahan kepelalsanaan Pemulihandang
Pencemaran dan Keru sakan

lain
bi

yang
tuberkaitan den

diberikan oleh

f. Penyiapan bahan
bidang Pemulihan
Hidup; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasarr

4.3 pok Unsur Pengelotaan
Keanekaragaman Hayati
Kelom pen5napan bahan

penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksaraan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaal kebilakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Kearrekaragaman Hayati.

Melaksanakan a. Penyiapan bahal Penyu sun€rn rencana program dan anggaran
di bidar.g Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ;b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaarr Keanekaragaman Hayati;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaarr
Keanekaragaman Hayati;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengelolaan Keanekaragamarr Hayati;

bidang

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan ke-uijakal daerah di
bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati meliputi:

Lingkungan Hidup;

NO
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Penetapan Rencana Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati; Pengelolaan Taman Kearrekaragaman
Hayati di Luar Kawasar Hutan; pengelolaan Kebun Raya;
Pengelclaan Ruang Terbuka Hijau (pengelolaan Hutan Kota,
Koordinasi perencanaar, Pengendalian dan pengawasar,
Sosialisasi/Kampanye, darr pelaporan RTH lingkup
Kabupaten); Pengelolaan Tamal Keanekaragaman Hayati
Lainnya; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
dalam Pengelolaan Keanekaragarnan Hayati; pengelolaan
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati; pengelolaan
Tarnan Hutan Raya (TAHURA); perencanaan Kebutuhan dan
Penyediaan Bibit Tanaman Penghijauan serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan baha-n pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Keanekarag.rman Hayati; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pen1rusunan dan

an berkaitar den tu ac PengelolaanBidang
Persalnpal.an

tugas, pementauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan Sampah,
Pembinaan dal Pengawasan pengelolaan
Sampah, dan Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan.

b. Pcnyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Sampah, pembinaan dan pengawasan
Pengelolaan Sampah, dan Pengembangan Sistem pengelolaan
Persampahan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Sampah,
Pembinaan dan Pengawasal pengelolaan Sampah, dan
Peogembangan Sistem Pengelolaan persampahan;

d. Pengoordinasian pelaksana.rn tugas di bidang pengelolaac
Sampah, Pembinaan dan pengawasan pengelolaarr Sampah,
dan Pengembangan Sistem pengelolaan persampahan;

diked binaan gawasan
kni operaslon
pengoordinasian

MeIaksalakan an ahanbpenJnap a.glampro bahan k a b oproSram laaneq darrg Penge
a, bahanp su anenyiapan Sam Pemperum dan Penpah Sam ahPengelolaan p

bke akan te s al elrJ aksanaan danp o aanPengembalgan Pengel
bke akanU aanelaksanp

ET

Penyusunan

Sistem Persampahan;
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e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidaag

Pengelolaan Sampah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
Sampah, dan Pengembaagan Sistem Pengelolaan
Persampahal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
d bi tu

5.1 Kelompok Unsur Pengelolaan
Sampah penJrusun€rn progran kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Sampah.

Melaksanakan bahanPenylapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progran dan anggaran
di bidang Pengelolaan Sampah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Sampah;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaarr
Sampah;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaan Sampah;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Sampah meliputi:
Penyusunan Kebijakan dan Srrategi Daerah Pengelolaan
Sampah; Penalganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA; Penyusunarr Kebija-kan
Kerjasama Pengelolaan Persampahan; Pembinaan Pembatasan
Timbunan Sampah Kepada Produsen/Industri serta kegiatar
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan,
bidaag Pengeiolaan Sampah; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan

evaluasi, dan pelaporan di

1m berkaitan dernan an
lain

bi tu
yang diberikan oleh

5.2 Kelompok Unsur
dan Pengawasan
Sampah

Pembinaan
Pengelolaan penJ tsunan program keja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahal pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan elaksanaan kebi akan

Melaksanakan baharrpenyrapan

b. Penlapan bahan perumusan kebijalan teknis operasional di
bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaarr Sampah;

a. Penlapan bahan penyusunan renc€rna progr€rm dan anggaran
di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaaa Sanpah;

C
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daerah,
evaluasi,
Pembinaan
Sampah.

serta bahan
dan pelaporan
darr Pengawasan

pemantauan,
di bidang
Pengelolaan

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Pembinaan
dal Pengawasan Pengelolaan Sampah;

d. Penyiapar bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah
meliputi:
Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; Peningkatan
Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampa_han;
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan; Pelayanan Perizinan Berusa.ha
(Pengelolaan Sampah); Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait
Izrn Usatra dan Standar Teknis Pengelolaan Sampa_h;
Penyusunan dan Pelaksanaan Peniiaian Kineq'a pengelolaan
Sampah; Monitoring dan Evaluasi Pemenuhar Target dal
Standar Pelayanan Pengelolaal Sampah; pengembangan
Investasi Usaha Pengolahan Sampah; Kerjasama pengolahan
Sampah; Pengelolaan Bank Sampah; Fasilitasi Kegiatan Lomba
Kebersihan Lingkungan dan Peringatan Hari Sampah; Sistem
Tanggap Darurat Pengelolaan Sampalr; Pengelolaan Retribusi
Pengelolaan Sampah serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
bidan

yarlg diberikan oleh
lm an an berkaitan tu a5.3

penyl, sunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengembangan Sistem dan pengelolaal
Persampahan;

b. Penyiapar bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangal Sistem dan pengelolaan persampahan;

a. Penyiapan bahan

EEI

Kelompok Unsur Pengembangan
Sistem dan Pengelolaan
Persampa_han

Melalsanakan penyiaparr
pen5rusunan prograrn kerja,

pengoordinasian administratif, pelay

pemmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksarraarr kebijakan, bahan

bahan
ba].an

anan
a-kanadministratif dan elaksanaan kebi
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pemantauan,

Pengeloiaan
di

daerah, serta
evaluasi, dan
Pengembangan
Persampahan.

bahan
pelaporan

Sistem darr

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembangan Sistem dan pengelolaan pirsampahan;
dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain

Penyiaparr bii

Pen5nap administra dipcngoordinasian bi
Si

admini cikebijakan

eli ti

c- bahan ke akanpelaksanaan di
danSistemPengembangan Persampahan

d an bahalr tif dang
bar stem danPengem gan Peilolaan samPenge pahan

e. stratifPelayanan dan dpelaksanaan aera.h
b dan b Sc ste danmPengem Penangan olaan Persamgel pa}ran
m up

btj Teknistegl
TPA SPA

perusr tasi Peningkatal
tasi

TPA TPST/ Penyediaan
binaan

Sosialisasi
SaranaTPAyedia PA

nyediaan
di TPA TPA

TPA PAgatif
snya

canaRen Ke akan traS dan sSi tem
Pen olaan Persa-rngel pahan -3R TPS/TPST /TPS
Su Pem Rehabilibangunan

bPem Rehabiliangunan
anSar a

Persam anah Pemp knikTe olaan truInfras lrtu rPengel
Persam pahan dan Pem M takaberdayaan asyar

atndal ran Pen angka TPST S TPS.
R3 TPS Pe SAIAIA dan Prasarana Pen laangelo

Persam anah ?PSTp TPSTPengawasan
o aan Dam ak NPengel e TPSTp S serta ke ta ang

€un eS AIsu b dan tuc ga

tuberkaitan den bid
yarg diberikan oleh

I UPa

l.r

RAGEN,

IN G YUNI SUKOWATI

Pengelolaan

TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS ;
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Penyusunan
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I,AMPIRAN)(DG
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6.1 raHum zozr
TENTANG
KEDIJDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI,AYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
1 Kepala Dinas pati dalam melaksaaakan

Urusan Pemerintalan bidang penanaman
modal dan penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi
kewenangan Daerah da:r Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

Membantu Bu rumusar kebijakan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan bida-ng penanaman modal dan
penyelen ggaraa;r pelayanan terpadu satu pintu ;

c. Petaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
penanEunan moda_l dan penydenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dal
penyelenggaraan pelayanal terpadu satu pintu; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
d tu dan a

a. Pe

2 Sekretariat
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

pelayanan teknis danMemberikan goordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan
evaluasi kineq'a di lingkungarr Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dal keprotokolan di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanal Terpadu
Satu Pintu;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dal jasa penunjang di lingkungan Dinas penanaman

a. Pen

Modal dan Pel anan Su ta Pinu tuTe



NO JABATAN / I,'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata la-ksana di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

f. Pengelolaan urusan Apa-ratur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

2.t Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksanakan penyiapa;r bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijalan teknis operasional,
bahan pelaksalaan kebijakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dal pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kepegawaian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjalg Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; l,aporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanal Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemaltaual, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
nan berkaitan d tu a

ao Kelompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,

a. Penyiapan ba-han penyusunan rencana program. dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;



NO JABATAN/ UNTT ORGANISASI TUGAS FI,NGSI/URAIAN TUGAS
bahan pelaksanaan kebiiakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaarr, Evaluasi, dan Pelaporan.

Melaksanakan penyiapan bahan
pen1rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayalan
administratif dan pela-ksanaan kebijakan
daerah, serta baharr pemartauar,
evaluasi, da--r pelaporan di tidang
Keuangan.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan di bidang
Perencanaarr, Evaluasi, dan Pelaporal;
Penyiapan bahaa pengoordinasian artrninistratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Eeliputi:

Perangkat Daera-h); Pengelolaan Data dan Informasi sert
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Perencarraan, Penganggaran, dal Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: PenJrusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi darr Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kine{a

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan

meli uti:

tu
a.

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Keuangan;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuangan;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di bidang Keuangan;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;
Pelayanan ad:rrinistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi

2.3 Kelompok Unsur Keuangan
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Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan T\rnjangan ASN; Penyediaaa Administrasi
Pelaksalaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifika:i Keuangar SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapal Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
Iaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD/
Iaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perarrgkat Daerah;
Koordinasi Penyusunan t aporan SPIP serta kegiatan lain
sesuai bidarrg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Keuangan; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

J Kelompok
Penanaman Modal

Substansi Melaksanakan penyiapan bahan program
ke{a, penyiapan bahan perumusan
kebilakan teknis operasional, pelaksanaan
kebiiakan, pengoordinasiart pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengembangan Iklim
Penana:nan Modal, Promosi Penanornan
Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal.

a. Penyusunan bahan program keg'a di bidang Pengembangan
Iklim Penalaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan
Pengendaliarr Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi
Penanamaa Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penalaman
Modal;

c. Pelaksanaan kebilakan di bidang Pengembangan Iklim
Penarraman Modal, Promosi Pena::aman Modal, dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
Iklim Penanaman Modal, Promosr Penanamar Modal, dan
Pengendalia.n Pelaksanaan Penanaman Modal;

TUGAS
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e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Pengembangan Iklim Penanarnan Modal, Promosi Penanarnan
Modal, dan Pengendalian Pelaksalaan Penalaman Modal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikao oleh pimpinan sesuai
den tu

3.1 Kelompok Unsur Pengembangan
Iklim Penana'nan Modal

Melaksanakan penyiapan bahan
pen)rusun€ul program kerja, bahan
perumuszrn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijalan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

a. Penyiapan bahan penyusunar rencana program dan anggaran
di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

c. Penyiapan ba-han pelaksanaan kebijakan di bidalg
Pengembangan Iklim Penanaman Moda-l;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaa;r kebijakan daerah di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi:

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
(Kebijakal Teknis Rencala Pengembangan Penanaman Modal
Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah);
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/lnsentif dan
Kemudahan Penanaman Modal; Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal (meliputi: Pengumpulan Data, Analisis dan
Penyusunaa Rencara Umum dan Rencana Strategis);
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha; Infcrmasi
Kebutuhan Pengembangan Investasi Penanamal Modal;
Pembuatarr Profil Penanaman Modal serta kegiatan lain sesuai
bidarlg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembalgan Iklim Penanamarr Modal; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lm lnan berkaitan den an bidan tu asn
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3.2 Kelompok Unsur

Penanaman Modal
Promosi Melaksanakan penyiapan bahan

pen1rusun€rn program kerja, bahan
pemmus.rn kebijakaa teknis operasional,
bahal peiaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi
Penanaman Modal.

a. Penyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran
di bidang Promosi Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Promosi Penanaman Modal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi
Penanamal Modal;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Promosi Penanaman Modal;

e. Pelayalan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Promosi Penanaman Modal meliputi:
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (meliputi:
Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor Usaha
dan Wilayah); Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
(meliputi: Perencanaan dan Pelaksalaan Promosi Penanaman
Modal Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah; Penyiapan
Bahan/Sarana dan fYasarana Promosi Penanamal Modal;
Publikasi dan Distribusi Bahan-Bahan Promosi Penanaman
Modal; Fasilitasi Pameran Investasi); Fasilitasi Bisnis Meeting,
Penyusunan Prof lnvestasi darr Sistem Informasi Penanaman
Modal; Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapaa bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Prornosi Penanaman Modal; dan

dan pelaporan di

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaital d bidan tuan

3.3 Kelompok Unsur Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
pemmusan kebij akan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijalan, bahan
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

a. Penyiapal bahan penyusunan rencana program dan anggaral
di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebij akan teknis operasional di
bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Penyiapal bahal pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengendali al Pelaksanaan Penanaman Modal;
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evaluasi, dan pelaporan
Pengendalian Pelaksanaal
Modal.

di bidang d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bi
Penanaman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksaaaan kebijakan daerah di
bidang Pengendalian Pelaksanaal Penanaman Modal meliputi:

Koordinasi dan Sinlcronisasi Pemantauan Pelaksanaal
Penanaman Modal (Meliputi: Pemantauan Realisasi
Penarraman Modal Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah;
Monitoring Laporan Penanaman Modal (LKPM); Penghitungan
Realisasi Investasi); Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaal
Pelaksanaan Penarramal Modal (melipud: Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan dan Fasilitasi
Penyelesaian Permasalahal Penanaman Modal; Fasilitasi
Klinik l,aporan Kegiatan Penarraman Modal (L?(PM]];
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaart
Penanaman Modal (meliputi: Pengawasan Kepatuhan
Perusahaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Kegiatan
Usaha dan Peraturan; Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal; Fasilitasi Kegiata Lomba Lingkup Tugas
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaua-n, evaluasi, dan pelaporan di
bidar^g Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
m lnan berkaitan de bidan tu

Kelompok Substansi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan baharr perumusan
kebijakan teknis operasional, pela_ksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, peinantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan, Pemantauar,
Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan,

a. Penyusunaa bahan program kerja di bidang Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dan
Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pemaltauan,
Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi;

4

NO
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dan Pengelolaan Data dan Sistem
krforrrrasi.

c. Pelaksanaan keb!'akan di bidang Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan
Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Inforrnasi;

d. Pengoordinasial pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dart
Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayarran Perizinan dan Nonperizinan, Pemantauan,
Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

4.1 Kelompok Unsur Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan

Melaksanakan penyiapan ba_han
penJrusunan progrErm kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelal<sanaan kebijakan, bal'an
pengoordinasial administratif, pelayanan
administratif dan pelaksalaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

b. Penyiapan baharr perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelayanal Perizinan dan Nonperizinan;

c. Penyiapan baharr pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayanan Perizinal cian Nonperizinan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:

Penyediaan Pelayalan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah; Koordinasi Tim Teknis
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayan al Peitzinan dan Non zinal; dan

TUGAS
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g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

berkaitan de tu
4.2 Kelompok Unsur Pemantauan,

Pengawasan, dal Pengelolaan
Pengaduan

penJ rsunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemantauan, Pengawasan, darr
Pengelolaan Pengaduan.

Melaksanakan bahanpenyiapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan
Pengaduan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan
Pengaduan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidalg Pemantauar, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
meliputi:
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal (meliputi: Penyrrsunan
Rencana dan Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan
Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan; Penyusunan Kajian
dan Evaluasi Hasil); Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (meliputi: Pela-ksanaan
Layalan Pengaduan Masyarakat, Konsep Penanganan,
Perumusan Permasalahan, dan Tindaklanjut Pengaduan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan layanan Perizinan dan
Nonperizinan, Dokumentasi Pengaduan, Penanganan dan
Tindaklanjut Pengaduan Masya-rakat, Pelaksanaan Survey
Kepuasan l^ayanan) serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ci
bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan
Pengaduan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
an tuberkaital de an bidan1m a
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Kelompok Unsur Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi

Melaksanakarr penyiapan bahan
pen1rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dal pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebi.;akan teknis operasional di
bidang Pengelclaan Data dan Sistem Informasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidarrg Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi meliputi:

Pengolahan, Penyqjian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan NonPerizinan (meliputi: Pelayanan trformasi dan
Konsultasi; Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Penyelenggaran
Perizinan; Evaluasi Bahan Kebijakan dan Harmonisasi
Regulasi Daerah Terkait Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan; Pengelolaan Konten Website; Pengolahan dan
Penyediaan Data dal Informasi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan; Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
Jaringan Sistem Teknologi Iniormas; Dukungan Administrasi
serta Peningkatan Layanan Perizinan dan Nonperizinan)
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh
bidan tuan

4.3
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I.AMPIRAN)O(b
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR btlrnHun zozt
TENTANG
KEDUDI'KAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABI,JPATEN SRAGEN

NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/ URAIAN TUGAS
I Kepala Dinas

Sekretariat

Membantu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang
menjadi kewenangan Daerah dan TLrgas
Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

b. Pelaksanaa-n kebljakan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidcng
pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaart
masyarakat dan desa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
den dan

c Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggar.rn, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dal Desa;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotckotan di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Pengelolaan perlengkaparr, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

e. Pengelolaar untsan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat darr Desa; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinal yang

berkaitan den
2.1 Umum danSubbagian

Kepegawaian penJmsun€rn program ke{a, bahan
perumus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pela-ksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanarr
administratif dan pelaksarraan kebijakan
daerah, serta ba-han pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum
dan Kep egawaian.

Melaksanakan bahanpenjnapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggarar:
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakarr teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaa! kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasiarr administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelavanan adninistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian ;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reforrnasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Peralgkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
1m tuberkaitan de

2.2 Subbagiarr
Evaluasi,
Keuangan

Perencanaan,
Pelaporan, dan pen1rusunan program ke{a, bahan

penrmus€rn kebijakan teLnis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
evaluasi, darr ela an di bi Perencanaan, Evaluasi, Pe orarl dan Keu

Melaksanakan penyiapan baharr
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Evaluasi, Pelaporan, danPerencanaan,

Keuangan.
d. Penyiapan bahan pengoordiaasian administratif di bidang

Perencarraan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di

bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunal DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian
Kine{a dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan Gqii darr T\rnjangan ASN; Penyediaan
Administrasi Pelaksanaal Tugas ASN; Pelaksanaal
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangarr SKPD;
Koordinasi dal Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Pen1rusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Aoalisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perargkat Daerah; Pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Pen)rusunan l.aporan SPIP serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauar, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dal

un an tu n
g. Pelaksanaan

berkaitan den
lain

bi
yang diberikan olehtugas kedinasan

3 Bidang Penataarr dan
Pembinaan Ad;niqistrasi Desa

penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumus€rn

elaksanaan

Melaksanakan

rasional,kebi akan teknis o

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pembinaan
Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur
Pemerintahal Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;

Eil
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tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pembinaan Keuangan
dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur
Pemerintahan Desa, dan pembinaan
Administrasi Desa.

, pengoordinasian pelaksanaetrkeb{iakan b. Penyiapan bahaa perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan
Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi
Desa;

c. Pelaksanaan kebljakan di bidang Pembinaan Keuangan dan
Aset Desa, Penataal dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan
pembinaan A.rmirristrasi Desa;

d. Pengoordinasial pelaksanaan tugas di bidarrg Pembinaan
Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur
Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;

e. Pelaksanaan pemantaua!, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur
Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

3.1
pen5rusun€rn program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
ba-han pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan Keuangan dan Aset Desa.

Melaksanakarr baharrpenJnapanSeksi Pembinaan Keuangan dan
Aset Desa

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebilakan teknis operasional di
bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa;

c. Penlzapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan
Keuangan dan Aset Desa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan Keuangan dal Aset Desa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa meliputi:



3.2
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Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
(meliputi: Musyawarah Perencanaal Pembangunan Desa;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
Rencana Kegiatan Pemerinta-han Desa (RKPDes); Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa (meliputi: Pembinaan Pengelolaan
Pendapatan Desa; Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan); Fasilitasi
Penyelenggaraan Musyawarah Desa; Fasilitasi Pengelolaan
Aset Desa (meliputi: Perencanaan, Pengelolaan,
Pemindahtanganan, Penghapusan Aset Desa; Pengelolaan
SIPADES); Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
Pembinaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDeS) serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan Keuangan dal Aset Desa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Seksi Penataan dan
Pemerintahan Desa

Aparatur penyiapan bahan

Penataan dan Aparatur Pemerintahan
Desa.

pen5rusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksalaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang

Melaksanakan a. Penyiapan bahan penyusun€rn rencana program dan anggaran
di bidang Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan
dan Aparatur Pemerintaha-n Desa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa;

e. Pelayanan administratif dal pelaksalaan kebijakan daera-h di
bidang Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa meliputi:

pimpinan yans berkaitan denean bidanq tugasnva.
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Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan
Status Desa; Fasilitasi Tata Wilayah Desa; Fasilitasi Penat,,.ar
Kewenalgan Desa; Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan
Desa Adat Kewenalgan Kabupaten; Fasilitasi Sarana dal
Prasarana Desa (Terkait Penataan Desa); Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Aparattrr Pemerintah Desa;
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa; Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota
BPD; Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta
kegiatal lain sesuai bidalg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporarr di
bidang Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikarr oleh
a.tubiberkaitallm

3.3 Seksi Pembinaan Administrasi
Desa

penyiapan bahan

evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan Administrasi Desa.

pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebiiakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, ba_han
pengoordinasian arlrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan p€matrtauan,

Melaksanakan a. Penyiapan bahan penyrrsunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan Administrasi Desa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidaag Pembinaan Administrasi Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan
Administrasl Desa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan Administrasi Desa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan Administrasi Desa meliputi:
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa; Evaluasi dan
Pengawasan Peraturan Desa, Fasilitasi Manajemen
Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
(meliputi: Laporan Pertanggungiawaban Pemerintah Desa;
l,aporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

NO
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f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Pembinaan Administrasi Desa; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

bidan tuberkaitan dr[m
4

kebiiakan teknis operasionat, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasial pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Kerjasarna Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan, pengembangan
Desa/Kelurahan, dan pemberdayaan
Ekonomi Desa.

idang
Pengembangan keq'

B bPem Mdan elaksanakanerdayaan anbah ropenyrapan p gram
Desa urahanKel bahana, Serumu €rnpenyiapan p

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kerj.rsama Desa
dan Pemberdayaan Masyara-kat Desa/Kelurahan,
Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi
Desa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaal Masyarakat
Desa/Kelurahan, Pengembangaa Desa/Kelurahan, dan
Pemberdayaan Ekonomi Desa;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan
Desa/Kelurahan, dal Pemberdayaan Ekonomi Desa;

d. Pengc ordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kerjasama Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraian,
Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaal Ekonomi
Desa;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan
Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan
Pemberdayaan Ekonomi Desa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidar tud aKelompok Unsur Kerjasama

Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa/ Keluralran

4.1
pen5rusunan program kerja, bahan
perumus€rn kebijakan teknis operasiona.l,
bahan pelaksanaarr kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaarr kebijakan

bahan pemantauan,
pelaporan di bidang

asama dan Pemb

Melaksanakan bahan

daerah,
evaluasi,

serta
dan

Desa

pen)aapan a- Penyiapan ba-l.an penl'usunan rencana program dan anggaran
di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan;

b. Penyiapan bahar, perumusan kebijakal teknis operasional di
bidaag Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama
Desa dan Pemberdayaal Masyarakat De sa/ Kelurahan;
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Masyarakat Desa/Kelurahan. d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Kerjasa""a Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidarrg Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/ Kelurahan meliputi:
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten; Fasilitasi
Pembangunan Kawasan Perdesaarr; Identjfikasi dan
Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan Lembaga KemasyaJakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Taruna), l.embaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat; Fasilitasi Penyelenggaraal Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungar Masyarakat Desa; Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalarn Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
serta kegiatan lain sesuai biciang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/ Kelurahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
tuberkaitan den

4.2 Kelompok Unsur Pengembangan
Desa/Kelurahan penJrusunan program ke!a, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksa-naan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

di bidangevaluasi, dan elaporan

Melaksalakan bahanpenJnaparl a. Penlapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengembarrgar Desa/Kelurahan;

b. Penyiapan bairan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Desa/Kelurahan;

c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengembangan Desa/Kelura-han;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pe Desa/Kelurahan;
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Pengembangan Desa/Kelurahan. administratif dan pelaksanaan kebijalan daerah di

bidang Pengembangan Desa/Kelurahan meliputi:

Fasilitasi Penyusunan ProIil Desa; Fasittaci Evaluasi
Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna; Pembinaan Sistem Informasi Desa (SID); pembinaan
Inovasi Desa serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapaa bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan

g. Pelaksanaarr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

e. Pelayaaan

bidan tuberkaitan4.3 Kelompok Unsur Pemberdayaan
Ekonomi Desa penJrusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta baha;r pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberdayaal Ekonomi Desa.

Melaksanakan bahanpenJ.lapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pemberdayaal Ekonomi Desa;

b. Penyiapal bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Ekonorni Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan Ekonomi Desa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan Ekonomi Desa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di
bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa meliputi:
Pembinaarr darr Pemberdayaan BUM Desa dan Iembaga Kerja
sama antar Desa (meliputi: Pembinaan dan Pemberdayaal
Badan Usaha Milik Desa; Kelembagaan penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)); Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (meliputi:
Produk Unggulal Desa; Pemaatauan pasar Desa, pembinaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2Kl; pembinaan
Desa berdikari; Pembinaan Usaha Unit Desa Simpan pinjam
(UED SP), Pembinaan Pengelolaan Eks pNpM) serta kegiata,n
lain sesuai bidang tugasnya.

a. Penyiapan
gasn
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5 g Bantuan Keuangan DesaBidan

kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebljakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, darr
pelaporat di bidarrg Perencanaan Bantuan
Keuangan Desa, pengelolaan Bantuan
Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Bantuan Keuangan Desa.

penyiapan
ked
Melaksanakan bahan prograrn

a, anbahpenylapalr sanuperum

bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

suran bahan program kerja di bidang Perencanaan
Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan
Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuaa Keuangan
Desa;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan
Bantuan Keualgan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan
Bantuan Keuangan Desa;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Bantuan
Keuangan Desa, Pengelolaan Bartuan Keuangan Desa,
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ba.ntuan Keuanga-n Desa;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di biJang perencanaan
Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan
Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan
Desa;

e. Pelaksanaan pemartauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuar
Keuangan Desa, Mcnitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Desa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den bid tu a.

f. Penyiapan

bidan tu
a. Penyu

berkaitan

5.1 Kelompok Unsur Perencanaan
Bantuan Keuangan Desa pen1rusunan progr€rm kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaarr kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaal kebijakan
daerah, serta bal:an pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Bantuart' Ker.r

Melaksanakarr bahanpenylapan

Desa.

an bahan pen5rusunan rencana program dan anggaran
di bidalg Perencanaan Bantuan Keuarrgan Desa;

L. Penyiapan baharr perumusan kebijakan ,.eknis operasional di
bidang Perencalaan Ba-ntuan Keuangan Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaal Bantuan Keuangan Desa;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

a. Penyiap

Perencanaan Bantuan Keu Desa;

mn I E T
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administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaar Bantuan Keuangal Desa meliputi:

Pembinaan dan Verifftasi Perencanaan penugasan
Urusan/Kewenarrgan Kabupaten yang Dilaksanakan oleh
Desa; Pembinaan dan Verifikasi Perencanaan Bantuan
Keuangan Ktrusus (BKI(), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa
(ADD), dan Bantuan Keuangan l,ainnya yang Bersumber dari
APBD, APBD Provinsi, dan APBN; Penyusunan pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa; Fasilitasi Kerja Sama Antar
dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten (Fasilitasi TMMD dan
Karya Bhakti TNI) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporar di
bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh

e. Pelayanan

bida:r tuberkaitan
5.2 Kelompok Unsur Pengelolaan

Bantuarr Keuangan Desa penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaarr kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Bantuan Keuangal Desa.

Melaksanakan bahanpenJnaPan penJ rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa;

b. Penyiapal bahan perumusa.n kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Bantuarr Keuangan Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaal
Bantuan Keuangan Desa;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa;

e. Pelayanan adminisEatif dan pelaksanaaa kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Bantuarr Keua-ngan Desa meliputi:

a. Penyiapan bahan

FI,NGSI/URAHN TUGAS
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Pembinaan, Fasilitasi , dan Verifikasi Pencairan dan
Pertanggungi Uru

Dilak sa;
Fasilitasi, erilikasi awaban

Keuangan kasi
Lainny

dari
laingiatan gasnya.

awaban Pen sanugasan Kewenangan
Kabu ten sanakan lehopa ya!g eD binaanPem

dan V Pencafan dan Pertanggungl
Bantuan uKh su S DDa.na esa D AIo(D

DeDala SA dan Keu aangan yang
umBers ber PBA D dan APBN serta

ke SC alSU b tudang

f. di
bi SA;

kedin diberikan
kai

antaupemarn pe aPoran
B tua-na-lldarrg Pengelolaan De danKeuarrgan

tuPelaksanaalg asan arngas o heyanc
m ber tarl end dbi5.3 Unsur Monitorinlg,

Evaluasi, dan pelaporan
Bantuan Keuangan Desa

Kelompok
penJrusunan prograrn kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,bahal pelaksanaan kebijalran, bahan
engoordin administratif, elayan

admini bij

bidan
toring,

p aslan anp
Stratif dan Iaksanaanpe ke akan

daerah serta anbah mantauanpe
evaI aslu dan conlM Evaluasl da-n Pelaporan

tuBan €ul DesaKeuangan

Melaksanakan penJnapan bahan penJrusunan rencana program dal anggaran
toring, Eva-luasi, dan Pelaporan Bantuan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
!rd*g Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Bantuan
Keuangan Desa;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Bantuan Keuangan Desa;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaarr kebijakan daerah di
!-rd""g Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Bantuan
Keuangan Desa meliputi:
Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan penugasan
Urusan/Kewenangan Kabupaten yang Dilaksanakan oleh
Desa; Monitoring, Eva.luasi, dan pelaporan Bantuan Keuangan
Ktrusus (RKK), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan
lanluan Keuangan Lainnya yarrg Bersumber dari ApBD, ApBD
Provinsi, dan APBN serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

a. Penyiapan ba.l.an
di bidang Moni
Keuangan Desa;

(BKK),
(ADD), Bantuan

APBD, Provinsi,

bahanPenyrapan danevaluasi,

pelaporarr di
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bidang Monitoring,
Keuangan Desa; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yarg diberikan oleh

t. Pen5napan evaluasi dibahan danPemantauan, pglaporan
Evaluasi dan Ba.ntuanPelaporan

berkaitan tu

EEI

UPI

o
YUNI SUKO1VATI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALTAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Kepala Dinas

LAMPIRAN XXIa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR Q renUr ZOZL
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

I UP
Scksi Pemb.rdayaan dsn

Pcninakatsr Kcluarga
S.jahtcra

r'
{*t

Sel(Ietariat

Subba8ian Umum dan
Xcpcgardan Subk@rdiaator

dan tclompol(

Fun8sioml

Bidut PcEt crdayaan
PereDpuan dan

P€rlindungan A.nak

Bidea P.nE trdalian
Pcnduduk, Pcn,'uluhan, dan

Pcntgcrakatl

Scksi Pcngcndalirn
Pcnduduk dan In-formasi

I(.luarga

Bidana Kcluaraa Bcrencsna,
PcEbcrdayaan dan

Pcningkat n lcluarga
S€jaht ra

___f

S.hi Pcngarusutamaan
G€ndc! dan Pcmbcrdayaan

Pcrcmpuan

Scksi Pcnyuluhan &n
P€ndayaSunasn PU(B

Schi Pclayanan daJI
P€mbiDAan Kcs. aan
Kclualga Bcrrncana

Scksi Perlindun8en
Pc!.Epuan dan Khusus

Scksi Advokasi dan
Pcnt8cr*an Sctsi Pemenuhan Hak AraI

KcLoopoL

FuDgsbD8l

II

II
II

IIIII

IIIIII

IIIIII

IIII
KUSDINAR UNTUNG YI,'NI SUKOWATI

4

SRAGEN,

\ \

Scksi Jaminan Kcluarga



IJTMPIRAN )O(Ib
PERATURAN BUPAII SRAGEN
NoMoR 6{raHuuzozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHU BI'PATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDI''DUIq KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN

NO JAI}ATAN RGANIUNIT o ISAS TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS1 Kepala Dinas Membantu Bupati daIam mela-ksanakan
bidang

alian

adi

nrU san Pemer1ntahan
d dengenPen du uk danp keluarga

berenc€ula em aanp berday
m €rn darrPere lindunpu per arrakgan yallg

kewen aerDmenj ahangan dal Tu8as
banPem antu kepada

Daerah.

keluarga berencaaa dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dan bidang pemberdayaal perempuan dan
perlindungan anak;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dal pelaporan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang
pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anal<;

d. Pelaksanaal administrasi dinas bidang pengendalian
penduduk dal keluarga l.rerencana dan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; dan

bijakan bidang pengendatian penduduk dana. Perumusan ke

diberikan kaipatileho bu ert tyang
den tu danSekretariat2

administratif serta koordinasi pelaksanaan
lugas al fingkungan Dinas pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana danPemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak.

Memberikan danpelayanan teknis dan penyusunan prograrn, anggaran, dan
evaluasi kineg'a di lingkungan Dinas pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaarr perempua.n dan
Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokol
lingkungan Drnas Pengendalial penduduk, Ke
Berencala dan Pemberdayaan perempuan dan perlind

a. Pengoordinasian

an di
luarga
ungan

dan bidang

yang diberikan

e. Pelaksanaan fungsi lain
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Umum danSubbagian
Kepegawaian

Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan peinerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; Iaporan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubunga-rr Masyarakat;
Orgarrisasi dan Tata l,aksana Perangkat Daera_h; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

Jnapan

knibii perasional tekniPenyiapan bij
bi

admini tif,pengoordinasian di bibij
ad.nini tif bij

admini tratif di bigoordinasian
di Um gawaran

di!

elaksanM akarl en allbah ap n S nanu arencan dan anpe yu progrErm ggaran
nanSltpen arnyu agrpro bahanked

um san ke akan te speru o b ahb an sanu ke akan s diasionalperum oper
bahan bahan dan U um m dan a-lanc Kepega

stra c. Pen bahanpelayanan elaksanaan ke akanFapan mU mu danp dang
s atr dan kepelaksanaan akarr e walanKep ga

a]rdaer serta anbah mantaualtr d Pen ape bahan enyl pan sP dang
uasleval and ran danbi umpelapo mU mu danc Kepe

and Ke e walanp ga e bke daakzrn erahPelayanan adminiotratif dan pclaksanaan
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:

EEI
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkunga-n Dinas

Pengendalial Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempual dan perlindungal Anak;

d. Pengelolaan perlengkapan, adrninistrasi umum, ruma.h tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas pergendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan darr Perlindungan Anak;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Pengendalial Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaarr Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan d tu a.2.L

pelaksanaan kebijakan,

di bidang Umum dan Kepegawaial;
Penyiapan bahan



Kelompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan
Keuangan

NO JABATAN TUGAS TUGAS
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

f. Penyiapan
bidang Um

bahan
um dan

diberikan
2.2

penJ rsunan program kerja, bahan

administratif,

S€TN,u keperum akan tel<nisbij operasional,
pelaksanaan bahankebijakan,

pengoordinasian pelayanan
administratif dan kepelaksanaan

Evaluasi,

serta bahan pemantauan,
evaluasi dan dipelaporan
Perencanaan, danPelaporan,
Keu angan.

Melaksanakan penyiapan

b. Penyrapan batran perumusan kebijakan teknis operasional
bida'g Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan batran pelaksanaan kebijakan di
Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di

a. bahanPenyiapan rencana danpenJrusunan Program anggaran
di Perencanaan,bidang danEvaluasi, Pelaporan, Keuangan

e.
Keuangan;

bijakan
Perencanaan, danEvaluasi, Pelaporan,

danadministratifPelayanan ke daerah dipelaksanaan
bidang Perencanaan, danEvaluasi, Pelaporan Keuangan
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Perencaaaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Pen5rusunan Dokumen RKA-SKPD dan
pe.ubahan; Koordinasi dan Penyusunan DpA-SKpD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan perangkat Daerah
(meliputi: Penyediaan c4ii dan Tunjangan ASN; penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tr.rgas ASN; pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKpD;
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKpD; pengelolaan dan
Penyiapa-n Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan
Penyrrsunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanal/Semesteran SKpD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi pendapatan
Daerah Kewenangal ?erangkat Daerah; pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan L,aporal SpIp serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiaparr balan pemantauan, eva_luasi, dan pelaporan di
bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan berkaitan den tu3 Bidang Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan, dan Penggerakan
program kerja di bidang Pengendalian

Penduduk dan Informasi Keluarga, penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan penggerakan;

b. Penyiaparr ba.I.arr perumusan kebijakan teknis operasional di
bidt ng Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga,
Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan
Penggerakal;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan
Informasi Keluarga, Penyuluhar dan pendayagunaal pLKB,

a. Penyrr sunarr ba-han

Advokasi dan

Melaksanakan penyiapar bahan program
kerja, penytapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pilaksanaan
kebijakan, pengoordinasial pelaksanaan
tugas, pemantauan, e,raluasi, dan
pelaporan di bidarrg pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga,
Penyuluhan dan Pendayagunaan pLI(B,
Advokasi dan Penggerakan.



d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian
Penduduk dan lnformasi Keluarga, penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan penggerakan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga, penyrluhan
dan Pendayagunaan PLKB, Advokasi dan penggerakan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bi tu

NO JABATAN oUNIT RGANISASI TUGAS FUNGSI TUGAS

3.1 Pengendalian Pendud
dan Informasi Keluarga
Seksi

penJ rsunan program keg'a, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

ordinasian
admini tif

U

di bi
nformasi

pengo e anp layan
stra and Sanaan kebpelak akan

daerah serta bahan t,rman uanpe
evaI as1u and ranpe apo dang

dPen du ku dan

Melaksanakan penylapan bahan

Pengendalian
Keluarga.

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

c. Penyiaparr bahan pelaksanaan kebljakan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

d. Penyiaparr bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

e. Pelayaaan administratif dan pelaksanaan kebijakarr daerah di
bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluar

a. Penyiapan bahan penyusunan
di bidang Pengendalian pendud

rencarna program dan aaggaran
uk dan Informasi Keluarga;

meli ri

administratif,
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Kependudukan; Penyediaan dan

Pengolahan Data Kependudukan; penyusunan prolil
Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan
Keluarga; Pemetaan Kependudukan; penyusunan Kajian
Dampak Kependudukan; Pengembangan Model Solusi
Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan; pengukuran
dan Perhitungan lndikator Kerentanan Dampak
Kependudukan (Early Waming System/peringatan Dini;
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain;
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga; Pemanfaatan Data Hasil pemutakhAar
Data Keluarga; Penyediaan Data dan Informasi Keluatga;
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; pengolahaa dan
Pelaporan Data Pengendalian L^apangan dan pelayanan KB;
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan darr pelaporan
Program KKBPK) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengendalian Penduduk dan Inforrnasi Keluarga; dan

g. Pelaksanaal tugas kedinasan
a.

Perumusan Parameter

lain
bi tuberkaitan

yang diberikarr oleh
3.2 Seksi Penyu.luhan

Pendayagu naan PLKB
dan

penJrusun€rn program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

adminispengoordinasian tratif, pelayanal
admi rif bij

bidang

nlstra dan aan ekpelaksar. akan
rdae ah serta a}tb an uta anpeman

evaluasi dan dipelaporan
nPe hu an dan Pen naan

Melaksarrakan Penylapan bahan pen)rusunan rencana program dan anggarar
han dan Pendayagunaan PLKB;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penyuluhan dan pendayagunaan pLKB;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Penyuluhan dan Pendayagunaan pLKB;

d. Penyiapan bahan pengoordinasial administratif di bidan

a. Penyiapan bahan
di bidang Penyulu

Pen uh dan an Pen PLKEInaaJtPLKB.
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3.3 dan PenggerakanSeksi Advokasi

ET
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljaka:r daerah di

bidalg Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB meliputi:

Advokasi Program KKBpK kepada Stal<eholders dan Mitra
Kerja; Komunikasi, Inforrnasi dan Edukasi (KIE) program
KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal; penyediaan dan
Distribusi Sarana KIE Program KKBpK; promosi dan KIE
Program KKBPK Metalui Media Massa Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang; penggunaan Media Massa Cetak,
Elelctronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal
Dalam Pencitraan Program KKBpK; pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya;
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhar
KKBPK; Pengendalian Program KKBpK; pembinaan IMp dan
Program KKBPK di Lini l^apangan oleh PKB/pLKB; penyediaan
Sarana Pendukung Operasional pKB/PLKB; penguatan
Pelaksan a.rn Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan
Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PKB/PLKB); Penggerakan Kader Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP); Orientasi Gerakan Institusi Bangkit Bagi
PPXBD, Pengelo laan l^aporan Kegiatan PKB/PLKB serta
kegiatan lain sesuai bidarg tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penyuluhan dan pendayagunaa-n pLKB; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Melaksanakan Penyrapan
an berkaitan den

bahan a. Penyiapan bahar. pen1rusunan rencana program dan anggaranpenJrusunar program keg.a, bahal di bidang Advokasi dan penggerakan;
perumusan kebijakaa teknis operasional, b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibahan pelaksalaaa kebijakan, bahan bidang Advokasi dan penggerakan;
pengoordinasian administratif, pelayanan c. Penlapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Advokasiadministraf if dan laksarraan kebi akan dan Pen erakan
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evaluasi, dan pelaporan
Advokasi dan Penggerakan.

daerah, serta bahan pemantaua.rl,
di

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaarr kebijakan daerah di
bidang Actvokasi dan Penggerakan meliputi:
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka
Pengendalian Kuantitas penduduk (meliputi: penyerasian
Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap
Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembanzunan
Keluarga (Program KKBpK); penyusunan dan pemaniaatan
Graad Desigrr Pembangunan Kependudukan (GDPK);
Dukungan Pelaksanaan Survei/pendataan Indeks
Pembangunan Berwawasaa Kependudukan; pelaksanaan
Survei/Pendataan Indeks pengetahuan Masyarakat tentang
Kependudukan; Penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal darr Nonformal;
Penyediaan dan Pengembangan Materi pendidikan
Kependudukan Ja-lur Pendidikan Forma dan Nonformal Sesuai
Isu Lokal; Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan pendidikan
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal;
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan
Fonnal dan Nonformal serta Jalur Informal di Kelompok
Kegiatan Masyarakat Binaan; Advokasi dan Sosialisasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Mode-i
Solusi Strategis sebagai peringatan Dini Dampak
Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan; pelaksanaan

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Advokasi dan Penggerakan; dan

Pen5na diadministratif bi
vokasi

d bahanpan astanpengoordin dang
Ad dan Penggerakan

dinasan berikan
berkai bi

akPel anaanS tuc ke aln angas d o hev
nan tan den4 Bidang Keluarga Berencana,

Pemberdayaau dan Peningkatan
Keluaiga Sejahtera

Penyrap
rnu

U

rdinasial

eM laksanakan an bahal rop gram
ke{ a, an bpe anannJnap eru Sanp

bke akan elaksanaanp
ke akan aksanaan

a. Penyusunan bahan
Keluarga Berencarra,

PeniKe u reBe n a berPemarga dan n Ketandayaan augka arg
tan reS a

di bidang
Pembinaan

Jaminan
Kesertaan

progr€rm ke{a
Pelayanan dan

EEI

teknis operasional,
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Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan peningkatan Kelu
Sejahtera;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di bidang
Jaminaa Keluarga Berencana, pelayanan dan pembinaan
Kesertaan Keluarga Berencana, pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera; dan

Penyapan dibu operasionaldi Jarninal Kelu
binaan binaan

Peningkatan Keluarga Sej tera;
berday Penin idankebij

binaan
Penin

Sej era;

tugas bdarr baharr kesan akan teknispenrmu
bipelaporan dang afirnanJarga Kelu Berenbidang Pe danarga cana, layananBerencana, t em Pem KeKesertaan Beren Pem danuarga c€rna, berdayaanKesertaan Berencana ah

Pem aan dan Kelgkatan c. Pelaksanaanuarrga akan di b JAIruNan Kelc uargas ahteraeJ Berencana, Pemdarr Kesertaan KeluPelayanan arga
canaBeren Pem dan Kelberdayaan gkatan uarga
tah

f. difungsiPe aksanaan lain berikan oleh Sse uaiyang
den

Ja:ninan
Kesertaan

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
Keluarga Berencana, Pelayanan dan pembinaan

4.1 Seksi Jarninan
Berencana

Keluarga
pen1rusunan prograrn kerja, bahan
perumusan kebi,iakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebiiakan
daerah, serta ba-harr pemaitauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan
Keluarga Berencana .

Melaksanakan penlapan bahan

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasiona-l li
bidang Jaminan Keluarga Berencana ;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan
Keluarga Berencana ;

d. Penyiapal bahan pengoordinasian administratif di bidang
Jaminan Keluarga Berencana ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaarr kebijakal daera.l" di
bid Jaminal Kelu Berencana meli uti:

Penyia penyu
di

a. bahan sunan renc€rnaPan andanprogram ggaran
danbi Ja[unart Kelu canaBerenc arga

pemantauan, evaluasi,

pimpinan

Pelayanan dan
Keluarga

Lxs

tr
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stribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan

Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringarr dan Jejaringnya; peningkatan Kompetensi
Pengelola dan Petugas logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Sarana Penunjang Pelayanan KB; penyusunan Rencana
Kebutuhan AIat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB; penyediaan Sarana penunjang
Pelayanan KB; Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,
serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan

Pelayanan Tim Jaga Mutu serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Jaminan Keluarga Berencana ; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pengendalian Pendi

Peningka
ksi

Kelom kpo tan Tens1Kompeten
Kel Berenc ana dan haKesePelayanan talr uuajga Reprod

tubiberkaitan4.2
Kesertaan Keluarga Berencana
Seksi Pelayanan dan Pembinaal

penJrusunarr prograrn kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

Pelayanan dan pem
Keluarga Berencana.

ordinasian edmini tratif,
admini tratif bij

di bi
binaan

pengo s pelayanan
s dan pelaksanaan ke akan

rahdae serta bahan uta anpeman
evaluasr dar Pe danaPoran c

KeSertaan

Melaksanakan penylapan bahan

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Keluarga
Berencana;

c. Penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan di bidang pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

di layanan
rencana;

a. bahan sunan rencanPenyiapan danpenyu program Ernggaran
bidan Pe danc KeSKe ertaan IuarBa

Be

admini tif diU

binaanbidang
ti

e stra andPelayanal ana€maks bke a-kanpe
an dan Pem seKe rtaanPelayan Ke uaJga

erenB mcana u

Kegiatan;

Pembinaan

daerah

II

r gasn
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sertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi

Jangka Parrjang (MIGlp); penyediaan Dukungan Ayoman
Komplikasi Berat dan Kegagalan penggunaan MKJp;

Pelayaaan bagi Peserta KB; Pembinaa_n
Pelayarran Keluarga Berencana dar. Kesehatan Reproduksi d.i
Fasilitas Kesehatar termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak; promosi dalr

Organisasi Kemasyarakatal dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB;
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB;
Pembinaan Terpadu Kampung KB serta kegiata;r lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penl,iapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Keluarga
Berencana; dan

Peningkatan Ke

selin Persalin
Pria;

Kon caPas an dan ascaP ranguKegu
Kesertaan KB Peran es

berikandi
berkaitan

eholyang
den danbi tu

Pembinaan Pasca

4.3 Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
Seksi Melaksanakan penyiapan ba-han a. Penyiapan bahan penJrusutran rencana program dan anggaranpenJrusunan program keg'a, bahan dib idang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;perumusan kebijaka-n teknis operasional,

bahan pelaksanaal kebijakan, bahan b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dipengoordinasian administratif, pelayanan bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;administratif dan pelaksanaaa kebijakan
daerah serta bahan pemartauan, c. Penyiapan baha-n pelaksanaan kebijakan di bidanevaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;Pemberdayaan dan peniegkatan Kelu d. Peryiapan bahan pengoordinasian administratif di bidangSejahtera. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

e. Pelayanan administratif darr pclaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera
meliputi:

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain

KB
Peningkatan Penguatan
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Kesejahteraan Keluarga; Orientasi dan pelatihan Teloris
Pengelola/ Pelaksana/Kader Ketahanan darr Kesejahteraan
Keluarga; Penyediaan Biaya Operasional bagr iengelola,
Pelaksana (Kader), Kelompok Kegiatan Ketahanan dan

Kesej
(Bina Bali Bina Remaj

Informasi Bin
Peningka

eJ

Pembentukan Kelom k Ketaharran danpo tah eraan
Kel Kelua-rga ta Keluarga a(BKB) uarga

SAPu t(B dalKR) a a(PIKRemaj R)
Kel [.ans auarga tan(BKL) Keluarga
s ah erat PPKS dan(u lruEkonoPemberdayaarr Keluarga)
Pen Sarana Kelomgadaan anKetahan danpok

Promosi Sosialiuarga;
giatan k:

adienJ
Kelarrj

diparnya
kasiIPK; sialiIPK;

IPK;
U dayagu Peni

Kapasi
ggerakan

Promosi siali
f. Penyiapan di

idang Peningka sej

Ke ahteraa! KelSEJ dan sast elK om kpo
Ke Keta-hanan dan Ke terah Kelaan u termasusej arga
M AIOr TUa baHe t enG erasl Berencana

utuslaan Keuan Kelgan uarga
Pen Ke anakyerasran aId a.In Pelaksanaanbrj Program cyan
Men ud T rcakung aan and nPe banPenye gem gan
Maten dvo and moPro S So asrS IPK
Pelaks aanan rdinKoo S1a Eval as1u aian tanPencap Pengua

bKe akan Pen naan Pedan aksanaa-rt n tarlgka
tas M tra da an o asl KeKerl dalamtanrg€rnls masyaraka

Pen s10nal PembinaanOpera Pro danSram
Kes ahteraan KeleJ Sodan sasluzrrga Program

bahan eman ta anu danP pelaporarr
b mPe be aan dan tan Kelrday u teraaharga
dan

din diakPel s aanc. ke aszrn aln an b kanen o hev
lm ann berkai dtan n b dan n5 Bidang

Perempuan
Anak

Pemberdayaan
dan Perlindungan

tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengarLl sutarnaan

Pemberdayaan perempuan,

penylap
ke{' penlnapan

bij ngoordinasian

Melaksanakan an bahan Program
a, bahan sanuPerurn

ke akanbij
'1pelaksalaa

ke akan ep take Sanaarlp

an dan KhususPerem uPerlindun
Gender dan

Penyia dibij
ay

b bahan mru sanuparl ke akan tpe ekniS operasional
b and Pe tSU arnaan dGen er danngaru Pemberd aan

Per dlin u Perem an and uKh us Sngan danpu
AnHak ak

di bidankerl'
PerliPeremp

Pena. uS bahnan an royu arn a Penp gr SU tamaanc garu
derGen dan Pem aan atlu nberday dungan

Perem uKh uS Spuan

tugas

Konseling
Unit Pendapatan

Kegiatan

serta Pengelolaan

IPK;

Ketahanai

evaluasi,

teknis ooerasional,

Perempuan,
Pemenuhan

Anak,

dan clanAnak, Pemenuha;r Hak Anak;
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e. Pelaksarraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan pe.empuan,
Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan pemenuhan
Hak Anak; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bid

dibu
Perlin Perempu

Anak;
Pengoordinasial di bid

Perempu

c kePelaksanaan aka! tamaanSU Genderbidang Pengaru
dan Pemberdayaan dunPerempuan 3r]' dangan

dan uhanPemen Hak
d pelaksanaarr antugas

Gender Pem Perem anberdayaan pu
danan uIft sSU danAn Peme un hak,Perlindungan

Hak Anak;

5.1 Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan perempuan
Seksi

b. Per.yiapan bahan perumusan kebijakan teknis o
bidang Pengarusutamaan Gender
Perempuan;
Penyapan baharr pelaksanaan ke

perasiona.l di

di bidang ay

Pena. ahanb syrapan renunan canaPenyu d ananProgram g€rran
Pe sutamaar Gender danngaru bePem rd aan

Perempuan

Penlapan adminis dipengoordinasian bid

diU
bi

ti

c
sutamaan erGend PemdanPengaru Perem anberdayaan pu

d bahan tratif aIrg
sutaInaar Gender dan PemPengaru Perem anuberdayaan p

e ananPelay and sanaan bkepelak akan aerd ah
dan Pen SUtarnaang dGen ergaru dan Pe bm rde ayaan

Perem meli

dan Pemberdayaan

biialan di bidang

Melaksanakan
penJ rsun€rn

penyiapan
progran kerja,

bahan
bahan

dan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakarr, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
adminis tratif dan pelaksanaan keb r.Jakan
daera-h serta ba_hal pemantauan
evaluasi, dan pelaporarr di
Pengarusutamaan Gender
Pemberdayaan perempuer.

Khusus Anak,

Pengarusutamaan darr

administratif
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Koordinasi Sinkronisasi bii

Advokasi bii
siali siali

kasi bij Penin
Parrisi di osial

vokasi
Peningka

yedia
lnformasi ukasi

okasi bii
Anak;

usanPerum Ke akan dan
Pelaksanaan Ke daltakarr,
So sasl aanPelaksan PUG termasuk PPRG So sasl
Advo Ke akan dan gkatan

asl Perem uanp B dan Hp ukum SPolitik, dan6
omlEkon Ad dan

tan asltas umS berKaP ada l*mkep baga
Pen Pemb eLayanan Peremrdayaan puan Pengembangan

Eddarr Pem aanraE) berday
an Ad Ke akan danPerempu tukunPendampingan

KG dan Perl dn un sPelak anaangan
Informasi kasi Perlind

ua_rga;
ali bij

Kap
dianye gkatan

yedia
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dan Khusus Anak
Seksi

pen5rusun€rn prograrn keq.a, bahan
perumusan kebi; akan teknis operasior.al,
bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasian dmini tratif, peiay
admini trati

U

a S anan
s f dan elaksanaan kep b akan

daerah serta ahb an tauan

Melaksanakan PenraPan bahan Penyiapan penyu
bi Perlin

a Su ann rencana danprogram anggararrr
dan dun an Perem anuI Khdanc suu AnS akp
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bidang

Penyiapan
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bi lin
Penyia bij di

b anbah e mru sanu bke akan knte sp asloper
Per und Peredang angarl Kh suu Smpu
an bahan aksp anaan ke akanpe
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dan
PUG; Pendampingan,

Pendampingan

Kebijakan, Pendampingan,
Daya

Komunikasi,

mewujudkan
Komunikasi,

b.g,
Advokasi

Penyediaan

Penyiapan evaluasi,

bahan
di

dan Anak;
c.



NO JABATAN RGANIUNIT o sAst TUGAS FUNGSI URAIAN TUGASevaluasi, dan
Perlindungan
Anak.

pelaporan di
Perempuan darr

bidallg
Khusus

pengoordinasian administratif di bi
Perlindungan Perempuan dall Khusus Anak;

e. Pelayanan artrninistr.atif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Perlindungan perempuan dan Ktrusus Anak melputi:

Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia
Usaha; Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan
Hak Anak; Penyediaan Layanan, Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan peningkatan Kualitas Hidup;
Pengembangal KIE, Pemenuhan Hak Anak, penguatarr

{ejaring antar lembaga bagi Lembaga penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak
Nasional; Pembentukan Desa/Kelurahan l,ayak Anak;
Optima-lisasi Gugus T\rgas Kabupaten f.irt Anak;
Optimalisasi Forum Anak; percepatan Kabupaten Layak Anak
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Penyiapan bahan

di

Penyiapan di
bidan

kedinasan lain diberikan
berkai

anbah tauanpeman dan pelaporarr
Perlindc an and uKhung€rn sSU danPerempu Anak;

Pelaksanaan tugas o ehyarg
tan tu5.3 enuhan Hak AnakSeksi Pem

pen5rusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teloeis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

pelay
admini tif bij

bi

pen aslangoordin anan
Stra dan aksanaarrpe ke akan

daera-l- serta anbah taeman uanp
evaluasr dan dipe apor€rn darg
Pemenuhan Hak Anak

Melaksanakan penytaparr bahan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemenuhan Hak Anak;

c. P-enyiapan ballan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan
HakAnak;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian
Pemcnuhatr Hak Anak;

di bi Anak;

a. Pen bahan SUylapan nan canarenpenyu dan an anProgram ggar
enPem Huhan akdang

admini atif bij
bi ti
Pe a anan trsv dan aksanaan ke daeakanpel dirah

dan nPeme uhan Hak Anak me1i u

administratif di bidang

f.

c.

eva.luasi,

administratif,

e.

oloa



JABATAN ORGANI SASI ruGAS
FUNGSI URAIANTUGAS

Pelaksanaal Pendampingan peningkatan Kualitas Hidup;
Pengembangan KIE, pemenuhan Hak Anak, penguatan

{ejaring antar l.embaga bagi kmbaga penyedia Iayanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak; Fasilitasi Hari Anak
Nasional; Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak;
Optimalisasi Gugus Tugas Kabupaten L"Vrt Anak;
Optimalisasi Forum Anak; percepatan Kabupaten Layak Anak
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pemenuhan Hak Anak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain

Pendampingan
Pemerin Pemerin edia

Koordinasisa.l.a; inkronisasi Pelembagaan
diaa'-'.Penye Koordinasi Sinkronisasi

Advokasi Ke danakanbii Pem Hakenuhan Anakkmpada tah Nbaga on tah M dan Dunia
U Sdarr Pemen hanu

AnakHak danLayanan

berkaitan d tu
yang diberikan oleh

EEI

UP SRAGEN,

G YI.INI SUKOWATI

0
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IAMPIRAN)OCIb
PERATUEAN BUPATI SRAGEN
NoMoR lxl resur zozt
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FLINGSI
SERTATATA KEzuA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POUSI PAMONG PRAJA KA.E}UPATEN SRAGEN

JABATAN / UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Satuan Polisi

Praja

2 Sekretariat

Memban
Urrsan Pemerintahan bidang

Pamong tu Bupati dalam melaksanakan

ketenteraman dal ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat yang menjadi
kewenangan Daerah dan T\rgas
Pembaltuan yang diberikan kepada
Daerah.

Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Satuarl Polisi Pamong
Praja.

a. Perumusan kebijakan bidang ketenterarnan dan ketertiban
umum serta pedindungal masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenterarnan dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan
ketertibarr umum serta perlindungan masyaralcat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas darr fungsinya.

a. Pengoordinasian dan pen)rusunan program, Ernggar€rn,
evaluasi kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praj a;

dan

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Pr4ia;

c. Pelaksalaan pengelolaan keuarrgan di lingkungan Satual
Polisi Pamong Praja;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjalg di lingkungan Satuan Polisi Parnong
Praj a;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Satua:r Polisi Pamong Praja;

NO



2.1

NO JABATAN UMTORGANISASI TUGAS FI.'NGSI URAIAN TUGAS
Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang

f.

berkaitan snUmum dalSubbagran
Kepegawaian

pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijalcan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporaa di bidang Umum

pen5rusunan program keq'a, bahan
perumus€rn kebijakan teknis operasional,
baharr pelaksaaaan kebijakan, bahan

Mela-ksanakan bahanpenyrapan

dan Kepegawaian.

Milik Daerah Penunjang Urusan Femerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata [.aksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

a. Penyiapan Sahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang

bidberkaitan dan

dan pelaporan di

diberikan oleh
lm

2.2 Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan pen]i.usunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksa-naan kebijakan, bahan
pengoordinasiarr administratif, pelayanan

tif
U

adm lnl traS dan el s aanan ek bp akan
d Saerah erta bahan ta anu

Melaksanakan bahanpenylapan apan bahan pen1rusunan rencana program dan anggaran
di bidang Perencanaatr, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang nslgn6anaan, Evaluasi, dan Pelaporal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

a. Penyr

Perencanaan, Eva_luasi, dan Pela

n

E



d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;

e. Pelayanan administratjf dan pelaksanaan kebijakal daerah di
bidarrg Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan meliputi:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DpA-SKpD dan
perubahal; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Percncanaan, Evaluasi, dan pelapor.an; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
irn berkaitan tu

NO JABATAN RGANISAoUNIT SI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
bievaluasl dan dipelaporan dalg

Perencanaan Evaluasl dan Pelaporan

2.3 Subbagian Keuangan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebljakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, baharr
pengoordinasian administratif, pelayanan
adminis tratif dan pelaksanaal kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
e_valuasi, dan pelaporan di bidang
Keuangan.

Melaksanakan bahanpenJraPar an penJrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Keuangan;

b. Penyiapal bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bida;rg Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

d. Penpapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keuangan;

e. Pelayaaan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bi Keu meli uti:

a. Penlapan bah
trlzr



NO JABATAN I'NIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:

Penyediaan Gaji dan T\rnjangan ASN; Penyediaar Administrasi
Pelaksanaan T\rgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaarr dan
Pengujian/Veritrkasi Keuangar SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntalsi SKPD; Pengelolaan dan Penyrapan
Bahan Tanggaparr Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunarr
Laporan Keuangan Bulanan /Triwulaaan/Semesteran SKPD /
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatal Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapal bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

Arlministrasi

berkaitan den bidan tu a.
diberikan oleh

lnan
.f Bidaag Penegakan Peraturan

Daerah
yiapan ba-han program

bahan perumusatr

Pengawasan, dan penyu.luhan, dan
Penindakan.

kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelanoran di bidang pembinaan,

Melaksanakan pen
ke{a, penyiapan

)rusunan bahan program kerja di bidalg pembinaan,

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, dan penindakan;
dan

f. Pel:.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

Pengawasan, dan Penyuluhan, dan Penindakan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, dan
Penindakan;

c. Pelaksanaan kebijakan <ii bidang Pembinaan, pengawasan,
dan Penyuluhan, dan Penindalcan;

d. Pengoordinasian pelaksanazrn tugas di bidang pembinaan,
Pengawasal, dan Penlu.luhan, dan Penindakan;

bidanden tu

a. Pen

3.1 Seksi Pembinaal, Pengawasan,
dan Penyuluhan penJrusunan program ke{a,

bahan
bahan

erasional,musan kebi akan teknis

Melaksanakan Penyrapan penlusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Peny'uluhan;

a. Penyiapan bahan
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pengoordinasian administratif, pelayarran
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

pelaporan di bidang
Pengawasan, dan

pelaksanaan kebiiaka!, bahanbaharr

evaluasi, dan
Pembinaan,
Penlrrluhan.

Seksi Penindakan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidarrg Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidalg Pembinaan,
Pengawasan, dan Penyuluhan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidarrg
Pembinaal, Pengawasan, dan Penyuluhan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan meliputi:

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
(meliputi: Penyuluhan Penyakit Masyakat; Penyuluhan
Peraturan Daerah); Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
(meliputi: Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah; Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai
Ilegal) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh
berkaital tu

lain
bidan3.2 Melaksanakan penyiapan ballan a. Penyiapan bahan pen1rusunan rencana program dan alggaranpen; rsunan program kerja, baha.t di bidang Penindakan;

peruII1usan kebijakan teknis operasional, b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan bidalg Penindakan;
pengoordinasian administratif, pelayanan c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidalgadministratif dan pelaksanaan kebijakan Penindakan;
daerah serta bahan pemantauan, d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
evaluasi, dan pelaporan di bidang Penindakan;
Penindakarr. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah die.

bidalg Peninda-kan meliputi:



JABATAN UNIT oRGANISASI TUGAS Ft,NGSI TUGAS

Peraturan Bupati (meliputi: Penertibal pelanggaran peraturan
Daerah; Operasi Yustisi; Penertibal Alat peraga Kampanve);
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak penegakan perda
da! Perkada (Pelayanan dan penanganan pengaduarr
Masyarakat) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penindakan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Penanganan

tubiberkaitan d

tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Operasi dan
Pengendalian Ganggual Ketenteraman
dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat,
Bina Potensi, dan Kerja Sama .

ked
Melaksanakan bahan amprogr

a anbahpenylapan um sanperu
ke a-kanbij ela-ksanaanp
ke akan 1nord asbij latlpengo aanaksanPel

program kerja di bidang Operasi dan
Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban,
Perlindungan Masyarakat, Bina potensi, dan Kerja Sama ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteramar
dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Bina potensi, dan
Ke4'a Sama ;

c. Pelalsanaan kebijakan di bidang Operasi dan pengendalian
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban, perlindungan
Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama ;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Operasi dan
Pengendalian Gangguar Ketenteraman dan Ketertiban,
Perlindungarr Masyarakat, Bina potensi, dan Kerja Sama ;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di bidang
Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Bina potensi, dao Kerja
Sama ; dan

f. Pelaksanaarr fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tu

a. Penyusunan bahan

4.L

4
Ketertiban Umum, dan
Perlindun garr Masyarakat

Seksi Operasi da-n Pengendalian
Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban

Bidang Ketenteraman,

pen5rusunan rencana program dal anggaran
dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman

a. Penyiapan bahan
di bidang Operasi
dan Ketertibar;

Ilrdr

Melaksanaka-n
penJrusunan

penlnapan
program kerja,

bahan
bahal

rasional,musan ke akan teknis

penyiapan

teknis operasional,

lr I'

c



JABATAN oUNTT RGANISASI TUGAS FI.'NGSI URAIANTUGASpelaksanaan kebijakan, bahan
ordinasian administratif,

admini tif bii

di Operasibidang
da-lian
Keterti

gopen pelayanan
tras dan aksanaan kepe akan

ahdaer bserta a.l.an tauanpem€rn
alev danas1u pelaporan

dan Pengen anGanggu
terKeten danarnan ban

bahan perumusan keHjakan teknis operasional di
bidang Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Operasi
dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Kctertibarr;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenterarnan dan
Ketertiban;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidaag Operasi dan Pengendalian Ganggual Ketenteraman
dan Ketertiban meliputi:
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan KeterLibal Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaar Patroli, pengamanan, darr
Pengawalan; Penindakan atas Gangguan Ketenterarnandan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan perkada melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa; Koordinasi (Dengan Pihak Terkait) penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten; pengadaan dan pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ketentranan dan Ketertiban Umum;
Penyu sunan SOP Ketertiban Umum dal Ketenteraman
Masyarakat serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarg Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenterarnan
dan Ketertiban; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

b. Penyiapan bahan

berkaitan den a.Seksi Perlindungan Masyarakat,
Bina Potensi, dan Kerja Sama pen1rusunan program kerja,

bahan
bahan

rasiona-l,musal kebijakan teknis

Melaksanakan penylapan penJ rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Perlindungan Masyarakat, Bina potensi, dan Ke{a
Sama;

a. Penyiapan bahan

[Er

t--l
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pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan

asyarakat, Bina potensi,

pelaksanaan [abijakan, bahan

Perlindungarr M
darr Kerja Sama.

bahan

di bi

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakaa tekrris operasional di
bidalg Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerj
Sama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Lidang
PerLindungan Masyerakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja
Sama meliputi:
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum (meliputi: pembinaan
Pemberdayaan Satuan Linmas Desa; Pembantuan penanganan
Bencana; Pengamanan Pelaksanaan pemilu/pilkada;
Pembinaan Kemampuan Masyarakat Dalam Penyelenggara.rn
Keamanan, Ketertiban, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan
Penarganan Bencana); Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam Pelaksanaan TUgas yang Bernuansa Hak
Asasi Manusia (meliputi: Fasilitasi dan Pelaksanaan pelatihan
Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas; fasilitasi
Pelaksanaan Jambore Satuan Polisi Pamong praja dan
Jambore Satuan Linmas; Pembinaan Regu penyelamat,
Perlindungan Masyarakat Dalam Penegakan HAM); Kerjasama
antar l.embaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencega]ran dan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapa,r bahal pemantauarr, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Perlindungarr Masyarakat, Bina potensi, dal Kerja
Sama; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
m lnan berkaitan den bidan tu sn

NO
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5.1

5

Seksi Pencegahan
Pengendalia.n Kebakaran

dan

kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasiarr pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi. dan
pelaporan di bidang pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran, pemadam dan
Penyelamataa Kebakaran.

penJrusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakal teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebilakan, bahal
pengoordinasiar administratif, pelayanan
admini stratif dan pelaksanaal kebijakarr
daera-l., serta bahan p€mantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

ked penyrapan
Melaksarrakan baha.rtpenJaaPan program

a bahan sanperumu

Melaksanakan bahanpenJnaPan

sunan bahan program ke{a di bidang Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan
Kebakaran;

b. Penyiapal bahan perumu san kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam
dan Penyelarn atan Keba_karan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan
Pengendalian Kebakararr, Pemadam darr Penyelamatan
Kebakaran;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan penyelamatan
Kebakaran;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, pemadam dan
Penyelamatan Kebakaran; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikarr oleh pimpinan sesuai

bahan penyusunan rencana progrErm dan anggaran
di bidang Pencegdral dan Pengendalian Kebakaran;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;

c. Penyiapan bahan peiaksanaan kebijakan di bidang pencegaharr
darr Pengendalian Kebakaran;

d. Penyiapal bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijaka_n daerah di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran meliputi:

de tu

a. PenJru

a. Penyiapan
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Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar l,embaga, dan Kemitraar dalam
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran; Pemberdayaarr Masyarakat
dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pembentukan dan
Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; Dukungan
Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana serta kegiatan lain

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pencegahan

berkaitan den bi

sesuai bidang tugasnya.

tuq, Seksi Pemadam
Penyelamatan Kebakaran

dan

evaluasi, dan pelaporan dt
Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran.

penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahal pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasia-n administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahal pemantauan,

Melaksanakan bahanpenJnaPan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam
dan Penyelamatan Kebakaran ;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebij akan daerah di
bidang Pemadam dan Penyelamatal Kebakaran meliputi:

a. Penyiapan

[Er

aft9



NO JABATAN UNTTORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
Pemada"'an dan Pengendalian Kebakaran; Penyelatnatan dan
Evakuasi Korba-n Kebakaran dan Non Kebakaran; Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; Standarisasi dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Keba-karan dan Alat Pelindung Diri;
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebalaran; Pengelolaal Sistem
Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan
(SKIK); Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran; Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada
Peristiwa yaflg Menimpa, Membahayakan, dan/atau
Mengancam Keselamatan Manusia; Standarisasi dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dal
Evakuasi; Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dal
Evakuasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di
bidang Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran; dan

g. Pelaksanaan tugas. kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den

\)Ps
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Sclsctariat

Subbaaian UrnuEr dan
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dan Kclompok
Jabatan

Fungsional

Bidang Kearsipan Bidang Perpu stakaan

Subkoordilletor
ds'rr Kclompok

Jabatan
F\rogsional

Subkoordinator
dan Kelompok

Jabat8n
Fungsional
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I,AMPIRAN)ootrb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6qrluuxzozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PUNGSI
SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHU BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAINqJTN KABUPATEN SRAGEN

NO ABATAN RGANIJ oUNIT ISAS TUGAS FT,INGSI URAIAN TUGASI Kepala Dinas dala:rr melaksanakan

perpustakaan dan bidang kearsipan
yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Membantu Bupati
Urusan Pemerintahan bidang

2 Sekretariat

a. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan;

b. Pelaksalaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan;

c Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
perpustakaar dan bidang kearsipan;

d. Pelaksanaa;r administrasi dinas bidang perpustakaal dan bidang
kearsipan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikarr oleh bupati terkait
tu dan

Memberikan pelayanan tekni s dal a dan penyu dansunan Program €rngg€rran
adminis tratif serta koordinas evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Arsip dan perpustakaan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Arsip dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Arsip
dan Perpu stakaan;

d. Pengelolaan perlengkaparr, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Arsip dan
Perpustakaarr;

e. Pengelolaan urusan orgalisasi dal tata laksana di lingkungan
Dinas Arsip dan Perpustakaan;

pe aksanaan tugas di lingkungan D lnas
ArSIP dan Pe.puStakaan

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
Arsi dan Pe stakaan; dan

Pengoordinasiarr
ge' t asrrt\ft
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2.t Umum danSubbagian
Kepegawaian

penJnapan bahan
program kerja, bahan

dan pelaksanaan kebijakan daerah,
bahan pemantauan, evaluasi,
pelaporan di bidang Umum

engoordinasian
adminis tif, administra

pelaksanaan
bke akanrJ bahan p

tra ananpelay

dan
dan

teknis

Kepegawaian.

Melal<sanakan
penJn-rsunan
perumusan
operasional,

kebijakan
bahal

b. Penyiapan ba-han perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum
dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum (an Kepegawaian meliputi:

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

tu a.
c. fungsi rkaiPelaksalaan lain diberikan be tanyang plmPln€rn yan

di
bi gawaran;

a. Pen anbah su rennanyrapan cana dPenlru an anggaran
Umum dandang Kepe

Administrasi ili Administrasi
Adlnini trasi lih ilik

unJ

lik
Organisasi

anBar M k eKc walangape
S da;r ePem araan MBarang

aD Peneralr u an Uru ans ennPem tahnJ Pen aandi ASJ aye
nPe ennPem Dta-hanang aerah oPr okt Io

PelaksanaanLaporan Reformast Pela bPu danyan€rn
uH bu akangarl TadarrMasyar fakta Persana angkat

ertaS ke tarl I searn bisuar$a dang

dinasan lain diberikan
rkai

Pelaksanaanc. ketugas o ehyang prnanp1m
be dtan bidan2.2 Unsur Perencanaan,

Pelaporan, dan
Kelompok
Evaluasi,
Keuangan

penJrusun€rn program kerja, bahan
perumusan
operasional,
kebijakan,
administr atif,
dan pelaksan

ngoordinasian
ayanan admini

pelaksarraan
bahan pe

t, stra
bijkaan e akan daerah s

ba]lan eval danuasi,

Melaksanakan ba-halPen]nap€rn

tekniskebijakan
bahan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangarr;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif

di
bi

a. Pen bahan SylaParl unanpenyu d ananProgram ggaran
dang Pe ran danlapo

dan KeuananPelPerencanaan Eva-luasi
di bidang

program

Daerah;
Umum; Pengadaarr

Daerah;
Urusan Pengelolaan

Birokrasi;

Daerah; tugasnya.

pemantauan,

rencana
Perencanaan, Evaluasi, Keuangan;
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Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan. bidang Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keuangan
meliputi:
Pere'rcanaan, Penganggaran, dan Eva-luasi Kinerl'a perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Penyrrsunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan
peruba-han; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj

dan pelaksaaaan kebijakan daerah di

dan Ikhtisar Realisasi Kine{a SKpD; Eva-luasi Kinerja perangkat
Daerah); Administrasi Keuangan perangkat Daerah (meliputi:
Penyediaan Gaji dan Trrnjaagan ASN; penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKpD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; pengelolaan dan penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan penyusunan l,aporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ l,aporar
Keuangan Akhir Tahun SKPD; penyusunarr pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran) ; Administrasi pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; pengelolaan Data dan
Informasi; Koordinasi Penyusunan Laporar SpIp serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan d.i bidang
Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Keualgan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh pimpinarr
tu sn aberkaitan den an bid

e. Pelayanan admini stratif

3 Bidang Kearsipan

pelaksanaarr tugas, pemartauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Arsip, perlindungan dan

ke.j
bij

pengoordinasian

Melaksanakan bahanpenyraPan program
a, anbahpenyiapan sanuPerum

ke akan teknis onaloperasr
bke akanpelaksanaan rJ

Arsi darr Akuisisi Arsi

kerja di bidang Pengelolaan Arsip,
tan Arsip, dan Akuisisi Arsip;

a. Penyusunaa bahan program
Perlindungan dan Penyelema

b. Penyiapa-n bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan penyelematan Arsip,
dan Akuisisi Arsip;

Arsip,
;

bU di bidalg
Perlin Arsi Akuisi Arsi

c anPelaks aan ke anak Pen lo aan
d and Pe ematan dan SI
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e. Pelaksanaan pelnantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan
Pengelolaan Arsip, PerLndungan dan penyelematan Arsip, dan
Akuisisi Arsip; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yarrg diberikan oleh pimpinan sesuaj
den

Pengoordinasian di bidang Arsip
Arsip, Arsi

d. pelaksanaan tugas Pengelolaan
Per dlin dan Pen Adan stkuisiungan yelematan p

3.1 Kelompok Unsui
Arsip

Pengelolaan
penyusunan program kerja, bahan

dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ok Ur-sur
Pengelolaan Arsip.

pengoordin
dminis trati

pelaksanaan
bahan aslan

apelayanan

Melaksanakan bahanpenylapan

teknisperumusan
operasional,
kebijakalr,
administratif,

kebijakan
bahan

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang ok Unsur Pengelolaan Arsip;

c. Penyiapan ba-han pela_ksanaan kebljakan di bidang ok Unsur
Pengelolaan Arsip;

d. Penlapan bahan pengoordinasial administratif di bidang ok
Unsur Pengelolaan Arsip;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang ok Unsur Pengelolaan Arsip meliputi:
Pengelolaan Arsip Dinamis (meliputi: penciptaan dan penggunaan
Arsip Dinamis; Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
Pengawasarr Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten); pengelolaal
Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional fingkat
Kabupater (metputi: Penyediaan lnformasi, Akses dan Layanal
Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten melalui JIKN;
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lrmbaga Kearsipan
Daerah Kabupaten); Pelaksanaan Alih Media dalr Reproduksi
Arsip; Pembinaan, Pengawasan dan Layanan Konsultasi
Pelaksanaan Kearsipan Di Perangkat Daerah, perusahaan,
Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi politik, Masyarakat, dan
Desa/Kelurairan; Pembinaan SDM Kearsipan; Fasilitasi Lomba
dan Pameran Arsip; Pembentukan Desa percontohan Tertib Arsip
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f

Penyrapan dinyu
bi

a. bahan unanS rencana danpe program anggarurn
ok U sn urdang

di bi
Un

Pen a ahb an anem uta arlyt e uval as danpan ro danp Pe ap
ok S Penur laano ArSI dan

fmr

Pengelolaan Arsip;
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3.2 Unsur Perlindungan
dan Penyelarnatan Arsip
Kelom2ok

pen3rusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasiona.l, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoord.inasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebljakan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlindungan dan
Penyelamatal Arsip.

Melaksanakan baharrpenJnapan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

penJrusuna.n rencana program dan anggaran di
bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional di
bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

c. Penyiapan bahaa pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan
dan Penyelamatan Arsip;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip meliputi:
Perlindungal dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana (meliputi:
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana; pemulihan dan
Penyimpanalr Arsip Akibat Bencana); penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan
Pemer<aran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (meliputi:
Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta penyerahan
atau Pemusnahan Arsip bag penggabungan/pembubaran
Perangkat Daerah; Pendampingan penyelamatan Arsip bagi
Pemekaran Daerah Kecamatan/Desa/Kelurahan) ; pelayaaal Izin
Penggunaan Arsip ya;rg Bersifat Tertutup {meliputi: penyu.sunan
dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;
Penyediaarr Daftar dal Penetapar Izin penggunaan Arsip yang
Bersifat Tertutup); Preservasi Arsip; perawatan Arsip; Sistem
Keamanan Arsip; Audit Kearsipan Internal serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perlindungan dan Penyelaraatan Arsip; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bidan

bidane
a. Penyiapan bahan

berkaitan dengan
g. Pelaksanaan

Kelompok Unsur Akuisisi Arsip Melaksanakan bahan
bahanro a,en sunan

penyrapan
a_rn

a. Penyiapan bahan penJrusun€rn rencana program dan alggaran di
bidan Akuisisi Arsi

3.3

t

D
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qarl pelaksanaan kebiiakan daerah, sertabahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Akuisisi Arsip.

pengoordinasial
admini

aanpelaksan
bal.an

anpelayan stra

teknisPerumuaan
operasional,
kebijakan,
administratif,

kebljakan
bahan

c. Penyiaparr bahan pelaksanaaa kebijakan di bidang Akuisisi
Arsip;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Akuisisi Arsip;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daelah di
bidang Akuisisi Arsip meliputi:

Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun)); pemusnahan
Arsip Di lingkrJngan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi
Sekurang-kurangnya lO Tahun; Autentikasi Arsip Statis dan
Arsip Hasil Alih Media (meliputi: penilaian dan penetapan
Autentisitas Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan
Keabsahan Arsip; Penilaian dan penetapan Hasil Alih Med.ia
sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip); pencarian
Arsip Statis yang Dinyatakan Hrlang (meliputi: penilaiaa dan
Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang;
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yalg dinyataka-n
Hilang; Penetapan dan pengumuman Daftar pencarian Arsip
(DPA)) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Pgnyrapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Akuisisi Arsip; dar.,

teknis diperasional
ArsipAkuisisiidang

b. bahanPenyrapan san ke akarr operumu bu
b

tati
Penyampaian Arsi Terj

Arsip tis
emilikiArsip Lingkungan

Bawah meli
Pemusnahan Arsi emiliki

di

Pen olaan Sgel s anArsip danpu1Pengum
Naskah adap Kepaga

ANRI ahan AKdarr sSCPengo taS
uPem snahan di nPemeri tah Myall

tenRe SI di oI ahT nu ti Penl atanpu
Pen dan aanPelaksanetapan an Mp v c

Bawah 01 Tah nu Pe aksan Pemaan snahanu

berikan
berkai

Pelaksanaan dinkec asarn arntugas d o eh anlnyang ppim
tar end b dan

(meliputi:
Salinan Otentik Asli

Akuisisi, Preservasi,

(sepuluh)

Retensi (sepuluh)



JABATAN RGANISASIUMT o TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS4 Bidang Perpustakaan

Pengelolaan Perpustakaan, pel
Koleksi Nasional dan Naskah
Pembinaan perpustakaan
Pembudayaan Gemar Membaca.

kerl'
bij tekni

bii pengoordinasian

di

Melaksanakan bahanpenlapan Program
a, bahanpenyiapan usanperum

ke akan S onaloperasi
laksanaalpe kc akan

tupelaksanaa.rl tauemangas anp
uasleval dan pelaporan

e
bidang
starian
Kuno,

dan

Pembinaan Perpustakaan dan pembudayaan Gemar Membaca;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasior,al di
bidang Pengelolaan Perpustakaan, pelestarian Koleksi Nasional
dan Naskah Kuno, Pembinaan perpustakaarr dan pembudayaan
Gemar Membaca;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaal,
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, pembinaan
Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;

d. Pengoordinasian pela-ksanaan tugas di bidang pengelolaan
Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno,
Pembinaal Perpustakaan dan pembudayaan Gema:: Membaca;

e. Pelaksaoaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Perpustakaaa, pelestarian Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno, Pembinaan perpustakaan dan pembudayaan
Gemar Membaca; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
bi tu

Penyu kerj bidanga. ansun anbah a di IaanoPengel
s Pelestakaan tarian Koleksi asrN onalPerpu dan askahN uK on

plmPrnan sesua,r

4.t Kelompok Unsur
Perpustakaal

Pengelolaan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, baha-nperlmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan

dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta
pemantaual, evaluasi, dan

pelaporan di bidarrg pe

rJ rdinasian
dminis tif, adminispeiayan
bke akan bahan opengo

a tra zrn tra

ngelolaan

Melaksanakan

bahan

stakaan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan perpustakaan;

c. Penyiapan bahan pelaksaraan kebijakan di bidang pengelolaan
Perpustakaan;

d.Penlapan bahan pengoordinasian ad.ministratif
Pengelolaal Perpustakaan ;

penyu di
bi

a. ahb an S anunPenyiapan canaren ro arn danp gr anggar€ul
Pendang gelolaan

U

ti
laksanaan bke akanpe

olaan stakaan meli u

di bidang

daerah di

program

Perpustakaan;

e. Pelayanan administratif dan

NO

!r rf



JABA?AN ORGANIUNIT SASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan

Elektronik; Pengembangan Perpustakaan; pengembangan
Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah; pengembangan Layanan
Perpustakaan Rujukan; Pengembangan Bahan pustaka;
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka; penyusunan
Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan, dan
Pustakawan; Pelaksanaan Kajian Kepuas3n pemustaka, Keda

Antar Perpustakaan dan Membangun Jej
Perpustakaan; Pembinaan dal Evaluasi Tenaga perpustakaan
dan Pustakawan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaiuasi, dan pelaporan di bi
Pengelolaan Perpu stakaan; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan d bidan tu SN a

Pengembangarr

Sama

4.2 Kelompok Unsur
Koleksi Nasional
Kuno

Pelestarian
dan Naskah penJrusunan program kerja, bahanperumusan kebijakan teknis

operasional, bahal pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebiiakarr daerah, serta
bahan pemantauen, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno.

Melaksanakan bahanpenylapan apan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
g Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian
Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidarrg
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno meliputi:

Peningkatan Peran Serta Masyaral<at dalam penyimpanan,
Perawatan, Pelestarian, dan pendaftaral Naskah Kuno;
Pengembangan, Pengolahaa dan pengalihmediaan Naskah Kuno
yarlg dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan; Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara; Pengola-han dan Penyiangal Koleksi Budaya Etnis
Nusantara; Penghimpunarr dan Pendistribusian Baharr pustaka
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

a. Penyi
bidan

mai

C

E
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f. Penyr bilapora an bahal taup dan anpeman Pe dang

esPel anant ksiKole Na ona-lsl Ndarr askah dan
edinasal lain diberikan

kai bidan
Pelaksanaan t AS kc ug hole anyarlc pmprm

ber tan tu4.3 Unsur Pembinaan
Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca

Kelompok
penJnrsunar program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan,,bahan pengoordinasian
administraiif, pelayana:r adminisira
dan pelaksanaan kebijalan daerah, serta
bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pembinaal
Perpu stakaan dan pembudayaan Gemar
Membaca-

Melaksanakan bahanpenylapan

Membaca;
b. Penlapan bahan perumusan kebirjakan teknis operasional di

bidang Pembinaan Perpustakaan dan pembudayaan Gemar
Membaca;

c. Penyiapan bahal pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;

d. PenyiaFan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan Perpustakaan dan pembudayaan Gemar Membaca;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaal kebijakan daerah di
bidang Pembinaan Perpustakaa;r dan pembudayaan Gemar
Membac? meliputi:
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di
Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan; Pembinaan perpustakaan Khusus; peningkatan
Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan pustakawan; Sosialisasi
Budaya Baca dan Literasi pada Satuan pendidikan Dasar dan
Pendidikan Khusus serta Masyarakat; pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana perpustakaan di Tempat-Tempat Umum

bahanPenl
id dayaan

a. sapan u ann canaren ro dan anyuPen dp gram ggaran
b Suang takaan and buPemPerp Gemar

nJ berian
ay ai

basi Pemilihan
Pengkqj

diPelay
daya

Layan Kelilin Poj
lain bi

an eM da nKewev an Pem Pengan ghargaan
Gerakan B du a emM acb Pen m anb Li ert s1age garr

erB S taDu Baca D ahaerTingkat
ian Mln ta Baca M arakat bPem uasy dayaan

eG mar anan takaans arLu torKarrPerpu
mPro S1o uB anPamcr bmdan ba staI<aan BukuPerpu

arl Pe takaansrpu olaan ok Baca rtasePengel
ke tan seS a-lu$a tudarrg gasnya.

5EI
dievaluasi,

Kuno;

Pembinaan

Daerah;
Gemar

Inklusi Sosial;
Kabupaten;

Membaca;
Baca;
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Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikm oleh

f. Penyiapan batran pemantauan, pelaporan di

berkaitan

\) P4I
*

o \\9a GA

SRAGEN

YI.INI SUKOWATI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I,AMPIRAN XXIVA
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6q reUUrV ZOZr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI. SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

e \) P4

SRAGEN,

Kepala Badan

Sekretariat

Subbagian UElrE dan
Kepega\yaian Subkoordinator

dan Kelompok
Jabatan

Fungsional

BidanS Perencanaan,
Pengendalian, dan Eva.luasi

Pcabangunan Daerah

Eidang Pcrekonoeian. SDA.
dan Ioftastruktur

Bidang Penelitian dan
PenScmbangan

Subkoordinator
daD Kelompok

Jabatan
Fungsional

Su bkoordinator
dan KeloEpok

Jabata.n
FunBsional

Subkoordinator

. 
dan Kclompok

Jabatan
Fungsiooal

Subkoordinator
dan KeloEpok

Jabatan
Fungsional
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Bidang Peoerintalan,
Pembangunan Manusia,
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fi



I,AMPIRAN )O(IVb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6qrauuNzozr
TENIANG
KEDUDUKAN, SLYSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELTTIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN

JABATAN oUNIT ANISASRG I TUGAS FUNGSI URAIAN TUGASI Kepala Badan
fungsi penunjang Urusan pemerintahan
di bidalg perencanaan dal bidang
penelitian dan pengembangan yang
menj adi kewenangan Daerah.

Membarrtu Bupati dalam melaksanakan a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang
perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta
penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerap.rn, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan bidan
penelitian dan pengembangan;

d. Pembinaan teknis operasional penyelenggara.rn fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
den tu dan fun lnSekretariatr) pelayalal teknis dan

administratif serta koordinasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Peaelitian dan Pengembangan.

Memberikan a. Pengoordinasian dan pen5rusunan program, anggaran, dan
evaluasi kine{a di lingkungan Badan perencanaan
Pemban gunan Daerah, Penelitia;n dan pen gembangan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolal di
liugkungan Badaa Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pen

E T
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2.7 Subbagian
Kepegawaian

Umum darr

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan;

f. Pengelolaan urusErrr Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan
den tu

pelaksanaan kebijakan
bahan pemantauarr, evaluasi,

di bidang Umum

pelayalan

penylapan
program ke{a,

kebijakan
bahan

behan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana progr€rm dan anggara-n
bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan ba.l.an perumusan kebljakan teknis operasional
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelalsanaan kebijakan di bidang Umum
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan
Laporan lelaksanaan Reformasi tsirokrasi; Pelayanan Fublik
Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

nla

r

(
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JABATAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI TUGAS

2.2 ompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Kel

penlrusunan program ke{a, baharr
perumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasial
administratif, pelayanan
dan pelaksanaa-n kebijakan daerah,
serta baha! pemantauar, evaluasi, daIl
pelaporan di bidang perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan.

Melaksanakan bahanpenyiapan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Penyiapan baharr perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, da:r Pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporaa;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiarr
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja
Perarrgkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencalaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan d tu

berkaitan bi tu2.3 Kelompok Unsur Keuangan penyiapan bahan
penyusunan program ke{a, bahan
perumusan kebijakan teknis
operasional, behan pelaksalaarr
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebija-kan daerah,

Melaksanakan

, evaluasi, danserta bahan pemantauarr

a. Penyiapan baharr penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksalaan kebijakan di bidang Keuangan;

bahan pengoordinasian administratif di bidangd. Penyiapan
Keuangan;

Iltir UN



NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
pelaporan di bidang Keuangan. e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di

bidang Keuangan meliputi:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan
Gqii dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pel:ksanaan
Ttrgas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangar SKPD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan ?anggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan
l,aporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteral SKPD/
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi
Penyu sunan Laporarr SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Keuangan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan bi

3 Bidarrg Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

program kerja, penJnapan bahan
perutrusan kebljakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijal-.an,
pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidarrg Perencanaan dan pendanaan,
Data dan Informasi, pengendalian,
Evaluasi, dan Pelaporan.

Melaksanakan bahanpenyiapan a. Pen)rusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan dan
Pendanaan, Data dan [nformasi, Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaa.n dan Pendanaan, Data dan Informasi,
Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang
Perencanaan dan Pendalaal, Data dan Informasi, Pengendalian,
Evaluasi, dan Pelaporan;

d. Pengoordinasian pelaksalaan tugas di bidang Perencanaan dan
Pendanaan, Data dan lnformasi, Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan;

e. Pelaksanaarr pemantauan, evaluasi, Can pelaporan di bidang
Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, Pengendalian,
Evaluasi dandan Pela rAII
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

d
3.1 Kelompok Unsur

dan Pendanaan
Perencanaan

penJrusunan program kerja, baha:r
penrmusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebljakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanan adminis
dan pelaksanaan kebljakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perencanaan dan
Pendanaan.

Melaksana-kan bahanpenJnapan a. Penlapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perencanaan dan P:ndanaal;

b. Penyiapan bahan perumusan kebija-kan teknis operasional di
bidang Perencanaarr dan Pendanaan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan dan Pendanaan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan dan Pendanaan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebdakan daerah di
bidang Perencanaan dal Pendanaan meliputi:
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen
Perencalaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan
Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan
Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten; Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang
Kecamatan; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi Kebiiakan
Sektoral dan Kewilayahan Dalam Penentuan Lokasi Prioritas di
Daerah; Pengusulal Kegiatan Yang Bersumber Dana Bantuan
Keuangan dan DAK/'APBN; Singkronisasi Pelaksanaan Kebiiakan
Perencanaan dan Penganggaran di Daerah; Sinkronisasi Analisis
Perencaaaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangu.nan
Daerah dan Kebijakal Keuangan Daerah; Pengoordinasian Pagu
Indikatif Pembangunan Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapa-e bahan pemaltauan, evaluasi, dal pelaporan di bidang
Perencanaal dan Pendanaan; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan den an bidan tu a.

3.2 Kelompok Unsur Data dan Melaksanakan bahan
bahana,en sunan

Penylapan
arn ke

a. Penyiapan bahan penyusunan rencarta program dan anggaran di
bidan Data dan informasi ;

lr s



JABATAN ORGANISASIUNTT TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS

dan pelaksaaaan keb{jakan daerah,
serta ba_han penantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Data dan Informasi .

pengoordinasiarr
administratif,

pelaksanaan
bahan

adminipelayanan strati

teknisperumusan
operasional
kebijakan,

kebiiakan
bahan

c. Penyiapan bahan peny'usunan kebliakan teknis operasional di
bidang Data dan Infornasi ;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif d.i bidang Data
dan Informasi ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah d.i
bidang Data dan Informasi meliputi:
Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah;
Pembinaan dan Pemarfaatan Data dan Informasi perencanaan
Pembangunaa SKPD; Penyusunan profil pembarrgunan Daerah
Kabupaten; Survei Pengumpulan Data pembangunan Daerah;
Pengelolaal dan Analisis Data pembangunan Sebagai Ballan
Perencalaal Pembangunan Daerah; Menyajikan Data
Pembangunan Daerah Sesuai Kebutuhan Sebagai Bahan
Informasi; Identihkasi permasalahan pembangunan Daerah
Berdasarkal Data Untuk Mengetahui perkembangan
Pembangunan; Pengamanan Data dan Informasi pembangunan
Daerah Melatui Bahan Cetak Dan Elektronik Sebagai Bahan
Dokumentasi; Pengelolaan Sekretariat Satu Data Indonesia serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan baharr pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Data dan Informasi ; dan

din berikandi
berkai

Pelaksalaan tu ke sa an alnc gas o eh lnanyang prmp
tarl end b dan tu sn

Penyrapan teknisbiiakanb bahan merlt sallu kep dioperasional

3.3 Unsur Pengendalian,
Evaluasi, dan Pelaporan
Kelompok

penJrusunan program kerja, bahanperumus€rn kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksalaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif, pelayanao adminis

penyrapan bahan

dan daerah
serta bahan emanta anu evaluaslp dan

Melaksanakan Pen di
dalian Pelap

tekni diU

a. an anbah us nanytap rencanapen amyu ogrpr anggaran
b dan enc dPeng oran
Pen an um san bkeylap akan Speru o asler onaJp

danbi alEv asl dan
bij eknis di

alian Pelapo
rdin dministratif bi

dalian aporan

Pen an ahb anyt s nanuap ke akan tpenyu
b Pen enddarg dan ran
Pen an nbahanylap slana ap goo di dang
Pen n Ev ual SIa dal Pe

bidang Data dan Informasi ;

pelal<sanaan kebijakal

darr
Eva-luasi,

b. bahan
Pengendalian, Pelaporan;

c. operasional
Evaluasi,

A

LNo
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Pengendalian,di bidangpelaporan

alEv uasl dan ranPelapo

Pembangunan Daerah di Kabupaten (meliputi: pengendalian da:^
Pelaporan Xegiatan penyusunan dan ffasit Rencana
Pembangunan Daerah; pengendalian Melatui pemantauan dan

Pembangunal Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan;
Menghimpun Hasil Evaluasi pembangunan Daerah Sesuai
Program/Kegiatan; Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencanadan Pelaksanaal Pembangunan Daerah Sebagai Bahan
Penilaian; Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Secara

admini dibii
Pengendalian

Koordinasi dalian Pel

stratif dan ke akanpelaksanaan daerah
Evbidang aluasl,

PerencanaanPengen dan a-ksan aan

lanj Penyim
Tujuan bii

aerah; Pengendalian

dalian
Ked

eli ti toring

Su sl sertapervl Tindak tu Terhadapangan p
Pencapalan danAgar Sesu Kea-l akanProgram Kegiatan
Pemb nan Dangu Pelaksanaan uEval asl dan

PelaksanaanPelaporan Ren anc a Pem Daerah u S1abangunan (Eval
dokumen dan Evaluast Pengen
Pelaksanaan asarna Daerah onlM uEvaI asr dantoring,

ansunPenyu BerkalaLaporan bPem nanangu
Daerah Motu(m E uvaI astpu Rencana Pedan aanlaksan

BerjenJ Lanju
Penghimp bii Si

Sis

f. Penya di bi
aliarr

kedin

Seb Bahanang sagar unan ProPenyu ta.rrgram
unan Bahan Ke akan knisTe stem uaEval sl

Pem Penbalgunan ahanB Penytapan temgembangan
dan Prosed ru uS ann ta TUDanaPenyu poran gas

an bahanp tauan a-lev u darrPeman asl, pelaporan dang
d uEval aslPengen and aPel danporan

tuPelaksanaanc. anas atngas ol he tm anyang p prn
berkai tan d bidan4 Bidang

Pembangunan
Kewilayahan

Pemerintahan,
Manusia, dan

penyiapan bahan

au dielap
bi Pemerin

asroPer onal, anaanpelaks ke
anasrengoordinp anaanpela-ks

t an evatuasrpemaJl dan or€rrlp
cPeren anaandarrg tahan

Pemb nan Man S1 dan

Melaksanakan

kebljakan
penyiapaa bahanprogram ke{a,

perumusan teknis
bijakan,

tugas,

Penyu dikerj

Pen5napan { di
bi Pemerin anu

a sunan bahan aprogram carnPeren aan
Pem Manan s1aubangun Kewilayahal

b sanu bke akanPeruEt stekni asl0naloper
Perencana.andang taharr Pem M €Indbangu.nan sra,

bidang
, dan

bij di

Kewil

c Pelal<san aan ke akan Stekni o onrasl alpe
Peren canaan Pem ann anM Su abangu

an

e. Pelayanan

dar Pelaporan meliputi:

RKPD RPJMD);

Pelaksanaan

Daerah;
Evaluasi;

diberikan

bidang
Pemerintahan, dan

bahan

Kewilayahan;

Pemerintahan,
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yang diberikarr oleh pimpinan sesuaif. Pelaksanaan fungsi lain

Pengoordinasian bi
Kewilayah

di bi
Pembangr

d dipelaksanaan Perencanaantugas dang
ennPem tahan, Manu danPembangu.nan sla, an

e Pelaksanaan ueval danasl, pelaporan dang
Perencanaan nan ManuS darrl&,

danKewilayahan

4.1 nsur PemerintahanKelompok U penlnapan baharr
program kerja, bahan

bu pengoordinasian
adminis tif,

o onal bperas pelaksanaan
ke akan anbah

tra pelayall,rn

di

dan pelaksarraan ke akanbij daerah
es rta bahan tauan evpeman a-luasl dan

a oranp p idb Perenang c€rnaan
Pemenntal.an

teknis

Melaksanakan
penJ rsunan
Perumusan kebijakan

a-Lan
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Perencanaan pemerintahan;
c. Penyiapan bahan peayusunan kebljakan teknis

bidang Perencarraan pemerintahan;
d. Penyiaparr bahan pengoordinasian

Perencanaan Pemerintahan;

Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan serta kegiatan lain sesuai bid-ang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaJuasi, dan pelaporan di bidang
Peren carraan pemerintahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pen5napan
bidang

a. bahan resunan cann apenyu and dianggaran
Perencanaall

bij
bi Pemerin 1i ti

rdinasi Penyus
Pemerin

Asi Penyusunan
Bidarg

Bidarr rdinasi

an adrnirustratifPelayan dan elaksanaan ke akanp rahdae d
dang mtahan e pu

Koo unan menDoku Perencattaan bPem nanangu
idB ta}ranaIg DRPJM dan RKPD

stenSI menDoku Perencanaan bPem an nangu
t DaerahPerangka Pem tahenn an Pe aanaksan Monltonng

dan Evaluasl sunan DokumenPenyu Perencanaan Pe bm an nangu
t DaerahPerangka Kooc Pe aanlaksan

pimpinarr
berkaian tan b

operasional di

administratif di bidang

4.2 Melaksanakan
penJrusunan
perumus€rn

penyiapan
prograrn kerja,

kebijakan
bahan

baha:r
bahan
teknis

erasional

Penyiapan di
bi

bij tekni di

a n su 1nn cren aanpe d€IInyu ananrogrp ggaran
da.n Perencanaanc

b baha;r um ans ke akanPeru s eras10n a.lop
b dan Perencanaan Pe bm nanangu

Kelompok Unsur Pembangunan
Manusia

pemantauan,
Pemerintahan,

program
Pemerintahan;

e.
Perencanaan

Daerah (RPJPD,

Pemerintahan;

bahan
Pembangunan Manusia;

Penyiapan

Manusia;

l-.!q

TN
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dan pelaksanaal kebijakal daerah,
serta ba_han pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perenca:raal
Pembangunan Manusia.

kebija-karr,
adrninistratif,

pengoordinasian
adminipelayanan

bahan

d. Penyiapan bahal pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan Pembarrgunan Man.rsia;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan Pembangunan Manusia meliputi:
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangu.nan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RpJpD, RpJMD dan
RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan
Pembarrgunan Perangkat Daerah Bidang pembangunal Manusia;
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang
Pembangunarr Manusia; Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan pembangunarr Daerah Bidang
Pembangunan Manusia; penymsunan perencanaan
Pembangunan Manusia, Penyediaan Kajian Indeks pembangunan
Manusia (IPM), Koordinasi Tfijuan pembangunan Berkelanjutan
(TPB/SDGs); Koordinasi Perencanaan Kabupaten Layak Anak,
Perencanaal Pengarusutamaan Gender (pUG), Kabupaten Sehat,
Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Koordinasi
Penangana-n Stunting, dan penanggulangan Kemiskinan serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f, Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Pembangunan Manusia; darr

Penyrapan teknipenyu kebij
Pembangunan

c bahan sunan akan S dialoperasion
b Perencarraandang uMarr sla

kedin lain diberikan
berkai bi

Pelaksanaan tu asanc gas ehol lnan5yan lmpp
tan dan4.3 Unsur KewilayahanKelompok

pen)ruslr[an program kerja, baharrperumusan kebijakan teknis
operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian
administratif,

Melaksanakan

adminis

bahanpenyiapan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Kewilayahan;

Penyrapan di
iJang

a. anbah s renunan canapenyu program anggaran
b canaanPeren

Penyiapan bU knienJru di
Kewila

c ahanb sunan ke akan t sP ras10e alnoP
b d canPeren aan an

dan
Kewilayahan;

RAIA

(
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di

dan kepelaksanaan akanbii daerah,
serta bahan daul
pelaporan bi Perendrrrg canaan
Kewilayahan

f. Penyiaparr bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan Kewilayahan; dan

adminiengoordinasian di bidangd. Pen bahanyrapan p stratif
Perencanaan

adminis atif dibu
bidan

Pembangunan
Bi wilaya-han RPJM(RPJPD

Asi suPenyu
Kewilaya-han toring

Bi Koordinasi

Bidan KoordinasiKewilayahan
Koordinas Pengkoordinasian

ordin
ugasny

e an trPelayan keelaksanaan akanp daera.ll
Perencanaan anah meli tiKewilay pu

Koordinasi :nDoku enPenyusunan canPeren aan
Daerah dan Kec D dan RKPD

sten S1 nan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah BPerangkat dang Pelaksanaan Moni

dan Eval Penuasl sunan menDokuyu PemPerencanaan bangunan
Peran Daerahgkat dang Kewilaya-han Pelaksanaan

1nS tas dan Haimomrgr S SI Perencanaan Pem Daerahbangunan
c Pere canaann DanaPenggunaan

ncanPere aan TMMD
KTim o Peast mban Ka Perdwasangunan sazrne serta(TKPKP)

ke ta a-ngl bid t a.ang

kedin diberikan
kai bidan

Pelaksanaan tu5 asan atngas olehyang prmPrnanerb tan d tu
Infrastruktur
Bidang Perekcnomian , SDA, dAN penyiaPan balarr

t_l

ordinasian

di
bi

HidLingkun

o sronalpera anspelak aan ek b akarl
pengo SAIIlak aanpe tugas

tauan alevpeman u dan elaasl, anp por
Perendang caanaan PerekonOIruAN

sDA dan ugan danp
Prasarana wilayah

Melaksanakan

kebijakan teknis
penyiapan bahanprogram keq'a,

Pemmusan
b. Penlapan bahan pcmmusan kebijakan teknis op

bidang Perencaanaan perekonomian, SDA dan
Hidup, dan prasarana Wilayah;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang
Perencaanaan Perekonomian, SDA dan- Lingkungan Hidup, dan
Prasarana Wilayah;

a. PenI'rrsunan bahan

rdina di
DA Lin Hid

d slErnPengoo aarlan tupelaks b dan Perengas caanaan(:
aJrd u dan Prasaralagkungan p

w

program kerja di bidang
dan Lingkungan Hidup,

Perencaanaan
dan Prasarana

erasional di
Lingkungan

Perekonomial, SDA
Wilayah;

pemantauan, evaluasi, Kewilayahan;
dan

Kelurahan;

lain sesuai

Perekonomian,
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
a.

pimpinan sesuai

ngkungan
Wilayah

e Pelaksanaan tau eval danpemErn a.tr, uasi, dipelaporan bidang
Perencaanaan SDA t uHid danp
Prasarana dan

5.1 Unsur PerekonomianKelompok

program kerja, bahal
kebijalan teknis

bahan pelaksanaarr

dan pelaksanaan kebijakan daerah,
serta bahan pemantauan, evaluasi, danpelaporar di bidang perencanaan
Perekonomian.

penylapan bahan

adminis rif, adminipelayanan
ke akan bahanbu ordinasianpengo

tra s

Melaksanakan
penlrusunan
perumusan
operasional,

b. .e91nanan bahan perumusan kebiiakan teknis operasional d.i
bidang Perencanaan perekonomian;

c. Penyiapan ba-han penyu.sunan kebijakan teknis
bidang Perencanaan perekonomian;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bi
Perencalaan Perekonomian ;

e. Pelayanan administratif darr pelaksanaan kebijakal daerah d.i
bidang Perencanaan perekonomian meliputi:
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian {RpJpD, RPJMD aan nXfO;;
Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangu.nan
Perangkat Daerah Bidang perekonomian; pelaksanaan
Monitoring dal Evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan
P_embarrgunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian;
Koordinasi Pelaksanaal Sinergitas dan Harrronisasi

Penyusunan Dokumen perencanaal
serta kegiatan lain sesuai bidang

Penyiapan di
bi

a. bahan sunan rencanapenyu dangrampro anggaran
canPeren aandang

Bi

dikat
Sinkron

Koordinasi Kerl'
Bidarrg

ordin Gid

Perencanaan bPem DaerahangunErn rePe OIruANkondang
Pen an AI1d PerugkaJ musan onEK olru Makro
Dae rah Pereocanaan oIIuEkon Indan or Ekonomi

Pesasl aanlaksal Mod Ekonollu sertaPengembangan
bKe akan Perencanaan! dan an banPem nanPenganggar gu

Makro asalna Pembangunan
tarAn Daerah Perekonollxan b otruEkonPengem angarn

Ko asr Rencana Aksi Daerah danPangan (RAD

operasional di

PG), dan Koordinasi
Sektoral Perekonomian
tugasnya.

danPerekonomiarr,

Perekonomian;

Analisis, Kerangka

Ekonomi Daerah;
dan

t okal;

NO

aa
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f. di bidangbahanPenyiapan alev uas1 danpemantauan, pelaporan
Perencanaan Perekonomian da:r

kedinasan lain diberikanPelaksanaanc. tugas ehoIyang plmPln€rn
tanberkai bidans.2 Kelompok (J.rsur SDA dan Melaksa-nakal penyiapanLingkungan Hidup bahan

penjrusun:rn program ke4.a, bahan
Pemmusan
operasional,
kebijakan,
administratif,

kebijakan
ba].an pelaks

teknis
anaan

bahan pengoordinasian
pelayanan ad:aini

dan pelaksanaan kebiiakan daera-h
serta bahan peman tauan evaluasl dan
pelaporan di bidang Perencanaa:r SDA
dan Lingkungan H dup

Kawasan Strategis Cepat T\rmbuh (KSCT); Koordinasi
ry"ry:y".r, Itajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RpJpD
dan RPJMD; Pengkoordinasian Komisi Irigasi serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan di idanap
HiLingkungan

dinas lain di erikan
berkai

bahal dan anor bpel e
aanPerencan DS A dan du andp

Pel Sak aananc. ke an b oleh lln anyang p pln
tall den b dan tu sn a

Pen5napan
bidang Hid

a. bahan sunan rencanapenyu dan diprogram angg€rrarn
Perencanaan SDA dan uLingkungan p

Penyiapan teknis dibij
bidang SDA Lingkungan
Penyiapan bii di

Hid
ordinasian tifadministra bidang

Lingkun
stratifadmini bij

bi Lin ti
nyu

RPJ Asi
nyu

Bid A;

KoordinasiA;

Informasi ial ordin
mp KoordiWilayah

Kawasan atasan rdina

b bahan san kePefumu akan nallooperas
aanPerencan dan Hidup

c bahan sunan ke akanpenyu teknis aloperasion
b PerencanaaJl s ADdang Lindan ugkungan p

d Pen bahanyrapan Pengo di
Peren canaan SDA dan Hidugan p

e Pelayanan dan elaksanaan ke akan aedp rah di
dan Peren SDcanaan dA arl H uid meli ugkungan p p

Koordinas Pe Dsunan moku en canPeren aan banPem nAIIgu
Daerah B dan SDA RPJPD DM dan RKPD enst S
Pe su ann Dokumen Perencan aan Pemban Peran tgunan gka

aera.l-D DS Pelaksanang onlMaan dan uEval asrtoring
Pen us ann Dokumenyu aanPerencan banPem nan Peran tgu gka
D Berah SDdang Pelaksanaan lns tas danergl

armH saslonr Perencanaan nan Daerah BPembangu DS Adang
Pen olaan Datage dan eoG aS Ko aslsp
Peren canaan Ru un Pen ban naSgem gan
Peren canaan bPer Koo s1 nPere canaan

pemartauan, evaluasi,

tugas

Lryo
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Wilayah

Melaksanakan bahan a- Penyiapan bahan penyu sunan renczrna progr€rm dalt dipenyu sunan bahan bidang Perencanaan
anggzrran

perumu Prasarana wilayahsan teknis b Penyiapan bahanoperasional bahan
perumusan keb! akan tekniS operas10 nal di

kebii
pelaksanaar. bidang Perencan aan Prasarana witayahakan bahan pengoordinasian c Penyrapan bahanadministratif, pelayan

penyusunan kebijakan teknis operasional dian adminis bidang Perencanaan Prasarana wilayahdarr pelaksanaan kebijakan daerah d. Penyrapan bahanserta bahan p taua!
pengoordinasi an admin Stratif di bidangemarl dan Perencanaan Prasarana Wilayahpelaporan di bidang Perencanaan e. Pelayanan administratif d pelaksanaarrPrasarana wilayah

an keb{akan daerah di
bidang Perencanaan Prasarana wilayah meliputi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Pere ncanaan Pembalgunal Daerah
Bidang Infrastruldur (RPJPD RPJMD dan RKPD Asiste nst Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguna n Pera-ngka t Daerah Bidang
Infrastruktur Pelaksanaan Monltonng dan EvaluaST PenyuSunan
Dokumen Perencanaan Pembaagunan Perangkat Daera]- Bidarrg
Infrastruktur; Koordinasi Pe laksan aa"rr SIN tas d Hergt an arlnon lsasl
Perencanaan Pemb.rtg.lnan Daerah B idan nfrastruktur; Pengl
Analisls

:AJ lan
dan Perumusan Kebijakan dan Pengoo rd lnaslan Kewllayahan

dan Konektivi tas Daerah dan RTRW Daera.L S loonln rsasl
Pengembangan Model Kewilayahan dan Konekti tas Serta Kebijakan
Ferencanaan Pembangunan Daerah secara Holistik Inte8ratif Un
Kewilayahan dan KoneIdivi tas; Koordinasi Strategi Sanitasi
I(abupaten(S SK) Rencana AKsl Daerah Air Minu danm
Lingkungan RADAMPL} Rencan 1 Penc egahan dan Pentngka tan Kua.li tas
Fermukiman Kumuh Perkotaan RP2 KPKP) Rencana nduk Strategi
Pengelolaan Air Minum RISPAM Rencarr a Pembangunan dan
Pengem barrgan Peru mahan dan Ka asan Permukiman RP3KP) Panitia
Kemltraan Program Penyediaan r lnum dan S tasi be baan r SIS
Masyarakat PAKEM KoordinaS Perencanaan KebUakan Stra te
Daerah S lstem Penyed iaan Air M num (JAKSTRAD A SPAM}
Pengkoordinasian Kelom ook Keria Perumahan dan Kat. Penlap bahan

wasan
an peman tauan e aIuaS1 dan pe aporaJl d b dang

Perencanaarr Prasarana Wilayah dan
Pelaksanaan tugas dinASan lain vang hc

berkai tan d
ke

bidan tu SN a
d berikan ole p1mplnan

6 dan
ban

Bidang
Pen

Penelitian
an

Melaksanakan penyiapan bahan
bahangram keg'a, pen

Penl'rap ekniU
bi iitian

a. an bahan erum sanu ek b akanp t S o era onSI al dip
d Pene danang Pen em anb

evaluasi,

penyiaparr
program kerja,

kebijakan

rlt
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penerapan, serta invensi dan inovasi didaerah secara menyeluruh danberkelanjutan, serta melaksanakan
penyusun€rn Rencana induk dan

pengoordinasian

Peneli
ordinasi sinkronisasi

eli

ke akarrbii
pelaksanaan tugas

€urtaupeman dan dipelaporan
tianbidang dan Pengembangan

melaksanakan ko
dan tianpen
pengem bangan, dan

ilmu
di bagai

di bi
nilai sil

alan PemEuan uan danpengetah
teknolo daerahgr se larrdasarr
da_lorrt aaIlperencan bpem angunan
daerah se darrgala keh dupan yarlg
berpedomarr Panpada ca a.

kebljakan teknisperuElusan
operasional,

b Penye lenggaraan penelitian Pengembangan penCk4j tan dan
serta lnven S1 dan rnovasL, yalrc memperkuat tungsl

kedudukal ilmu pengetahuan dan teknolog1 di daerah
sebaga; landasal dalam perencanaan p mbangunan daerah di
Segala bidanc kehidupaJI yang berpedoman pada nilai Dancasila;

c. Penlmsunan perenc€rnaan, program, zutggaran, kelembagaan, dan
sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, da:r
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman
pada nilai Pancasila;

d PengoordinaSIan dan sinkronlsasr pelaksanaan kebuakan di
bidarrc nSC t k.tla pembangunan ilmusama
penge tahuan dan teknolog1 kemitraan penelitian
pengembangarl pengkaj an dan Penerapan serta nvensl dan
lnovasl di daerah

e. Penyr.rsunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan tel,otologi di daerah sebagai landasan dalam
perenc€rna€rn pembangunan daerah di segata bidang kehidupan
yang berpedoman pada nilai pancasila;

f. Pemberiarr bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, 

- 
kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan danteknologi, serta kemitraal penelitian, 

- 
pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

g. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pengkqiian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di daerah;

h. Pemantauar dan evaluasi penyelenggaraan penelitian,
pengembarrgan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di daerah;

I Pelaksana€rn pembangunan pengelolaan dal
pemanfaa
daeral'r

tan Sls tem inforrnas ilmu pengetahuan dan tekno o di

evaluasi,

pelaksarraan

pengendalian
pengkajian,

peneraPan,
dan

dan inovasi,
serta

pengembangan,

fa
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k. Pengoordinasian sistem iJrnu pengetahuan dan teknologi daerah;
dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinal sesuai

ordinasian enelitian pengabdian
berbasis penelitian engkaj

dihasilkan
tianorg€rrusasl daerah;

J Pengo pelaksalaarr p kepada
masyarakat pen 1an dangembangaa, ?

enera uifmp pan an dan teknolopengetahu oleh91 yang
lemb sataga pu lainn dipeneli ya

6.t Sosial danKelompok Unsur
Pemerintahan

Melaksanakan penyiapal
penJrusun€rn program keq.a,
perumusan
operasional,
kebijakan,
administratif,

kebijakan

a. Penyiapan bahan
bidang Penelitian

bahan
bahan
teknis

penyusunan rencana program dan anggaran di
dan Pengembangan Sosial dan pemerintahan;

pengendali an penelitial, pengembangan

di

Penyiapan baian penJrusunan kebijakan teknis operasional di

meli ti

bahan pelaksa_naan
bahan pengoordinasian

sinkronisasi, dan

b. Penyiapan bahan pemmusan kebiiakan teknis operasional
bidang Penelitian dan pengembangan Sosial dan pemerintahan;

C.
dan pengkajian, pelayanan administr bidarrg Penelitian dan Pengembangan Sosial dan pemerintahan;dan pelaksanaan kebijakan daerah
serta bahan pemantauan, evaluasi dan d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif, sinkronisasi,pelaporan di bidang penettian dan darr pengendalian penelitia:r, pengembangan, dal pengkajian diPengembangan Sosial dan bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan pemerin tahar^;Pemerintaharr.

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penelitian dan pengembangan Sosial dan pemerinta_han

dan



6.2

NO JABATAN UNIT oRGANISASI TUGAS FI'NGSI URAIAN TUGAS
Fasilitasi, Pelaksanaan dan

Ridang

Reformasi
Reformasi Keterti tentraman

litian
Aspek Sosial, Perernpuan
Perlind

Pariwisata, dalian
Administrasi

Sipil Partisipasi
Keli

asili Kegiata:r-Ja
asilitasigkaj tianPeneli bag.

Kerj
KemiTeknologi

diPengkqi PemerinBidang glatan
di

elitian

Pengembangan Penye
Pemerin taharr Kelem dan aanKetatalaksanbagaan

tur darrApara dan Ase Dt aerahKeuangal
ban dan Ke mU um dan

linPer tdungan Masyaraxa'- emKel Desabagaan
Ketatalaksanaan A turDesa, para Adan Dset esKeuangan a,
Badan U Mitiksalta Pene Pendan Bgembangan dang

PemAspek danberdayaan
dan bKeungatl Anak, u udaandayaan Kepem

odan lahraga, Pen Pend du ukgen
dan Keluarga Berencana, dukandu danKepen

caPen tatan Tenaga a,Ked dan
Tran laanlos[ugrasr DataPenge dan Peraturantbangan
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Pene Per ratu antapan

arLlB dan atau uEvaI as1 ert Pelaksanaan Peraturanhadap
F tasi dan valE aslu Pe anaks aan ta dan
Pen lan F dRekomen asl

anBah a PemSama Ilmubangunan danuanPengetah
serta traan danPengembangan

lan SosiaI darr antah keserta
f. bahanPenyiaparr ueval danast, danbipelaporarr cPen dan SoPengem sial danbangan dan

dinasan lain di PlmPlberkai
Pelaksanaan tuc. kegas berikan olehyang nan

tan t

Evaluasi Penelitian dan
enggaraan Otonomi Daerah,

Unsur Ekonomi danKelompok
Pembangunan penJrusunan prograrn kerja, bahanpemmusa.n kebijakan teknisoperasional, bahan pelaksanaan

kebijakan, ba.l.an pengoordinasian
administratif, sinkronisasi,

ndali
ck4i admini

ange Pengem bangan
en anp ape yanan stra

laksanaan kebi akan daerah

Melaksanakan

dan

bahan

pen
dan
dan

Penylapan a. Pen5napa;r bahan penJrusunan rencana program dan anggaran dibidarg Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

b. Peayiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan;

an bahan penJrusunan kebijakan teknis operasional d.i
Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan

c. Penyiap
bidang
Pemban nan

Umum,
Birokrasi,

Birokrasi,
Penataan

Desa,
Desa;

Pendidikan
Kesehatan,

Masyarakat,

Peraturan;
WNA;

Penelitian,

pemantauan,
Pemerintahan;

penelitian,

Pembangunan;
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di eItianbidang
Ekonomi

serta bahan tauanpeman evaluasi dan
pelaporan Pen dan
Pengembangan dan
Pemban nangu

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daera_h dibidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan meliputi:

f l"n43p* bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan pembangunan; dan

Penyiapan admini tif, sinkronipengoordinasian
dipengkaj

Penelitian

d bahan Stra sasl
darr tianpengendalian banpeneli dan tanpengem gan

dan oIruEkon danPengem bangan
Pembangunan

tianPeneli KecilBidang
Perind trian Milik

au
Energ Li id

UmPekerj

Komunikasi Informa tika; Kerl
tian

diekaj
ol.aan Li ti

Iain

dan Pengem U ahs a andbangan
uS B Uadan ahs aPerdagangan

Perkebunan dan P Kelan tan dangan
dan s bum n n an H uerdaya gku p

uKeh aantanan, um Perhub mahanPeru danungan
Kawasan dan dan

dan Bahan a Salna mPe anb nangu
Pen uan knTe o ogetah serta Kemr aantr nPe elig

Pen andgem Penbangan la_n B nEko mldan o danc
Pen uJ rnal tban uS owk a s rtae

ke tan suse a-lg1a bidan tu a.c gasnv

kedinasan Iain di
berkai

tuPelaksanaanc- gas oberikan eh lm nanvan8 p p
tarr den b dan6.3

prograrn kerja, bahan
kebijakan teknisoperasional, bahan pelaksanaan

kebijakan, bahan pengoord.inasial
administratif, sinkronisasi, dan

penyiapan bahan

dalian
sksi adminipelayanan

enp gen pengembangan
dan lanpen s

rJ

id

and aksanaanpe bke akal erahda
ertas bahan dan
ela rop b na Inovas1 dan

Melaksarrakan
penJrusunan
perumusan

Kelompok Unsur
Teknologi

Inovasi dan
a. Pen5aapan bahan penyusunan rencana prograrn dan anggaran di

bidang Inovasi dan Teknologi;
b. Penyiapan baha;r pemmus.rn kebijakan teknis operasional di

bidang Inovasi dan Teknologi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
meliputi:

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Inovasi dan Teknologi;

d. Penyiapan bal.an pengoordinasian administratit sinkronisasi,
dan pengendalian penelitien, pengembangan dan pengkajian di
bidang Inovasi dan Teknologi;

bidan Itrovasi dan Teknolo

bidang

Koperasi,
Menengah, dan
Daerah, Pertanial,
Perikanan, Mineral,

PenataanPermukiman, Rualrg Pertanahan,

Ilmu dan

Pembanguna:r;

pemantauan, evaluasi,
di

penelitian,
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f. Penyiapan bahan pemantauan, eva.luasi, dan pelaporan di bidang
Inovasi dan Teknologi; dan

Penyelenggaraan Bcrsifat
tif; Sosiali Diseminasi asil Kelitbalgan
tasi asilitasi Kegiatan

tifi Hiliri
tori Pendampingan

lnovasi Inovasi
Pemaj

di giatan
gasnya

eM odt e ePem nntahan Daera.l. Yanc
ovaIn sasr dan H Hasil

Fasili Hak Inte ektual FKekayaan
Krea tas dan nI ovasl o sasr Pameran(Kren a)

dPro uk ovaslIn borta um ovaslIn(PPr
dan sunan Roadm S stemPenyu ap

Bahan sunan Rencana dInPenyu k danu Peta anu
uIlm dan kn Io oTe Daeratr serta ke laingt

sesuzu anbid tuc

Teknologi uj
Replikas Ditu lnovasi

Penelitian dan dibangan,Pengem Perekayasaan
dan vaslIno Co abI dan RanPenerapan cang

Mo eldBangu.n Indan nve st di S1Bidang
Pendan t1 knTe ol 1SDerap emlnaslogl dan

lain berikandi ptmprnan
erkai

Pelaksanaan tu ked ASln angas o ehyanc
b tan end tu SN

UPI
,,.{

RAGEN,

YUNI SUKOWATI

ProsedurJenis,

Daerah;

Riset,

Jalan
Pengetahuan



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN XXVa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 61 TaUUNZOZT
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN PUNGSI. SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

e U P,q r'
,:.rB RAGEN.
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K"pala Badan

Selsetariat

Subbagian Urrutn dart
Kepegawaian

Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dar Pelaporarr Subkoordinator

dan Kelor[pok
Jabatar

Fungsional

Bidang Pengadaan,
Petlberhentiar, dan

Informasi

Bidang Mutasi dan
ProEosi

Bidang Pengembangan
Aparatur

Bidang Penilaian Kinela
Aparatur dan
Penghargaan

Subkoordinetor
dan Kelompok

Jabatan
Ftlngsional

Sutkoordinator
dan Ketompok

Jabatan
Fungsion6.l

S ubkoordinator
dan Kelompok

Fungsion6I

Subkoordinator
dan Kclompok

Jabatan
F)rngsional
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I-AMPIRAN )Ofirb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6y reHurv 2o2L
TENTANG
KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER-IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLT BUPATI

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN TUGAS TUGAS
1 Kepala Badan Membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang Urusan pemerintahan
bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan
Daerah.

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis operasional bidang kepegawaian
pendidikan dan pelatihan;

d- Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daeratr bidang
serta pendidikan dan pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
dan

2 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Badan Kepega
dan Pengembangan Sumber

walan

Manusia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Pelaksanaan hubungan masyarakat

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan

aset, dan jasa penunjang di lingkungan Badan

Sumber Daya Manusia;
d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah

Kepegawaian dan Pengembangan

b. dan keprotokolan
danKepegawaian Pengembangan

dan Sumber

lingkunganevaluasi kinerja di
a. dan Program, anggar€rn,

Badan Kepegawaian

lingkungan Badan
Daya Manusia;
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urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan

Badan Kepegawaian darr pengembangan Sumber Daya
Manusia;

f. Pengelolaan urusa.n Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yalg diberikan pimpinan yang

e. Pengelolaan

berkaitan2.1 Umum danSubbagian
Kepegawaian pen)rusunan program kerja, bahan

perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasial administratif, pelayanan
administratif dalr pela_ksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidarrg Umum
dan Kepegawaian.

Melaksanal<an bahanpenylapan

b. Penyiapan ba-han perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidalg Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian artrninistr.atif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di

unan rencana program dan anggararr
egawaian;

bidang Umum darr Kepegawaiarr meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Adrninistrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Umsan pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
Pengelolaan Protokol; [a.poran pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan d.i
bidalg Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanz.an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
bidan tu

a. Penyiapan bahan penyus
di bidang Umum dan Kep

a.berkaitan2.2 Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Subbagian

penJrusunan program kerja,
bahan
bahan

ona-1usan keb akan teknis

Melaksanakan penjnapan a. Penyiapan bahan penyusun
di bidang Perencanaan, Eval

an rencana progrErm dan anggaran
uasi, dan Pelaporan;

I.Jr
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Perencarraan, Evaluasi, dan pelaporan.

pelaksanaan kebijakan,bahan bahan
adminipengoordinasian tif,

adminis atif bij
stra pelayanan

tr dan kepelaksanaarr akan
serta anbahdaerah, tauanpeman

evaluasi dan ran dipelapo

2.3 ompok Unsur KeuangarrKel penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan

adminipengoordina tif,
adminis tratif bu

tauan
di bi

slan Stra eP layanan
dan ana€rnpelaks ke akan

daerah serta anbah anpem
eval SIua and a-rlpelapor

Melaksanakan

Keuangan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perenca-naan, Evaluasi, dan pelaporarr;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan meliputi:

Perencanaan, Penganggaral, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
perubahan; Koordinasi dan Pen3rsunan DpA-SKpD dan
perubahan; Koordinasi dan Penyrrsunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerl'a SKpD; Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah); Pengelolaal Data dan Informasi serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan; dan

di

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den bi

a. Penyiapan bahan pennr
di bidang Keuangar;

sunan rencana program dan alggaran

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaarr kebljakan daerah di
ti:

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keuangan;

c. Penyiapa-n bahan pelaksanaan kebijaka-n di bidang Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keualgan;

bi Ke meli

tan I

prln r vi
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Keuangan Perangkat Daerah (meliputi:

Penyediaan Gqii dan T\rnjangan ASN; penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan penatausahaan dan
Pengujian/Verifika:i Keuangan SKpD; Koordinasi dan
Pelaksalaan Akuntansi SKPD; pengelolaan dan penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan penl,usunan
Iaporarr Keuangan Bulanan/Triwulaoan/Semesteran SKpD/
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKpD; penyusunan pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenanga-n perangkat Daerah;
Koordinasi Penln:sunan taporan SpIp serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauar,
bidang Keualgan; dal

g. Pelaksanaan tugas kedinasan

evaluasi, dan pelaporan di

Administrasi

tuberkaitan den
lain

bidan
yang diberikan oleh

3
Pemberhentian, dan Inforrnasi
Bidang Pengadaan,

tugas, pem{rntauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengadaan dan
Pemberhentian, Data dan lnfonnasi, dan
Fasilitasi Profesi ASN.

bu
pengoordinasial

Melaksanakan bahzrn an ropenyraP p gra-D
a,ked bahanpenyiapan u s€rnerump

ke akan pelaksanaan
ke akanbii pelaksanaan

an program ke4'a di bidang Pengadaan dan
Pemberhentian, Data dan Informasi, dan Fasilitasi profesi ASN;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Data dan Informasi,
dal Fasilitasi Profesi ASN;

c. Pelaksanaan kebljakan teknis operasional di bidalg
Pengadaan dan Pemberhentian, Data dan Informasi, dan
Fasilitasi Profesi ASN;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan
Pemberhentian, Data dan Informasi, dan Fasilitasi profesi ASN;

e. Pelaksanaan pemantauan, evatuasi, dan pelaporan di bidang
Pengadaan dan Pemberhentian, Data dan Informasi, dan
Fasilitasi Profesi ASN; dan

f. Pelaksanaan fungsi iain yang diberikal oleh pimpinan sesuai
bidan tu n a.

a. Penyusunan ba)r

EEI

teknis operasional,
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NO JABATAN UNTI o SASIRGANI TUGAS FUNGSI I'RAIAN TUGAS3.1 Unsur Pengadaan danKelompok
Pemberhentian

pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengadaan dan Pemberhentian.

penyusunan program kerja, bahan
pelurnusan kebliakan teknis operasional,
bahan pelalsanaal kebijakan, hahan

Melaksanalan baharrpenyraPan an penJrusunan rencsna program dan anggaran
di bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

c. Penyiapan bahan penyusunan keblakan tekrris operasional di
bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidarrg
Pengadaar dan Pemberhentian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksarraan kebijakan daerah di
bidang Pengadaan dan Pemberhentian meliputi:
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; penyusunan
Rencana Kebutuhaa, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi pengadaal ASN dan
Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan pemberhentian
ASN; Koordinasi Pelaksarraal Administrasi Pemberhentian
(mel:puti: penJrusunan Daftar Penjagaan Pensiun, Verifrkasi
Dokumen Usuian Pensiun, Memproses Dokumen
Pemberhentiaa Pegawai); Evaluasi Pemberhentian ASN serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, darr pelaporan di
bidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan

g. Pelaksanaarr tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

a. Penyiapan bah

tuberkaitan d1mKelompok Unsur
Informasi

Data dan
pen3 lsunan progr€rm kerja, bahan
perumusan kebijakan tekrris operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Data
dan Informasi.

Mela-ksanakan bahanpenyrapan apart bahan pen)rusunan rencana prograln dal anggaral
di bidang Data dan Informasi;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Data dan Informasi;

c. Peoyiapal bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Data dan Informasi;

d. Penyiapan ba-han pengoordinasian administratif di bidang
Data dan Informasi;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daera_h di

a. Penyi

bidan Data dan Informasi meli ti
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san Bahan Kebliakan Pengelolaan Data dan Informasi

ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; pengelolaan
Data Kepegawaian (Data dan Arsip Kepegawaian); Evaluasi
Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian serta
kegiatar: lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidalg Data dan Informasi; dan

g. Pelaksanaan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Perumu

biberkaitan d a.3.3 Unsur FasilitasiKelompok
Profesi ASN pen1rusunan program kerja, bahan

perumus€rn kebijakan teknis operasiona.l,
bahan pelaksaaaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahaa pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Fasilitasi Profesi ASN.

Melaksanakal bahanpen]'lapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran

Fasilitasi kmbaga Profesi ASN (meliputi: perencanaan,
Pelaksanaan, dan Pengelolaan Fasilitasi Kelembagaaa profesi
ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya); pengelolaan
Administrasi Umum, Kepegawaian dan Kegiatan Organisasi
Untuk Mendukung Ttrgas dan Fungsi Lembaga profesi ASN;
Koordireasi Tata Hubungan Kerja di Setiap Kepengurusan|;
Pelayanan Kartu Isteri (Karis), IGrtu Suami (Karsu), Kartu
Pegawai (farpeg), Taspen, dan Tanda pengenal pegawai serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

di bidang Fasilitasi Profesi ASN;
b. Penyiapal bahan perumusan kebijakarr teknis operasional di

bidang Fasilitasi Profesi ASN;
c. Penyiaparr bahaa penprsunan kebijakan teknis operasional di

bidang Fasilitasi Profesi ASN;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidalg

Fasilitasi Profesi ASN;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di

bidang Fasilitasi Profesi ASN meliputi:

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporarr di
bidang Fasilitasi Profesi ASN; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

a. Penlapal

berkaitan den bidan t

T'

!.i var tI.zla



Bidang Mutasi dan Promosi

4.1 Kelompok Unsur Mutasi

JABATAN oUNIT ANIRG SASI TUGAS FI,,NGSI URAIANTUGAS4

kebljakan teknis operasional, pelaksanaan
kebliakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Mutasi, Kepangkatan
dan Pengembangan Karier dan promosi
Pegawai.

Melaksanakan bahanPenJnaPan program
a,kerj bahanpenJnapan sanpemluu

bahan program kerja di bidang Mutasi,
Kepangkatan dan Pengembangan Karier dan promosi pegawai;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ope.asiona, di
bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Kar-ier dan
Promosi Pegawai;

c. Pelaksanaan kebilakan teknis operasional di bidang Mutasi,
Kepangkatsn dan Pengembanga;r Karier dan Promosi pegawai;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Mutasi,
Kepangtcatan dan Pengembangan Karier dan Promosi pegawai;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier dan promosi
Pegawai; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den

a- Penyusunan

penJrusunzrn program kerja, bahan
pemmus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta ba-han pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Mutasi .

Melaksanakan ba-hanpenyiapan bahan penyu.sunan rencana program dan anggaran
di bidang Mutasi ;

b. Penyiapan bahan perumusal kebijakan teknis operasiona.l di
bidang Mutasi ;

c. Penyiapan bahan penyu.sunarr kebijakan teknis operasional di
bidang Mutasi ;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Mutasi ;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Mutasi meliputi:
Pengelolaan Mutasi ASN (meliputi: perencanaan dan
Pelaksaaaan Mutasi Pegawai; Verifrkasi Dokumen Mutasi;
Pelaksanaan Administrasi Penempatan
Jabatan Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatal; proses
Kenaikan Gaji Berkala; Penetapan Jabata:r pelaksana) serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, darr pelaporan di

a. Penyiapan

bidan Mutasi ; dan

DaiamDari dan

EET

a e tsN



4.3

NO JABATAN UNIT ORGANISASI TUGAS F[.,NGSI URAIAN TUGAS
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain

aberkaitan
yang
tu

diberikan oleh

4.2 ompok Unsur KepangkatanKe1

pen5rusunan program kerja, Lahan
penrmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratjf, pelayanan
administratif dan pela-ksanaan kebijakaa
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, darr pelaporan di bidang
Kepangkatarr.

Melalsanakan bahanpenJnapan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kepangkatan;

b. Penyiapan ba.han perumusan kebijakan teknis operasiona-l di
bidang Kepangkatan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Kepangkatan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Kepangkatan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kepangkatan meliputi :

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (meliputi: Penyusunan
Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat; Verifikasi dan
Mengusulkan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat; Verifikasi Dr
Keputusan Kenaikan Pangkat dan Keputusan Peninjauan
Masa Kerja; Proses Pengangkatan Pertama KaIi, Kenaikan
Jabatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian, dan
Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional; Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsiona.l) serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemiintauan,
bidang Kepangkatan; dan

g. Pela-ksanaan tugas kedinasan
a

yang
tuberkaitan den

lain
bidan

evaluasi, dan pelaporarr di

diberikan oleh

Kelompok Unsur Pengembangan
Karier dan Promosi penJrusun€rn prograln kerja, bahan

perumusan kebijakal teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasial administratif, pelayanan
ad-rninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,

Melaksanakan bahanpenylapan

pevaluasi, dan rErn di bi

an bahan pen1rusun€rn rencana program dan anggaran
di bidang Pengembangan Karier darr Promosi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijaka_n teknis operasional di
bidang Pengembangan Karier dan Promosi;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembaaga-n Karier dan Promosi;

d. Penyiapan ba.l.an pengoordinasian administratif di bidang

a. Penyiap

bangan Karier dan Promosi;



NO JABATAN RGANISASIo1JMT TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
Pengembangan Karier dan komosi.

5 ang Pengembangan AparaturBid

tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaForan di bidang penjenjangan dan
Sertilikasi, Diklat Teknis Fungsional, dan
Pengembangan Kompetensi.

keqi penyiapan
knisbii i.,anaperasional,

rdinasiarr

Melaksanakan an bahanpenyrap gfampro
a, bahan sanuperum

ke akan te o ela-k anp
ke akanbu pengoo elaksanaanP

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakar daerah di
bidang Pengembangan Karier darr promosi meliputi:

Pengelolaarr Promosi ASN (meliputi: penyusunan pedoman pola
Pengembangan Karier; Daftar Urutan Keparlgkatal, Analisa
dan Verifikasi Berkas Usulan Promosi; penyusunan Dokumen
Penjagaan Kekosongan Jabatan Administrasi, pimpinan Tinggi
Pratama dan Kepala Sekolah; perencanaarr Kegiatan promosi
dan Mutasi Jabatan Administrasi dan Kepala Sekolah;
Fasilitasi Pelaksanaan Proses Mutasi dan Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Fasilitasi pengambilan
Sumpah dan Pelantikan Jabatan Administrasi, pimpinan
Tinggi Pratama dan Kepala Sekolah; proses penerbitan Surat
Perintah Pelaksana Trrgas (Plt) dan pelaksana Harian (plh))
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan ba.rran pema;rtauan, eva.luasi, dan
bidang Pengembangan Karier dan promosi; dan

pelaporan di

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lnan berkaitan den bi tu n a

a. Penlrrsunan bahan program kerja di bidang Penjenjangan dan
Sertilikasi, Diklat Teknis Fungsional, dan pengembangan
Kompetensi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penjenjangan dan Sertifikasi, Diklat Teknis Fungsional,
darr Pengembangan Kompetensi;

c. Pelaksalaan kebija-kan teknis operasional di bidang
Penjenjalgan dan Sertifikasi, Diklat Teknis Fungsional, dan
Pengembangan Kompetensi;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penjenjangan
dan Sertifrkasi, Diklat Teknis F\rngsional, dan pengembalgarr
Kompetensi;

e. Pelaksanaal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penjenjangan dan Sertifikasi, Diklat Teknis Fungsional, dan
Pen mbangan Kompetensi; darr

prmj



NO JABATAN UMT oRGANISASI TUGAS FI.rNGSI URAIANTUGAS

5.1 Unsur Diklat
Penjenj :ngan dan Sertifikasi
Kelompok

penyusunan prograrn kefa, bahan
perumus€ur kebrjakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta ba_han pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Diklat
Penjenj arrgan dan Sertifikasi.

Melaksanakan bahanpenJnapan

fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

arl penJrusunan rencana program dan anggaran

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (meliputi:
Penyrrsunan Daftar Kebutuhan Diklat penjenjangan;
Inventarisasi Data Calon Peserta Diklat penj enjangan);
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi
Sertifrkasi Jabatan ASN (meliputi: pelaksanaan dan
Pengusuian Sertifikasi Sesuai Bidang Keahlian); Evaluasi

di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifrkasi;
b. Penyiapan baha:r perumusan kebljakan teknis operasional di

bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
c. Penyiapan ba-l.art penyusunan kebijakan teloris operasional di

bidang Diklat Penjenjangan dan Sertilikasi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Diklat Penjenj angan dan Sertilikasi;
e. Pelayanan administratif dal pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Diklat Penjenjangan dan Sertilikasi meliputi:

Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi
Diklat dan Sertifrkasi Jabatarr Fungsional; Fasilitasi Sertifikasi
Fungsional ASN; Evaluasi Diklat dan Sertlikasi pejabat
Fungsional; Akreditasi Program pelatihan Kepemimpinan
Pengawas; Alcreditasi Pelatihan Dasar Golongan III; Akreditasi
Pelatihan Dasar Golonga;r II serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasau lain yang diberikan oleh

den tu
f. Pelaksanaan

a. Penyiapan bah

berkaitan den bi tuan5.2 Kelompok Unsur Diklat Teknis
Fungsional pen)rusunan program ke{a, baharr

perumusan kebijakarr teknis operasional,
elaksanaan kebUakan, bahan

Melaksanakan bahanpenytapan

bahan

a. Penyiapan bahan penyusunan
di bidang Diklat Teknis Fungsi

rencarna program dan anggaran
ona.l;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona_l di
bidang Diklat Teknis Fungsional;

t l
II

ln iI



Kelompok Unsur Pengembangan
Kompetensi

JABATAN UMT o SASRGANI I TUGAS TUGASFUNGSI
ordinasian

tnl bt

di Diklatbidang

pengo administratif, pelayanan
adm trs atif dan kepelaksanaan akan
dae ahr Serta ba-han uantapeman
eval au SI dal pelaporan
Tekn Fun onal.gs1

penyusunan kebdakan teknis operasional di
bidang Dildat Teknis F\rngsional;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Diklat Teknis F\rngsional;

e. Pelayanan 4d'nini5flalif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Dildat Teknis F\.rngsional meliputi:
Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat Jabatan
Fungsional; Sosialisasi dan penyebaran Informasi Jabatan
F\ngsiona-l ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional;
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional serta kegiatan
lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penlapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Diklat Teknis F\ngsional; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

c. Penyiapan bahaa

berkaitan d bidan5.3
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan telo:is operasional,
bahan pelaksanaan kebijaJ<al, bahan

ordin administr tif, pelaya:ran
admini tif bii

di

aslanpengo a
stra dan kepelaksanaan akan

daerah serta ba-han taeman uanp
evaI aslu dan pelaporan bidang

ban mKoPengem tenstgan Pe

Melaksanakan penJnapan bahan

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangarr Kompetensi;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan Kompetensi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pengembangan Kompetensi ;

e. Pelayanal administratif dan pelaksanaan kebijakal daerah di
bidang Pengembangan Kompetensi meliputi:
Peningkatan Kapasitas Kineg'a ASN; pengelolaan Assessment
Center; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (metiputi:
Pelayanan Dokumen lzin Belajat, Tugas Belajar, dan izin
Penggunaan Gelar; Fasilitasi Kegiatan Ujian penyesui an ljazah
dan Ujian Dinas); Fasilitasi Kegiatan pengembangan
Kompetensi Telcnis; Pelaksanaan Kegiatarr Sertifrkasi,
Kelembagaal, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
F\rngsiona-l serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

di
a. Pen an bahan sunany,ap rencana danpenyu progran Ernggaran

bidanc Pengembalgan

INO

Kompetensi;

T



JABATAN UMTORGANISASI TUGAS FUNGSI I,'RAIAN TUGAS
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,

bidang Pengembangan Kompetensi; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

dan pelaporan di

berkaitan den bi tu6 Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Disiplin Aparatur, dal penghargaan dan
Kesej ahteraan Aparatur.

kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasiarr pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur, pembinaan

penyiapan
kerj
Melaksanakan bahan prograe

ba, ahanpen]naPan sanperumu
a. Penyusunan bahan program ke{a di bidang Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur, Pembinaan Disiplin Aparatur, dan
Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Apa-ratur, Pembinaa;r
Disiplin Aparatur, dan Penghargaan dan Kesejahteraan
Apa.ratur;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pembinaan Disiplin Aparatur,
dan Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur;

d. Pengoordinasia-n pelaksanaan tugas di bidang penilaia;r dan
Evaluasi Kineg'a Aparatur, Pembinaan Disiplin Aparatur, dan
Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur;

e. Pelaksanaan pemantauan, eva.luasi, dan pelaporan di bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pembinaan Disiplin
Aparatur, dan Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang Jiberikan oleh pimpinan sesuai
bi tu a.

Kelompok Unsur Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

6.1
pen5rusunan progran kerja, baharr
pemmuszrn kebijakan teknis operasional,
bahal pelaksanaan kebijakal, bahan
pengoordinasian administratif, pelayalan
administratf dan pelaksanaa:r kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidalg
Penilaial dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Melaksanakan bahanpenyrapan a. Penyiapan baharr penyusunan rencana program da;t anggaran
di bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penilaian dan Evaluasi Kineq'a Aparatur;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
atur;Penilaian dan Eva.luasi Kine aA

Ixo



JABATAN UMT oRGANISASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di

bidang Penilaian dalr Evaluasi Kinerja Aparatur meliputi:

Pen',usunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kine{a
Aparatur; Pelaksanaarr Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur (meliputi: Perencanaan dan Pelaksanaan penilaian
dan Eva.luasi Kinerja Aparatur; Penyusunan Informasi
Indikator Penilaial Kinerja Aparatur; Analisis Hasil penilaian
Kineq'a Aparatur); Evaluasi Hasil Penilaian darr Evaluasi
Kinerja Aparatur; Pelayanan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauar, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yarrg diberikarr oleh

e. Pelayanan

lm an berkaitan den bi a.tu6.2 Kelompok Unsur
Disiplin Aparatur

Pembinaan
penJ rsunan program kerja, bahan
perumus€rn kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, ba_han

adminispengoordinasian tratif,
adrrrinis tif

di bidang
Pembinaan Disiplin

allanpelay
tra dan pelaksanaan ke akanbij

daerah serta ahanb tauanPeman
danevaluasi, pelaporan

A rtuPara

Melaksarrakan ba-hanpenyiapan

f. Penyiapan bahan pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan Disiplin Aparatur; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

pan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Pembinaan Disiplin Aparatur;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pembinaan Disiplin Aparatur;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pembinaan Disiplin Aparatur;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pembinaan Disiplin Aparatur;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pembinaarr Disiplin Aparatur meliputi:
Pembinaan Disiptin ASN; Pengelolaan penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan proses Izin perceraial
Pegawai; Evaluasi Disiplin ASN (Pengelolaan dall Verfikasi Data
Kehadiran ASN) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

n a

a. Penyia

berkaitan den bid tulnan
diberikan oleh

EEI



6.3
JABATAN oI]NTT RGANI SASI TUGAS FUNGSI URAIANTUGASUnsur Penghargaan

dan Kesejahteraan Aparatur
Kelompok

penyusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pela-ksanaan kebijakan, baha_n
pengoordinasian adrninistratif, pelayanan
administratif dan pelaksarraan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur.

Melaksanakan bahanpenyiapan

b. Penyiapan bahaa perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penghargaan Can Kesejahteraan Aparatur;

c. Penyiapan bahan penyusunarr kebijakan teloris operasional di
bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bi
Penghargaan dan Kesej ahteraan Aparatur;

e. Pelayanan administratif dan pelaksalaaa kebijakan daerah di
bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur meliputi:

Pengelolaan Pemberian Penghargaal Bagr pegawai;
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi pelaksanaan
Pemberial Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; pelayanan
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (JKK/JKM);
Pelayanan Cuti PNS; Tabungan Perumahan pNS (Taperum);
Pelayanan Jaminan Kesehatan Pegawai; pengkajian dan
Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemaltaua:r, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain

PenSnapan
di tur;

a. bahan reocana program anggar€ul
dan ahteraanPenghargaan Kesej Apara

yang diberikan oleh
nan bi tu

EET
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN XXVIa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMoR 6,1 reHUru ZOZr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERSA TATA KER.IA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
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TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOI,,AAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAI}UPATEN SRAGEN

NO JABATAN/UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
1 Kepala Badan Membantu Bupati dalam melalsan akarr Penyu kebiiakan teknis operasional bia sunan dang keuangan

fungs1 di
bidang keuangan ya-rrg menjadi
kewenangan Daerah.

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidan
keuangan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis operasional bidang keuangan;

d. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraarr fungsifungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dan

Sekretariat Memberikan pelayanan telcrris dan
admini stratif serta koordinasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Badar pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daera.l. .

a. Pengoordinasian dan penJrusunan program, Ernggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keualgan
dan Pendapatan Daerah;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dal keprotokolan di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan
Daerah;

c. Pelaksanaan pengelolaan keua_ngan di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuarrgan dan Pendapatan Daerah;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, darr jasa penunjang di lingkungan Badan pengelolaan
Keuaagan dan Pendapatan Daerah;

I,AMPIRAN)OOIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 61 tanuNzozr
TEI{TANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FT'NGSI
SERTA TATA KER.'.A PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

penunj ang Urusan Pemerintahan
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I
I NO JABATAN/UNTT ORGAT{ISASI URAIAN TUGAS

e. urusan organisasi tata laksana di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingtnrngan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
berkaitan

penyiapan a. Penyiapan batrarr penJ rsunan rencana program dan
penJ rsunan program keda, di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiialcan teknis operasional
bidang Umum dan Kepegawaian;

perumusan kebliat<an teloris operasional,
batran pelaksanaan kebijakan, batran

administratif, pelayanan c. Penyiapan baharr pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan
dan pelaksanaan Kepegawaian;

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif
Umum dan Kepegawaian;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:

daeratr, serta bahan pemantauan, d. di bidang
evaluasi, dan pelaporan di bidang
dan Kepegawaian. e. daerah

Administrasi Barang Milik Daeratr; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan
Milik Daerah Penunjang Umsan Pemerintatr Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintatran Daerah;
Pengelolaan Protokol; L,aporan Pelaksanaan
Birokrasi; Pelayanan Rrblik dan Hubungan Masyarakat;
Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah;
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, eval.uasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan o!
berkaitan

2.1 Subbagian
Kepegawaian

Umum dan

2.2 Kelompok Unsur Perencanaan,
Evaluasi, dan Pelaporan

Melaksanal<an penyiapan bahan
pen5rusunan program keda, bahan
perumusan kebiiakan teknis opaasional,

a. Penyiapan bahan penJ rsunan rencana program dan anggaran
di bidang flerencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

a



ORGANISASI
TUGAS

adrninibt atif, pelayanan
dan pelakganaan kebiiakan

serta bahan pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan.

daerah,
evaluasi, dan pelaporan di

bidang Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebliakan di

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
d. Penyiapan batran pengoordinasien administratif di

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
e. Pelayanan administratif dan pelahanaan kebliakan daeratr di

bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Daeratr (meliputi: Pen5rusunan Dokumen perencanaan;
Koordinasi dan Pen5msunan Dokumen RKA-SKPD
perubatran; Koordinasi dan Pen5rusunan DPA-SKPD
pertrbatran; Koordinasi dan Pen5nrsunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD; Evaluasi Kinerj
Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi
kegiatan lain sesuai bidang hrgasnya.

f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

b. Penyiapan batran perumusan operasional

berkaitan
Kelompok Unsur Keuangan

program kerja, batran
perumusan kebiiakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebdakan
daeratr, serta batran pemantauan,

Keuangan.

Melalcsanakan bahanpenJnapan

dan pelaporan di

penJ rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebiiakan tekrris operasionar
bidang Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian ad:rrinistratif di
Keuangan;

e- Pelayanan administratif dan pelaksan€lan kebijakan daerah
ti:

a. Penyiapan bahan

EEI

2.3
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NO

Keuangan Peranglrat Daerah
dan Tunjangan ASN; Penyediaan

Pelaksanaan T\rgas ASN; pelaksanaan penatausatraan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKpD; Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD; pengelolaan dan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/
Laporan Keuangan Akhir Tatrun sKpD; pen]rusunan pelalrcran
dan Analisis Prognosis Realisasi Anlgaran); Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah;
Koordinasi PenSmsunan t aporan splp serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

Administrasi
Penyediaair Gaji

(meliputi:

Laporan

berkaitan3 Bidang Pendataan
Penetapan Pdak

kebiiakan, pengoordinasian
t[gas, pemantauan,

di bidang Pendaftaran dan

Melaksanakan penyiapan batran

evaluasi,

Pendataan Pajak, Pengembangan
Penyuluhan danPajak, Penetapan Pajak.

Perumusarl
teknis operasional,

penyiapan bahan
program kerja di bidang Pendaltaran

Pendataan Pqialq Pengeobangan dan penyrluhan pajak, dan
Penetapan Pajak;

c. Pelaksanaan keb[jakan teknis operasional di
Pendaftaran dan pendataan pajak, pengembangan
PenSrluhan Pajak, dan penetapan pajak;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas d.i bidang pendaftaran
Pendataan Pqiak, Pengemba'gan dan pen5nrluhan pajak, dan
Penetapan Pajak;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

dan

dan

Peiak;

e, Pelaksanaan danpemantauan, dievaluasi, pelaporan
Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan

danPen5ruluhan Pajak, danPerretapan
pirnpinan sesuai

a. Pen5rusunan batran

telsdsb. bahan sanPenyrapan ke akanperumu ,b:tj operaSional
darrPendaftaranbidang Pendataan Pdalc, Pengembangan

danPenyuluhan Pqiak, Penetapan Padak;

.: .;--:r#!!El*iEEtEaiikr :!:!r: i.



3.1 I(elomlrok Unsur
dan Pendataan Peiak

3.2 Kelompok Unsur Pengembangan
Penyuluhan Pajak

program kerja,
perumusan kebiiakan tehris operasioaal,
bahan pdaksanaan kebiiakan, batran

administratif, pelayanan
dan pelahsanaan kebiiakan

daeratr, serta balran pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Pendaftaran dan Pendataan pajah.

penyiapan
penJ rsunan program kerja, batran
perumusan kebiiakan teloris operasional,
bahan pelaksanaan kebliakan,
pengoordinasian administratif,
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Pengembangan dan Pen5ruluhan pajak.

TUGAS
batran Penyiapan PenJrusunan I€ncana program dan

di bidang Pendaftaran dan peodataan pqiafq
Penyiapan bahan perumusan keb{aten teknis operasional
bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajats;
Penyiapan batran penJ rsunan kebiiakan teknis operasionar di
bidang Pendaftaran dan Pendataan Peiatq
Penyiapan batran pengoordinasian administratif di
Pendaftaran dan Pendataan Peiak;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiakan daerah
bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak meliputi:

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daeratr; pendataan dan
Pendaftaran objek Pajak Daerah; Pengolatran, pemeriharaan,
dan Pelaporan Basis Data Pajat< Daerah; pelaksanaan
Opt:rnalisasi Pendapatan Pajak Daerah serta kegiatan
sesuai bidang tugasnya.

a.

b.

c.

d.

e.

f. Penyrapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Pendaftaran dan Pendataan pajak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

Penyiapan bahan penJrusunan rencana program dan
di bidang Pengembangan dan Penyuluhan peiaf<;
Penyrapan bahan perumusan kebijatran teloris operasional
bidang Pengembangan dan Penyuluhan pajak;
Penyiapan bahan penlrusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengembangan dan Pen5ruluhan pajak;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrninistratif di
Pengembangan dan Penlruluhan pajak;

e. Pelayanan administratif dan peLaksanaErn kebijakan daerah di
bidang Pengembangan dan Penyrluhan pajak meliputi:

I

a

rL*rer,-

a.

b.

c.
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NO JABATAN

Kebijakan Pdak Daeratr (meliputi: Inteasifikasi dan
Ekstensifikasi Pqiak Daeralr); Pen5ruluhan dan
Kebiiakan Pajah Daeratr; Penyediaan Sarana dan
Pengelolaan Pqiak Daeratr; Pengawasan dan
Pajak Daeratr serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyrapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengembangan da.n Penyrluhan pajak; dan

g. Pelalcsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

serta Pen5rusunandan

berkaitan
3.3 Kelompok Unsur

Pajak
Penetapan penyiapan bahan

pen5rusunan program kerja, batran
perumusam kebljakan teknis
bahan pelalcsanaan kebljakan,

daeratr, serta bahan
evaluasi, dan pelaporan
Penetapan Pajalc.

Melaksanakan

bu
administratif, pelayanan

danadministratif kepelaksanaan akan

di

penJrusunan rencana program dan
di bidang Penetapan Peialq

b. Penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis operasional
bidang Penetapan Peiak;

c. Penyiapan batran penJrusunan kebijakan telsds operasional di
bidang Penetapan Pajak;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Penetapan Pajak;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiakan daeratr
bidang Penetapan Pqiak meliputi:
Penilaian Pajat< Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanatr dan Bangunan
(BPHTB); Penetapan Wajib Padak Daerah (meliputi:
Bahan Penetapan 9 (Sembilan) Jenis Pqiak Daerah;
Pengelolaan dan Distribusi Surat Pemberitahuan p"j
Terhutang (SPm)) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penetapan Pqiak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

a. Penyiapan batran

berkaitan



NO JABATAN
4

teknis ollerasional, pelaksanaan
pengoordiaasian pelaksanaan

tugas, pemantauan, evaluasi,
di bidang Pen5rusuaan

Perencanann Anggaran I, pen5rusunan
Perencanaan Anggaran Il, Analisis dan

keb[iqkar.

Anggaran.

peoyiapan bahaa

b. Penyiapan bahan perumus€rn kebljakan teknis operasional
bidang PenSmsunan dan Perencanaan Anggaran I,
dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan
Anggaran;
P€laksanaan kebiialcan teknis operi.sional

Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Arlrninistrasi Anggaran;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penSnrsunan
Perencanaan Anggaran [, Pen5msunan dan
Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;

e. Pelalcsanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran I, Pen5rusunan dan
Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Arlrninistrasi Anggaran;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

Perencanaan Anggaran l, Penyusunan dan
Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;

a. Pen5nrsuaan di bidang Pen5rusunanProgram

c, di
PerencanaandanPen5nrsunan I,Anggaran Pen5nrsunan

4.1 Unsur Pen5nrsunan
dan Perencanaan Anggaran I
Kelompok penf iapan batran

IrcnJmsunan progran kerja,
perumusan kebliakan teknis operasional,
batran pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daeratr, serta batran pemantauan,
evaluasi, dan pelalrcran di
Pen5msunan dan Perencanaan Anggaran I.

Melaksanakan a. Penyiapan batran penJrusunan rencana program dan
di bidang Pen5msunan dan Perencanaan Anggaran I;

b. Penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran I;

c. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran I;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di
Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran I;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pen5msunan dan Perencanaan Anggaran I meliputi:

a



NO JABAIAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
Koordinasi dan Pennrsunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan
Pen5msunan Pembatran KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi,
Pen5rusunan darr Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi,
PenSnrsunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi,
Pen5msunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi,
Pen5rusunan dan Verilikasi Perubatran DPA-SKPD; Koordinasi
Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daeratr; Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan; Pembinaan PerencAnaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pen5nrsunan dan Perencanaan Anggaran I; dart

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidans tugasnya-

4.2 Kelompok Unsur Pen5nrsunan
dan Perencanaan Anggaran tI

Melaksanakan penyiapan bahan
penJ rsunan program kerja, batran
pemmusan kebiiafran teknis operasional,
batran peldcsanaan kebiiakan, batran
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebljakan
daeratr, serta batran pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran
il.

a. Penyiapan bahan penJnrsunan rencana prograrn dan anggaran
di bidang Pen5msunan dan Perencanaan Anggaran II;

b. Penyrapan batran perumus€rn kebijakan. teknis operasional di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran II;

c. Penyiapan batran pen5rusunan kebdakan tehris operasional di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran lI;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pen5rusunan dan Perencalaan Anggaran II;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran II meliputi:



NO JAB4TAT.I/ r.rMT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
Koordinasi dan KUA dan
Pen5rusunan Perubahan KUA dan Perubatran PPAS; Koordinasi,
Pen5nrsunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi,
Pen5nrsunan dan Verifikasi Perubatran RKA-SKPD; Koordinasi,
Pen5nrsunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi,
Pen5rusunan dan Verifikasi Perubatran DPA-SKPD;
Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai
tugasnya.

f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pen5rusunan dan Perencanaan Anggaran II; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
berkaitan

4.3 Kelompok Unsur Analisis dan
Anggaran

lpengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebiiakan
daeratr, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis
dan Administrasi Anggaran.

a. Penyiapan bahan penlrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;

b. Penyiapan bahan perumusan keb{iahan telsds operasional di
bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;

c. Penyrapan bahan penJrusunan kebiiakan teknis operasional di
bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di bidang
Analisis dan Administrasi Anggaran;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebliakan daerah di
bidang Analisis dan Administrasi Anggaran meliputi:

Koordinasi dan Pen5rusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
Koordinasi dan PenSrusunan Peraturan Daeratr tentang
Perubatran APBD dan Peraturan Kepala Daeratr tentang
Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Pen5rusunan
Regulasi serta Kebljakan Bidang Anggaran serta kegiatan lain

_ lgsuai bidang tugasny+
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PPAS;

teknis
kebirjakan,

penyiapan
program kerja,



NO JABATAN/ UNrr oRcANISASi FT'NGSI/URAIAN TUGAS
f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

bidang Analisis dan Administrasi Anggaran; dan
g. felaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

Bidang N:untansi Melalsanakan penyiapan bahan Pen5nrsunan bahan kerj dia. Program a bidang Pencatatan
kerja, penyiapan bahan Perumus€rn Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan,
keb[jakan teknis operasional pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;

Penyrapan batran perumusan keb{jakan teknis operasional di
bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Pelaporan Keua.ngan, dan Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Keuangan;

kebiiakan t pengoordinasiarr pelaksanaan b.
r p€rtrBntauan, evaluasi,

di bidang Pencatatan
Analisis Transaksi Keuangan, pelalroran
Keuangan, dan Pengelolaan Data dan
Sistem lnformasi Keuangan.

c. Pelaksanaan kebifakan teknis operasional di
Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem
Keuangan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencatatan dan
Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pencatatan dan Analisis' Transaksi Keuangan,
Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem
Keuangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Kelompok Unsur Pencatatan
Analisis Transaksi Keuangan

Melaksanakan penJaaPan bahan a. Penyiapan bahan danPenjrusunan rencana program arlggaran
penjmsunan Program kerja, batran di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;
pertrmusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan keb{iakan, b. Penyrapan bahan perumusan kebijakan telsris operasional

bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;
c. Pen5napan batran penJ rsunan kebijakan teknis operasional

bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;

pengoordinasian administratif,
adrninistratif dan pelalcsanaan kebii akan
daerah, serta bahan pemantauan,

dan pelaporan di
Pencatatan dan Analisis d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di

Pencatatan dan Analisis Transaksi

5

5.1
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NO JABAfANM TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelayanan dan pelaksan€ran kebiiakan daerah di

bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan meliputi:

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembrayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
Pen5msunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHPBPK
l,aporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD; Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Kerugian Daerah; Pen5rusunan Analisis
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD;
Kebijakan dan Panduan Teloris Operasional
Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Bahan
Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan
Pengeluaran Kas Daerah, Pen5rusunan Dokumen
Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanj
Daeratr (APBD) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

5.2 Kelompok Unsur Pelaporan
Keuangan

Melaksanakan penyiapan baharr
penJ rsunan program kerja, batran
perrmus€rn kebiiakan teknis operasional,
batran pelaksanaan kebijakan, batran
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daeratr, serta batran pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang]
Pelalroran Keuangan. 

I

a. Penyrapan bahan pen5 rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Pelaporan Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan telcnis operasional di
bidang Pelaporan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pen5^rsunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pelaporan Keuangan ;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrninistratif di bidang
Pelaporan Keuangan;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaarl kebijakan daerah di
Pelaporan Keuaqgan meliputi:

L_,
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Koordinasi Peaerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah; Koordinasi Pen5rusunan
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran; Konsolidasi Laporan
SKPD, BLUD dan [aporan Keuangan Pemerintatr Daeratr;
Koordinasi dan Pen5nrsunan Rancangan Peraturan
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD; Penlrusunan
dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten; Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLUD; Koordinasi dan Pen5rusunan
Statistik Keuangan Pemerintatran Daerah serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Pelaporan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

5.3 Kelompok
Data dan
Keuangan

Unsur Pengelolaan
Sistem Informasi

\'

Melaksanakan penyiapan a.

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan pen)nrsunan rencana program dan anggaran
program kerja, bahan

kebiiakan teloris operasional,
di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Inforurasi Keuangan;

bahan pelaksanaan kebliakan, bahan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;pengoordinasian administratif,

administratif dan pelaksanaan kebif
daera-h, serta bahan
evaluasi, dan pelaporan

pemantauan, Penyiapan bahan pen)rusunan kebijakan teknis operasional
bidang Pengeiolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;di

Pengelolaan Data dan Sistem tnformasi
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
meli ti:

TUGAS
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lnventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daeratr;
lrnplementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daeratr Bidang Keuangan Daeratr; Pembinaan Sistem Infor:masi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daeratr; Pen5rusunan
Neraca Daeratr; Pen5rusunan l.aporan Semester dan Prognosis
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
berkaitan

6 Bidang Perbendaharaan dan
Pengelolaan Kas Daeratr

Melaksanakan penyiapan batran program
kerja, penyiapan bahan perum
kebijakan teknis operasional,
kebljakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perbendahara€rn I,
Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas
Daeratr.

a. PenSrusunan batran program kerja di bidang Perbendatraraan I,
Perbendaharaan II, dan Pengelolaan l(as Daerah;

b. Penyiapan batran perumusan kebdakan teknis operasional
bidang Perbendahara€u1 I, Perbendaharaan II, dan
Kas Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan teloris operasional di
Perbendatraraan I, Perbendaharaan I[, dan Pengelolaan
Daerah;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perberrdaharaan
I, Perbendatraraan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas
Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

6.1 Kelompok
Perbendaharaan I

Unsur Melaksanakan
p€nlrusrBan

penyiapan batran
program kerjq batran

P€rumus€un olryrasional,
trahan

pelayanan
kebiiakan

bahan

a. Penyiapan bahan pen5 rsunan rencana program dan anggaran
di bidang Perbendatraraan I;

b. Penyiapan bahan p€rumusan kebijakan teknis olrerasional di
bidang Perbendaharaan I;

c. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis operasional di
Perbendaharaan I;

teLnig
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6.2

daerah, serta
evaluasi, dan
Perbendatraraan I.

bahan
pelaporan

perumusan kebijalcan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebiiakan, batran
pengoordinasian administ13fif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
per-bendaharaan II.

TUGAS
pemantauan, d. Perryiapan batran di

Perbendaharaan I;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiat<an daeratr di

bidang Perbendatraraan I meliputi:
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD Belanja Barang dan Jasa dan Belanja
Modal; PenSrusunan Petunjuk Teknis Administrasi
yang Berkaitan dengan Penerimaarr dan Pengeluaran Kas
Penatausahaan dan Pertangungiawaban Sub Kegiatan Belanj
Barang dan Jasa dan Belanja Modal;
Penatausahaan Keuangan Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal; Pengk4jian dan Analisis Pengqluan SPP/SPM
serta Pengelolaan Administrasi Belanja Barang dan Jasa dan
Belanja Modal; Pen5rusunan ketenhran Batas alfiir Pencairan
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Pcrbendatraraan I; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

a. Penlnapan batran penJnrsunan rencana program dan anggaran
di bidang Perbendatraraan II;
Penyiapan batran perurlusan kebiiakan teknis operasional
bidang Perbendaharaan II;
Penyiapan bahan penJmsunan kebijakan teknis operasional
bidang Perbendaharaan II;

di

Kelompok
Perbendatraraan II

Melaksanakan
penJrusun€rn

. penyiapan
program kerja,

b.

c.

d.

e.

Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Perbendaharaan II;
Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

Perbendaharaan II

'.- 1 .: *-j : i'i . -:- -. -'.,: ---=:#:::5e<iri:ia*L** ;-=
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Penyiapan, Pelalcsanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran l(as dan SPD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer;
Penatausahaan Pembiayaan Daerah; Koordinasi darr
Pen5rtrsunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongdr dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK); Pen5nrsunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungiawaban Sub Kegiatan (Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer);
Pembinaan Penatausahaan Keuangan (Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan
Transfer); Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan
Dana Damrat dan Mendesak; Pengelolaan Dana Bagi Hasil;
Pengkajian dan Analisis Pengajuan SPP/SPM serta Pengelolaan
Adm;nis1r'"si Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Tak Terduga, dan Transfer serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya. 

]f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di]
bidang Perbendaharaan II; dan 

I

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehj
pimpinan yang berkaitan dengan bidane tugasnya. I

6.3 Kelompok Unsur Pengelolaan
Kas Daerah

Melaksanakan penlnapan
program kerja,

perumusan kebiiakan tekrris operasional,
bahan pelaksanaan kebirjakan,
pengoordinasian administratif,
administratif dnn pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
Pengelolaan l(as Daerah.

Penyiapan bahan pen5rusunan rencarla program dan
di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang Pengelolaan Kas Daerah;
PenSnapan bahan penJrusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengelolaan Kas Daerah;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengelolaan Kas Daerah;
Pelayanan administratif dan pelaksana€rn keb[jakan daerah di

Pengelolaan Kas Daerah

a.

b.

c.

d.

e.

- :=i-iflE,.f i:-:s:,: :....{.ffEB:'-
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Koordinasi dan Pengelolaan l(as Daeratr; Peogelolaan
Lebih Perhitungan Anggaran; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evatuasi
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; Koordinasi
Pelaksanaan Piuta-ng dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D; Pengelolaan
Cadangan Daerah; Analisis Perencanaan dan
Penerimaan Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga pinjaman
Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian
Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan pelaksanaan
Penerimaan Kembali Piniaman Daerah; PenSrusunan Kebijakan
dan Alokasi Subsidi; penJrusunan Buku Kas Umum;
Rekonsiliasi dan Inputing Laporan Dana Transfer;
Penyerapan APBD; Penyrapan Batran Keputusan
Keuangan; Penetapan Rekening Giro dan Kuasa BUD;
Penetapan Bank Pengelola Kas Daerah; Pen5rusunan l,aporan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
eln berkaitan

7 Bidang Penagihan
Pelaporan Pendapatan Daerah kerja, penyiapan bahan

kebiiakan teknis operasional,
keQiakan, peagoordinasian
hrgas, pemantauan, evaluasi,

Melaksanakan penyiapan batran
PerLmusan

pelaksanaan

Feqagilmndi bidang P4iak,
Ke Pembinaan

an program kerja di bidang Penagihan Pajak,
Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan pengawasan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Pen]napan bahan perumusan kebijakan tekrris operasional di

a. Pen5rusunan bah

bidang KeberatanPenagihan ak,Paj Penyelesaian Pqjak,
Pembinaan dan danPengawasan Pengelolaan Pajak
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dan Pengawasan Pengelolaan Pqiat< dan
Retribusi Daerah.

I 
c. Pelaksanaan keblialen teknis oper:asional di bidans Penagihan
I Pajak, Penyelesaian Keberatan PdaI(, Pmbinaan dan
I Penga*a"an Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daeratr;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penagihan Pajak,
Penyelesaian Keberatan Pqiak, Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daeratr;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penagihan P4iak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan
dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dart

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidane tugasnya.

7.t Kelompok Unsur Penagihan
P4iak lMelaksanakan penyiapan batlan

lpenyusunan program kerja, bahan

lpemmusan kebijakan teknis operasional,
lbahan pelaksanaan kebijakan, batran

lpen8oordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebirjakan
daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penagihan Pajak.

a. Penyiapan bahan pen5rusunan rencana program dan anggaran
di bidang Penagihan Pajak;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penagihan Pajak;

c. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Penagihan Pajak;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Penagihan Peiak;

e. Pelayanan adrrrinistratif dan pelalisanaan kebijakan daerah di
bidang Penagihan Pajak meliputi:
Pelayanan dan Konsultasi Pqiak Daerah; Penagihan Pqiak
Daerah (meliputi: Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Realisasi
Penerirnaan Pajak; Penagihan Pajak; Pelayanan Pembayaran
Pajak dan Mobil Keiling); Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah; Pengelolaan Aplikasi Penagihan
Pajak; Penyelenggaraan Undian Pajak; Safari Pajak serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Penagihan Pajak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pirnpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

-,i :.;i#trEIEEEtllt-Ei!-B&=;*r+ "
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7.2 Unsur

Keberatan Peiak
Melaksanakan penyiapan

prograrn kerja,
bahan
batran

san kebliakan teknis operasional,
batran pelaksanaan kebliakan, bahan
pengoordinasian adrnirristratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebi$at<an
daerah, serta batran pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang

I 
Penyelesaian Keberatan Pajak.

7.3 Kelompok Unsur Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah

Melaksanaf<an penJnapan batran a. Penyrapan batran penJrusunan rencana prograrrr dan
pen1^rsufran program kerja, batran
pemmusan kebijalcan teknis operasional,

di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pqiak
Retribusi Daerah;

bahan pelaksanaan kebijakan, b. Penyrapan bahan perumusan kebiiakan teloris operasional
pengoordinasian administratif, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah;
Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis operasional di
bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah;

adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, c.
evaluasi, dan pelaporan
Pembinaan dan Pengawasan
Pajak dan Retribusi Daerah.

di

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Peiat<
Retribusi Daeratr

:ff!|i'EllE*'-1tiEe;|''
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di bidang Penyelesaian Keberatan Pajab
Penyiapar-r bahan perumusan kebiiakan teknis operasional
bidang Penyelesaiqn Keberatan Pqiek;

c. Penyrapan batran penyusunan kebliakan telsris operasional
bidang Penyelesaian Keberatan Pajak;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di
Penyelesaian Keberatan Peiak;

e. Pelayanan administratif dan pelalcsanaan kebijakan daeratr
bidang Penyelesaian Keberatan P4iak meliputi:
Penyelesaian Keberatan Pajatc Daerah (meliputi:
Pengajuan Keberatan Penetapan Peiak Daeratr,
Klaim PBB, Penanganan Banding Pqiald; Pelaksanaan
Panutan serta kegiatan lain sesuai bidang ttrgasnya.

f. Penyrapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Penyelesaian Keberatan Pajak; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

a.'Penyiapan program dan
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I neuaitian dan Verifikasi Oita Pel,aporan Pqiak Daeratr;
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dart
Retribusi Daerah (meliputi: Rekonsiliasi Pendapatan Fajak dart
Retribusi Daeratr; Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi
Daerah, Pen5rusunan Laporan Penerimaar. dan Tunggakart
Peiak Daerah); Pemberian Penghargaan terkait Pajat< serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pembinaan dan*. Pengawasan Pengelolaan Pqiak dan
Retribusi Daeratr; dan

g. Pelaksanaan hrgas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidane tugasnya.

8 rBidang Pengelolaan Barang Milik
loaeratr

Melalsanakan penyiapan batran program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebljalcan teloris operasional, pelaksanaan
kebiiakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Daeratr,
Pengamanan dan Pemanfaatan Barang
Milik Daeratr, tnventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daeratr. 

]

a- Pen5rusunan batran program kerja di bidang Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dart
Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daeratr;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah,
Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daeratr,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daeratr;

c. Pelaksanaan kebiiakan teknis operasional di bidang
Pengawasan dan Pengendalian tsarang Milik Daerah,
Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daeratr,
Pengamanan dan PemarJaatan Barang Milik Daerah,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan



NO -IABATAN / UNIT ORGAMSASI TUGAS F[.,NGSI / T,'RAIAN TUGAS
f. Pelaksanaan fungsi lain yang oleh pimpinan

a. Penyrapan batran pen5rusunan rencana program dan
di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Mitik Daeratr;

b. Penyiapan batran perumusan kebijakan teknis operasional
bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;

c. Pen5napan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional
bidang Pengawasan.dan Pengendalian Barang Milik Daerah;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daeratr;

e. Pelayanan administratif dan pelalsanaan kebijakan daeralr
bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
meliputi:
Pen5nrsunan Standar Harga; PenSnrsunan Standar Barang
Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Mitik Daeratr;
Pen5rusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
Pen5rusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daeratr;
Penatausahaan Barang Milik Daeratr; Penilaian Barang
Daerah; Pengawasan dan Pengenddian Pengelolaan
Milik Daerah; Pengelolaan Usulan dan Tindak Lanj
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
Penatausahaan Barang Persediaan serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan

8.1 lKelompok Unsur
laan eengend.alian
lDaerah

Peogawasan
Barang Milik

Melaksanakan penyiapan batran
penlrusunan program kerjq
pemmusan kebiiatran teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebiiakan,

administratif dan pelaksanaan keb[iakan
daeratr, serta bahan pemantauan,

dan pelaporan di
Pengawasan dan Pengendalian
MiUk Daeratr.

8.2 Kelompok Unsur Pengamanan
dan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah

Melaksanakan penyiapan
program kerja,

a- Penyiapan bahan penJmsunan rencana program dan anggaran
di bidang Pengarnanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

teknis

-s5,.j.il*-id"f*.; ,E :.i::i =
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administratif,
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pelaksanaan kebiiakan,

daerah, serta bahan
evaluasi, dan pelaporan
Pengamanan dan Pemarrfaatan
MiUk Daeratr.

administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebirjakan

pemantauan,
di

bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daeratr;

c. Penyiapan batran penrusunan kebiiakan teknis operasional
bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daeratr;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
meliputi:
Pengamanan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
Penghapusan Barang Milik Daerah (meliputi:
Usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
Aset Daerah; Penyediaan Jasa Jarninan Barang Milik Daeratr;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas; Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen
Pemindahtanganan Aset Daerah; Penyiapan Surat lzirr
Penghunian (SIP) Penggunaan Rumah Negar; Penyimpanan
Dokumen Asli Kepemilikan Barang Milik Daerah;
Usulan dan Tindak Lanjut Pemusnahan/Penghapusan
Milik Daerah; Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah; Pengelolaan Dokumen Pemanfaatan
Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

t. Penyiapan bahan pemantaual, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daeratr;
dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

b. batran penrmusan teknis operasional

berkaitan
8.3 Kelompok Unsur

dan Pelalroran
Daeratr

Barang
Melaksanakan
pen]rusruran

penyiapan
program kerja,

akan teknis

a- Itenyiapan bahan penJrusunan rencana progra-rrr dan
di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

a



TUGAS

pengoordinasian administrati{,
administratif dan pelaksanaan
daeratr, serta batran pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di
lnventarisasi dan Pelaporan Barang
Daeratr.

- pelaksanaarr kebiiakan, bahan
bidang lnventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

c. Penyrapan batran penJrusunan kebiiakan teknis operasional
bidang lnventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daera]r;

d. Penyiapan batran pengoordinasian administratif di
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daeratr;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah
bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik
meliputi:
Inventarisasi Barang Milik Daerah (meliputi:

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah); Rekonsiliasi
rangfua Pen5nrsunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi:
Pelaksanaan Rekonsiliasi Dengan Pengurus Barang SKPD,
Pelaksana Akuntansi SKPD, dan Bidang Akuntasi);
Pen5msunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi:
Penghimpunan dan PenSrusunan Laporan Barang Milik Daerah;
Penglrimpunan dan Pencatatan Hasil Penilaian Barang
Daerah Dalarn Rangka Pen5rusunan Neraca Pemerintah
Daeratr); Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintatr Kabupaten (meliputi: Pembinaan Pengelolaan dan
Peningtcatan Manajemen Aset Barang Milik Daeratr)
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang MiUk Daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

'tekhisPenyiapan bahan pelumusan

SensusInventarisasi/ Barang Milik Daerah;

9 r'
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN XXVIIA
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6.1 ranuN zozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

I uPa /
SRAGEN.

*

) 1\
-<;/

L

Icpala Badan

Sel(retariat

Subbagian UEua dan
Kcpetawaian Subkoordinator

dan Keloepok

Fungslonal

Bidang ldeologi, Wac/asarl
Kebangsaan, Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Agaea

subbidang Ideolo8i dan
Wawasan Kcbangsaan

Bidang Politik Dalam Ncgeri
dan OrSanisasi

Kcmasyarakatan

Subbidang Politik De.larir
Negcri

subbidartg OrSarisasi
KeErasyarakatan

Bidarg Xewaspadaan
Nasional dao Pcnanganan

Kooflik

Subbidang Kei/aspadaan
Dini dan Kcrja Sama

Intetjen

Subbidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya,

dan Agama

Subbidang PeDangana'r
Kon0ik

KelorDpok
Jabatan

Fl,ngsional
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LAMPIRAN)OVIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6t1 rnHur zozr
TENTANG
KEDUDUhAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER^IA PERANGKAT DAERAH
DAN STAFAHLI BUPATI

NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
I Kepala Badan Membantu Bupati dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik yNE menjadi
kewenangan Daerah.

a. Penyusunan kebliakan teknis operasional di bidang kesatuan
bangsa dan politik;

b. Pelaksanaan kebirjakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pelaksanaan koordinasi di bid.ang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelalsanaan tugas di
bidarg kesatuan bangsa dan politilq

e. Pelaksanaan liasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten;

f. Pelaksanaan administrasi di bidang kesttuan bangsa dan
politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2 Selrretariat Memberika-n pelayanan telmis dan
administratif serta koordinasi pelaksaaaan
tugas di lingkungan Badarr Kesatuan
Baltgse dan Politik .

a. Pengoordinasian dan penJrusunan program, anggaran, dal
evaluasi kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik ;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolal di
lingkungal Badan Kesatuaa Bangsa dan Politik;

c. Pelaksa:raan pengelolaan keuangan di lingkungal Badan
Kesatua.n Bangsa dan Politik ;

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SRAGEN



NO JABATAN /UNIT ORGANISASI TUGAS FI,'NGSI/URAIAN TUGAS
d. Pengeloltran perlengkapati, administrasi umum, rumah tangga,

aset, darr jasa penunjang di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik ;

e. Pengelolaan urusal organisasi dan tata laksana di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. Pela-ksanaan fungsi lain yang diberika.n pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

2.1 Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksanakan penyrapan bahan
trrcnyusunatr program kerja bahan
perumusan kebiiakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebljakan, bahan
pengoordinasia'' adrninistrati.i pelayanan
ad:ninistratif dan pelaksanaan kebljakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,]
dan pelaporaa di bidalg Umum dan
Kepegawaian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapal bahan pemmusan kebija-kan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebilakan di bidang Umum dart
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Umum dan Kepegawaian;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Adminish'asi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunja-ng Urusan Pemerintah Daerah;
Peuyediaal Jasa Penunjang Urusan Pemerintaian Daerah;
Pengelolaan Protokol; Laporal Pelaksanaan Reforrnasi
Birokrasi; Pelayanarr Publik dan Hubungan Masyarakat;
Orgarisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
berkaitan den

Kelompok Unsur Perencanaal,
Evaluasi, Pelaporan, dan
Keuangan

Melaksanakan p€ayiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,

a. Peoyiapan bahan po.ryusunan rencsna program dan anggaran
di bidang Perenczuraau, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

ITINI

2.2
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NO TUGAS
3

Sosial, Budaya, dan
Ketahanan kerjq penyiapan bahan perumusan

kebirjatcan teknis operasional,
kebljakan, Ircngoordinasian
tugas, pemantauan, evaluasi,
pelaporan di bidang Ideologi dan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonorrri,
Sosial, Budaya, dan Agarrra.

penyiapern bahan
Wawasan Kebangsaan dan lGtahanan Elolromi, Sosial,
Ehrdaya, dan Agama;
Penyiapan batran perumusan kebijakan teknis op:rasional
bidang ldeologi dan Wawasarl Kebangsaan dan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
Pelaksanaan kebiiakan di bidang ldeologi dan Waurasan
Kebangsaan dan Ketatranan Ekonomi, Sosid, Budaya,
Agama;
Pengoordinasian pelahsanaan ttrgas di bidang ldeologi dart
Wawasan Kebangsaan dan Ketatranan Ekonomi, Sosial,
Budaya, dan Agarna;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
Ideologi dan Warpasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan Agama; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinart

a-

b.

c.

d.

e.

f.

Ideologi

3.1 Melaksanakan penyiapan batran

adrrr.inistratif dan pelaksanaan kebij
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,

Subbidang tdeologi
Wawasan Kebangsaan program kerja, batran

kebirjakan teknis operasional,
pelaksanaan. kebijakan, bahan

adrninistratif,

dan pelaporan di bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan.

a. Penyiapan batran penlmsunan rencana progran dan
di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebliakan teknis operasional
bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

c. Penyrapan bahan pelaksanaan keb{iakan di bidang
dan Wawasan Kebangsa€rn;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi:



NO JABATAN / UNTT ORGA}IISASI TUGAS FT.INGSI / URAIA}I T[.'GAS
t--'

l'
g ldeologi

Wawasan Kebangsaan, &h Negara, I(arakter B*gsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan; Per.rbinaan Forum Pembauran Bangsa lndonesia
(FPBI); Pemantauan Eks G30 S PKI di Kecamatan, Pemantauan
Eks Narapidana Di Kecamatan; Pemantauan Kegiatan Yang
Mengancam NKRI; Pelahsanaan Seminar Bela Negara, Toga,
Tomas kepada mahasiswa/pelqjar; Fasilitasi Pelaksanaan
Upacara Hari-Hari Besar Nasional serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

g. Peldtsanaan ttrgas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan densan bidane tugasnya.

I

Subbidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan Agama

3.2 Melaksanakan penyiapan batran
pen5rusunan program kerja, batran
perumusan kebijakan teknis operasional,
batran pelaksariaan keb[iakan, batran
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelaksanaan kebliakan
daerah, serta batran pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Ketatranan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.

a. Penyrapan batran penJrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Ketatranan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agarna;

b. Penyrapan batran perumus€rn kebijat<an teknis operasional di
bidang Ketahanan Ekono'r'i, Sosial, Budaya, dan Agama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketatranan
Ekonomi, Scsial, Budaya, dan Agama;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agarna
meliputi:



NO JABATAN / UNTT ORGA}IISASI TUGAS FIJNGSI /I,'RATAN TI,'GAS
'a: ?.c_:4.. Penyiapan Bahan itan

Ekonorni, Sosial,
Penyalagunaan Narkotika; Fasilitasi Kerukunan Umatl
Beragama dan Penglayat Kepercayaan di Daeratr; Pembinaanl
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan ASN; Pembinaan Forum]
Komunikasi Umat Beragama (FKUB); Pengendalian Keamanan
Lingfuungan Masyarakat; Pembinaan WNI Kehrmnan,
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Di Kalangart
Masyarakat, Pengawasan AlAan Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME dan Keagamaan Dalam Masyarakat serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan batran pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Ketatranan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4 Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatarr

Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan pemmusan
kebi$akan teknis operasional, pelaksanaan
kebi,jakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan.

a. Pen5rusunan bahan program kerja di bidang Politik Dalart
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. Penyiapan batran perumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Politik Dalarrr Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Politik Dalam
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidane tugasnya.

4.L Subbidang Politik Dalam Negeri Melaksanakan penJrrapan batran
pen5rusrJ.nan program kerja, bahan
perumusan kebi$af<an teknis operasional,
bahan pelaksanaan keblfakan, bahan

a. Penyiapan bahan pen5rusunan rencana program dan anggaran
di bidang Folitik Dalam Negeri ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pottik Dalam Negeri ;

di



NO JABATAN UNTT RGANISASIo TUGAS FUNGSI URAIANTUGAS
pengoordinaaian administratif,
arlrninishatif dan pelaksan'an kebijirkan
daerah, serta bahan lremantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang politik DalEm
Negeri .

Penyiapan bahan pelaksanadtr kebijaken di
Dalarn Negeri ;

d. Penyiapan bahan pengoordindsian administratif di
Pottik Dalam Negeri ;

e. Pelayanan administratif dan pelalsanaan kebiiakan daerah di
bidang Politik Dalam Negeri meliputi:
Penyiapan Bahan dan Fasilitasi Kegiatan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakila:r dan Partai' politik,
Pemilihan Umum/ Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah; Fasilitasi Hibah Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala
Daerah; Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Rangka Pemilu Serentak; Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai
Politik; Fasilitasi Hibah Instansi Vertikal yang tergabung dalam
Forkopimda; Pengaturan Alat Peraga Kampanye, Parta.i Politik,
Ormas dan Perorangan; Pendidikan Politik; Pelayaaan
Perizinan KKN. PKL, Magang, Prakerin, Baksos; Pengawasan
Kegiatan KKN dan PKL di wilayah serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Politik Dalam Negeri ; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

c, Poli

tuberkaitan den
4.2 OrganisasiSubbidang

Kemasyarakatan pen5rusunan progr.rm ke4'a, bahaa
pemmusa[ kebijakal teknis operasional,
bahan pelaksaraan kebijakan, bahan
pengoordinasial administratif, pelayanan
adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Organisasi
Kemasyarakatan.

Melaksalakan bahanpenJnaPan a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Organisasi Kemasyarakatan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Organisasi Kemasyarakatan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebliakal di bidang Organisasi
Kemasyarakatan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian adrninistratif di bidang
Organisasi Kemasyarakatan;

e. Pelayanan adrninistratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
tan meli ti



NO JABATAN /T'MT ORGAT{ISASI FUNGSI/T'RAIAN TUGAS
Penyiapan Bahan ifan Fesilitasi Kegiatan dibidang Pendaftamn
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daeratr;
Pendaftaran dan Penerbitan Surat Pencatatan Keberadaart
Ormas; Fasilitasi Banhran Hibah Kepada Ormas; Penerbitan
Surat Rekomendasi Penelitian/Survey serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan yane berkaitan dengan bidane tuqasnva.

5 Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konllik

Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebiiakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan

di bidang Kewaspadaan Dini dan
lKerja Sama Intelijen dan Penanganan
lforrnit.

a. Pen5msunan bahan program kerja di bidang Kewaspadaan
Dini dan Kerja Sama lntelijen dan Penanganan Konflik;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama lnteliien dan
Penanganan Konllik;

Ic. Pelaks€rnaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja
I Sama Intelijen dan Penanganan Konllik;

la. eengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kewaspadaarr
Dini dan Kerja Sama Intelijen dan Penanganan KonIIik;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dan Penangzrnan
Konflik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidane tugasnya.

5.1 Subbidang Kewaspadaan Dini
dan Kerja Sama tntelijen

Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja,
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebirjakan,

administratif,
administratif dan pelaksanaa'' keb{jakan

serta batran

a. Pen5napan batran penJrusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;

b. Penyrapan batran perumusan kebijakan teloris operasional di
bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;

c. Penyiapan batran pelaksauaan kebljakan di bidang
Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama lntelijen;

--1,6]#r*lltgSii*,*i(iitiin*ii:{!;il ii+:*i'1}rBallEaad:-1 - - :
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NO ORGANISASI TUGAS FT.'NC AIANT{'CAS
ldan pelaporan di bidang fewaspaffiffi
rdan Kerja Sarna Inteliien. Kewaspadaan Dini dan Kerja Saini Intdijen;

e. Pelayi.nan administratif dan pelaksanaan kebiiat<an daeratr di
bidang Kewaspadaan Dini Jan Kerja Sama Intelijen meliputi:

Penyiapan Batran dan Fasilitasi Kegiatan di
Kewaspadaan Dini, Kerjasama lntelijen, Pemantauan
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasarr Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Kewaspadaan; Pemantauan Tindak lftiminal dan Kejahatan;
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Penggalian Data Informasi dan Kedasama Intelejen; Sosialisasi
Cegah Dini; Fasilitasi dan Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang hrgasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Kewaspadaan Dini dan Keda Sama [ntelijen; dan

g. Pelaksanaan ttrgas kedinasan lain yang diberikart

d.'Penyiapan bahan di

berkaitan
5.2 Subbidang Penanganan Konllik a.

b.

c.

d.

e.

Penyiapan batran perumusan kebijalran teknis operasional
bidang Penanganan lronllik;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
Penanganan Konflik;
Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Penanganan Konflik;
Pelayanan arlrn i qistu'atif dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Penanganan KonIIik meliputi:
Penyrapan Bahan dan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan

di Daerah, dan Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan

Melaksanakan bahanpenyiapan

pemmusan kebdakan teknis

administratit
administratif dan pelaksanaan ke

Penanganan Masalatr/Konllik di Daeratr, Penanganan

lain sesuai

daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Penanganan
Konflik.

penJrusunan program kerja, batran

bahan pelaksanaan kebiiakan,

Penyiapan bahan penJrusunan rencana program dan
di bidang Penanganan KonIIik;

- - '+-- -1-,"',::i+: L
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f.
bidang Penanganan KonIIik; dan

g. Pelaksanaan hrgas kedinasan lain

evaluasi, dan pel,alrcran

yang diberikan

SRAGEN

YT'NI SUKOWATI

NO JABATAN/T'NIT
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

LAMPIRAN X)il/IIIa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6u teHUN 2O2I
TENTANG I

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERAI\GKAI' DAERAH DAN SIAtl'AHLI TJUPAI'I

au P4

EN.l',t\
\ v

Kepala Pelaksana

Sekretariat

Seksi Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

Seksi Kedaruratan dan
Logistik

Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Kelompok Jabatan
Fungsional

II

G YUNI SUKOWATI



TUGAS DAN FUNGSI
UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXVIIIb
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR &1 reHuNzozr
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SEKTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

a. Pengoordinasian dan pen)nrsunan program, anggaran, dan
evaluasi kinerja di lingkungan Badarr Penanggularrga;r
Bencana Daera-h;

b. Pelaksaraan hubungal masyarakat dan keprotokoian di

NO JABATAN /UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGASI Kepala Pelaksana Membantu Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam penyelenggara€rn
penanggulangan bencana secara
terintegrasi meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat, dal pasca bencana.

a. Pengoordinasiarr yang dilaksanakan mela.lui koordinasi Satuan
Ke{a Perargkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,
lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada
ta-hap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;

b. Pengkomandoan ya;rg dilaksanakan melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerj
Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal yang ada di
daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka penanganal darurat bencana;

c. Pelaksanaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan
terintegrasi denga-n Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
dan Insta:rsi Vertikal yang ada di daerah, dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
1m an berkeital den tu

2 Sekretariat Memberikan pelayanan telceis da;r
administratif serta koordinasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Badal Penanggulangan
Bencana Daerah.

1in Badan Bencana Daerah;



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan

Penalggulangan Bencana Daerah;
d. Pengelolaan periengkapan, administrasi umum, rumah tangga,

aset, dan jasa penunjang di lingkungan Badan
Pen anggulangan Bencana Daerah;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencala Daerah;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
Penalggulangan Bencana Daerah; dan

g. Pelal<sanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

J Seksi Pencegahan
Kesiapsiagaan

dan Melaksanakan penyiapan bahan
penJrusunan program kerja, bahan
perumusan kebijakan teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif darl pelal<sanaan kebijal<an
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program darr anggaran
di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b. Penyiapan ba.l.a-n perumusaa kebilakan teknis operasional di
bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi:
Pen1rusunan Kajian Risiko Bencana; Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Pe{enis
Bencala); Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
Pelatihan Pencegahsn dcn Mitigasi Bencana; . Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana (Tim Crisis Center); Penyediaan Peralatan
Perlindungar dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
Pengelolaan Risiko Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan
untuk Pence3ahan dal Kesiapsiagr-an; Penyusunaa Rencana
Kontijensi; Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencala;
Penyr:sunan Rencatra Penarrggulangal Kedaruratan Bencana
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.



NO JABATAN lUNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS

Seksi Kedaruratan dan Logistik Melaksanakan penyiapan ba_h an
penJmsunan prograrn kerja, bahan
peflJmus€rn kebijakaa teknis operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan
administratif dan pelalsalaarr kebijakan
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan
Logistik.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan

g. Pelaksarraan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh
pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Kedaruratan dan Logistik;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Kedaruratan dan Logistik;

c. Penyiapan bahan pela-ksanaan kebiiakan di bidang
Kedaruratan dan Logistik;

d. Penyiapan bahan pengoordinasiaa administratif di bidang
Kedaruratan dan Logistik;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kedaruratan dal Logistik meliputi:
Pengembangar Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis
Prioritas; Respon Cepat Darurat Bencana; Pencarial,
Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan
Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Aktivasi
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; Respon Cepat
Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit; Koordinasi dan
Pengelolaan Bantuan Korban Bencana; Respon Cepat Darurat
Non Bencana serta kegiatan lain sesuai bida-ng tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dalr pelaporan di
bidang Kedaruratan dan Logistik; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
lln berkaitan bi

5 Seksi Rehabilitasi
Rekonstruksi

dan

administratif dan peiaksanaan kebijakan

Melaksalakan penyiapan bahal
pen5rusunan program ke{a, bahal
perumus€rn kebijakan teloris operasional,
bahan pelaksanaan kebijakan, bahan
pengoordinasian administratif, pelayanan

a. Peny-aparr bahan penyusunan rencana program dan anggaran
di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidalg Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c. Penyiapan bahan pela-ksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi;

4



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

e. Pelayanal administratif dan peia-ksanaal kebijakan daerah di
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melip' rti:
Penanganan Pascabenca:na (meliputi: Penyusunan Kajian
Kebutuhal Pasca Bencana, Pelaksanaan Konseling,
Penghitungan Kerusalan dan Kerugian Korban Bencana,
Koordinasi Pelaksanaal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana); Peny'usunan Regulasi Penarrggulalgan Bencana;
Penguatan Kelembagaan Bencana; Kerjasama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Penarrggulangan Bencana; Pengelolaan
dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Penalggulangan Bencarra
serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oieh
berkaitan bian an tu SN a
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A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
L,AMPIRANXXIXa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR d1 te]F.UNZOZL
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAFAHLI BUPATI

I UP4
^

,{ GEN,

\

Camat

Sekretariat

Subbagian
Perencanaan, Evaluasi,

PeLaporan, dan
Keuangan

Seksi Pemerintahan
Seksi Pemberdayaan

Ekonomi dan
Pembangunan

Seksi Pelayanan
Umum

Kelompok
Jabatan

Fungsional

IIIIII

IIIII-

II

Seksi Kesejahteraan
Rakyat

KUSDIN,lB GYTINI SUKOWATI
.. .O

Subbagian Umum dan
Kep€gawaian

Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

I



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Camat

Lurah

Sekretaris Kelurahan

Seksi Pemerintahan

Seksi Keamanan,
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Seksi Ekonomi
Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat

SRAGEN.

KUSDINAR YUNI SUKOWATI



IAMPIRAN )O(D(a
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR 6y raHun zozt
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA .IATA KER^JA PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

TUGAS DAN FI'NGSI
KECAMATAN KABUPATEN SRAGEN

NO JABATAN TUGAS TUGAS
I

umum, penerapErn dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan
pras€rrana dan sarana pelayanan umum,
pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

Daerah di Kecamatan, pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan

Perangkat Daeratr yang ada di Kecamatan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Camat

masyarakat,
penyelenggaraan ketenteraman dan

yang dilakukan oleh Perangkat

Pemerintatran yang menjadi kewentlngan

Menyelenggarakan dan
pemerintahan umum,

atau kelu;ahan, pelaksanaan

tidak dilaksanakan oleh unit

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di
Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perr:ndang-
undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, meliputi:
1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan

rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndone
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Republik Indonesia.;

2| pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasulru,

beragama, ras, dan golongan lainnya guna
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perafuran
perundang-undangan;

5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
dan

dalam



NO JABATAN I,JMTORGANISASI TUGAS FI,.,NGSI T'RAIANTUGAS
7) pelaksaaaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan

merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanekan oleh
Instansi Vertikal.

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan maqrarakat melipu
partisipasi EaErarakat dalam perencanaan pembangunan di
desa/kelumhan, singkronisasi program kerja dan kegiatart
pemberdayaan Dxasyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan
swasta, dan efektilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Ne
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instan
vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan
tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah
yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan
perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instasi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas umum yarg melibatkan pihak swasta;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi
sinergitas perencanaan dan pelalsanaan kegiatan perangkat
daerah dan instasi vertikal terkait darr efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur desa, meliputi:
1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;



NO JABATAN/ UNIT ORGANISASI TUGAS FT'NGSI/TJRAIAN TT'GAS
3f mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan penda5ragunaan

aset Desa; dan
4| melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yalg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

5rang ada di Kecamatan, meliputi perencanaafl kegiatan pelayanan
kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi p€rcepatan
pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas Pelaksanaan
pelayanan kepada noasyaralcat di Kecamatan, dan pelaksanaan
pelimpahal kewenangan Bupati kepada Catnat; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.

a Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dal adminis
serta koordinasi pelaksanaan tugas
lingkungan Kecamatan.

di
a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan

evaluasi kinerja di lingkungan Kecamatan;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Kecamatan;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,

aset, dan jasa penunjang di lingkungan Kecamatan;

e. Pengelclaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Kecamatan;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kecamatan; dan

g. Pel,aksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

2.L Subbagian
Kepegawaian

Umum dan Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, bahan perumusan kebijalan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebljakan, bahan pengootdinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan
Kepegawaian.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Umum dan Kepegawaian;

b, Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Umum dan Kepegawa.ian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Umum dan
Kepegawaian;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum
dan Kepegawaian;



NO JABATAN/t'NTT ORGANISASI TUGAS FUNGSI/URAIAN TUGAS
e. Pelayanan admirdstratif dan pelaksanaan keb[iakan daerah di

bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian;
Administrasi U,num; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dart
Hubungan Masyaiakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat
Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbagian
Evaluasi,
Keuangan

Perencanaan,
Pelaporan, dan

Melaksanakan penlapan bahan penyusunan
program ke{a, ba}ran perumusan kebijakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bal.an pengoordinasian administratif,
pelayanan administratf dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, da-rr Keuangan.

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

b. Penyiapan ba.l..al perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan meliputi:
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evatuasi Kinerja Perangkat
Daerah (meliputi: Pen5msunan Dokumen Perencanaan; Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan
Penyusunan laporan uapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kine{a SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah); Administrasi
Keuangan Perarrgkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan
T[njangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Ttrgas
ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
Koordinasi dan Penlrrsunan l,aporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progrrosis
Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi,
[.aporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi
Penyusunan Laporan SPIP serta kegiakn lain sesuai bidang
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3 Seksi Pemerintahan
program ke{a, bahan perumusan kebdakan
teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebijakan, bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan.

pa-n bahan penlrusunanMelaksanakan penyia a. Penyiapan bahan penyusunan nencana program dan anggaran di
bidang Pemerintahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Pemerintahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemerinta-l.an;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaal kebijakan daerah di
tahan meliputi:b Pemerin
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Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait; Peningkatan Efeldilitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan; Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades; Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan
Keuargan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Fasilitasi
Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
Fasilitasi Pelaksanaan T\rgas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades; Fasilitasi Pelaksanaan T[gas dan
Fungsi BPD; Rekomendasi Pengaagkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa; Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Desa dengan
Pihak Ketiga; Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapao dan Penegasan
Batas Desa; Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya;
penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang
pertarahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masya-rakat
dan desa, aisip dan perpustakaan; Pemantauan dan Pelaporan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunaa serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan baharr pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan di bidang
Pemerintahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4 Seksi Ketenteraman
Ketertiban Umum program kerja, bahan perumusan kebijakan

teknis operasional, bahan pelaksanaan
kebljakan, bahan pengoordinasian administratif,
pelayanan administratif dan pelaksanaan
kebijakan daerah, serta baha.n pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketenteraman
dan Ketertiban Umum.

Melaksanakan penyiapan bahan PenJrusunan a. Penyiapal bahan penyusunErn rencana pro$am dan anggaran di
bidarrg Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. Penlapan bahan perumusan kebijakan teknis operasiona.l di
bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman
dan Ketertiban Umum;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebiiakan daerah di
bid Ketenteraman dan

flrir
FI,'NGS
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dengan &I.RI, IM dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan; Koordinasi/Sinergi Dengan perangkat Daerah yang
Tugas dan F'ungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang-
Undangan dan/atau POLRI; penbinaan Wawasan Kebargsaan
dan Keta-hanan Nasional; Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasif Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional; Pembinaan persatuan dan Kesatuan Bangsa;
Penaaganan Konflik Sosial; Pengembangan Kehidupan Demokrasi;
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan
di Kecamatan; Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentera.man dan
Ketertiban Umum; Penyediaan Data, Informasi dan Fasilitasi
Kegiatan Bidang Persandian, Ketertiban Umum dan perlindungal
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa Dan
Politik; Penyelengg€rra€rn Keamanan Lingkungan Kantor; Fasilitasi
Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional di Kecamatan; pengawa.lan
Kunjungan Pejabat; Perizinan Non Pelayanan serta kegiatan lain
sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sinergitas

yang berkaitan dengan bidang tugasnya.5
dan Pembangunan

EkonomiSeksi Pemberdayaan Meiaksanakan

bii

dmini tif,
rif

bijakan
bidang

ke bahan mprogram a, usanI] kePeru akan
teknis sional bahanopera pelaksalaan
ke akan ba.l.albij rdlnaslan apenBoo stra

ad smlnrpe layanan tra dan pelaksanaan
ke rahdae serta bahan man taPe uan,
eval danuasl la dipe Pemporan berdayaan
Ekonoml dan Pcm bangu nar

penlrusunanpenyiapan bahan an penJrusunan rienqlna program dan anggaran di
bidang Pemberdayaan Ekonomi dan pembangunan;

b. Penyiapan bahan p€rumusan kebljakan teknis operasional di
bidang Pemberdayaan Ekonomi dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan pclaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
Ekonomi dan Pembangunan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemberdayaan Ekonomi dan pembangunal;

e. Pelayarran administratif dan pelaksanaan kebljalan daerah di

a. Penyiapan bah

Pemberdayaan Ekonomi dan pembangunan meliputi:
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tan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa; Sinkronisasi program Kerja
darr Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta; Peningkatan Efektilitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat; Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; Fasilitasi
Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan perdesaan; Fasilitasi
Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif; Fasilitasi
Penyusunan hogram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Desa; Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan;
Penyediaan Data, Informasi, dan Fasilitasi Kegiatan Bidang pUpR,
Perumahan Ralryat, Kawasan Permukiman, perhubungan,
Lingkungan Hidup, ESDM, Perdagangan, perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Pangan, pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Parivrisata, Kehutarran, pena-naman Modal;
Pembinaan Bantuan Keuangan di Desa/Kelurahan, Evaluasi
Perkembangan Desa, BUMDes, Produk Unggulan Desa (prokades),
Kelembagaan PAMSIMAS, Pasar Desa, Up2K, Desa Berdikari serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan peaantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pemberda5raan Ekonomi dan Pembangunan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Peningka-

bidan tuberkaitan6 Ke sej ahte raan RalcyatSeksi Melaksanakan penyiapan bahan
bijakan

knis
biial€n ngoordinasian t4administra

adminilayanan
bu tauan

di

kepro bahan ugram sanrJ4, perum ke
te o alraslon bahanpe pel,aksanaan
ke bahan pe

Spe tradf dan pel,aksanaan
ke akan dae rtaserah, bahan manpe
eval danu SIa pelaporan Ke ahteraanbidang seJ

tRakya

pen]rusunan a. Penyiapan bahan penyusun
bidang Ke sejahteraan Ralqra

an rencana program dan anggaral di
t;

b. Penlapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasional di
bidang Ke sejahteraar Rakyat;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan
Ralqyat;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Ke sej ahteraan Ralryat;

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidaag Kesejahteraan Ra-Lqrat meliputi:
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7 Seksi Pelayanan Umum Melaksanakan penyiapan bahan
bii

bijakan rdinasian admini t4
administratif

tau
di bidang

ke bahan rumuprogram a, san ke{l akanpe
kniste rasional bahanoPe pelaksarraan

ke bahan pengoo stra
danpelayalan pelaksanaarr

ke rahdae sertabijakan bahan man anre
eval dan lauasL pe Peporan layanan
Umum.

pen]rusunan

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Kesejahteraan RaLyat; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat; Pembinaal Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan Golongan L"ainnya Guna mewujudkan
Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional; Fasi.litasi
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan; Penyediaan Data, Informasi, dan Fasilitasi
Kegiatan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial,
Kepemudaan dan Olahraga, Tenaga Ke{a, Transmigrasi,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; Pembinaan dan fasilitasi
Penyaluran Bantuan Sosial Untuk KK Miskin; pembinaan Umat
Beragama serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

yang berkaitar. dengan bidang hrgasn
pen1nrsunan rencana program dan anggaran di

bidang Pelayanan Umum;
b. Penlapan bahan perumusan kebijalan teknis operasional di

bidang Pelayanan Umum;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan

Umum;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

Pelayanan Umum;
e. Pelayanan administratif dan pelalsanaan kebijakan daerah di

Harmonisasi Hubungan

ya.
a. Penyiapan bahan

bidang Pelayanan Umum meliputi:

EEI JABATAN/UMT ORGAMSASI
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KecarDatan; Fasilitasi Percepatan pencapaian Standai pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan; peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan; Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah
dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; pelaksanaan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum yang
Melibatkan Pihak Swasta; pelaksanaan Urusan pemerintahan
yang terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha,
Nonperizinan, dan Kewenangan L^ain yang Dilimpahkan serta
kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Umum; dan

Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di

laindinasan diberikan
bidang

Pe laksanaan tu kec. gas olehyang pmanpim
berkai tan den tuyang gan ga8 Lurah Melaksanakan yrap

bij

bii pengoordinasian ministrat4

evaluasi bidang

n an bahanpe nsu annyupe
ke a anbah ruprogram um sanrJ kepe akan

teknis rasional bope ahan elaksanaanp
ke bahanakan, ad

traadminis tifpeLayanan dan elaksanaanp
ke daerah sertabijakan bahan anm tauanpe

dan dipela LPoran urah

penJrusun.rn Rencana Strategis (Renstra),
nja), serta Rencana Kerja dan Angga-ran (RKA)
rahan;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis
opemsional lingkup tugas Kelurahan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebiiakan teknis
lingkup tugas Kelurahan;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan lingkup Kelurahan; dan

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif lingkup tugas
Kehlrahan;

e. Pelayanan administratif dan pelaksaraan kebijakal daerah
lingkup tugas Kelurahan, meliputi Fasilitasi Kegiatan
Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan Masyarakat, pelayanan
Masyarakat, Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Per:reliharaan Sarana dar^ prasarana dan Fasilitas pelavanan
Umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

operasional

a. Penyiapan bahal
Rencana Keq'a (Re
lingkup tugas Kelu
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g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain 5rang diberikan oleh pimpinan

yarlg berkaitan dengan tugasnya.
8.1 Sekretaris Kelurahan

1".t" koordinasi pelaksanaan tugas
lingkungan Kelurahal.

di
Memberikan pelayanan teknis dan administra dan penyusunan program, anggaran,

evaluasi kinerja di lingkungan Kelurahan;
b. Pelaksanaan hub.-rngan masyarakat dan keprotokolan

lingkungan Kelurahan;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kelurahan;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga,
aset, dan jasa penunjang di lingkungan Kelurahan;

e. Pengelolaan urlsan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Kelurahan;

f. Pengelolaan umsan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kelurahan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

dan

di

a. Pengoordinasian

8.2 Seksi Pe merintahan Meraksanakan penyiapan bahan
bij

knis
b!jakan goordinasian ministratif,

bii
bidang

keprogram a, ke{ akan
te o slora nal bahanPe laksanaanpe
ke bahan n adpe

admini stratifpelayanan dan laksanaanpe
ke akan aed serta bahanrah, manPe tauan,

uasleval and ran d Pem nnepelapo tahan

penlrusunarn penJrusunan rencana program dan anggaran di

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebljakan daerah di
bidang Pemerintahan lingkup Kelurahan, meliputi:

Penyediaan Data, Informasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang
Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil,
KomuniLasi dan Informatika, Statistik, Arsip dan perpustakaan,
Pemantauan dan Pelaporan pembayaran pajak Bumi dan
Bangunan, Fasilitasi Kegiatan Padma serta kegiata.il lain sesuai
bidarg tugasnfa.

bidang Peme rintahan lingkup Kelurahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Pemerintahan lingkup Kelurahan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebliakan di bidang pemerintahan

lingkup Kelurahan;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Pemerintahan lingkup Kelurahan ;

a. Penfapan bahan
bahan perumusan

AI'
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g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpina-n
yang berkaitan dengan bidang tugas-lya.

f. Penyiapan dievaluasi,bahan danpemantauan, p€laporan
Kelurahan danlingkup

8.3
dan Ketertiban Umum
Seksi Keamanan , Ketente raman

pengoordinasian tif,
ministratif

di bidang
terti

Melaksanakan bahanparrpenyra sunanpenyu
kegrampro a, bahanrj san keperumu akanbij

teknis o slon bahanpera al, laksanaanp
ke bahalbdakan administra

adpelayanan dan laksanaanpe
ke daerah sertabijakan ba].an uantapeman
evaluasi dan pelaporan Keamanan,
Ke te ten raman dal Ke anb mU um

b. Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis operasional di
bidang Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup

.. Fi"yi.ir., bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keamanan,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup Kelurahan;

d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif di bidang
Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup

e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup
Kelurahan, meliputi:
Penyediaan Data, Informasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang
Persandian, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat,
Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan Anggota Linmas,
Pembinaan dan Koordinasi penyelenggaraan Keamanan dan
Ketertiban Umum di Wilayah, pengoordinasian penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pilayanan
Non Perizinan, Pendataan, pemantauan, pengawasan Warga
Pendatang dan Warga Negara Asing, pelaksanaan T\rgas
Penanggulangan Bencana serta kegiatan lain sesuai biding
tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
lingkup Kelurahan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch pimpinan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Penyia di
lin

a. bahan rencanananpan daltPenrusu program anggafarn
Ketenteraman Kedan banterti mU um pckubidang Keamanan,

Kelurahan;

8.4 omi Pembangunan
dan Ke sejahteraan Ra$at
Seksi Ekon

Penyu
bij

rasional,

M laksanakan bahanpenyiapan sunan
keprogram bahan{a m sanuperu ke akan

knte ls bahanope pelaksanaan

[Et

a. Penyiapan bahan pen5m sunan rencana progra.m dan anggaran di
bidang Ekon
Kelurahan;

omi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat lingkup

rIA
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pelayanan administratif
kebiiakan daerah, serta
evaluasi, dan pelaporaa
Pembangunan dan Kesejah

dan p€laksanaan
bahan peoantauan,
di bidang Ekonom;

teraan Rabrat.

flf.'f
b. Penyiapan bahan p€rurnusan kebljakan teknis operasional di

b_idang. Ekonomi Pembangunal dan Kesejahteraan Rakyat lingkup
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

Pernbangunan dan Kesejahteraan Rakyat lingkup Kelurahan;
d. Penlapan bahan pengoordinasian administratif dr bidang

Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat lingkup
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat lingkup
Kelurahan, meliputi:
Penyediaan Data, Informasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hiduo, Energi
dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, pangan, pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, penanaman Modal,
Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Kepemudaan dan
Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, pembe rdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana, Penyediaan Bahan dan Fasilitasi Kegiatan Alokasi
dana Kelurahan, Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan,
Rencana Kegiatan Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus,
Produk Unggulan, Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (pamsimas), Usaha peningkatan
Pendapatan Keluarga (Up2K), Penyaluran Bantuan Sosial Untuk
Kk Miskin, Pembinaan Umat Beragama serta kegiatan lain sesuai
bidang tugasnya.

f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
lingkup Kelurahan; dan
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g. Pelalcsanaan tugas lain yang diberikan

yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
pimpinan
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STAF BUPATI
1

Pemerintahan, Hukum,
Politik

strategis kepada Bupati di
Pemerintatran, Hukum, dan politik.

masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum
perlindungan masyarakat, kearsipan, perpustakaan,
kesatuan bangsa dan pol"itik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan
masyarakat, kearsipan, perpustakaan, dan kesafuan
dan politik sebagai bahan pertimbangan
menetapkan ke bijakan-kebijakan strate gis;

kesatuan bangsa dan politik sebagai
pertimbangan yang dibutuhkan
masalah pemerintahan daerah; dan

a.
administrasi dankependudukan komunikasipencatatan sipil,
dan informatika, statistik, persandian, pem

persandian,

b. lan dan analisisPengkaj pertanahan,bidang
dankependudukan komunikasi danfrencataEn sipil,

informatika, statistik, pemberdayaan

bupati dalam

administrasi
c. Perumusan dan telaahanpenyampaian pertanatran,bidang

udukan dankepend komunikasipencatatan sipil,
dan statistik,infonnatika, .lian,persan pem

danmasyarakat desa, ketertiban umumketenterarrran,
perlindungan ,t,masyaxaka dankearsipan, perpustakaan,

bahan saranpenyampaian
dalambupati

dan



NO STAFAHLI BUPATI TUGAS T,RAIANTUGAS
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupatid. Pelaksanaan

sesuai d
2 Staf AhIi Bupati

Ekonomi, Keuangan,
Pembangunan

dan
Bid Memberikan rekomendasi

strategis kepada Bupati di bidang Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan.

terhadap isu-isu ventarisasran permasalahan bidang energi dan sumber
daya mineral, perdagangan, perindustriar, koperasi, usaha
kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan
perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan ralqyat dan kawasan permukiman, perhubungan,
perencanazrn, penelitian dan pengembangan, dan keuangan

mineral, perdagalgan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pangan, pertalian, kelautan dan perikanan,
pa-riwisata, kehutanan, penanarnan modal, lingkungan hidup,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ralg/at dan
kawasan permukiman, perhubungan, perencanaan, penelitian
dal pengembangan, dan keuangan sebagai bahan
pertimbangan bupati datam menetapkan kebijakan-kebijakan
strategis;

c. Perumusan dan penyampaian telaahan bidang energi dan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Penglqjian dan analisis bidang energi dan sumber daya

sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi,
usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan
peril€nan, pariwisata, kehutanan, penan€rman modal,
lingkungan hidup, pekedaan umum dan penataan ruang,
perumahan ralryat dan kawasan permukiman, perhubungan,
perencanaan, penelitian dan pengembangar, dan keuangan
sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang
dibutuhkan bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan
daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Bupati
sesuai d ya.

a. Pengin
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Kemaqraralcatan dan Sum
Da]ra Manusia

strategis
terhadap

dikepada Bupati
dan SumbetJaya Manusia.

b. Pengkajian dan analisis bidang pendidikan,
kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga,
transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan

sebagai bahan penyampaian s€rran pertim
dibutuhkan bupati dalam mengatasi masalah
daerah; dan

a.

pendidikan
daerah;

permasalahan pendidilcanbidang
kesehakebudayaan, tan, sosial, dankepemudaan olatrraga,

kerja,tenaga transmigrasi, pemberdayaan perempu€rn
anak,pe;lindungan udukpengendalian darrpend

berencana, dankepegawaian, dan pelatihan
berkaitan dengan pemerintahanpenyelenggaraan

kebudayaan,
tenaga kerja,

anak, danpengendalian penduduk berencana,keluarga
dankepegawaian, danpendidikan bahansebagaipelatihan

dalampertimbangan bupati menetapkan kebijakankeb{jakan-

pendidikan,

perlindungan

c. Perumusan dan telaahanpenyampaian bidang
ke,budayaan kesehatan, dansosial, kepemudaan olahraga,
tenaga kerja, danPemtransmigrasi, Perempuanberdayaan

ndaliananak, danudukpenge pend
keberencana, danrpegawanan, danpendidikan

bangan
pemerintahan

d. Pelaksanaan lainkedinasantugas diberikan olehyang
sesuai

,>
PU9 4

4 \.1

YUNI SUKOWATI

'(S'-E

\s

strategis;
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